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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jurnal  berkala  unquk  menyajikan  tulisan-tulisan  tentang  ber- 
bagai  masalah'  nasional  dan  internasional.  ANALISIS  CSIS  adalah  suatu 

tul.san  dari  luar  CSIS  akan  dipertimbangkan  untuk  dimuat  sesuai  dengan 
kebutuhan.  Isi  tulisan-tulisan  yang  dimuat  dalam  ANALISIS  CSIS  seoenuh- 
nya  menjadi  tanggung  jawab  pribadi  penulis  masing-masing 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung 
berukiran  bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran 
orang  tanpa  busana  duduk  memangku  buku  terbuka  ber- 
alaskan  kain  lampin.  Tangan  kiri  menunjuk  ke  buku  dan 
tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  menggambarkan  orang 
yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang  ditimba  dari  buku  Ketelan- 
jangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan  keterbukaan  budi 
~  tiadanya  sikap  a  priori  -  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Cambar  ini  menunjukkan  kegiatan 
belajar  dan  mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis 
CSIS  melakukan  studi  dan  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja 
yang  membutuhkannya.  Sedangkan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad 
raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup  CSIS  berada  dan  berkarya  Ka- 
hmat  Nalar  Ajar  Terusan  Bud/yang  tertera  pada  lingkaran  piringan  adalah 
surya  sengka/a:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa  untuk  menandaJ 
suatu  .  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus  menge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai 
itu.  Na/ar  menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan 
berwatak  9,  dan  Bud/  berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca 
dalam  urutan  terbalik;  1971,  tahun  CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi 
juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat  kegiatan  CSIS.  CSIS  se- 
bagai lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas  individu, 
pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan  hanya  meng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban 
sosialnya.  Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  ber- 
nalar,  belajar  serta  menguraikan  pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi 
yang  arif.  Logo  ini  dituangkan  dalam  wujud  piringan  perunggu  oleh  G. 
Sidharta. 
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SELAMA  lima  tahun  terakhir  konflik  vertikal  dan  horizontal  di  Indonesia  te- 
lah  menjadi  fenomena  yang  berada  pada  tingkat  meresahkan.  Tidak  hanya 
dari  segi  korban  jiwa  dan  materi  yang  jumlahnya  sangat  besar  tetapi  bahkan 
telah  menggoyahkan  sendi-sendi  kebangsaan  dan  peri  kemanusiaan.  Persoalan-per- 
soalan  struktural  seperti  kebijakan  yang  keliru  dalam  hal  transmigrasi,  pemberian 
privilege  terhadap  kelompok  tertentu  maupun  ketidakadilan  dalam  pembagian  sum- 
ber  daya  alam  yang  dilakukan  baik  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  maupun  peme- 
rintah  Indonesia  merupakan  akar  utama  timbulnya  konflik.  Hal  ini  diperparah  oleh 
munculnya  krisis  ekonomi  dan  sentimen  agama  dan  suku  yang  timbul  akibat  per- 
saingan  ekonomi  antarkelompok  masyarakat  dan  akibat  rekayasa  pihak-pihak  terten- 
tu yang  memperoleh  keuntungan  dari  suasana  konflik.  Menurut  UNSFIR  kekeras- 
an  sosial  dikelompokkan  menjadi  kekerasan  komunal,  kekerasan  separatis,  keke- 
rasan  negara-masyarakat  dan  kekerasan  industrial.  Pengelompokan  ini  menunjukkan 
adanya  kompleksitas  dan  kerumitan  yang  terkait  dengan  penyebab  maupun  pena- 
nganan  yang  diperlukan  untuk  mengakhir  konflik  sosial. 

Didorong  oleh  keprihatinan  mendalam  atas  terus  terjadinya  konflik  sosial  serta 
harapan  untuk  menemukan  pemecahan  yang  paling  tepat  untuk  segera  menghenti- 
kan  kekerasan  sosial  tersebut  Analisis  CS/S  menerbitkan  tema  "Konflik  Sosial  di  In- 
donesia: Analisis  Faktor  Penyebab  Struktural  dan  Kulturai".  Tulisan  pertama  oleh  Se/o 
Soemardjan  selain  membahas  kebijakan  yang  keliru  serta  krisis  ekonomi  sebagai  pe- 
micu  terjadinya  keresahan  masyarakat,  secara  khusus  menganalisis  akar  konflik  di  Ma- 
luku. Mendukung  tulisan  pertama,  melalui  studi  empiris  Aloysius  Gunadi  Brata  mem- 
buktikan  adanya  pengaruh  ketidakadilan  sosiai-ekonomi  terhadap  timbulnya  konflik. 

Pada  tulisan  ketiga,  dengan  mengambil  kasus  konflik  di  Kalimantan  Barat  dan 
Kalimantan  Tengah,  Riwanto  Tirtosudarmo  menunjukkan  adanya  hubungan  antara  mo- 
bilisasi  penduduk  dengan  konflik  etnis.  Obsesi  pemerintah  tentang  integrasi  nasional 
dan  modernisasi  melahirkan  rekayasa  demografis  sebagai  desain  kebijakan  yang  meng- 
abaikan  keberagamaan.  Hal  ini  menimbulkan  reaksi  penolakan  tidak  hanya  kepada 
pemerintah  tetapi  juga  sekaligus  menimbulkan  ketegangan  antaretnis.  Dua  tulisan 
terakhir  masing-masing  oleh  Andi  Widjajanto  dan  Laila  Hasnah  serta  Irene  I.  Hadi- 
prayitno,  secara  terpisah  menawarkan  ide  bagi  eliminasi  konflik.  Menguatkan  struktur 
negara-bangsa  dan  melakukan  dekonstruksi  budaya  kekerasan  yang  berkembang 
di  Indonesia  merupakan  dua  hal  yang  perlu  diusahakan  untuk  meredakan  konflik. 
Sementara  itu,  untuk  kasus  kekerasan  yang  dilakukan  oleh-  negara  dalam  konflik  Aceh, 
pertanggungjawaban  kejahatan  hak  asasi  manusia  melalui  penggunaan  instrumen  in- 
ternasional  menjadi  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  agar  keadilan  bagi  masyarakat 
dapat  ditegakkan. 

Bagian  akhir  Analisis  CS/S  menyajikaan  dokumen  tentang  Pertemuan  Menlu 
ASEAN  ke-35  dan  Masalah  Keamanan  ASEAN  yang  dihimpun  oleh  F.  Andrea. 
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ANALISIS  PERISTIWA 
TINJAUAN  PERKEMBANGAN  POLITIK 

Perubahan  UUD  1945: 

Solusi  atau  Problema  Konstitusi? 

H.  Anton  Djawamaku  8<  M.  Sudibjo 


SIDANG  Tahunan  (ST)  MPR 
Agustus  2002  telah  melakukan 
perubahan  keempat  UUD  I945 
dan  sekaligus  menuntaskan  reformasi 
konstitusi.  Oleh  karena  itu  perlu  dieva- 
luasi,  sejauhmana  keseluruhan  hasil  per- 
ubahan itu  menunjang  atau  justru  seba- 
liknya  menjadi  kendala  bagi  proses  de- 
mokratisasi.  Evaluasi  ini  paling  tidak  akan 
meliputi  empat  hal:  pertama,  kemajuan- 
kemajuan  yang  dicapai  sebagai  hasil  per- 
ubahan konstitusi;  kedua,  beberapa  ke- 
cenderungan  ademokratis;  ketiga,  problema 
sistematisasi  dan  sinkronisasi  yang  juga 
bermuara  pada  multi-interpretasi  terhadap 
hasil-hasil  perubahan  kontitusi;  dan  ke- 
empat, Komisi  Konstitusi  yang  menjadi 
upaya  penyempurnaan  "setengah  hati". 

Konstitusi  betapapun  baiknya  tetap  me- 
miliki  keterbatasan-keterbatasan.  Berba- 
rengan  dengan  reformasi  konstitusi,  seha- 
rusnya  ditumbuhkan  konvensi  ketatanega- 
raan  untuk  melengkapi  dan  sekaligus  me- 
nunjang penyelenggaraan  konstitusi  ber- 
sangkutan.  Masalah  muncul  manakala  pe- 


luang  untuk  menumbuhkan  konvensi  keta- 
tanegaraan  justru  diabaikan  oleh  para  pe- 
mimpin  negara  dengan  berbagai  dalih 
Antara  lain  berlindung  di  balik  legalitas 
formal,   memisahkan  secara  tajam  keten- 
tuan  hukum  dari  kandungan  moralitas  dan 
sebenarnya  berarti  mengabaikan  aspek 
moral  itu  sendiri.  Hal  ini  terefleksi  dari  ka- 
sus  Akbar  Tandjung  pasca  vonis  4  Sep- 
tember 2002  dan  kasus  PT  QSAR  yang 
semakin  mencuat.  Berbagai  masalah  ini 
dan  hasil-hasil  perubahan  UUD  1945  te- 
lah mewarnai  perkembangan  politik  da- 
lam  kuartal  ketiga  tahun  2002. 


KEMAJUAN-KEMAJUAN 

Ciri  utama  sistem  Presidensiil  adalah 
dilakukannya  pemilihan  Presiden  secara 
langsung  oleh  rakyat  dan  Presiden  ber- 
tugas  untuk  masa  jabatan  yang  pasti. 
Hal  ini  diadopsi  di  dalam  perubahan 
UUD  menjadi  "Presiden  dan  Wakil  Pre- 
siden dalam  satu  pasangan  dipilih  seca- 
ra langsung  oleh  rakyat  dengan  masa  ja- 
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batan  paling  banyak  dua  periode".  Me- 
lalui  pemilihan  secara  langsung,  Presiden 
dan  Wakil  Presiden  terpilih  akan  memi- 
liki  mandat  dan  legitimasi  yang  sangat 
kuat,  karena  didukung  oleh  rakyat  yang 
memberikan  suaranya  secara  langsung. 
Rakyat  tidak  lagi  melulu  menitipkan  sua- 
ranya melaiui  MPR  karena  potensi  distor- 
si  yang  sangat  mungkin  terjadi.  Sistem 
Presidensiil  diyakini  lebih  mampu  mem- 
berikan garansi  bagi  stabilitas  politik  -  ba- 
sis bagi  pembangunan  politik  -  daripada 
sistem  parlementer  (Sugiarto,  2002:  172). 

Dalam  perubahan  UUD  1945  juga 
tampak  upaya  untuk  menyetarakan  lem- 
baga-lembaga  negara,  sehingga  dapat 
tercipta  mekanisme  checks  and  balances 
yang  lebih  memadai,  demi  mendorong 
demokratisasi  lembaga-lembaga  negara 
bersangkutan.  Hal  ini  berkenaan  dengan 
perubahan  pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945 
yang  menjadikan  MPR  sebagai  institu- 
sionalisasi  kedaulatan  rakyat.  Sebab  pe- 
lembagaan  ini  cenderung  mengaburkan 
substansi  demokrasi,  ketika  kepadanya  di- 
posisikan  sebagai  lembaga  tertinggi  dan 
diberikan  kekuasaan  yang  tak  terbatas. 
Oleh  karena  itu  hasil  perubahan  lalu  di- 
rumuskan:  "Kedaulatan  berada  di  tangan 
rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Un- 
dang-Undang  Dasar".  Berhubungan  de- 
ngan itu  posisi  MPR  direduksi  ke  dalam 
lembaga  tinggi  negara,  dengan  kewe- 
nangan  yang  dinyatakan  secara  tegas  di 
dalam  UUD.^  Keanggotaan  MPR  terdiri 


^UUD  1945  pasal  6  A  ayat  (1)  dan  pasal  7. 

^Pasal  3  UUD  1945  menegaskan  bahwa  MPR 
berwenang  mengubah  dan  menetapkan  UUD, 
melantik  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dapat 
memberhentikan  Presiden  dalam  masa  jabatannya 


dari  anggota  DPR  yang  merupakan  per- 
wakilan  politik  dan  anggota  DPD  yang 
merupakan  perwakilan  teritori.  Baik  DPR 
maupun  DPD  dipilih  melaiui  pemilu.^ 

Perubahan  UUD  yang  berkenaan  de- 
ngan komposisi  MPR  tersebut  berarti 
meniadakan  unsur  utusan  golongan  di 
dalam  tubuh  lembaga  negara  ini,  Hal 
itu  membawa  konsekuensi  bahwa  TNI  dan 
Poiri  sebagai  satu-satunya  utusan  golong- 
an di  MPR  harus  ditiadakan,  karena  ang- 
gota MPR  hanya  terdiri  dari  anggota 
DPR  dan  DPD  yang  diplih  melaiui  pe- 
milu.  Dengan  perkataan  lain  peran  TNI 
dan  PoIri  di  lembaga  DPR  dan  MPR 
akan  berakhir  pada  tahun  2004,  setelah 
anggota  DPR  dan  MPR  hasil  pemilu  ba- 
ru  dilantik.  Batas  waktu  peniadaan  peran 
TNI  dan  PoIri  tersebut  jauh  lebih  cepat 
daripada  keputusan  MPR  sebelumnya 
yang  menentukan  paling  lama  pada  ta- 
hun 2009."*  Peniadaan  peran  TNI  dan  PoI- 
ri ini  juga  berlaku  bagi  DPRD  I  dan  11. 
Oleh  karena  di  dalam  perubahan  kedua 
UUD  terdapat  ketentuan  bahwa  pemda 
tingkat  provinsi,  kabupaten  dan  kota  me- 
miliki  DPRD  yang  anggota-anggotanya 
dipilih  melaiui  pemilu.^  Sementara  itu  in- 
stitusi  TNI  dan  PoIri  sendiri  tidak  dapat 


sesuai  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi. 
Sedangkan  pasal  8  ayat  (3)  UUD  member!  we- 
wenang  kepada  MPR  untuk  memil|h  Presiden 
dan  Wakil  Presiden  bila  keduanya  mangkat  atau 
berhalangan  tetap. 

\ihat  UUD  1945  pasal  2  ayat  (1),  juncto  pasal 
19  ayat  1  dan  pasal  22  C  ayat  (1). 

\ihat  Tap  MPR  No.  VII/MPR/2000  tentang 
Peran  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Peran  Ke- 
polisian  Negara  Republik  Indonesia,  pasal  5  ayat 
(4)  dan  pasal  10  ayat  (2). 

^Pasal  18  ayat  (3). 
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menjadi  peserta  pemilu  karena  merupa- 
kan  aparat  eksekutif. 

Di  dalam  batang  tubuh  UUD  juga  di- 
nyatakan  secara  tegas  bahwa  Indonesia 
adalah  sebuah  negara  hukum  dan  ne- 
gara  hukum  yang  dimaksudkan  itu  tidak 
lain  berkaraktepstik  negara  hukum  yang 
demokratis.  Memang  di  dalam  pasal  1 
ayat  (3)  tidak  dirumuskan  karekteristik  da- 
ri  negara  hukum  yang  dimaksud.  Akan 
tetapi  di  dalam  pasal  28  I  ayat  (5)  dinya- 
takan  bahwa  penegakan  dan  perlindung- 
an  hak  asasi  manusia  (HAM)  adalah  se- 
suai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang 
demokratis/  Inilah  yang  menjadi  karak- 
teristik  dari  negara  hukum  yang  kita  anut 
tersebut.  Dalam  negara  hukum  yang  de- 
mikian  ini,  kekuasaan  kehakiman  yang 
merdeka  berpuncak  pada  Mahkamah 
Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi.  Di  sam- 
ping  itu  terdapat  lembaga  Komisi  Yudisial 
yang  bersifat  mandiri.  Lembaga  ini  ber- 
wenang  mengusulkan  pengangkatan  Hakim 
Agung  dan  menegakkan  keluhuran  mar- 
tabat  hakim.  Adanya  Mahkamah  Kon- 
stitusi ini  mengikuti  kecenderungan  mu- 
takhir  dari  negara-negara  demokratis  di 
dunia  yang  membutuhkan  penyelesaian 
sengketa-sengketa  politik  melalui  lembaga 
peradilan  dan  menjadikan  lembaga  per- 
adilan  sebagai  instrumen  untuk  mengon- 
trol  kekuasaan  (Lotulong  dan  Asshiddiqie 


^Pasal  1  ayat  (3)  adalah  hasil  Perubahan  Ke- 
tiga  UUD  1945. 

'Pasal  28  I  ayat  (5)  adalah  hasil  Perubahan 
Kedua  UUD  1945, 

Hasil  Perubahan  Ketiga  UUD  yang  tertuang 
di  dalam  Bab  IX.  Bahwa  kekuasaan  kehakiman 
merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  baru  diru- 
muskan dalam  perubahan  UUD  ini,  yakni  di  da- 
lam batang  tubuh. 


(2002:  1-34);  Widjojanto  (2002:  49-50); 
Asshiddiqie  (2002). 

Dalam  konstitusi  baru  yang  merupa- 
kan hasil  perubahan  UUD  juga  me- 
ngandung  pengakuan  dan  perhormatan 
negara  terhadap  kemajemukan  masyara- 
kat.  Dalam  konteks  kemajemukan  itu,  ne- 
gara melindungi  segenap  bangsa  Indo- 
nesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indo- 
nesia.  Hal  ini  adalah  karena  masih  di- 
pertahankannya  Pembukaan  UUD  1945 
di  samping  juga  diadopsinya  sebagian 
besar  ketentuan  HAM  universal  ke  da- 
lam UUD/°  yang  dinyatakan  secara  eks- 
plisit  di  dalam  batang  tubuh  UUD.  Mi- 
salnya,  pengakuan  terhadap  kesatuan-ke- 
satuan  masyarakat  hukum  adat  beserta 
hak-hak  tradisionalnya,  adanya  persama- 
an  di  depan  hukum  dan  pemerintahan, 
penghormatan  terhadap  identitas  buda- 
ya  serta  adanya  jaminan  terhadap  kebe- 
basan  beragama  dan  beribadat  menu- 
rut  agama  dan  kepercayaannya  masing- 
masing." 

BEBERAPA  KECENDERUNGAN  ADE- 
MOKRATIS 

Keinginan  untuk  menyetarakan  lemba- 
ga-lembaga  negara  ternyata  tidak  dija- 
barkan  secara  konsisten.  Rupanya  pendu- 
lum kekuasaan  telah  beralih  ke  tangan 

Dalam  kalimat  pertama  dari  alinea  keempat 
Pembukaan  UUD  1945. 

^°Lihat  Bab  X  A  hasil  Perubahan  Kedua  UUD 
1945. 

^ Vasal  18  B  ayat  (2)  hasil  Perubahan  Kedua 
UUD,  juncto  pasal  27  ayat  (1),  pasal  28  I  ayat  (3) 
dan  pasal  29  ayat  (1).  Dalam  ST  MPR  tanggal  1-11 
Agustus  2002,  disepakati  bahwa  pasal  29  UUD 
1945  tidak  perlu  diubah.  Jadi  tetap  sebagaimana 
naskah  aslinya. 
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DPR,  sehingga  lembaga  inl  merambah 
kekuasaan  ke  mana-mana,  termasuk  ke  da- 
lam  eksekutif.  Sekalipun  kita  tidak  meng- 
anut  doktrin  pemisahan  kekuasaan  secara 
murni,  namun  kecenderungan  DPR  ter- 
lalu  jauh  merambah  ke  dalam  kekuasa- 
an eksekutif  menunjukkan  gejala  yang  ti- 
dak sehat.  Ketentuan  bahwa  pembentuk- 
an,  pengubahan  dan  pembubaran  kemen- 
terian^negara  diatur  dalam  undang-un- 
dang,     artinya  hal  itu  hams  melalui  per- 
setujuan  bersama  Presiden  dan  DPR.  Pa- 
dahal  berbagai  soal  yang  berkenaan 
dengan  kementerian  negara  adalah  do- 
main eksekutif  yang  berada  pada  tatar- 
an  pelaksanaan.  Sebelumnya  kecende- 
rungan demikian  telah  diselundupkan  me- 
lalui Ketetapan  MPR  yang  menyatakan 
bahwa  pengangkatan  dan  pemberhen- 
tian  Panglima  TNI  dan  Kapoiri  harus  de- 
ngan persetujuan  DPR.^^  Kekhawatiran 
parlemen  bahwa  nanti  Presiden  dapat 
memperalat  TNI  dan  Poiri  untuk  kepen- 
tingan  dirinya,  seharusnya  tidak  dilaku- 
kan  dengan  mencampuri  urusan  ekse- 
kutif, melainkan  dengan  meningkatkan 
mutu  pengawasan  yang  menjadi  fungsi 
DPR.  Apalagi  kini  telah  ada  Mahka- 
mah  Konstitusi  yang  dapat  dimanfaatkan 
oleh  DPR  sebagai  bagian  dari  fungsi 
pengawasannya. 

DPR  heavy  juga  berlaku  ke  dalam 
tubuh  parlemen  sendiri.  DPD  menurut 


Pasal  1 7  ayat  (4)  Perubahan  Ketiga  UUD. 

"lihat  Ketetapan  MPR  No.  VII/MPR/2000  ten- 
tang  Peran  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Peran 
Kepoiisian  Negara  Rl  pasal  3  ayat  (3)  dan  pasal 
7  ayat  (3).  Dilihat  dari  tata  urutan  peraturan  per- 
undang-undangan,  Ketetapan  MPR  termasuk  da- 
lam kategori  Peraturan  Dasar  {Grundgeselzes). 
Lihat  Attamimi  (1979:  292). 


pasal  22  C  ayat  (2)  jumlahnya  tidak  le- 
bih  dari  sepertiga  jumlah  anggota  DPR. 
Tidak  jelas  apa  rasionalitas  di  balik  ke- 
tentuan seperti  itu.  Karena  DPD  ada- 
lah perwakilan  teritori/daerah,  seharus- 
nya jumlah  anggota  DPD  sesuai  dengan 
jumlah  daerah  otonom  yang  ada.  Se- 
lain  itu  DPD  tidak  mempunyai  kewe- 
nangan  untuk  berperan  dalam  proses 
pemberhentian  Presiden  dan  hanya  DPR- 
lah  yan^^  memiliki  otbritas  dalam  hal  de- 
mikian.    Dalam  aspek  pembuatan  un- 
dang-undang,  DPD  diatur  keterlibatannya 
hanya  pada  masalah-masalah  yang  me- 
liputi  hubungan  daerah  dan  pusat,  itu 
pun  terbatas  pada  tahap  pengusulan 
dan  pembahasan.^^  Hal  demikian  akan 
sulit  bagi  DPD  untuk  berperan  sebagai 
the  revising  chamber  dan  pelaku  mekanis- 
me  checks  and  balances  di  tubuh  parle- 
men, melainkan  sekadar  instrumen  pe- 
lengkap  parlemen  (Sugiarto,  2002:  168- 
169).  Lebih  jauh  hasil  perubahan  UUD 
ini  menunjukkan  seolah-olah  seluruh  ma- 
salah  bangsa  dan  negara  hanya  menjadi 
tanggung  jawab  DPR,  dan  bukan  DPD. 
Hal  ini  akan  menimbulkan  ketidakpuasan 
daerah  dan  ikut  merangsang  tumbuhnya 
potensi  disintegrasi  bangsa. 

Hasil  perubahan  UUD  juga  merumus- 
kan  ketentuan  bahwa  pasangan  calon 
Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan 
oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai^ 
politik  peserta  pemilu.^^  Persoalan  tim- 
bul  bagaimana  dengan  calon  indepen- 
den?  Apakah  partai  politik  dapat  meng- 

^''lihat  pasal  7  B  ayat  (1)  Perubahan  Ketica 
UUD. 

^  Vasal  22  D  ayat  (1)  dan  (2)  Perubahan  UUD. 
^^Pasal  6  A  ayat  (2)  Perubahan  Ketiga  UUD. 
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akomodasi  calon  seperti  ini?  Mengharap- 
kan  partai  politik  untuk  berbuat  demi- 
kian  adalah  sikap  yang  terlalu  naif.  Ja- 
di,  ketentuan  mengenai  pencalonan  Pre- 
siden  dan  Wakil  Presiden  cenderung  ti- 
dak  demokratis,  sebab  menutup  pe- 
luang  bagi  calon  independen.  Sesung- 
guhnya  keputusan  untuk  melakukan  pe- 
milihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  se- 
cara  langsung  adalah  suatu  langkah  maju 
yang  cukup  signifikan  dalain  proses  demo- 
krasi  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  me- 
nyerahkan  lagi  kepada  MPR  untuk  me- 
milih  Presiden  dan  Wakil  Presiden  apa- 
bila  keduan^a  berhalangan  tetap  secara 
bersamaan/  berarti  membiarkan  penye- 
lenggaraan  demokrasi  terjebak  dalam  ber- 
bagai  distorsi  yang  bersifat  manipulatif. 
Hasilnya  adalah  sebuah  demokrasi  semu 
yang  sesungguhnya  berarti  tidak  demo- 
kratis. 

Berkaitan  dengan  itu  perlu  dicatat  ke- 
cenderungan  pemutlakan  dan  sakralisasi 
terhadap  bentuk  Negara  Kesatuan.  Ru- 
musan  ini  kurang  realistis,  seolah-olah  te- 
lah  final,  padahal  seharusnya  disesuaikan 
dengan  perkembangan  jaman.  Selain  ber- 
tentangan  dengan  proses  demokrasi,  reali- 
tas  juga  menunjukkan  bahwa  eksperimen 
kita  sebagai  bangsa  selama  lebih  dari 
setengah  abad  dengan  bentuk  negara  ke- 
satuan menunjukkan  tanda-tanda  kegagal- 
an.  Oleh  karena  itu  seharusnya  dibuka 
peluang  untuk  mencari  bentuk-bentuk  ne- 
gara yang  lebih  efektif  bagi  kelanggeng- 
an  negara  bangsa  itu  sendiri.  Amerika  Se- 
rikat  atau  United  States  of  America  ada- 
lah kesatuan  dari  negara-negara  bagian 

^  Vasal  8  ayat  (3)  Perubahan  Keempal  UUD. 

1 8 

Pasal  37  ayat  (5)  Perubahan  Keempat  UUD. 


Amerika.  Negara  yang  berbentuk  demikian 
itu  ternyata  jauh  dari  ancaman  disintegrasi. 

MASALAH  SISTEMATISASI  DAN 
SINKRONISASI 

Sistematisasi,  sinkronisasi  dan  multi- 
interpretasi  merupakan  sisi  lain  yang  cu- 
kup signifikan  dari  permasalahan  hasil 
perubahan  UUD.  Sebagai  ilustrasi  dapat 
diambil  dari  beberapa  perumusan  ten- 
tang  kekuasaan  kehakiman.  Misalnya  pe- 
rumusan pasal  24  ayat  (2),  sekurang-ku- 
rangnya  menimbulkan  dua  penafsiran,  Per- 
tama,  kekuasaan  kehakiman  itu  dilaksa- 
nakan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung 
(MA)  dan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  ber- 
ada  di  bawah  MA  tersebut.  Kedua,  ke- 
kuasaan kehakiman  dilaksanakan  oleh 
MA  dan  MK  dalam  kedudukan  yang  se- 
tara.  Kedua  penafsiran  ini  menimbulkan 
permasalahan,  terutama  bila  dikaitkan  de- 
ngan kewenangan  judicial  review  yang 
dimiliki  oleh  kedua  lembaga  judikatif 
ini.  MA  memiliki  kewenangan  judicial  re- 
view terhadap  peraturan  perundang-un- 
dangan  di  bawah  undang-undang,  sedang- 
kan  MK  berwenang  menguji  undang- 
undang  terhadap  UUD.  Dalam  keduduk- 
an yang  setara  saja  timbul  persoalan, 
mengapa  MK  diberi  kewenangan  yang 
lebih  tinggi  daripada  MA,  apalagi  da- 
lam kedudukan  yang  tidak  setara  sesuai 
dengan  penafsiran  pertama.  Seharusnya 
seluruh  kewenangan  judicial  review  yang 
dimiliki  MA  dicabut  dan  diserahkan  ke- 
pada MK. 

Pencermatan  secara  menyeluruh  atas 
hasil  perubahan  UUD  menunjukkan  per- 
ubahan yang  sangat  signifikan  baik  se- 
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cara  kualitatif  maupun  kuantitatif.  Seca- 
ra  kualitatif  telah  terjadi  perubahan  fun- 
damental terhadap  sistem  dan  struktur 
ketatanegaraan.  Sistem  MPR  yang  dianut 
dalam  UUD  1945  diubah  menjadi  sis- 
tem Presidensiil  yang  tidak  murni  {quasi- 
Presidential).  Dilakukan  penyetaraan  lem- 
baga-lembaga  negara,  sekaligus  saling 
mengontrol  dan  mengimbangi  satu  sama 
lain  {checks  and  balances).  Struktur  par- 
lemen  ditetapkan  menjadi  dua  kamar 
(soft  bicameralism)  yaitu  DPR  dan  DPD 
yang  secara  bersama-sama  disebut  MPR 
dengan  posisi  yang  direduksi  menjadi 
lembaga  tinggi  negara.  Diadopsinya  Mah- 
kamah  Kontitusi  merupakan  fenomena 
baru  dalam  dunia  ketatanegaraan  dewa- 
sa  ini.  Secara  kuantitatif,  perubahan  yang 
dilakukan  terhadap  UUD  1945  meliputi 
83,79  persen  (31  pasal),  sedangkan  sisa- 
nya  hanya  16,21  persen  (6  pasal)  yang 
tidak  mengalami  perubahan. Semen- 
tara  itu  hal-hal  baru  yang  disisipkan  ke 
dalam  pasal-pasal  yang  diubah  menca- 
pai  36  buah  (97,30  persen)  hampir  se- 
tara  dengan  jumlah  pasal  UUD  1945. 
Dengan  seluruh  perubahan  itu,  sesung- 
guhnya  telah  lahir  sebuah  UUD  baru 
yang  menggantikan  UUD  1945.  Jadi  ti- 
dak tepat  kalau  seluruh  naskah  masih 
disebut:  Undang-Undang  Dasar  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Apalagi 
dengan  meniadakan  seluruh  Penjelasan 
UUD,  termasuk  penjelasan  mengenai  po- 
kok-pokok  pikiran  yang  ada  di  dalam 
Pembukaan.  Sebab  Pembukaan  UUD  1945 

20 

disepakati  untuk  tidak  diubah. 

^^Periksa  UUD  1945  pasal  4,  pasal  10,  pasal 
12,  pasal  22,  pasal  25  dan  pasal  29. 

20 

Lihat  Pasal  II  Aturan  Peralihan,  hasil  Peru- 
bahan Keempat  UUD. 


Di  samping  itu  masih  ada  masalah 
lain  yang  berkaitan  dengan  teknis  perun- 
dang-undangan.  Sekurang-kurangnya  ada 
38  buah  undang-undang  yang  diperin- 
tahkan  pembuatannya  untuk  melaksana- 
kan  hasil  perubahan  UUD  tersebut  Akan 
tetapi  rumusan  mengenai  hal  ini  ternya- 
ta  bervariasi.  Di  antaranya:  "diatur  lebih 
lanjut  dengan  undang-undang,  diatur  de- 
ngan undang-undang,  diatur  dalam  un- 
dang-undang, diatur  dan  dilaksanakan 
berdasarkan  undang-undang,  ditetapkan 
dengan  undang-undang,  dijamin,  diatur 
dan  dituangkan  dalam  peraturan  perun- 
dang-undangan".  Seharusnya  seluruh  pe- 
rintah  pembuatan  undang-undang  ini  le- 
bih disederhanakan,  sehingga  paling  ba- 
nyak  hanya  ada  dua  bentuk  yaitu  diatur 
dengan  undang-undang  atau  ditetapkan 
dengan  undang-undang. 

Demikian  juga  sistematika  penomor- 
an  naskah  perubahan  menjadi  sangat 
rumit,  suiit  dicerna  dan  bahkan  membi- 
ngungkan.  Biasanya  Bab  diberi  nomor 
Romawi  dan  pasal-pasal  diberi  nomor 
angka  biasa.  Dalam  perubahan  UUD 
ini  penulisan  Bab  dan  pasal-pasal  diberi 
huruf-huruf  besar  yang  tidak  selamanya 
berhubungan  dengan  Bab  atau  pasal 
induk.  Misalnya  Bab  IX  berjudul  Kekua- 
saan  Kehakiman,  Bab  IX  A  berjudul  Wi- 
layah  Negara.  Pasal  25  masih  berkenaan 
dengan  kekuasaan  kehakiman,  tetapi  pa- 
sal 25  A  sudah  mengatur  substansi  yang 
lain  sama  sekali.  Demikian  juga  penam- 
bahan  pasal  dengan  huruf-huruf  besar 
bisa  menjadi  demikian  panjang  yaitu  da- 
ri  huruf  A  sampai  dengan  j.  Keganjilan 
lain  tampak  pada  pasal  28  mengenai 
kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul, 
mengeluarkan  pikiran       dan  seterusnya. 
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Di  bawah  pasal  ini  muncul  Bab  baru 
bernomor  Romawi  X  A  berjudul  Hak  Asasi 
Manusia.  Tentu  saja  timbul  pertanyaan 
apakah  pasal  28  itu  bukan  termasuk 
Hak  Asasi  Manusia?  Kerumitan  ini  tidak 
akan  terjadi  kalau  MPR  sedikit  berla- 
pang  dada  untuk  menerima  bahwa  per- 
ubahan  UUD  yang  dilakukan  sebenar- 
nya  adalah  penggantian  UUD  baru.  Oleh 
karena  itu  mereka  bebas  untuk  melaku- 
kan  penomoran  yang  lebih  sederhana 
dan  mudah  dicerna. 

MPR  "SETENGAH  HATI"  MENYIKAPI 
PENYEMPURNAAN  UUD 

Menjelang  dan  selama  beriangsung 
ST-MPR  2002,  semakin  kuat  desakan  ma- 
syarakat  agar  MPR  mengakomodasi  pem- 
bentukan  Komisi  Konstitusi  independen. 
Tugas  komisi  ini  adalah  untuk  menyem- 
purnakan  hasil-hasil  perubahan  UUD  men- 
jadi  konstitusi  baru  yang  mampu  mengan- 
tar  seluruh  masyarakat  bangsa  menuju  In- 
donesia Baru.  Konstitusi  baru  itu  memang 
harus  dipahami  dalam  tiga  hal  baru  yang 
sangat  mendasar:  paradigma  baru,  sub- 
stansi  baru  dan  proses  penyusunan  yang 
bersifat  partisipatoris  (Isra,  2002:  240- 
241).  Dengan  paradigma  baru  tidak  ber- 
arti  semuanya  harus  serba  baru,  tetapi 
juga  dapat  dilakukan  melalui  pembaru- 
an  paradigma  lama  yang  terbuka  terha- 
dap  unsur-unsur  baru.  Dalam  hubungan 
ini  yang  terpenting  adalah  membangun 
konsep  dasar  konstitusi  yang  demokratis. 
Selanjutnya  substansi  baru  hanya  mung- 
kin  terjadi  jika  ada  keberanian  untuk 
keluar  dari  kerangka  UUD  1945.  Sebab 
konstitusi  adalah  kontrak  sosial  antara 
rakyat  dan  negara,  sehingga  proses  pe- 


rumusannya  harus  melibatkan  sebagian 
terbesar  rakyat  sebagai  pemilik  asli  ke- 
daulatan. 

Kriteria  mengenai  konstitusi  baru  di 
atas  dapat  digunakan  untuk  menelaah  se- 
luruh proses  dan  hasil  perubahan  UUD. 
Pertama,  sebagian  besar  hasil  perubahan 
UUD  sebenarnya  didasarkan  pada  para- 
digma lama  yang  terbuka  terhadap  un- 
sur-unsur baru  dan  itulah  paradigma  ba- 
ru. Hal  ini  tampak  dalam  kesepakatan 
untuk  tidak  mengubah  Pembukaan  UUD 
sambil  memunculkan  substansi-substansi 
baru  guna  lebih  mendorong  proses  de- 
mokratisasi,  Kedua,  substansi-substansi  ba- 
ru itu  tercatat  dalam  tulisan  ini  sebagai 
kemajuan-kemajuan  yang  dicapai  dalam 
perubahan  UUD.  Oleh  karena  perubah- 
an itu  sudah  sangat  signifikan  baik  se- 
cara  kualitatif  maupun  kuantitatif,  maka 
sesungguhnya  telah  lahir  sebuah  UUD 
baru  yang  menggantikan  UUD  1945. 
Adanya  substansi  baru  ini  juga  berkat  ke- 
beranian para  anggota  MPR  keluar  dari 
kerangka  UUD  1945  sejak  perubahan 
kedua  UUD  tersebut  (Djawamaku,  2001: 
468-470).  Ketiga,  melihat  pengalaman  dan 
kecenderungan  yang  ada  di  MPR  sela- 
ma ini,  proses  yang  dilakukan  dirasakan 
sangat  elitis  karena  sangat  minim  da- 
lam memberikan  kesempatan  kepada 
publik.  Inilah  salah  satu  kelemahan  men- 
dasar dalam  proses  perubahan  UUD. 

Dengan  demikian  secara  substansial 
sesungguhnya  tidak  ada  perbedaan  prin- 
sipiil  antara  aspirasi  yang  menghendaki 
konstitusi  baru  dan  hasil-hasil  perubahan 
UUD  1945.  Perbedaan  hanyalah  di  da- 
lam proses  yang  tentu  saja  akan  diatasi 
oleh  Komisi  Konstitusi  manakala  ia  me- 
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lakukan  penyempurnaan  terhadap  per- 
ubahan  UUD.  MPR  bukan  tidak  menya- 
dari  kekurangan  dan  kelemahan  dari  per- 
ubahan  UUD  yang  dihasilkannya.  Hal  itu 
tampak  dari  sikap  politiknya  bahwa 
perubahan-perubahan  UUD  sudah  cukup 
untuk  mengatur  pelaksanaan  kehidupan 
berbangsa,  bermasyarakat  dan  bernega- 
ra,  tetapi  masih  diperlukan  pengkajian 
secara  komprehensif  dan  transparan  de- 
ngan  melibatkan  masyarakat  luas.  Un- 
tuk apa  dilakukan  pengkajian  secara 
komprehensif  kalau  bukan  karena  per- 
ubahan  UUD  memiliki  kekurangan  dan 
kelemahan?  Akan  tetapi  Komisi  Konstitusi 
yang  akan  dibentuk  itu  ternyata  bukan 
untuk  melakukan  penyempurnaan,  me- 
lainkan  hanya  melakukan  pengkajian  se- 
cara komprehensif  terhadap  perubahan 
UUD  1945.  Komisi  ini  pun  dibentuk  oleh 
BP-MPR  dan  karena  itu  harus  bertang- 
gung  jawab  kepada  BP-MPR  pula. 
Jadi  MPR  sesungguhnya  tidak  mau  me- 
nyerahkan  upaya  penyempurnaan  UUD 
itu  kepada  pihak  lain.  Kalau  pengkajian 
dipandang  sebagai  bagian  dari  usaha 
penyempurnaan  UUD,  berarti  MPR  ber- 
sikap  "setengah  hati"  dalam  hal  ini. 

HILANGNYA  PELUANG  KONVENSI 
KETATANEGARAAN 

Vonis  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pu- 
sat  tanggal  4  September  2002  menja- 
tuhkan  hukuman  penjara  3  tahun  dan 


21 

Lihat  konsiderans  huruf  c  Ketetapan  MPR 
No.  l/MPR/2002  tentang  Pembentukan  Komisi 
Konstitusi. 

"Oiktum  Ketetapan  MPR  No. l/MPR/2002 
tentang  Pembentukan  Komisi  Konstitusi. 


denda  Rp.  10  juta  kepada  Akbar  Tan- 
djung,  karena  yang  bersangkutan  terbuk- 
ti  bersalah  melakukan  korupsi  dana  non- 
budgeter  Bulog  Rp.  40  milyar.  Serentak 
itu  juga  terhukum  Akbar  Tandjung  me- 
nyatakan  naik  banding.  Vonis  ini  segera 
mendapat  tanggapan  luas  di  kalangan 
masyarakat,  terutama  berkaitan  dengan 
kedudukan  politik  Akbar  Tandjung  baik 
sebagai  Ketua  DPR-RI  maupun  sebagai 
Ketua  Umum  Partai  Golkar.  Setidak-tidak- 
nya  ada  tiga  aliran  pemikiran  yang  dita- 
warkan  sebagai  solusi  berdasarkan  alasan 
yang  beragam.  Pertama,  agar  Akbar  Tan- 
djung "non-aktif"  dari  semua  jabatan- 
nya;  kedua,  Akbar  Tandjung  "mengun- 
durkan  diri  secara  sukarela";  ketiga,  Ak- 
bar Tandjung  "dimundurkan"  dari  kedua 
jabatan  itu.  Terhadap  semua  usul  itu 
Akbar  Tandjung  menepis  dengan  alasan 
legalitas  formal  bahwa  dirinya  belum 
bersalah  berdasarkan  putusan  pengadilan 
yang  berkekuatan  hukum  tetap  {presump- 
tion of  innocent).  Di  samping  itu  belum 
ada  undang-undang  yang  mengatur  ten- 
tang pemberhentian  anggota  DPR  dari 
jabatannya. 

Penggunaan  asas  presumption  of  in- 
nocent (praduga  tidak  bersalah)  sebagai 
perisai  untuk  melindungi  Akbar  Tandjung, 
selain  tidak  patut  dan  mengingkari  asas 
persamaan  di  depan  hukum,  juga  me- 
nunjukkan  "manipulasi  hukum".  Penggu- 
naan asas  itu  untuk  menghindari  tun- 
tutan  masyarakat  amatlah  memalukan. 
Asas  praduga  tidak  bersalah  cuma  ber- 
laku  dan  diperuntukkan  bagi  aparat  pe- 
negak  hukum  yang  bertujuan  untuk  me- 
lindungi hak-hak  terdakwa  atau  tersang- 
ka  dari  kemungkinan  penyalahgunaan  ke- 
kuasaan  {abuse  of  power)  oleh  aparat. 
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Penggunaan  asas  praduga  tidak  bersalah 
untuk  menolak  tuntutan  masyarakat  ter- 
hadap  Akbar  Tandjung,  bukan  saja  ke- 
liru,  tetapi  juga  menunjukkan  ketidak- 
pahannan  mereka  terhadap  prinsip  hu- 
kum.  Dalam  perspektif  hukum,  vonis  ter- 
hadap Akbar  Tandjung  sampai  saat  ini 
sudah  berkekuatan  hukum  tetap.  Artinya 
Akbar  Tandjung  harus  dipandang  sebagai 
orang  yang  sudah  bersalah,  terbukti  me- 
lakukan  tindak  pidana  korupsi,  Akbar  Tan- 
djung menjadi  orang  yang  tidak  bersa- 
lah lagi,  sannpai  ada  putusan  pengadilan 
banding  atau  pengadilan  lebih  tinggi 

23 

yang  memutuskan  sebaliknya. 

Kiranya  perlu  disadari  bahwa  berba- 
gai  argumentasi  legalitas  formal  senan- 
tlasa  tidak  memadai,  sebab  mengabai- 
kan  kandungan  moralitas  yang  melekat 
di  dalam  setiap  ketentuan  hukum.  Apa- 
lagi  tujuan  hukum  adalah  mewujudkan 
keadilan  yang  merupakan  salah  satu  ke- 
utamaan  moral,  Kasus  Akbar  Tandjung  akan 
lebih  relevan  dipandang  dari  aspek  mo- 
ralitas dan  etika  kepemimpinan.  Sudah 
menjadi  pengetahuan  umum  bahwa  de- 
mokrasi  bukan  hanya  struktur  dan  lem- 
baga-Iembaga  demokratis,  melainkan  ju- 
ga mencakup  kultur,  moralitas  dan  etika 
para  pemimpin  yang  mengisi  dan  men- 
duduki  lembaga-lembaga  demokratis.  Pa- 
da  hakikatnya  tidak  ada  demokrasi  tan- 
pa  para  pemimpin  yang  memiliki  peri- 
laku  yang  bersumber  pada  nilai-nilai  mo- 
ralitas dan  etika  kepemimpinan  demo- 
kratis. Nilai-nilai  demikian  tidak  selalu  ber- 
sifat  tertulis,  juga  tidak  bersifat  yuridis 
formal,  melainkan  melekat  dan  menjadi 


"Uhat  pendapat  Ketua  PBHI,  Hendardi  da- 
lam Kompas,  15  September  2002. 


bagian  dari  integritas  pribadi  setiap  in- 
dividu  yang  menempatkan  diri  sebagai 
wakil  rakyat  atau  pemimpin  masyarakat 
(Maris,  2002). 

Bertolak  dari  moralitas  dan  etika  ke- 
pemimpinan yang  diuraikan  di  atas,  se- 
harusnya  Akbar  Tandjung  secara  arif  me- 
nyikapi  tuntutan  masyarakat.  Memilih  si- 
kap  "non-aktif",  lalu  kemudian  aktif  lagi 
setelah  ada  putusan  pengadilan  yang  me- 
nyatakan  dirinya  tidak  bersalah,  sesung- 
guhnya  bukan  sikap  yang  bijaksana.  Se- 
bab tersembunyi  kepentingan  pribadi  di 
balik  sikap  itu.  Menunggu  sampai  di- 
paksa  mundur  sesungguhnya  memalukan 
dan  menjadi  tidak  terhormat.  Paling  ele- 
gan  apabila  Akbar  Tandjung  memilih  un- 
tuk mengundurkan  diri  secara  sukarela. 
Hal  ini  demi  kehormatan  diri  dan  lem- 
baga  yang  dipimpinnya.  Dengan  sikap 
ini  berarti  seorang  Akbar  Tandjung  men- 
ciptakan  sebuah  konvensi  ketatanega- 
raan  yang  melengkapi  khazanah  hukum 
kita.  Sekalipun  belum  ada  UU  yang 
mengatur  pimpinan  DPR  mengundurkan 
diri,  pengunduran  diri  Akbar  Tandjung 
dapat  menjadi  pedoman  bagi  pejabat 
negara  lainnya.  Akan  tetapi  konvensi  ke- 
tatahegaraan  yang  diharapkan  itu  menjadi 
sirna,  karena  Akbar  Tandjung  telah  me- 
nepisnya. 


PENUTUP 

Meskipun  hasil  perubahan  UUD  me- 
miliki kekurangan  dan  kelemahan  yang 
tidak  sedikit,  akan  tetapi  peluang  un- 
tuk melakukan  perbaikan  dan  penyem- 
purnaan  hanya  bisa  diharapkan  pada 
ST-MPR  bulan  Agustus  2003.  Itu  pun  ka- 
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lau  ada  desakan  kuat  dari  masyarakat 
dan  MPR  secara  tulus  bersedia  mem- 
buka  peluang  yang  sebesar-besarnya 
untuk  itu.  Selama  belum  dilakukan  pe- 
nyempurnaan,  hasil  perubahan  UUD  ter- 
nyata  lebih  merupakan  problema  dari- 
pada  solusi  ketatanegaraan.  Dalam  ke- 
adaan  demikian  penjabaran  UUD  apa 
adanya  (sebagaimana  tertulis)  ke  dalam 
tataran  pelaksanaan  akan  mengantar  bang- 
sa  dan  negara  Indonesia  ke  ambang 
krisis  konstitusi.  Jadi  dalam  menjabarkan 
ketentuan-ketentuan  konstitusi,  sangat  di- 
perlukan  kearifan  semua  pemimpin  ma- 
syarakat dan  bangsa  untuk  menghindar- 
kan  bencana  yang  bakal  terjadi,  dengan 
senantiasa  berpedoman  pada  perspek- 
tif  ke  depan  dewi  terwujudnya  masya- 
rakat Indonesia  Baru  yang  lebih  bersatu, 
lebih  maju,  lebih  adil,  sejahtera  dan 
demokratis, 

Selain  itu  juga  sangat  diperlukan  si- 
kap  kenegarawanan  para  pemimpin  bang- 
sa, sehingga  dapat  menumbuhkan  kon- 
vensi-konvensi  ketatanegaraan  yang  di- 
butuhkan  demi  melengkapi  konstitusi  yang 
berlaku.  Hal  itu  hanya  mungkin  terwujud 
apabila  para  pemimpin  bangsa  ini  juga 
memiliki  integritas  pribadi  yang  kokoh, 
moralitas  yang  tinggi  dan  menjunjung 
tinggi  etika  kepemimpinan.  Kasus  Akbar 
Tandjung  dan  reaksi  para  pemimpin  Par- 
tai  Golkar  serta  kasus  yang  akhir-akhir 
ini  juga  semakin  mencuat,  yaitu  kasus 
FT.  QSAR  yang  melibatkan  pemimpin 
PPP,  sesungguhnya  merupakan  contoh- 


contoh  tentang  kemerosotan  moral  para 
pemimpin  kita. 
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TINJAUAN  PERKEMBANGAN  EKONOMI 

Membaiknya  Indikator  Perekonomian 

Indonesia 

Tim  Departemen  Ekonomi  CSIS 


PENDAHULUAN 

SECARA  umum,  perkembangan  eko- 
nomi di  tahun  2002  telah  menca- 
tat  beberapa  kemajuan:  pertum- 
buhan  ekonomi  meningkat  sejak  triwu- 
lan  keempat  tahun  2001,  ekspor  menga- 
lami  perbaikan  sejak  peristiwa  11  Sep- 
tember 2001,  tingkat  laju  inflasi  tahun- 
an  kini  berada  di  kisaran  10  persen 
dan  keiihatannya  akan  terus  turun,  ser- 
ta  stabilnya  nilai  tukar  rupiah  di  kisaran 
Rp.  8.600,-  -  Rp.  9.000,-  per  dolar  AS. 
Namun  hal  ini  bukan  berarti  jalan  ke- 
iuar  dari  krisis  telah  menjadi  mulus. 
Sektor-sektor  yang  selama  ini  menjadi 
sumber  pertumbuhan  ekonomi  seperti 
konsumsi  swasta,  industri  pengolahan, 
ekspor  serta  investasi  asing  saat  ini  me- 
nunjukkan  tanda-tanda  ketidakstabilan. 
Kami  menargetkan  bahwa  per  akhir  ta- 
hun 2002,  Indonesia  akan  mengalami 
pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto 
(PDB)  sebesar  3,7  persen,  sedikit  lebih 
rendah  daripada  target  pemerintah,  yaitu 
4  persen. 

Saat  ini  landasan  untuk  pertumbuhan 
ekonomi  yang  berkelanjutan  sangatlah 
mengkhawatirkan,  terutama  dengan  ka- 


caunya  sistem  peradilan  yang  telah  me- 
lahirkan  keputusan-keputusan  kontrover- 
sial  dan  merugikan  investor  asing.  Di 
samping  itu,  juga  kondisi  pasar  tenaga 
kerja  juga  tidak  kondusif  bagi  investor, 
karena  adanya  kontroversi  mengenai 
UU  Ketenagakerjaan.  Sebagai  akibatnya, 
investasi  yang  seharusnya  bisa  mendong- 
krak  perbaikan  ekonomi  tidak  terealisir. 

PERTUMBUHAN  EKONOMI 

Meskipun  data  terbaru  dari  BPS  me- 
nunjukkan  peningkatan  pertumbuhan  eko- 
nomi tahunan  dari  1,6  persen  di  triwu- 
lan  keempat  tahun  2001  menjadi  3,5 
persen  di  triwulan  kedua  tahun  2002, 
hasil  perhitungan  kami  menunjukkan 
bahwa  ekonomi  Indonesia  harus  meng- 
alami pertumbuhan  tahunan  sebesar  5,1 
persen  di  semester  kedua  2002  agar  da- 
pat  memenuhi  target  pertumbuhan  se- 
besar 4  persen. 

Dari  sisi  penerimaan,  pertumbuhan 
konsumsi  swasta,  khususnya  yang  bu- 
kan makanan  (12  persen  per  tahun  pa- 
da  triwulan  kedua  tahun  2002),  dan  pe- 
ngeluaran  pemerintah  cukup  tinggi,  se- 


296 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXXI/2002,  No.  3 


label  1 

PERTUMBUHAN  EKONOMI  MENURUT  PENGELUARAN 
(%  Perubahan  Tahunan) 


Deskripsi  2001  2002 


Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Konsumsi  Swasta 

4,0 

4,7 

5,8 

9,2 

7,1 

6,4 

Makanan 

1,0 

2,5 

2,3 

3,5 

1,1 

1,1 

Bukan  Makanan 

7,6 

7,1 

9,8 

15,8 

13,6 

12,1 

Pengeluaran  Pemerintah 

6,0 

4,2 

11,9 

11,0 

8,8 

9,4 

Pertambahan  Modal  Tetap 

18,9 

7,7 

-0,8 

-7,1 

-6,9 

-3,7 

Ekspor 

18,4 

8,0 

-2,6 

-12,9 

-5,2 

-7,1 

Impor 

50,7 

37,2 

-3,7 

-29,8 

-25,7 

-21,6 

PDB 

4,8 

3,8 

3,1 

1,6 

2,2 

3,5 

Sumber:  Badan  Pusat  Statistik 

(BPS). 

Tabel  2 

PERTUMBUHAN  EKONOMI  MENURUT  lAPANGAN  USAHA 
(%  Perubahan  Tahunan) 


Sektor  2001  2002 


Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Pertanian 

2,6 

1,2 

-1,2 

-2,4 

-1,4 

6,3 

Pertambangan  &  Penggalian 

6,8 

-0,3 

-2,4 

-5,9 

-2,3 

1,8 

Industri  Pengolahan 

4,2 

4,8 

4,7 

3,6 

3,7 

2,5 

Listrik,  gas  &  air 

7,3 

9,9 

8,9 

7,6 

7,9 

4,7 

Bangunan 

6,2 

5,7 

3,5 

0,7 

1,7 

2,4 

Perdagangan,  hotel  & 

restoran 

6,8 

5,5 

5,7 

2,6 

3,4 

3,7 

Transportasi  &  Komunikasi 

6,4 

7,0 

7,6 

8,9 

8,4 

8,2 

Keuangan 

3,9 

3,4 

2,7 

2,0 

2,7 

2,6 

Jasa-jasa 

1,3 

1,6 

2,3 

2,7 

1,5 

0,4 

PDB 

4,8 

3,8 

3,1 

1,6 

2,2 

3,5 

Sumber:  Badan  Pusat  Statistik  (BPS). 

perti  terlihat  pada  Tabel  1.  Persentase 
konsumsi  swasta  terhadap  PDB  telah 
meningkat  secara  signifikan  selama  krlsis, 
dari  kira-kira  62  persen  di  tahun  1996 
menjadi  70  persen  akhlr-akhir  ini,  na- 
mun  apakah  kecenderungan  ini  akan 
terus  berlangsung  maslh  perlu  diperta- 
nyakan. 


Pertumbuhan  investasi  masih  lemah, 
karena  lemahnya  investasi  asing.  Namun 
ada  dugaan  bahwa  ada  kesalahan  pen- 
catatan  investasi  domestik  yang  justru 
mencerminkan  nilai  investasi  yang  di  ba- 
wah  yang  sesungguhnya  terjadi.  Alasan- 
nya  adalah  tidak  dicatatnya  beberapa 
aktlvltas  investasi  domestik,  seperti  pe- 
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ngeluaran  rumah  tangga  untuk  perbaikan 
dan  maintenance,  serta  tidak  tercatatnya 
beberapa  investasi  yang  dilakukan  oleh 
Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM). 

Dari  sisi  produksi,  sektor  pertanian, 
industri  pengolahan  setta  transportasi  dan 
komunikasi  memberikan  kontribusi  ter- 
besar  bagi  pertumbuhan.  Dampak  ne- 
gatif  El  Nino  paling  tidak  masih  belum 
terasa  di  semester  pertama  tahun  2002. 
Sebaliknya,  sektor  industri  pengolahan, 
saat  ini  sektor  terbesar  di  perekonomi- 
an  kita,  pertumbuhannya  terus  meng- 
alami  penurunan  sejak  pertengahan  ta- 
hun 2001  (lihat  label  2).  Melemahnya 
pertumbuhan  sektor  ini  bisa  mengarah 
kepada  merosotnya  pertumbuhan  eko- 
nomi  secara  keseluruhan. 

Intinya,  pertumbuhan  ekonomi  Indo- 
nesia masih  akan  bergantung  pada  kon- 


sumsi  rumah  tangga/swasta  dalam  wak- 
tu  dekat  ini.  Diperkirakan,  dengan  asum- 
si  perekonomian  mengikuti  skenario  yang 
terbaik,  pertumbuhan  ekonomi  bisa  men- 
capai  5  persen  di  tahun  2002-2003, 
yakni  3  persen  dari  konsumsi  rumah 
tangga  dan  2  persen  dari  ekspor  dan  in- 
vestasi. Namun  untuk  tahun  2002  ini, 
kami  memperkirakan  pertumbuhan  ha- 
nya  akan  mencapai  3,7  persen  (target 
resmi  pemerintah  adalah  4  persen),  itu 
pun  dengan  asumsi  bahwa  perekono- 
mian dapat  tumbuh  sebesar  4,5-5,0  per- 
sen pada  sisa  tahun  2002  ini. 

PERKEMBANGAN  MONETER 

Inflasi  dan  Uang  Beredar 

Sejak  bulan  Februari-Juli  2002,  ting- 
kat  laju  inflasi  per  tahun  terus  meng- 


Gambar  1 


TURUNNYA  UANG  BEREDAR  DAN  TINGKAT  LAJU  INFLASI 


Pertumbuhan  Uang  Primer  (Tahunan),  Tingkat  Laju  Inflasi  (Tahunan), 
dan  Tingkat  Suku  Bunga  SBI 


25  n 


(5) 


2000 


Mar  Mei  Jul  Sep  Nov  2001  Mar  Mei  Jul  Sep  Nov  2002  Mar  Mei  Jul 
'an  Jan  Jan 


•MO  ■         Innasi  — M — Tk.  Sk.  Bungs  SBI 


Sumber.  Bank  Indonesia. 
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alami  penurunan  yang  signifikan,  yaitu 
dari  15,1  persen  menjadi  10,5  persen. 
Sementara  itu,  kumulasi  inflasi  bulan  Ja- 
nuari-Juli  mencapai  5,2  persen.  Hal  ini 
menunjukkan  kemungkinan  tercapainya 
inflasi  satu  digit  di  tahun  ini,  yaitu  se- 
kitar  9  persen.  Angka  tersebut  diperoleh 
dengan  pertimbangan  bahwa  dari  Agus- 
tus-Desember  kumulasi  inflasi  bulanan 
tidak  akan  melebihi  4  persen. 

Seiring  dengan  turunnya  inflasi,  uang 
beredar  juga  dijaga  pertumbuhannya. 
Pertumbuhan  tahunan  uang  primer  (MO) 
terus  mengalami  penurunan  dari  13,3 
persen  di  bulan  Maret,  menjadi  5,9  per- 
sen di  bulan  Juli.  Padahal  kami  mem- 
perkirakan,  berdasarkan  data  dan  pe- 
ngalaman  sebelumnya,  tingkat  pertum- 
buhan uang  primer  tahunan  sebesar 
11-12  persen  sudah  cukup  untuk  men- 
capai inflasi  satu  digit. 

Penyebab  utama  merosotnya  per- 
tumbuhan uang  beredar  adalah  turun- 
nya pertumbuhan  currency  in  circulation. 
Hal  ini  berarti  bahwa  permintaan  masya- 
rakat  akan  uang  cash  menurun  Ada  ke- 
mungkinan penurunan  ini  mencerminkan 
lemahnya  aktivitas  perekonomian  di  sek- 
tor  riil,  dan  jika  ini  kasusnya,  maka  da- 
ri sisi  supply,  diperlukan  tingkat  suku 
bunga  yang  lebih  rendah. 

Tingkat  Suku  Bunga  Merayap  Turun 

Bank  Indonesia  (Bl)  mulai  sedikit  me- 
longgarkan  kebijakan  moneter,  dengan 
cara  menurunkan  tingkat  suku  bunga  di 
bulan  Juli  2002.  Meskipun  demikian,  la- 
ju  pertumbuhan  uang  primer  tetap  ter- 
kendali,  bahkan  berada  pada  posisi  5 
persen  di  bawah  target  indikatif  yang 


diminta  IMF.  Oleh  karena  itu,  Bl  mem- 
biarkan  tingkat  suku  bunga  SBI  (1  bu- 
lan) terus  turun  hingga  mencapai  14,3 
persen  di  akhir  bulan  Agustus,  dengan 
harapan  bahwa  jumlah  uang  primer  da- 
pat  naik  untuk  memenuhi  target.  Turun- 
nya tingkat  suku  bunga  SBI  akan  meng- 
akibatkan  dua  hal,  yaitu  menurunnya 
tingkat  suku  bunga  deposito  bank-bank 
komersial,  serta  maraknya  perdagangan 
di  pasar  obligasi  dalam  waktu  dekat  ini. 

Lemahnya  Pertumbuhan  Kredit 

Lemahnya  pertumbuhan  kredit  da- 
lam tiga  bulan  terakhir  ini  mencermin- 
kan menurunnya  aktivitas  investasi  dalam 
negeri.  Nilai  kredit  yang  disalurkan  ke 
sektor  industri  pengolahan  mengalami 
penurunan  secara  signifikan  dari  Rp.  112 
trilyun  (Februari  2002)  menjadi  Rp.  104 
trilyun  Quni  2002),  seiring  dengan  menu- 
runnya pertumbuhan  sektor  industri  pe- 
ngolahan pada  PDB.  Sebaliknya,  kredit 
yang  disalurkan  kepada  konsumen  dan 
UKM,  pertumbuhan  tahunannya  men- 
capai 35  persen.  Menurut  data  Bl,  lebih 
dari  50  persen  kredit  baru  yang  dilepas 
perbankan  adalah  untuk  kelompok  UKM. 

Rupiah  dan  IHSG 

Kondisi  moneter  dan  perekonomian 
yang  relatif  membaik,  perbaikan  stabili- 
tas  keamanan,  serta  beberapa  berita  po- 
sitif  seputar  pertemuan  Paris  Club  dan 
suksesnya  divestasi  BCA  telah  mendo- 
rong  apresiasi  nilai  tukar  rupiah  terha- 
dap  dolar  AS  sejak  Januari  2002.  Pun- 
cak  penguatan  rupiah  terjadi  sekitar  akhir 
bulan  juni  yaitu  pada  posisi  Rp.  8.500,- 
per  dolar  AS.  Sejak  itu,  beberapa  pe- 
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Cambar  2 


PERGERAKAN  RUPIAH  DAN  IHSG 
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ristiwa  seperti  rencana  kontroversial  pen- 
jualan  utang  BPPN,  kasus  Manulife  dan 
suasana  politik  menjelang  Sidang  Tahun- 
an MPR  sempat  mendorong  merosot- 
nya  rupiah  sampai  Rp.  9.000,-  per  dolar 
AS.  Mesklpun  dennikian,  Sidang  Tahun- 
an yang  sukses  berhasil  membawa  ru- 
piah stabil  di  kisaran  Rp.  8.700,-  - 
Rp.  8.900,-  per  dolar  AS.  Kami  mempre- 
diksi  kondisi  ini  akan  bertahan  untuk 
beberapa  bulan  yang  akan  datang,  mes- 
kipun  terjadi  penurunan  pada  tingkat 
suku  bunga.  Alasannya  adalah  bahwa 
obligasi  pemerintah  dan  juga  swasta 
menjadi  lebih  menarik  bagi  investor 
asing  dengan  rendahnya  tingkat  suku 
bunga,  sehingga  capital  inflow  akan  me- 
ningkat  dan  rupiah  terapresiasi. 

Sementara  itu,  Indeks  Harga  Saham  Ga- 
bungan  (IHSG)  kembali  menurun  di  ki- 


saran 450  pada  pertengahan  Agustus, 
setelah  mencapai  puncaknya  (550)  di 
pertengahan  bulan  Juni.  Kasus  Manulife 
yang  kontroversial  menyadarkan  investor 
akan  lemahnya  sistem  peradilan  di  Indo- 
nesia, sehingga  ikiim  investasi  pun  men- 
jadi suram. 

ISU  FISKAL 

Mencari  Stimulus  pada  RAPBN  2003 

Sejauh  ini  arah  perkembangan  ang- 
garan  pemerintah  di  tahun  2002  sudah 
tepat.  Kelihatannya  target  defisit  anggar- 
an  sebesar  2,5  persen  dari  PDB  akan 
tercapai.  Asumsi  nilai  tukar  dan  pertum- 
buhan  ekonomi  juga  tampak  lebih  me- 
yakinkan  akibat  penguatan  rupiah  yang 
terjadi  belakangan  ini.  Di  samping  itu. 
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RINGKASAN  APBN  2002  DAN  RAPBN  2003 


2002 

2003 

APBN 

%  terhadao 

A  nooa  ran 
oo  ' 

/o  lernaaap 

Perubanan 

(Rp.  milyar) 

PDB 

vanp  Hiaii  ilran 
/      o       J        ' ' 

ZUU2-2003 

fRn  milv/ar^ 

V^^M*  1 1  III yai  / 

/o/  \ 

{%) 
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301 .874,3 
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354.097,5 

18,1 

2  9 
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240.881,2 
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5,8 
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2,5 
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1,3 

-37,7 
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1,4 
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0,9 

-28,3 

Pembiayaan  Luar  Negeri 

18.633,7 

1,1 

9.411,7 

0,5 

-49,5 

Sumber.  Departemen  Keuangan. 


target  penerimaan  pajak  sepertinya  akan 
tercapai,  akibat  usaha  pemerintah  yang 
cukup  agresif  dalam  melakukan  inten- 
sifikasi  dan  ekstensifikasi  pajak.  Semen- 
tara  itu  dari  sisi  pembelanjaan,  pengu- 
rangan  subsidi  migas  dan  listrik  berlang- 
sung  mulus,  dan  pembiayaan  defisit  dari 
luar  negeri  pun  sudah  dipastikan  dengan 
suksesnya  negosiasi  Paris  Club. 

Perhatian  masyarakat  kini  terpusat  ke- 
pada  RAPBN  2003  yang  disampaikan 
melalui  pidato  presiden  pada  tanggal  16 
Agustus  yang  lalu.  Asumsi-asumsi  RAPBN 
2003  sepertinya  begitu  ambisius:  pertum- 
buhan  ekonomi  sebesar  5  persen;  ting- 
kat  laju  inflasi  sebesar  8  persen;  SB! 
13  persen;  dan  nilai  tukar  rupiah  sebesar 
Rp,  8.700,-  per  dolar  AS.  Sementara  itu, 
defisit  anggaran  ditargetkan  sebesar  1,3 
persen  dari  PDB.  Di  antara  asumsi-asumsi 
tersebut,  yang  terlihat  terlalu  optimis 
adalah  pertumbuhan  ekonomi  dan  ting- 


kat  laju  inflasi.  Kami  beranggapan  bahwa 
asumsi  pertumbuhan  sebesar  4-4,5  per- 
sen dan  inflasi  sebesar  9-10  persen  lebih 
realistis  bagi  RAPBN  2003. 

Dari  sisi  penerimaan,  pemerintah  be- 
rencana  untuk  menaikkan  target  peneri- 
maan pajak  sebesar  19  persen  dari  tar- 
get di  tahun  2002.  Lebih  tepatnya,  pe- 
nerimaan pajak  non-migas  akan  digen- 
jot  untuk  menyumbang  sebesar  72  per- 
sen total  penerimaan.  Untuk  memenuhi 
target  ini,  penarikan  pajak,  terutama  pa- 
jak pendapatan  perusahaan  dan  indi- 
vidu,  akan  lebih  intensif.  Agar  dampak 
negatif  dari  kenaikan  pajak  ini  bisa  di- 
perkecil,  kualitas  manajemen  kantor  pa- 
jak pemerintah  harus  ditingkatkan  dan 
kebocoran  dalam  pungutan  pajak  karena 
korupsi  harus  bisa  ditekan. 

Dari  sisi  pengeluaran,  terlihat  jelas 
bahwa  pemerintah  tidak  bisa  diharapkan 
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untuk  menjadi  stimulus  bagi  pertumbuh- 
an  ekonomi.  Total  pengeluaran  rutin  di- 
perkirakan  akan  turun  sebesar  13  persen 
secara  riil  dari  APBN  2002,  karena  diha- 
puskannya  berbagai  subsidi  pemerintah. 
Saat  ini  yang  akan  memegang  peran  da- 
lam  menstimulasi  pertumbuhan  ekonomi 
adalah  dana  perimbangan.  Dana  ini  men- 
cakup  30  persen  dari  total  belanja  pe- 
merintah. Di  samping  memperkecil  ke- 
senjangan  antara  Pusat  dan  Daerah,  da- 
na ini  juga  diharapkan  berfungsi  sebagai 
basis  penguatan  kompetisi  di  tingkat 
lokal. 

Pemerintah  menerapkan  beberapa  ca- 
ra  untuk  membiayai  defisit  anggaran  se- 
besar Rp.  26,33  trilyun,  yaitu  menggen- 
jot  privatisasi,  penjualan  aset,  menge- 
luarkan  obligasi,  serta  menggunakan  sisa 
dana  dari  tahun  2002.  Upaya  pemerintah 
untuk  melakukan  privatisasi  sangat  diha- 
rapkan mengingat  kemungkinan  lemah- 
nya  hasil  penjualan  aset-aset  pemerintah 
pada  BPPN,  Dengan  asumsi  defisit  ang- 
garan yang  ambisius,  dan  efek  moneter 
(selisih  pengeluaran  dalam  negeri  de- 
ngan penerimaan  pemerintah  dari  per- 
pajakan)  yang  hanya  sebesar  Rp.  92  tril- 
yun, perlu  upaya  yang  tidak  main-main 
untuk  mewujudkan  anggaran  tahun  2003. 

NERACA  PEMBAYARAN 

Ekspor  dan  Impor:  Sedikit  Bergairah 

Meskipun  angka  ekspor  semester  per- 
tama tahun  ini  (US$27,4  milyar)  masih  le- 
bih  rendah  dibandingkan  dengan  perio- 
de  yang  sama  tahun  lalu  (US$29,4  mil- 
yar), data  BPS  mencatat  sedikit  perbaik- 


an  semenjak  tragedi  11  September  2001, 
terutama  dengan  kuatnya  ekspor  komo- 
ditas  industri  pengolahan.  Sebaliknya,  eks- 
por migas  dan  tambang  mengalami  se- 
dikit penurunan  dibandingkan  dengan  se- 
mester kedua  tahun  2001. 

Perlu  dicatat  bahwa  telah  terjadi  per- 
ubahan  struktur  pola  ekspor,  dari  yang 
semuia  didominasi  sepatu,  garmen  dan 
tekstil,  maka  pada  semester  pertama 
2002  ini  yang  mencatat  angka  ekspor  ter- 
tinggi  adalah  peralatan  rumah  tangga, 
mesin/peralatan  mekanis,  mesin/peralatan 
listrik  dan  bahan  buatan  tangan.  Ekspor 
komoditas-komoditas  tersebut  meningkat 
sebesar  9,6  persen  dibandingkan  dengan 
semester  kedua  tahun  2001.  Beberapa 
asosiasi  eksportir  seperti  misalnya  untuk 
sepatu  serta  tekstil  dan  garmen,  melapor- 
kan  permintaan  dari  luar  negeri  berku- 
rang,  seiring  dengan  beralihnya  permin- 
taan ke  negara-negara  seperti  Cina,  Viet- 
nam dan  Thailand.  Suatu  tantangan  bagi 
Indonesia  untuk  dapat  mempertahankan 
pertumbuhan  ekspor,  mengingat  kondisi 
eksternal  yang  tidak  kondusif  akibat  re- 
sesi  global. 

Seperti  ekspor,  impor  juga  relatif  mem- 
baik  sejak  tragedi  11  September  2001. 
Angka  impor  di  semester  pertama  tahun 
2002  menunjukkan  peningkatan  sebesar 
6,5  persen  dibandingkan  dengan  semester 
kedua  tahun  2001  (lihat  Gambar  3).  Ang- 
ka resmi  ini  tentunya  lebih  rendah  dari- 
pada  impor  yang  sesungguhnya  terjadi, 
mengingat  tingginya  tingkat  penyelundup- 
an.  Sejauh  ini  belum  ada  tindakan  efektif 
yang  dilakukan  pemerintah  untuk  meme- 
rangi  impor  ilegal  dan  penyelundupan. 
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Gambar  3 


NIUI  IMPOR  BERDASARKAN  KATEGORI 
(Dalam  US$  Juta) 
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Sumber:  BPS,  I ndikator  Ekonomi. 

Neraca  Modal  dan  Investasi  yang 
Suram 

Untuk  pertama  kalinya  sejak  krisis  eko- 
nomi, ricf  private  capital  outflows  atau  alir- 
an  modal  keluar  swasta  di  triwulan  ke- 
empat  tahun  2001  anjiok  hingga  US$0,18 
juta,  jauh  lebih  rendah  daripada  rata-rata 
US$2,5  juta  dari  data  tiap  triwulan  yang 
diamati  selama  empat  tahun  terakhir  ini. 
Meskipun  demikian,  data  sementara  ne- 
raca pembayaran  di  triwulan  pertama  jus- 
tru  menunjukkan  kenaikan  sebesar  US$1 
milyar.  Di  bagian  "Iain-Iain"  dari  neraca 
pembayaran,  terjadi  peningkatan  yang 
cukup  stabil  sejak  triwulan  terakhir  2001. 
Diperkirakan,  bahwa  bagian  tersebut  me- 
nandakan  kembalinya  modal  dari  dalam 
negeri  yang  "diparkir"  di  luar  negeri,  aki- 
bat  stabilnya  situasi  politik  pasca  per- 
gantian  kepresidenan  di  bulan  Juli  2001. 

Investasi  di  triwulan  kedua  tahun  2002 
cukup  suram,  sebagaimana  yang  dilapor- 


kan  oleh  Badan  Koordinasi  Penanaman 
Modal  (BKPM).  PMA  (Penanaman  Modal 
Asing)  yang  disetujui  menurun  sebesar 
42  persen,  sedangkan  PMDN  (Penanam- 
an Modal  Dalam  Negeri)  turun  sebesar  72 
persen.  Beberapa  perusahaan  asing  se- 
perti  Matshushita  Electrics  menunjukkan 
niat  untuk  melakukan  relokasi  dari  Indo- 
nesia {Kompas,  26  Agustus  2002). 

Survei  Bank  Indonesia  juga  memperki- 
rakan  suramnya  prospek  investasi  jang- 
ka  panjang,  yang  ditandai  dengan  mening- 
katnya  premi  risiko  jangka  panjang.  Hal 
ini  menggambarkan  masalah  yang  serius, 
dan  perlunya  upaya  pemerintah  yang  se- 
rius untuk  mengatasi  masalah  keamanan, 
kelembagaan  dan  kepastian  hukum  guna 
menurunkan  premi  risiko  tersebut.  Di  sam- 
ping  itu,  fakta  bahwa  pemerintah  dan 
DPR  masih  belum  mencapai  kesepakat- 
an  mengenai  Undang-Undang  Penanam- 
an Modal  juga  menjelaskan  tidak  pasti- 
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nya  situasi  investasi  di  tanah  air,  sehingga 
investor  asing  terpaksa  dihadapkan  pada 
piiihan  untuk  meiakukan  relokasi  investasi. 

ISU  PERBANKAN  DAN  KEUANGAN 

Dihapuskannya  Penjaminan  De- 
posito  Nasabah 

Pemerintah  menyampaikan  rencananya 
untuk  secara  bertaiiap  menghapus  skema 
penjaminan  deposito  perbankan,  namun 
tidak  disertai  dengan  jadwal  yang  pas- 
ti,  Sedangkan  menurut  peraturan,  enam 
bulan  sebelum  waktu  yang  ditetapkan, 
pemerintah  sudah  harus  memberikan  pe- 
ngumuman  untuk  peringatan.  Awalnya, 
tahun  depan  rencana  itu  sudah  akan  di- 
mulai,  namun  keputusan  itu  ditunda,  ka- 
rena  Bl  menyatakan  bahwa  sebelum  di- 
hapuskannya penjaminan  tersebut,  harus 
ada  beberapa  kesepakatan  institusionai 
mengenai  asuransi  limited  liabiiiiy  deposii. 

Di  lain  pihak,  ada  pendapat  yang  me- 
nyatakan bahwa  pemerintah  harus  sese- 
gera  mungkin  mengakhiri  skema  penja- 
minan bagi  pinjaman  antarbank,  dengan 
alasan  untuk  mendisiplinkan  perbankan. 
Kami  juga  percaya  bahwa  dihapuskan- 
nya penjaminan  deposito  secara  berta- 
hap  akan  mendorong  terjadinya  persaing- 
an  dalam  bank,  sehingga  nasabah  akan 
mendepositokan  uang  mereka  di  bank- 
bank  yang  lebih  kredibel. 

Restrukturisasi  Obligasi  Pemerintah 

Pemerintah  berencana  untuk  segera 
merestrukturisasi  obligasi  yang  kini  dipe- 
gang  oleh  berbagai  bank,  dimulai  dari 
yang  jatuh  tempo  pada  tahun  2004. 


Hal  ini  dilakukan  untuk  mengganti  obli- 
gasi jangka  pendek,  dengan  jangka  wak- 
tu yang  lebih  panjang,  sehingga  beban 
pembayaran  utang  yang  besar  dapat  di- 
perkecil  dalam  waktu  dekat  ini. 

Sebagian  besar  obligasi  pemerintah 
akan  jatuh  tempo  antara  2004-2009, 
oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  mana- 
jemen  fiskal  yang  tepat,  agar  tidak  ter- 
jadi  gangguan  keseimbangan  fiskal.  Con- 
tohnya,  tahun  ini  beban  pembayaran 
bunga  saja  mencakup  Rp.  88,5  trilyun, 
atau  sekitar  27  persen  dari  penerimaan 
dalam  negeri.  Jika  jangka  waktu  jatuh 
tempo  obligasi  tidak  direstrukturisasi 
sampai  tahun  2004,  beban  utang  dalam 
negeri  berupa  pembayaran  bunga  dan 
pokok  pinjaman  akan  mencapai  lebih 
dari  Rp.  100  trilyun,  suatu  jumlah  yang 
bukan  main-main.  Rencana  untuk  meia- 
kukan restrukturisasi  ini  harus  disetujui 
oleh  DPR.  Restrukturisasi  akan  mengu- 
rangi  risiko  meledaknya  fiscal  time  bomb 
di  tahun  2004,  namun  di  lain  pihak  bia- 
ya  untuk  mengelola  obligasi  ini  akan  me- 
ningkat  karena  pemerintah  hanya  meia- 
kukan penundaan  pembayaran  pokok,  de- 
ngan demikian  membayar  bunga  untuk 
jangka  waktu  yang  lebih  panjang.  Se- 
bagai  catatan,  perlu  diingat  bahwa  kita 
masih  belum  memiliki  pasar  obligasi  yang 
efektif  di  mana  masyarakat  bisa  meiaku- 
kan penilaian  terhadap  obligasi  yang  ba- 
ru.  Tanpa  adanya  pasar  obligasi,  seorang 
pemegang  obligasi  akan  susah  untuk  men- 
jual  surat  utangnya  kepada  pihak  ketiga. 

Penjualan  Aset  BPPN 

Badan  Penyehatan  Perbankan  Nasio- 
nal  (BPPN)  baru  saja  menyelesaikan  pen- 
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jualan  besar-besaran  kredit  bermasalah 
senilai  lebih  dari  Rp.  135  trilyun.  Hasil 
penjualan  ini  diperkirakan  akan  meme- 
nuhi  target  BPPN  untuk  mengumpulkan 
Rp.  42  trilyun  untuk  membiayai  sebagian 
deflsit  anggaran  pemerintah. 

Meskipun  demikian,  banyak  kontro- 
versi  seputar  penjualan  aset  ini.  Pertama, 
tingkat  pengembalian  aset  (asset  re- 
covery rate)  sangat  reridah,  yaitu  hanya 
sebesar  28,3  persen  dari  total  aset  yang 
terjual.  Kedua,  penjualan  ini  tidak  ber- 
hasil  menurunkan  jumlah  obligasi  peme- 
rintah yang  beredar  di  pasar,  seperti  yang 
semula  diperkirakan  atau  ditargetkan.  Ke- 
tiga,  ada  dugaan  justru  terjadi  KKN  da- 
lam  proses  penjualan  aset.  Ada  kemung- 
kinan  penjualan  aset  BPPN  itu  akan  di- 
selidiki  oleh  BPK. 


ISU  lAIN-lAIN 

Perpisahan  dengan  IMF? 

International  Monetary  Fund  (IMF)  te- 
lah  memutuskan  mencairkan  kembali  pin- 
jaman  senilai  US$360  juta,  sebagai  ba- 
gian  dari  paket  bantuan  senilai  US$5 
milyar  yang  dijanjikan  kepada  pemerin- 
tah Indonesia  di  akhir  tahun  1997.  Se- 
cara  umum,  IMF  menyatakan  puas  de- 
ngan kinerja  pemerintah  dalam  meiak- 
sanakan  reformasi,  berdasarkan  hasil  eva- 
luasi  yang  mereka  lakukan  terhadap 
Letter  of  Intent  (Lol)  ke-6  awal  Agus- 
tus  lalu.  Menurut  IMF,  meskipun  indika- 
tor-indikator  moneter  membaik  (turun- 
nya  inflasi  dan  tingkat  suku  bunga,  serta 
stabilnya  nilai  tukar  rupiah),  pemerintah 
harus  lebih  memfokuskan  diri  pada  upa- 


ya-upaya  untuk  mencapai  stabilitas  ma- 
kroekonomi  yang  berkelanjutan,  seperti 
restrukturisasi  perbankan  dan  mengem- 
balikan  kepercayaan  investor  asing. 

Belakangan  ini  terjadi  debat  hangat 
mengenai  peran  IMF  di  Indonesia,  yang 
diwarnai  dengan  gagasan  untuk  memu- 
tuskan kontrak  pemerintah  Indonesia 
dengan  lembaga  internasional  tersebut. 
Kontrak  yang  semestinya  berakhir  No- 
vember tahun  ini  diperpanjang  lagi  oleh 
pemerintah  sampai  tahun  2002,  sebagai 
bagian  dari  persyaratan  yang  diajukan 
kreditor  di  Paris  Club.  Keputusan  ini  me- 
nimbiilkan  perselisihan  antara  anggota 
kabinet,  khususnya  Menteri  Negara  Pe- 
rencanaan  Pembangunan  Nasional  Kwik 
Kian  Gie,  yang  menentang  perpan- 
jangan  kontrak,  dengan  Menko  Pereko- 
nomian  Dorodjatun  Kuntjoro-jakti  dan 
Menteri  Keuangan  Boediono  yang  men- 
dukung  perpanjangan.  Belakangan  ang- 
gota MPR  juga  menyarankan  untuk  me- 
mutuskan kontrak  sebelum  waktunya. 
Tentunya  kritik  terhadap  IMF  adalah  ber- 
dasarkan argumen  belum  juga  keluar- 
nya  Indonesia  dari  krisis  setelah  4  ta- 
hun. Di  samping  itu,  dampak  berita  pen- 
cairan  pinjaman  IMF  tampaknya  tidak 
lagi  terlalu  signifikan  bagi  pelaku  pasar. 

Namun  kesalahan  tidak  sepenuhnya 
terletak  pada  IMF.  Kita  juga  harus  meng- 
ingat  bahwa  pemerintah  tidak  melaksa- 
nakan  program-program  yang  digariskan 
secara  disiplin,  apalagi  dengan  pergan- 
tian  kabinet  yang  terus-menerus,  pende- 
katan  reformasi  yang  digunakan  juga  ber- 
beda-beda.  Lagipula,  secara  realistis,  pe- 
merintah diuntungkan  dengan  cairnya  da- 
na  tersebut  dan  juga  karena  IMF  masih 
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merupakan  indikator  standar  keperca- 
yaan  internasional.  Meskipun  demikian, 
kita  juga  harus  mempersiapkan  suatu 
exit  strategy,  karena  tentunya  kita  tidak 
ingin  selamanya  berstatus  "dalam  krisis". 
Sayangnya,  perseteman  antaranggota  ka- 
binet  justru  memberikan  sinyal  tidak  kom- 
paknya  aparat,  suatu  pertanda  yang  ku- 
rang  memuaskan. 

Ketidakpastian  Hukum:  Sumber 
Kekhawatiran  bagi  Investor  Asing 

Ada  dua  kasus  investasi  asing  yang 
mendapat  sorotan  di  pertengahan  tahun 
2002  ini.  Yang  pertama  terjadi  ketika 
Mahkannah  Agung  Republik  Indonesia 
mengeluarkan  keputusan  bangkrut  yang 
sangat  kontroversial  terhadap  PT  Asuransi 
Jiwa  Manulife  Indonesia  (AJMI),  unit  lo- 
kal  dari  Manulife  Financial  Corp  yang 
berbasis  di  Kanada,  bulan  Juli  yang 
lain.  Pemprintah  kemudian  memutuskan 
untuk  melakukan  investigasi  dan  meme- 
cat  tiga  orang  hakim  yang  dituduh  me- 
nerima  suap  ketika  menangani  kasus  ter- 
sebut.  AJMI  dinyatakan  bangkrut  sebab 
PT  Dharmala  Sakti  Sejahtera  (DSS),  man- 
tan  mitra  lokal  Manulife  yang  sebagian 
besar  kepemilikannya  dijual  kepada 
Manulife  di  tahun  2002,  mengajukan  pe- 
tisi  bangkrut  di  bulan  Mei  berdasarkan 
klaim  bahwa  AJMI  menolak  membayar 
deviden  senilai  Rp.  22,4  milyar  1999 
kepada  DSS.  Perseteruan  antara  AJMI 
dan  DSS  merupakan  episode  panjang 
dan  bermasalah,  yang  berakar  dari  tidak 
jelasnya  kepemilikan  saham  Manulife 


di  DSS.  Perseteruan  ini  sempat  mengun- 
dang  reaksi  keras  dari  pemerintah  Ka- 
nada, antara  lain  peringatan  untuk  ti- 
dak melakukan  investasi  di  Indonesia,  ter- 
utama  dengan  perusahaan  bermasalah, 

Meskipun  pembatalan  keputusan  bang- 
krut disambut  dengan  baik  oleh  inves- 
tor lokal  maupun  asing,  bukan  berarti 
ikiim  investasi  sudah  mulai  mulus.  Kasus 
kedua  menimpa  perusahaan  minyak 
British  Petroleum  (BP)  dan  Rio  Tinto  PLC. 
Pemerintah  Kalimantan  Timur  mengaju- 
kan tuntutan  kepada  kedua  perusahaan 
tersebut,  yang  isinya  memaksa  mereka 
untuk  menjual  51  persen  saham  mereka 
di  perusahaan  joint  venture,  PT  Kaltim 
Pfima  Coal  (KPC).  Dalam  kontrak  yang 
telah  ditandatangani,  BP  dan  Rio  Tinto 
wajib  menawarkan  saham  usaha  mereka 
(senilai  US$420)  kepada  investor  lokal, 
namun  tidak  ada  ketentuan  kepada 
siapa  saham  tersebut  harus  dijual.  Peme- 
rintah Kalimantan  Timur,  dengan  sema- 
ngat  otonomi  daerah,  merasa  membeli 
saham  tersebut.  Pemerintah  Pusat  akhir- 
nya  harus  mengancam  menjatuhkan  tin- 
dakan  hukum  hingga  akhirnya  Pemda 
Kalimantan  Timur  mau  membatalkan 
tuntutan  mereka.  Kasus  ini  mencerminkan 
berbagai  jenis  permasalahan  yang  diha- 
dapi  investor  untuk  melakukan  bisnis  di 
daerah.  Semboyan  yang  dinamakan  sema- 
ngat  otonomi  daerah  terkadang  mem- 
buat  pemerintah  pusat  terlambat  atau 
takut  melakukan  intervensi,  sehingga  in- 
vestor dihadapkan  pada  berbagai  ketidak- 
pastian. 


Konflik-konflik  Sosial  di  Indonesia: 
Refleksi  Keresahan  Masyarakat 

Se/o  Soemardjan 

Konflik  sosial  secara  horizontal  dan  vertikal  yang  terjadi  di  sejumlah  daerah 
di  Indonesia  berakar  pada  sejumlah  faktor  struktural.  Kecemburuan  sosial  yang 
muncul  akibat  adanya  gap  sosial  dan  ekonomi  pada  berbagai  kelompok  masya- 
rakat merupakan  sumber  utama  konflik,  Perbedaan  perlakuan  oleh  pemerintah  ter- 
hadap  kelompok  masyarakat  tertentu  yang  pada  gilirannya  menimbulkan  perbeda- 
an status  sosial  dan  politik  dengan  kelompok  masyarakat  lain  menjadi  bibit  kete- 
gangan  antara  berbagai  kelompok.  Hal  ini  diperburuk  oleh  terjadinya  krisis  eko- 
nomi dan  politik  yang  semakin  memicu  keresahan  dalam  masyarakat.  Dengan  ke- 
hadiran  pihak  ketiga  yang  ingin  mengambil  keuntungan  di  tengah  suasana  yang 
tegang,  konflik  yang  semula  terpendam  diperparah  dengan  menggunakan  senti- 
men  agama  dan  etnis  sehingga  konflik  terbuka  di  antara  kelompok  masyarakat 
menjadi  tak  dapat  dihindari.  Memecahkan  persoalan  struktural  sambil  memper- 
baiki  sistem  politik  dan  pemerintahan  harus  menjadi  prioritas  agar  konflik  sosial  se- 
gera  dapat  diakhiri. 


PENDAHULUAN 

SETIAP  masyarakat  mendambakan 
suatu  suasana  sosial  yang  mengan- 
dung  harmoni  antara  tata-hidupnya 
dengan  kekuatan-kekuatan  di  dalam  ling- 
kungannya,  baik  lingkungan  alam  maupun 
lingkungan  sosial.  Dalam  hubungan  antara 
kedua  faktor  itu  ada  beberapa  komponen 
sosial  yang  bermakna  strategis  bagi  ma- 
syarakat Pertama,  masyarakat  menghendaki 
berlangsungnya  keamanan  dan  ketertiban 
umum  yang  menjamin  bebasnya  masyara- 
kat dari  gangguan-gangguan  yang  mengha- 
langi  para  warganya  untuk  hidup  berke- 
luarga  dengan  tenteram  dan  bekerja  de- 
ngan kepastian  bahwa  hasilnya  dapat 
mendukung  kehidupannya.  Kedua,  masya- 
rakat menginginkan  kesejahteraan  dalam 
arti  cukup  sandang,  pangan,  papan  (ru- 


mah  tempat  tinggal),  kesehatan  dan  (se- 
karang  sudah  merata)  pendidikan  untuk 
anak-anak. 

Ketiga,  masyarakat  mengharapkan  ke- 
adilan,  baik  keadilan  menurut  hukum  mau- 
pun keadilan  sosial.  Keadilan  menurut  hu- 
kum diharapkan  dari  para  pejabat  peme- 
gang  kekuasaan  negara,  sedang  keadil- 
an sosial  berwujud  jaminan  bahwa  setiap 
orang  mendapat  pahala  atau  hukuman 
dalam  hidupnya.  yang  sesuai  dengan  jasa- 
jasa  atau  kerugian  bagi  masyarakat  dari 
perbuatan-perbuatan  yang  menjadi  tang- 
gung  jawabnya.  Keempat,  masyarakat  me- 
nilai  tinggi  kebahagiaan  yang  dapat  ter- 
capai  karena  terasa  keselarasan  antara 
seluruh  kelnginan  pribadi  dengan  reali- 
tas  sosial,  intelektual  dan  spiritual  di  se- 
kitarnya. 
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Bilamana  salah  satu  atau  beberapa 
faktor  kehidupan  masyarakat  itu  tergang- 
gu  maka  gangguan  Itu  diterima  dengan 
rasa  derita.  Kalau  gangguan  itu  berlang- 
sung  lama  maka  rasa  derita  itu  dapat 
tumbuh  menjadi  rasa  resah  (distress).  Ka- 
lau berlanjut  lebih  lama  lagi  maka  rasa 
resah  itu  dapat  menjadi  rasa  gelisah  (frus- 
trasi)  yang  makin  lama  dapat  menjadi 
panas  dengan  tekanan  yang  senantiasa 
bertambah  kuat  sampai  suatu  saat  me- 
ledak  menjadi  kerusuhan  sosial. 

PENDEKATAN  SOSIOLOGIS  TEN- 
TANG  KERESAHAN  SOSIAL 

Dengan  sedikit  variasi  proses  perkem- 
bangan  dari  keresahan  menjadi  kerusuh- 
an secara  akademis  sosiologis  dan  de- 
ngan lebih  mengingat  pada  reaksi  masya- 
rakat dapat  digambarkan  seperti  beri- 
kut  Keresahan  yang  diderita  oleh  masya- 
rakat dapat  diredam  sampai  menjadi  ra- 
sa tenang  dengan  masyarakat  mengun- 
durkan  diri  (withdrawal)  dari  masalah  yang 
menyebabkan  keresahan  itu.  Dalam  ba- 
hasa  Jawa  sikap  yang  demikian  itu  mung- 
kin  dapat  dinamakan  sikap  "pasrah". 
Dengan  sikap  "pasrah"  itu  orang  tidak 
akan  berbuat  apa-apa  dalam  hubungan 
dengan  masalah  yang  dihadapi  oleh  ma- 
syarakat umum,  akan  tetapi  yang  dicari 
adalah  sikap  yang  dapat  menenangkan 
perasaan  dalam  diri  seseorang.  Apapun 
yang  menimpa  seorang  yang  bersikap 
"pasrah"  tidak  lagi  dapat  menggetarkan 
emosinya  atau  menimbulkan  keresahan 
pada  dirinya  karena  seolah-olah  wadah- 
nya  emosi  sudah  ditutup  terhadap  aki- 
bat  apapun  yang  berasal  dari  masalah 
yang  menjadi  sumber  keresahan  umum 


tadi.  Meskipun  seorang  warga  masyara- 
kat yang  "pasrah"  mungkin  berhasil  me- 
nyelamatkan  dirinya  sendiri,  masalahnya 
tetap  hidup  dan  tetap  menjadi  sumber 
keresahan  umum. 

Sikap  yang  berbeda  dapat  disusun  oleh 
seorang  warga  masyarakat  yang  tidak 
mau  tenggelam  dalam  lautan  keresahan 
di  sekitarnya,  akan  tetapi  tidak  mempu- 
nyai  kekuatan  untuk  melawan  dan  me- 
musnahkannya.  Sikap  yang  diambil  ada- 
lah menyesuaikan  diri  dengan  suasana 
yang  ditimbulkan  oleh  masalah  itu.  Orang 
militer  dapat  mengatakan  dalam  baha- 
sa  Inggris:  If  you  cannot  beat  it,  join  it. 
Dengan  sikap  adaptasi  itu  orang  mung- 
kin dapat  menyelaraskan  rasa  derita  di 
dalam  dirinya  dengan  keresahan  sosial 
di  sekitarnya  sehingga  mungkin  dapat 
tercapai  keselarasan  antara  perasaan  la- 
hiriah  orang  itu  dengan  suasana  resah 
di  sekitarnya.  Mungkin  juga,  kalau  orang 
itu  dapat  menemukan  akal  dan  dapat 
menyusun  cukup  kekuatan,  orang  itu  da- 
pat mengurangi  atau  malahan  menghi- 
langkan  masalah  itu  sehingga  lenyap  pula 
sumber  keresahan  sosial  yang  ditanggu- 
langinya. 

Lebih  keras  dari  sikap  adaptasi  ada- 
lah sikap  agresi  yang  sejak  semula  me- 
lawan untuk  memecahkan  masalah  sum- 
ber keresahan  sosial  yang  dialami  oleh 
masyarakat.  Untuk  membuat  sikap  itu 
diperlukan  keberanian  dan  kemampuan 
untuk  bertarung  melawan  kekuatan-ke- 
kuatan  yang  mendukung  masalah  penye- 
bab  keresahan  atau  malahan  kegelisah- 
an  umum.  Perlawanan  itu  pasti  dihadang 
oleh  kekuatan-kekuatan  vested  interest 
yang  sejak  semula  mendapat  keuntung- 
an  dari  masalah  sumber  keresahan.  Na- 
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mun  sikap  yang  disusul  dengan  tindakan- 
tindakan  fisik  itu  mungkin  sekali  tidak 
dapat  dicegah  oleh  karena  merupakan 
ledakan  emosi  tinggi  yang  sudah  me- 
numpuk  di  kalangan  masyarakat  sejak 
lama.  Rasa  resah  yang  berkembang  men- 
jadi  rasa  gelisah  umum  itu  meledak 
nnenjadi  kerusuhan  sosial  yang  dilaku- 
kan  orang  banyak  secara  massal  dengan 
kekerasan  dan  kebringasan  terhadap  la- 
wan  manusia  ataupun  benda.  Gerakan 
massal  dengan  kekerasan  itu  dalam  ba- 
hasa  asing  dinamakan  riot  (kerusuhan). 

Kalau  massa  yang  melakukan  keru- 
suhan itu  mengetahui  di  mana  letaknya 
sumber  keresahan  maka  kerusuhan  itu 
mungkin  sekali  diarahkan  pada  sumber 
itu.  Akan  tetapi  mungkin  saja  bahwa 
sumber  itu  bersifat  abstrak  tanpa  ben- 
tuk  yang  dapat  dilihat  oleh  orang  ba- 
nyak seperti  misalnya  krisis  moneter 
atau  krisis  ekonomi.  Dalam  hal  itu  ledak- 
an emosi  masyarakat  menyebar  ke  kanan 
dan  ke  kiri  tanpa  sasaran  tertentu. 

Meskipun  tidak  ada  sasaran  yang  kong- 
kret  dan  jelas,  ada  suatu  pola  yang 
tampak  dalam  pemilihan  sasaran  oleh 
masyarakat  yang  beremosi  tinggi  itu. 
Tanpa  pemikiran  yang  rasional  dan  mung- 
kin saja  karena  muncul  dari  perasaan 
di  bawah  sadar  {sub-conscious  feeling) 
masyarakat  mengarahkan  gerak  massalnya 
pada  bangunan-bangunan  yang  diang- 
gap  mewakili  sumber  keresahan  yang 
sudah  lama  mereka  rasakan.  Misalnya, 
dalam  keresahan  ekonomi,  gerak  keke- 
rasan masyarakat  disalurkan  kepada  toko- 
toko  di  pinggir  jalan.  Atau  dalam  kere- 
sahan yang  dirasakan  dalam  hubungan 
dengan  golongan  yang  berbeda  aga- 
ma  rumah  milik  per  warga  golongan  itu 


dan  tempat-tempat  beribadah  mereka 
itu  dijadikan  sasaran.  Kalau  yang  diang- 
gap  oleh  masyarakat  sebagai  sumber  ke- 
resahan itu  pemerintah  maka  tidak  ragu- 
ragu  gerakan  mereka  diarahkan  pada 
kantor-kantor  pemerintah  atau  gedung- 
gedung  sidang  dewan  perwakilan  rakyat 

Ditinjau  dari  sudut  sosiologi,  masalah 
keresahan  sosial  dapat  dibedakan  anta- 
ra  keresahan  yang  tertutup  (latent)  dan 
terbuka  (open).  Atau  kalau  sudah  dapat 
diketahui  pihak-pihak  mana  yang  terli- 
bat  dapat  digunakan  istilah  konflik  ter- 
tutup dan  konflik  terbuka.  Selama  kon- 
fik  masih  dalam  keadaan  tertutup,  maka 
rasa  resah  atau  gelisah  itu  tersimpan  sa- 
ja dalam  hati  atau  pikiran  orang  ba- 
nyak tanpa  ada  aksi  jelas  terhadap  pi- 
hak  lain.  Tetapi  kalau  rasa  resah  atau 
gelisah  itu  sudah  menjelma  menjadi  lang- 
kah-langkah  fisik  terhadap  pihak  lain  - 
yang  sudah  barang  tentu  mengundang 
nk"?!  balasan  daripadanya  -  maka  kon- 
flik itu  sudah  bersifat  terbuka. 

Konflik  terbuka  itu  kalau  tidak  dapat 
dipadamkan  dalam  waktu  cepat  akan 
membawa  dampak  yang  lebih  parah  la- 
gi  bagi  masyarakat.  Pertarungan  fisik  da- 
pat membawa  kerusakan-kerusakan  ma- 
terial (rumah  tempat  tinggal,  bangunan 
keperluan  umum,  jalan,  jembatan  dan  se- 
bagainya)  yang  mengganggu  kelancaran 
kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  Akan 
tetapi  lebih  parah  lagi  adalah  rasa  den- 
dam  dalam  hati  para  warga  dari  satu  pi- 
hak pada  pihak  lain.  Kerusakan  material 
dapat  diperbaiki  kembali  dalam  waktu 
yang  relatif  singkat.  Tetapi  rasa  dendam 
dapat  hidup  lama  di  kalangan  masyara- 
kat, bahkan  dapat  menjadi  warisan  buat 
generasi  penyusul.  Kalau  di  atas  diurai- 


KONFLIK-KONFLIKSOSIAL  Dl  INDONESIA 


309 


kan  bahwa  keresahan  umum  di  dalam 
masyarakat  dapat  rtienjadi  kerusuhan 
sosial,  maka  kerusuhan  itu  dapat  men- 
jadi  keresahan  sosial  baru.  Dengan  de- 
mikian  terbentuk  rantai  kejadian  sosial 
yang  sambung-menyambung:  keresahan 
menimbulkan  kerusuhan  yang  mengaki- 
batkan  keresahan  baru  yang  menebar 
bibit  kerusuhan  dan  selanjutnya. 

Dari  proses  sosial  negatif  yang  sam- 
bung-menyambung itu  dapat  ditarik  ke- 
simpulan  bahwa  demi  keamanan,  keba- 
hagiaan  dan  kerukunan  masyarakat  pen- 
ting  sekali  diusahakan  agar  setiap  kasus 
konflik  tertutup  lekas-lekas  dipadamkan 
atau  setidak-tidaknya  dikurangi  kekuatan- 
nya  agar  tidak  meledak  menjadi  konflik 
terbuka.  Suasana  konflik  tertutup  atau  ter- 
buka  itu  sebenarnya  tergantung  dari  ke- 
seimbangan  antara  dua  kekuatan  sosial. 
Pada  satu  pihak  ada  kekuatan  orang 
banyak  (masyarakat)  yang  merasakan 
adanya  dorongan  untuk  bertindak  gu- 
na  menghilangkan  rasa  resah.  Pada  pi- 
hak lain  ada  kekuatan-kekuatan  social 
control  (pengendalian  masyarakat)  yang 
hendak  mencegah  tindakan  atau  gerak 
dari  pihak  mana  pun  yang  dapat  meng- 
ganggu  atau  merusak  tatanan  hidup  ma- 
syarakat. Mengenai  hal  social  control  itu 
dapat  disebut  tiga  pihak  yang  oleh  ma- 
syarakat dapat  dianggap  sah  kekuatannya: 

Pertama,  ada  yang  dinamakan  apa- 
rat  pengendali  formal  (formal  control) 
yang  dibentuk,  disusun,  diatur  dan  di- 
beri  wewenang  untuk  bertindak  atas 
nama  negara.  Aparat  formal  control  itu 
harus  selalu  bertindak  untuk  dan  atas  da- 
sar  hukum  yang  dibuat  oleh  negara.  Oleh 
karena  itu  mereka  juga  dinamakan  lem- 
baga  penegak  hukum:  polisi,  jaksa,  pe- 


ngadilan  dan  lembaga-lembaga  kenegara- 
an  lainnya. 

Kedua,  pengendalian  non-formal  (non- 
formal  control).  Pengendalian  sosial  ini  di- 
lakukan  oleh  sesama  warga  masyarakat 
seperti  misalnya  kawan,  tetangga,  rekan, 
kenalan  dan  sebagainya.  Mereka  berpe- 
gangan  pada  moralitas  sosial  yang  isinya 
adalah  nilai-nilai  sosial  budaya  yang  mem- 
bedakan  antara  benar  dan  salah,  baik 
dan  buruk,  luhur  dan  jahaL  Di  dalam  ma- 
syarakat Indonesia,  ajaran  moralitas  itu 
pada  umumnya  digelar  oleh  para  pemu- 
ka  agama,  pemangku  adat,  guru  keba- 
tinan  dan  orang  yang  dituakan  dalam  ma- 
syarakat (orang  berumur  tinggi  yang  dihor- 
mati  oleh  masyarakat  karena  pengalaman 
hidupnya). 

Ketiga,  pengendalian  batin  (inner  con- 
trol). Seorang  warga  masyarakat  mungkin 
berhasil  meresapkan  dalam  batin  (hati  sa- 
nubari)-nya  mengenai  hakikat  dari  hukum 
dan  moralitas  sosial  sehingga  batin  itu 
selalu  menjadi  pengawas  pedoman  dalam 
hubungan  orang  itu  dengan  sesama  ma- 
nusia  dan  masyarakat 

Kalau  dalam  suasana  resah  atau  geli- 
sah  umum  alat-alat  social  control  itu  da- 
pat berfungsi  efektif,  dalam  arti  bahwa 
kekuatannya  lebih  besar  daripada  kekuat- 
an massa  yang  tertumpuk  di  dalam  ma- 
syarakat, konflik  sosial  yang  terjadi  dapat 
dikendalikan  dalam  batas-batas  konflik 
tertutup.  Tetapi  kalau  kekuatan  social 
control  tidak  cukup  kuat  untuk  menahan 
ledakan  emosi  massa,  maka  perkem- 
bangan  konflik  tertutup  menjadi  konflik 
terbuka  tidak  dapat  dihindarkan.  Aksi 
massa  yang  menggunakan  kekerasan  dan 
senjata  akan  muncul.  Lebih-lebih  kalau 
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di  belakang  kerusuhan  itu  ada  provoka- 
tor  besar  yang  tersembunyi,  maka  ten- 
tulah  keresahan  akan  berubah  menjadi 
kerusuhan. 

Sumber  keresahan  masyarakat  dapat 
terwujud  di  bidang  mana  saja  dalam  ke- 
hidupannya.  Di  bidang  ekonomi  dapat 
terjadi  krisis  yang  mengakibatkan  ditu- 
tupnya  perusahaan-perusahaan  sehingga 
ribuan  atau  malahan  jutaan  tenaga  kerja 
menganggur.  Dalam  hubungan  sosial  antar- 
goiongan  dapat  terjadi  kesenjangan  de- 
ngan  suatu  golongan  yang  menduduki 
tempat  yang  dominan  terhadap  golong- 
an lain  yang  serba  kurang  kekuatannya. 
Kesenjangan  ini  dapat  terasa  dalam  hu- 
bungan antara  golongan  kaya  dan  miskin, 
golongan  berkuasa  dan  rakyat  jelata,  ma- 
syarakat kota  dan  masyarakat  desa,  atau 
golongan  mayoritas  dan  golongan  minori- 
tas.  Kesenjangan-kesenjangan  seperti  yang 
disebutkan  di  sini  sering  dianggap  seba- 
gai  hal  yang  menyimpang  darl  keadilan 
sosial. 

Keresahan  masyarakat  juga  dapat  tim- 
bul  karena  antara  dua  atau  beberapa  go- 
longan yang  hidup  berdekatan  ada  per- 
bedaan  kebudayaan  atau  perbedaan  aga- 
ma.  Kedua-duanya,  kebudayaan  dan  aga- 
ma,  menjadi  pedoman  hidup  yang  men- 
dasar  di  golongannya  masing-masing.  Mi- 
salnya  di  Indonesia  kebudayaan  menjadi 
pedoman  hidup  bagi-suatu  suku  (ethnic 
group)  sedang  agama  menjadi  pedoman 
hidup  bagi  umatnya.  Bedanya  adalah 
bahwa  di  dalam  kebudayaan  nilai-nilai 
dan  kaidah-kaidahnya  diciptakan  oleh  ma- 
syarakat (manusia)  atas  dasar  pengalaman 
hidupnya  di  bumi,  sedangkan  ajaran  aga- 
ma menurut  kepercayaan  umatnya  bera- 
sal  dari  Tuhan  dan  karena  itu  tidak  dapat 


diubah  oleh  manusia  atau  masyarakat  Ka- 
rena kemutlakan  kepercayaan  di  bidang 
agama  maka  umatnya  lebih  sensitif  ter- 
hadap perbedaan  dengan  agama  lain. 

SIKAP  TOLERANSI  SEBAGAI  KUNCI 
PENCEGAH  KONFLIK 

Antara  dua  kebudayaan  dan  antara 
dua  agama  selalu  ada  persamaan  dan  per- 
bedaan. Kalau  para  warga  dari  suku-suku 
yang  berbeda  kebudayaan  itu  dalam  hu- 
bungannya  (interaction)  dipentingkan  un- 
sur-unsur  yang  sama  atau  saling  mendu- 
kung,  maka  hubungan  mereka  tidak  me- 
nimbulkan  masalah.  Bahkan  suku-suku  itu 
dapat  bekerja  sama,  mungkin  malahan 
saling  berkawinan.  Tetapi  kalau  dalam  hu- 
bungan itu  ditonjolkan  hal-hal  yang  ber- 
beda, atau  malahan  saling  bertentangan, 
maka  bibit-bibit  konflik  antarsuku  dapat 
tumbuh.  Lebih-lebih  kalau  ada  lebih  dari 
satu  faktor  yang  berbeda,  misalkan  saja 
kesenjangan  sosial  dan  ras,  maka  ke- 
mungkinan  konflik  sosial  lebih  gampang 
muncul.  Apa  yang  dikatakan  mengenai 
suku  dan  kebudayaannya  di  sini  dengan 
sedikit  perbedaan  berlaku  juga  untuk 
umat  dan  agamanya. 

Kunci  dari  hubungan  damai  antar- 
golongan  adalah  toleransi  dalam  penger- 
tian  tentang  perbedaan-perbedaan  so- 
sial-budaya  atau  agama.  Selangkah  -lebih 
maju  lagi  ke  arah  hubungan  damai  daa 
rukun  adalah  kalau  ada  sikap  saling  meng- 
hargai  dan  menghormati  di  antara  ke- 
dua  golongan  yang  berinteraksi.  Dalam 
hal  ini  perlu  diperhatikan  adanya  per- 
bedaan antara  hubungan  antargolongan 
(group  relations)  dengan  hubungan  pribadi 
(individual  relations)  antara  para  warga  da- 
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ri  kedua  golongan.  Hubungan  antargolongan 
mungkin  jelas  diwarnai  dengan  perbeda- 
an  unsur  sosial-budaya  yang  dalam  ba- 
nyak  hal  dapat  berkembang  menjadi  pra- 
sangka  negatif  daripada  positif.  Prasang- 
ka  negatif  biasanya  menjadi  jelas  mana- 
kala  para  warga  dari  satu  pihak  bersama- 
sama  berhadapan  dengan  atau  membi- 
carakan  (bahasa  jawa:  ngrasani)  sifat-sifat 
watak  pihak  yang  lain.  Tetapi  dalam  ke- 
adaan  yang  demikian  pun  para  warga 
kedua  belah  golongan,  secara  individu, 
dapat  menjalin  hubungan  baik,  bahkan 
akrab.  Mereka  yang  mampu  menjalin  hu- 
bungan yang  positif  itu  tetap  sadar  akan 
prasangka  golongan  yang  negatif,  tetapi 
dalam  hubungan  pribadi  mereka  pra- 
sangka itu  disimpan  di  bawah  sadar  saja. 
Makin  banyak  hubungan  pribadi  {individual 
relations)  antara  para  warga  kedua  belah 
pihak  maka  akan  makin  kecil  kemung- 
kinan  memburuknya  hubungan  di  antara 
golongan-golongan  itu. 

Biasanya  dalam  hubungan  antargolong- 
an atau  antarsuku,  pihak  minoritas  le- 
bih  menderita  rasa  resah  dibandingkan 
dengan  pihak  yang  menduduki  tempat 
mayoritas.  Perhitungannya  adalah  kalau- 
kalau  konflik  tertutup  di  antara  mereka 
karena  sesuatu  hal  meledak  menjadi  kon- 
flik terbuka  dengan  kekerasan  fisik  atau 
kebringasan,  golongan  minoritas  cende- 
rung  "kalah"  dari  golongan  mayoritas. 
Tetapi  kalau  kedua  belah  pihak  itu  se- 
imbang  kekuatannya,  mereka  harus  se- 
lalu  berhati-hati  jangan  sampai  hubung- 
an damai  dan  rukun  mereka  dipicu  men- 
jadi pertengkaran. 

Mengenai  kemungkinan  konflik  so- 
sial  tertutup  terpicu  menjadi  konflik  so- 
sial  terbuka,  dari  berbagai  kasus  konflik 
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sosial  yang  terjadi  di  Indonesia  sejak  1998 
dapat  diamati  ada  dua  macam  pemicu, 
yaitu  pemicu  dari  dalam  masyarakat  sen- 
diri  dan  pemicu  yang  asalnya  dari  luar. 
Pemicu  dari  dalam  biasanya  diwujudkan 
dengan  peristiwa  kecil  yang  melibatkan 
dua  atau  beberapa  orang  warga  dari 
kedua  belah  pihak.  Peristiwa  itu  seolah- 
olah  membakar  emosi  banyak  orang  dari 
kedua  belah  pihak  atau  dari  pihak  yang 
dominan  saja  dan  kemudian  menjalar 
menjadi  konflik  besar. 

Bisa  juga  pemicu  itu  direkayasa  oleh 
suatu  pihak  (biasanya  dari  golongan  po- 
litik)  yang  dengan  sengaja  memicu  kon- 
flik sosial  agar  dapat  meraih  keuntungan 
bagi  dirinya  sendiri  atau  bagi  golongan- 
nya.  Pemicu  yang  demikian  itu  dengan 
bahasa  umum  dinamakan  provokator. 
Biasanya  sukar  sekali  untuk  mengungkap- 
kan  identitas  dan  alamat  provokator  oleh 
karena  orang  atau  kelompok  itu  bertindak 
secara  sembunyi-sembunyi  atau  malahan 
beraksi  melalui  pihak  lain. 

KERUSUHAN  SEJAK  1998 

Pertengahan  tahun  1997  beberapa  ne- 
gara  di  Asia  Tenggara,  termasuk  Indone- 
sia, terpukul  dengan  krisis  moneter  yang 
mengguncangkan  ekonomi  nasional.  Ka- 
lau negara-negara  lain  sudah  dapat  sem- 
buh  kembali  dari  malapetaka  itu,  Indo- : , 
nesia  sampai  saat  ini  (juli  2002)  belum 
dapat  menunjukkan  titik-titik  terang  ke 
arah  kesehatan  ekonominya.  Bahkan  kri- 
sis moneter  disusul  dengan  krisis-krisis  lain 
yang  menambah  berat  rasa  resah  yang  di- 
derita  oleh  rakyat  umum.  Krisis  mone- 
ter mengakibatkan  kemerosotan  nilai  tu- 
kar  rupiah  terhadap  dollar  AS  hingga 
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mencapai  leblh  dari  Rp  15.000,-  per 
dollar  AS.  Akibatnya,  harga-harga  umum 
dalam  hitungan  rupiah  naik  tajam.  Yang 
meresahkan  dunia  perdagangan,  teruta- 
ma  perdagangan  rakyat  kecil,  adalah  ru- 
saknya  stabilitas  harga-harga  umum,  se- 
hingga  menambah  keresahan  para  ibu 
rumah  tangga  untuk  memenuhi  kebutuh- 
an  mereka  sehari-hari. 

Krisis  moneter  disusul  dengan  krisis 
ekonomi  dalam  bentuk  pengurangan  ke- 
giatan  atau  malahan  penutupan  perusa- 
haan-perusahaan  besar  yang  harus  mem- 
bayar  barang-barang  dan  jasa-jasa  dari 
luar  negeri  dengan  dollar  AS,  akan  te- 
tapi  harus  menerima  penghasilan  di  da- 
lam negeri  dengan  rupiah.  Akibatnya 
jumlah  karyawan  yang  di-PHK  dan  men- 
jadi  penganggur  naik  tajam  menjadi  le- 
bih  dari  40.000.000  orang.  Jumlah  yang 
sekian  banyaknya  itu  tidak  dapat  ter- 
tampung  seluruhnya  dalam  tradisi  keke- 
luargaan  baik  oleh  masyarakat  kota  mau- 
pun  desa.  Pemerintah  sendiri  pun  juga 
kewalahan  mengurus  pengangguran  itu. 

Di  bidang  politik  tahun  1998  mun- 
cul  keresahan  dan  kerusuhan  karena  per- 
ubahan-perubahan  fundamental  yang  ha- 
nya  mengejar  ideologi  namun  karena  ti- 
dak disiapkan  lebih  dulu  telah  menim- 
bulkan  kerusuhan  yang  merata  ke  mana- 
mana.  Selama  Presiden  Soeharto  berkua- 
sa  dengan  tangan  besi  untuk  melayani 
kepentingannya  sendiri  beserta  keluarga 
dan  kawan-kawannya  dalam  bisnis,  kere- 
sahan yang  merata  dan  mendalam  di 
kalangan  masyarakat  tinggal  terpendam  di 
bawah  permukaan  sosial  karena  kuatnya 
tekanan  social  control  oleh  ABRI,  Golkar 
dan  birokrasi  pemerintah. 


Tetapi  rasa  resah  yang  meningkat  men- 
jadi gelisah  umum  itu  menemukan  jalan 
untuk  mencuat  ke  atas,  yaitu  melalui 
jalur  kampus  universitas-universitas  yang 
dalam  kebebasan  mimbar  tidak  dilarang 
untuk  mengidentifikasi  dan  membahas 
masalah-masalah  sosial,  ekonomi  dan 
politik.  Maka  tidak  mengherankan  bahwa 
keresahan  masyarakat  itu  mencuat  ke 
muka  bumi  sosial  melalui  jalur  kampus. 
Dimulai  dengan  para  mahasiswa  Univer- 
sitas  Indonesia  di  Jakarta  yang  ber- 
kat  penggunaan  alat  komunikasi  massa 
(pers,  radio,  dan  televisi)  dan  komunikasi 
person  to  person  (telepon,  e-ma/7),  dalam 
waktu  singkat  tergelar  gerakan  yang  se- 
makin  meluas.  Secara  umum  gerakan  itu 
dinamakan  gerakan  reformasi.  Semula 
gerakan  itu  menyerukan  keinginan  ma- 
syarakat banyak:  "Turunkan  harga"  dan 
"Turunkan  Orde  Baru".  Setelah  disadari 
bahwa  pelaksanaan  seruan  itu  akan  su- 
kar  sekali  diatur,  lagi  pula  akan  memer- 
lukan  banyak  waktu,  para  mahasiswa 
mengubah  tujuan  perjuangan  dengan 
member!  interpretasi  baru  tetapi  mudah 
dimengerti  dari  istilah  'Turunkan  harga". 
Kata-kata  itu  diberi  arti:  "Turunkan  Soe- 
harto dan  Keluarga"  yang  mencakup 
pimpinan  tertinggi  Orde  Baru,  korupsi 
besar-besaran,   kolusi  dan  nepotisme 
yang  mencolok. 

Gerakan  para  mahasiswa  yang  akhir- 
nycT'^tnembawa  bendera  "Berantas  KKN" 
(korupsi,  kolusi,  nepotisme)  mendapat 
sambutan  gencar  dari  rakyat  di  seluruh 
Indonesia.  Atas  desakan  yang  terlalu  kuat 
dan  merata  itu  Soeharto  pada  tanggal 
21  Mei  1998  menyatakan  dirinya  mun- 
dur  dari  jabatan  Presiden  Republik  Indo- 
nesia dan  dengan  upacara  sederhana  dan 
darurat  mengangkat  Wakil  Presiden  Ha- 
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bibie  menjadi  penggantinya.  Bersamaan 
dengan  lengser^  keprabon-nya  Soeharto 
sebagai  presiden  maka  jatuh  pula  sis- 
tern  Orde  Baru  buat  pemerintah,  ABRI 
sebagai  pendukung  militer,  Golkar  se- 
bagai pendukung  politik,  dan  Korpri  se- 
bagai pendukung  birokrasi.  Setelah  per- 
ubahan-perubahan  politik  itu  menjadi 
realitas  para  nnahasiswa  menghentikan  ge- 
rakannya. 

Jatuhnya  Presiden  Soeharto  dengan 
lembaga-lembaga  pendukungnya  itu  me- 
nimbulkan  vacuum  (kekosongan)  yang  ti- 
dak  terisi  kembali  dengan  segera.  Ma- 
syarakat  yang  sudah  lama  menderita  rasa 
resah  dan  gelisah  sekonyong-konyong 
menyadari  bahwa  lembaga-lembaga  so- 
da/ control  formal  kehilangan  kekuasa- 
an  dan  kekuatan.  Keresahan  pun  meledak 
menjadi  kerusuhan. 

Dalam  rangka  kerusuhan  sosial  ini  Ya- 
yasan  llmu-llmu  Sosial  yang  berkantor  pu- 
sat  di  Jakarta  dengan  bantuan  dana  da- 
ri  pihak  swasta  Indonesia  mengadakan 
penelitian  tentang  "Kerusuhan-kerusuhan 
Sosial  di  Indonesia".  Penelitian  itu  meli- 
puti  delapan  lokasi  kerusuhan  sosial  di 
beberapa  provinsi:  Deli  Serdang  di  Su- 
matra Utara,  Jakarta,  Tasikmalaya  di  Jawa 
Barat,  Solo  di  Jawa  Tengah,  Situbondo 
dan  Banyuwangi  di  Jawa  Timur,  Banjar- 
masin  di  Kalimantan  Selatan,  dan  Ambon 
di  Maluku. 

Semua  kasus  kerusuhan  yang  diteliti 
merupakan  kerusuhan  horizontal  dalam 
arti  konflik  sosial  antargolongan,  kecuali 
kerusuhan  di  Deli  Serdang  yang  bersifat 
vertikal,  yaitu  masyarakat  adat  melawan 
pemerintah  dalam  bentuk  pendudukan 
perkebunan-perkebunan  yang  berada  di 


bawah  manajemen  PTPN  (pemerintah). 
Sampai  sekarang  (Juli  2002),  masyarakat 
yang  menduduki  tanah-tanah  perkebunan 
itu  tetap  di  atas  tanah  itu  tanpa  ada  tin- 
dakan-tindakan  dari  pemerintah  ataupun 
lembaga-lembaga  social  control  formalnya. 

Boleh  dikatakan  bahwa  kasus-kasus 
kerusuhan  sosial  yang  diteliti  itu  timbul 
dari  suasana  resah  yang  diderita  oleh  ma- 
syarakat sejak  lama.  Rasa  resah  yang  di- 
rasakan  di  kalangan  masyarakat  luas  itu 
bersumber  dari  berbagai  masalah  sosial. 

Dari  penelitian  itu  dapat  diketahui  bah- 
wa kerusuhan  sosial  di  semua  lokasi  itu 
dilatarbelakangi  oleh  keresahan  karena  kri- 
sis  ekonomi  dan  moneter  seperti  dising- 
gung  di  atas.  Tetapi  lain  daripada  itu  di 
tiap-tiap  lokasi  dapat  diidentifikasi  ke- 
resahan lokal,  yaitu  keresahan  di  sesuatu 
bidang  khusus  dalam  kehidupan  masya- 
rakat setempat  bahkan  sejak  sebelum  ter- 
jadinya  keresahan  ekonomi  dan  moneter. 

Di  Sambas,  Kalimantan  Barat,  (dan  ju- 
ga  di  Kalimantan  Tengah  yang  tidak  ter- 
masuk  dalam  penelitian  tersebut  di  atas) 
sudah  lama  ada  ketegangan  etnis  dalam 
hubungan  antara  para  penduduk  suku 
Madura  (minoritas  pendatang)  dan  para 
penduduk  suku  Dayak  (suku  mayoritas 
dan  asli  di  daerah).  Sejak  1963  sudah 
terjadi  sebelas  kali  konflik  terbuka  di 
antara  kedua  suku  itu  di  Sambas. 

Konflik  terbuka  di  Banjarmasin  bulan 
Mei  1997  bersumber  dari  bidang  politik, 
khususnya  antara  partai  PPP  dan  Golkar 
selama  kampanye  dalam  rangka  pemilih- 
an  umum  1999.  Golkar  dengan  dukung- 
an  pemerintah  waktu  itu  menjadi  golong- 
an  (Golkar  belum  dinamakan  partai  po- 
litik) yang  dianggap  sewenang-wenang  ter- 
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hadap  PPP  dan  partai  lain.  Konflik  ter- 
buka  bulan  Mei  1997  terjadi  antara  PPP 
dengan  dukungan  masyarakat  yang  se- 
bagian  beragama  Islam  melawan  Golkar. 

Konflik-konflik  terbuka  lain  yang  ber- 
asal  dari  keresahan  di  bidang  politik  ter- 
dapat  di  Solo  tanggal  14  dan  15  Mei 
1993.  Massa  menggelar  kerusuhan  {riot) 
dengan  merampok  toko-toko  dan  me- 
rusak  gedung-gedung  di  pinggir  jalan.  Ke- 
rusuhan di  Solo  itu  mengikuti  kerusuhan- 
kerusuhan  massa  mulai  tanggal  12  Mei 
1998  di  Jakarta  yang  menimbulkan  ba- 
nyak  kerusakan  pada  toko-toko,  kantor- 
kantor  dan  gedung-gedung  lainnya  di 
pinggir  jalan  besar.  Penembakan  yang 
mengakibatkan  tewasnya  empat  orang 
mahasiswa  Universitas  Trisakti  Oakarta) 
pada  waktu  itu  juga  menjadi  sebab  tim- 
bulnya  kerusuhan  di  Solo  itu. 

Aksi  massal  oleh  ribuan  warga  ma- 
syarakat adat  di  Deli  Serdang  (Sumatra 
Utara)  yang  menyerbu  dan  menduduki 
tanah  perkebunan  di  bawah  manajemen 
PTPN  (pemerintah)  timbul  karena  mereka 
merasa  bahwa  pemerintah  telah  bertin- 
dak  sewenang-wenang  dan  tidak  adil 
menggunakan  tanah  adat  mereka  guna 
keperluan  pemerintah  tanpa  menghormati 
hak  adat  atas  tanah  yang  menurut  ma- 
syarakat setempat  ada  di  tangan  me- 
reka. Dengan  demikian  kerusuhan  sosial 
ini  dapat  dikategorikan  sebagai  perla- 
wanan  terhadap  pemerintah. 

Kerusuhan  sosial  yang  terjadi  akhir  ta- 
hun 1998  di  daerah  kabupaten  Banyu- 
wangi  berasal  dari  keresahan  dan  rasa 
takut  primordial,  yaitu  rasa  takut  terha- 
dap para  dukun  santet  (dukun  yang  di- 
curigai  menguasai  ilmu  hitam)  yang  di- 


anggap  bertanggung  jawab  atas  kema- 
tian  misterius  penduduk-penduduk,  tidak 
hanya  di  daerah  itu  tetapi  juga  di  daerah 
lain.  Setelah  alat-alat  negara  (sebagai  aki- 
bat  gerakan  reformasi)  tidak  berani  ber- 
tindak  lagi  menghadapi  massa  rakyat,  ma- 
ka  para  penduduk  di  daerah  kabupaten 
Banyuwangi  dalam  kelompok-kelompok 
terbatas  waktu  malam  mendatangi  para 
dukun  santet  di  rumahnya  dan  membu- 
nuh  mereka.  Dalam  waktu  kurang  lebih 
satu  bulan,  94  orang  dukun  santet  ter- 
bunuh.  Tindakan  kriminal  ini  tidak  pernah 
menjadi  perkara  menurut  hukum. 

Kalau  di  daerah  kabupaten  Banyu- 
wangi terjadi  kerusuhan-kerusuhan  dari  bi- 
bit  kepercayaan  primordial,  maka  kerusuh- 
an-kerusuhan sosial  di  Situbondo  Oawa 
Timur)  dan  Tasikmalaya  (Jawa  Barat)  yang 
bernuasa  agama  Islam  tidak  berasal  da- 
ri rasa  takut,  akan  tetapi  dari  sensitivi- 
tas  kepercayaan  agama.  Di  dalam  umat 
agama  Islam  di  mana  saja  selalu  ada 
golongan  yang  moderat  dan  golongan 
yang  keras  atau  fanatik.  Sensivitas  agama 
pada  golongan  yang  fanatik  ini  mudah 
beralih  menjadi  aksi  agresif  secara  massal. 

Di  Situbondo  pada  pertengahan  tahun 
1996  ada  seorang  santri  muda  dihadap- 
kan  pada  pengadilan  atas  tuduhan  meng- 
hina  ulama  dan  agama  Islam.  Publik  yang 
menyangsikan  sidang  pengadilan  tidak 
puas  dengan  hukuman  ringan  (5  tahun) 
yang  diputuskan  oleh  hakim.  Publik  yang 
hampir  semua  orang  Islam  itu  setelah 
ada  suara  teriakan  "Serbu  Gereja",  me- 
rusak  gereja  dan  merampok  toko-toko. 
Aksi  itu  dapat  dinilai  sebagai  ungkapan 
sensitivitas  agama  Islam  terhadap  aga- 
ma Kristen  dan  juga  rasa  resah  karena 
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suasana  ekonomi  yang  memprihatinkan. 
Setelah  polisi  bertindak  dalam  satu  hari 
kerusuhan  berhenti. 

Sensitivitas  agama  tampak  juga  da- 
lam kerusuhan  bulan  Desember  1996  di 
Tasikmalaya  (Jawa  Barat).  Seorang  santri 
dari  suatu  pesantren  dituduh  mencuri 
uang  dan  oleh  pimpinan  pesantren  dihu- 
kum  "takzir",  yaitu  direndam  di  dalam 
air  dan  telapak  kakinya  dipukuli.  Hal  ini 
didengar  oleh  polisi  setempat  yang  ke- 
mudian  memanggil  pimpinan  pesantren 
dan  mereka  yang  "memukuli"  untuk  di- 
minta  keterangan,  Dari  panggilan  oleh  po- 
lisi itu  menyebar  berita  burung  bahwa 
seorang  ulama  meninggal  karena  tindak- 
an  polisi.  Rasa  resah  yang  tersembunyi 
di  dalam  hati  banyak  warga  masyarakat 
meledak  dalam  bentuk  kerusuhan  massal 
(riot)  yang  merugikan  toko-toko  dan  Ge- 
reja  Kristen  di  pinggir  jalan.  Setelah  ula- 
ma yang  dikabarkan  meninggal  itu  mun- 
cul  dalam  keadaan  hidup  di  muka  umum 
maka  kerusuhan  berhenti.  Di  Tasikmalaya, 
seperti  di  Situbondo,  aksi  dengan  keke- 
rasan  terbuka  olah  massa  itu  dapat  di- 
hubungkan  dengan  keresahan  krisis  eko- 
nomi dan  sensitivitas  agama  dalam  hu- 
bungan  dengan  agama  lain. 

Dalam  suasana  di  seluruh  Indonesia 
yang  penuh  dengan  keresahan  karena 
krisis  moneter,  krisis  ekonomi,  krisis  po- 
litik  dan  krisis  sosial.  .itu  masyarakat  ba- 
nyak mengharapkan  pemerintah  berusa- 
ha  menenangkan  kembali  suasana  umum 
agar  menjadi  normal  kembali.  Tetapi  per- 
buatan-perbuatan  pemerintah  pada  wak- 
tu  itu  bukannya  meredam  keresahan  dan 
kerusuhan,  akan  tetapi  malahan  seoalah- 
olah  ikut  terseret  ke  dalam  konflik  ter- 
buka, konflik  politik.  Pada  waktu  itu  se- 


tiap  hari  surat-surat  kabar  yang  menyebar 
sampai  di  desa-desa  memuat  berita  ten- 
tang  perebutan  kekuasaan  antara  Presi- 
den  (Abdurrahman  Wahid)  dan  DPR  (pi- 
lihan  rakyat).  Akibatnya  kedua  belah  pi- 
hak  hanya  dapat  memusatkan  perhatian 
dan  perbuatan  mereka  pada  konflik  po- 
litik di  tingkat  nasional  dan  hanya  sedi- 
kit  sekali  berbuat  untuk  kepentingan  rak- 
yat. Sebagai  akibatnya  lanjutan  gerakan 
separatisme  di  Aceh,  Irian  Jaya  (Papua), 
dan  (meskipun  baru  dalam  tingkat  per- 
mulaan)  Riau  menjadi  bertambah  keras  se- 
hingga  membahayakan  bentuk  kesatuan 
negara  dan  menimbulkan  kerusuhan  so- 
sial bersenjata  yang  di  Aceh  sampai  se- 
karang  belum  dapat  diatasi  oleh  Peme- 
rintah Republik  Indonesia  dan  TNI  serta 
Kepolisian.  Baru  setelah  Presiden  Abdur- 
rahman Wahid  berhasil  6\-impeach  oleh 
MPR  dan  turun  tahta  maka  perebutan 
kekuasaan  itu  berhenti  dan  pemerintah 
baru  dapat  memusatkan  pikiran  dan  lang- 
kah-langkahnya  untuk  mengembalikan 
keamanan  (meskipun  belum  sepenuhnya) 
di  daerah-daerah. 

Dalam  uraian  mengenai  keresahan  dan 
kerusuhan  sosial  ini  kiranya  perlu  disaji- 
kan  pandangan  khusus  mengenai  konflik 
sosial  di  Ambon  yang  kemudian  meluas 
ke  seluruh  Maluku. 

KONFLIK  DI  MALUKU  SERTA  DAM- 
PAK  SOSIALNYA 

Sejak  zaman  kolonial  Belanda  ma- 
syarakat Ambon  dan  pada  umumnya 
masyarakat  seluruh  Maluku  terkenal  ka- 
rena adatnya  yang  kuat.  Adat  yang  sudah 
hidup  sebelum  datangnya  agama  Islam 
dan  Kristen  dianut  oleh  suku-suku  dan 
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kelompok-kelompok  lokal  lainnya.  Da- 
lam  kehidupan  kultural  yang  demikian 
itu  para  pemuka  adat  yang  berpengaruh 
di  bidang  kebudayaan  masyarakat  dan 
para  kepala  suku  yang  memegang  ke- 
kuasaan  pemerintahan  saling  mendukung 
demi  kesejahteraan  masyarakat.  Lembaga 
adat  yang  dikenal  dengan  nama  pe/a 
gandong  dapat  menjadi  contoh  keru- 
kunan  dan  kerja  sama  antarsuku  dan 
antargolongan  bagi  masyarakat  di  dae- 
rah  lain.  Umat  Islam  dan  umat  Kristen 
bersama-sama  tunduk  pada  adat  pe/a 
gandong,  meskipun  mereka  berbeda  da- 
lam  kepercayaan  dan  ibadahnya. 

Namun  karena  masyarakat  Maluku 
tersebar  dalam  ratusan  pulau  kecil,  ke- 
rukunan  adat  itu  di  dalam  prakteknya 
hanya  dapat  dilakukan  secara  lokal.  Hal 
itu  tidak  menghalangi  seorang  pendu- 
duk  atau  keluarga  Maluku  yang  pindah 
dari  satu  pulau  ke  pulau  lain  untuk  ter- 
jun  ke  dalam  kerukunan  adat  di  pulau 
lain  itu  oleh  karena  masyarakat  di  pu- 
lau itu  tanpa  ragu-ragu  menerima  pendu- 
duk  baru  itu  ke  dalam  kerukunan  adatnya. 

Kekuatan  adat  itu  begitu  kuat  ber- 
akar  di  dalam  kebudayaan  suku,  sehing- 
ga  pimpinan  suku  dan  pemerintah  desa 
selalu  mendasarkan  kebijaksanaannya  pa- 
da  adat  setempat.  Namun  dengan  UU 
No. 5/1 979  tentang  Pemerintahan  Desa 
kesatuan  budaya--  antara  pemerintahan 
desa  dan  adat  dipisahkan.  Maksud  UU 
adalah  supaya  pemerintah  desa  tidak  la- 
gi  menjadi  milik  rakyat  desa,  tetapi  men- 
jadi bagian  terbawah  dari  pemerintah 
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Aki- 
batnya  masyarakat  Maluku  kehilangan 
landasan  untuk  bersatu  dalam  adat.  Ke- 
jadian  ini  memperlebar  kesenjangan  antara 


umat  agama  Islam  dan  umat  agama  Kris- 
ten  yang  dalam  embrionya  disebabkan 
oleh  politik  pemerintah  kolonial.  Oleh 
karena  boleh  dikatakan  bahwa  semua 
orang  Belanda  yang  memegang  peme- 
rintahan beragama  Kristen  maka  dalam 
recruitment  (penerimaan)  tenaga  "inlander" 
untuk  bekerja  dalam  pemerintahan  dan 
dalam  organisasi  militer  pemerintah  Be- 
landa lebih  banyak  memilih  orang-orang 
yang  beragama  Kristen  daripada  yang 
beragama  lain  (Islam).  Lama-lama  di  ka- 
langan  para  penduduk  Kristen  di  Am- 
bon dan  secara  lunak  juga  di  pulau- 
pulau  lain  tumbuh  perasaan  bahwa  me- 
reka adalah  penduduk  terpilih  dan  oleh 
karena  itu  lebih  terhormat  dibandingkan 
dengan  penduduk  lainnya.  Kesenjangan 
sosial  antara  kaum  Kristen  yang  merasa 
dirinya  terpilih  dan  terhormat  dengan 
kaum  Islam  yang  merasa  dianaktirikan 
menimbulkan  rasa  iri  terpendam  antara 
dua  umat  beragama  itu. 

Kesenjangan  sosial  itu  menjadi  terba- 
lik  setelah  pemerintah  kolonial  Belanda 
tahun  1950  diganti  dengan  pemerintah 
nasional  Indonesia.  Karena  masyarakat 
Indonesia  sebagian  terbesar  beragama 
Islam  dan  umat  Kristen  merupakan  mi- 
noritas  dalam  jumlahnya  maka  di  dalam 
pengislan  jabatan-jabatan  pemerintah- 
an di  Ambon  dan  juga  di  Maluku  lama- 
lama  terpilih  tenaga  Islam  dalam  jumlah 
yang  lebih  besar  dibandingkan  'dengan 
tenaga  Kristen.  Di  dalam  masyarakat,  per- 
ubahan  (atau  malahan  pembalikan)  so- 
sial ini  menimbulkan  keretakan  tertutup 
dalam  hubungan  sosial  antara  kedua 
belah  umat  itu.  Tetapi  selama  adat  se- 
bagai  landasan  tata  hidup  tetap  kuat, 
dikotomi  sosial  itu  tidak  menjadi  masa- 
lah  terbuka. 
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Di  kota  Ambon  sejak  berpuluh-puluh 
tahun  yang  lalu  ada  penduduk  penda- 
tang  dalam  golongan  kecil  yang  ber- 
asal  dari  Sulawesi  Selatan,  khususnya 
dari  suku  Bugis,  Buton  dan  Makasar 
(BBM).  Mereka  hampir  semua  beragama 
Islam,  berpendidikan  rendah  dan  di 
Ambon  bekerja  sebagai  buruh  tanpa  ke- 
terampilan  {unskilled  labour)  atau  peda- 
gang  kecil.  Penduduk  asli  dari  suku  Am- 
bon menjadi  mayoritas  dengan  sebagian 
terbesar  beragama  Kristen.  Penduduk  go- 
longan Ambon  itu  sejak  zaman  Belanda 
dalam  kehidupannya  mengutamakan  sta- 
tus dalam  pemerintahan  dengan  gaji 
bulanan  tetap.  Dengan  demikian  mereka 
menganggap  rendah  pada  penduduk  go- 
longan BBM  yang  berstatus  swasta  kecil 
dengan  penghasilan  yang  tidak  tetap. 
Tetapi  dengan  inflasi  moneter  yang  ber- 
kali-kali  menimpa  Indonesia  nilai  gaji  pe- 
gawai  negeri,  meskipun  sedikit-sedikit 
sudah  dinaikkan,  menjadi  relatif  kecil. 
Sebaliknya  para  warga  BBM  yang  peng- 
hasilan kerjanya  mengambang  di  atas 
inflasi  di  mata  orang-orang  Ambon  men- 
jadi "lebih  kaya"  daripada  mereka.  Ke- 
balikan  kesenjangan  sosial  antara  ke- 
dua  golongan  penduduk  kota  Ambon 
itu  sudah  barang  tentu  menimbulkan  ra- 
sa kecewa  bercampur  resah  di  kalangan 
penduduk  golongan  Ambon  asli. 

Di  dalam  suasana  yang  tegang  ter- 
tutup  antara  kedua  golongan  itu  pada 
suatu  waktu  terjadi  sengketa  individu  di 
jalan  umum  antara  seorang  sopir  taksi 
umum,  warga  golongan  penduduk  Ambon 
asli  yang  beragama  Kristen,  dengan  se- 
orang penumpang  dari  golongan  BBM 
yang  beragama  Islam.  Masing-masing  pe- 
laku  sengketa  itu  kembali  kepada  go- 
longannya  untuk  minta  bantuan.  Hal  ini 


terjadi  di  kota  Ambon  pada  tanggal 
19  Januari  1999,  hari  raya  Idul  Fitri  (Islam). 
Dalam  tawuran  antara  kedua  golongan 
(kecil)  itu  pihak  penduduk  Ambon  asli 
berhasil  mengusir  penduduk  pendatang 
golongan  BBM  pulang  kembali  ke  dae- 
rah  asalnya  di  Sulawesi  Selatan  atau  se- 
tidak-tidaknya  keluar  kota  Ambon.  Keja- 
dian  ini  diamati  oleh  penduduk  golong- 
an asli  Ambon  yang  beragama  Islam  de- 
ngan rasa  marah.  Mereka  menuduh  pen- 
duduk golongan  Kristen  mengusir  para 
penduduk  golongan  Islam.  Konflik  antar- 
suku  berkembang  menjadi  konflik  antara 
umat  Islam  dan  umat  Kristen  di  Ambon. 

Pada  titik  perkembangan  ini  tidak  je- 
las  apa  sebabnya  konflik  antara  umat 
kedua  agama  itu  dapat  meledak  dari 
konflik  tertutup  menjadi  konflik  terbuka. 
Ada  sebagian  orang  berpendapat  bahwa 
hal  itu  terjadi  karena  dipicu  oleh  seng- 
keta antara  sopir  taksi  dan  penumpang- 
nya  di  jalan  umum  di  mana  yang  satu 
pihak  beragama  Kristen  dan  yang  lain 
beragama  Islam.  Sebaliknya  ada  orang- 
orang  lain  yang  mengatakan  bahwa  kon- 
flik itu  menjadi  terbuka  karena  usaha 
provokator  yang  hendak  memetik  ke- 
untungan  politik  dari  konflik  antara  ke- 
dua golongan  penduduk  Ambon  yang  ber- 
beda  agama  itu.  Namun  sampai  sekarang 
aparat  keamanan,  Poiri  dan  TNI,  belum 
pernah  mengumumkan  nama  orang  atau 
golongan  yang  dapat  diduga  bertindak 
sebagai  provokator  itu.  Yang  jelas,  sering- 
kali  ditemukan  di  lapangan  konflik  surat- 
surat  selebaran  ketikan  dengan  isi  meng- 
hasut  masing-masing  pihak  untuk  meng- 
hancurkan  atau  membinasakan  pihak  lawan. 

Di  sektor  yang  dikuasai  oleh  golong- 
an islam  surat  selebaran  itu  menakut- 
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nakuti  bahwa  kaum  Kristen  giat  menja- 
lankan  Kristenisasi  dalam  pemerintahan 
agar  dapat  menguasai  golongan  Islam. 
Sebaliknya  di  daerah  yang  berada  di 
bawah  pengaruh  golongan  Kristen  dite- 
mukan  sural  selebaran  yang  mengatakan 
bahwa  kaum  Kristen  sebagai  golongan 
minoritas  agama  akan  dimusnahkan  oleh 
golongan  mayoritas  Islam.  Satu-satunya 
jalan  adalah,  begitu  maksud  surat  sele- 
baran di  kedua  belah  pihak,  agar  me- 
reka  menyerang  pihak  lawan. 

Setelah  kurang  lebih  setengah  tahun 
kerusuhan  itu  berlangsung  di  kdta  Am- 
bon tampak  berbagai  gejala  akan  me- 
luasnya  ke  pulau-pulau  lain,  terutama  ke 
daerah  Maluku  Utara.  Waktu  itu  sedang 
mulai  direalisasikan  UU  untuk  meme- 
karkan  provinsi  Maluku  menjadi  provinsi 
Maluku  dengan  ibukota  lama  Ambon 
dan  provinsi  baru  Maluku  Utara  dengan 
ibukota  Ternate.  Dalam  proses  peme- 
karan  provinsi  yang  pada  waktu  itu  ba- 
ru dimulai  pemerintah  Maluku  Utara 
sedang  dalam  proses  pembentukan,  se- 
hingga  masih  serba  lemah  dan  belum 
terorganisasi  dengan  mantap. 

Di  kalangan  politik  timbul  kegiatan 
saingan  untuk  menduduki  jabatan  gu- 
bernur,  wakil  gubernur  dan  jabatan-jabat- 
an  lain.  Sudah  barang  tentu  hal  ini  men- 
jadikan  masyarakat  terpecah-pecah  men- 
jadi berbagai  golongan  yang  leb.ih  sibuk 
ikut  berjuang  mengikuti ,  calon  masing-ma- 
sing  daripada  memupuk  persatuan  sosial 
yang  dapat  menahan  gangguan  keaman- 
an  umum.  Itu  merupakan  saat  yang  baik 
sekali  bagi  para  provokator  dari  Am- 
bon untuk  menyebar  kerusuhan  di  Ma- 
luku Utara  dan  di  pulau-pulau  lain  dalam 
provinsi  Maluku  lama. 


Di  salah  satu  pulau  di  mana  keru- 
suhan antara  dua  golongan  beragama 
mulai  pecah  para  penduduk  melaporkan 
bahwa  beberapa  hari  sebelumnya  ke- 
lihatan  beberapa  perahu  tradisional  men- 
daratkan  sejumlah  orang  dari  pulau  lain 
di  pantai.  Dalam  percakapan  penulis 
dengan  penduduk-penduduk  di  Ambon 
dan  di  beberapa  pulau  lain  didengar 
keluhan  bahwa  kerusuhan  itu  dicetuskan 
oleh  orang-orang  dari  luar.  Mereka  usulkan 
agar  semua  orang  yang  bukan  asli  se- 
tempat  dikeluarkan  dan  orang  yang  hen- 
dak  masuk  dari  luar  ditahan  dan  dipu- 
langkan  kembali.  "Kita  minta  pemerintah 
lekas-lekas  pulihkan  keamanan",  seru  me- 
reka. Pihak  pemerintah  menanggapi  ke- 
inginan  para  penduduk  dengan  menem- 
patkan  sejumlah  kapal  perang  di  perairan 
Maluku  untuk  menjalankan  patroli  terha- 
dap  kapal-kapal  yang  pantas  dicurigai. 

Di  Jakarta  beberapa  kali  diadakan 
rapat  akbar  untuk  mengajak  kaum  Is- 
lam mengorganisasi  jihad  agar  dapat 
membela  kaum  muslimin  di  Maluku  ter- 
hadap  lawan  agamanya.  Meskipun  pe- 
ngiriman  pasukan  jihad  dari  Jawa  ke 
Maluku  dipersukar  oleh  alat-alat  ke- 
amanan, tetapi  masih  ada  orang-orang 
yang  lolos  dan  berhasil  sampai  di  Ma- 
luku. Sepanjang  dapat  diketahui  rapat 
akbar  penggugah  jihad  di  kota  Mata- 
ram  (Nusa  Tenggara  Barat)  dan  Yogya- 
karta  gagal  mencapai  maksudnya.  Mung- 
kin  karena  rakyat  yang  dikumpulkan  ti- 
dak  mempunyai  semangat  meninggal- 
kan  keluarga  dan  kampung  halamannya 
untuk  ikut  "perang"  di  daerah  lain. 

Makin  lama  konflik  sosial  di  Maluku 
berlanjut,  semakin  banyak  dan  semakin 
meluas  dampak  sosial  yang  ditimbul- 
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kannya.  Sejak  tanggal  19  Januari  1999 
puluhan  ribu  rumah  tempat  tinggal  diba- 
kar  atau  dihancurkan,  di  samping  ratusan 
gedung  gereja  dan  masjid,  gedung-ge- 
dung  sekolah,  pasar  dan  bangunan  buat 
pelayanan  umum  lainnya.  Beratus-ratus 
keluarga  kehilangan  warganya,  terutama 
pria,  yang  mati  terbunuh,  dan  bergan- 
da  jumlahnya  yang  luka  parah  dan  le- 
bih  banyak  lagi  yang  luka  ringan.  Setiap 
korban  yang  jatuh  meninggalkan  rasa 
dendam  pada  keluarga  yang  masih  hi- 
dup.  Rasa  dendam  ini  akan  tetap  mem- 
bara  selama  hidup  dan  menjadi  peng- 
halang  besar  terhadap  usaha  rekonsiliasi 
yang  pada  waktunya  perlu  dilakukan. 

Di  samping  itu  semua,  ada  ratusan 
ribu  keluarga  yang  terpaksa  mengungsi 
dari  tempat  tinggalnya.  Mereka  tersebar 
di  daerah-daerah  yang  (relatiO  aman  di 
Maluku  dan  bahkan  juga  sampai  di  Go- 
rontalo  dan  Bitung  serta  Manado,  Sula- 
wesi Utara.  Mereka  hidup  sengsara  dan 
menjadi  beban  bagi  masyarakat  dan  pe- 
merintah  di  mana  mereka  ditampung. 
Selama  daerah  asalnya  belum  terjamin 
keamanannya  oleh  polisi,  TNI  dan  peme- 
rintah,  para  pengungsi  itu  tidak  mung- 
kin  pulang  kembali  ke  tempat  tinggal- 
nya semula.  Kalau  tenaga  dewasa  di 
antara  para  pengungsi  itu  sehari-hari  ti- 
dak pasti  hasilnya  mencari  makan  buat 
keluarganya  maka  anak-anak  tidak  men- 
dapat  cukup  makan  yang  bergizi  dan 
mereka  tidak  dapat  sekolah  secara  ter- 
atur.  Para  ahli  gizi  dan  ahli  pendidikan 
khawatir  bahwa  anak-anak  itu  akan  men- 
jadi generasi  sia-sia  (lost  generation). 

Masyarakat  Ambon  dan  Maluku  yang 
dilanda  kerusuhan  dulu  banyak  hidup  ber- 
sama-sama  dalam  desa  (negeri),  pendu- 


duk  Kristen  bertetangga  secara  damai 
dengan  penduduk  Islam.  Setelah  terjadi 
konflik  terbuka  di  antara  kedua  golong- 
an  itu  para  penduduk  dari  tiap-tiap  aga- 
ma  berkumpul  di  negeri  tersendiri,  terpi- 
sah  dari  penduduk  yang  beragama  lain. 
Kegiatan  adat  pe/a  gandong  tidak  lagi 
dilakukan. 

Pada  awal  berlangsungnya  konflik  so- 
sial  di  Ambon,  Presiden  Abdurrahman 
Wahid  pernah  mengatakan  bahwa  pe- 
mulihan  kembali  kedamaian  dan  keaman- 
an  umum  adalah  tanggung  jawab  ma- 
syarakat. Akan  tetapi  dengan  makin  me- 
luas  dan  mengganasnya  konflik  sosial  itu 
dan  semakin  berat  dan  menyedihkannya 
penderitaan  para  penduduk  dan  para  pe- 
ngungsi, maka  semakin  keras  terdengar 
suara-suarg  dari  masyarakat  supaya  pe- 
merintah  berupaya  secara  aktif  untuk 
menghentikan  musibah  sosial  itu. 

Para  pemuka  adat,  kepala  suku,  dan 
sesepuh  lain,  bahkan  para  pemimpin 
agama  Islam  dan  Kristen  telah  berkali- 
kali  di  bel-bagai  daerah  mengadakan 
musyawarah  yang  menghasilkan  mufakat 
bersahia  untuk  menghentikan  pertikaian 
bersenjata.  Mungkin  kemufakatan  itu  di- 
hormati  oleh  para  warga  masyarakat  se- 
tempat,  Islam  ataupun  Kristen,  tetapi  ke- 
kuatan-kekuatan  dari  luar  Oakarta?)  tetap 
tidak  menghargai  usaha  kedamaian  itu 
dan  mereka  tetap  memanas-manasi  emo- 
si  dan  dendam  untuk  terus  bersengketa 
secara  terbuka. 

Masyarakat  dan  pemerintah  sipil  di 
daerah  bersikap  bahwa  pihak  sipil  tidak 
mampu  melerai  konflik  selama  masih 
berupa  pertempuran  bersenjata.  Alat-alat 
keamanan  negaralah  yang  selama  itu 
diharapkan  aktif  bertindak.  Namun  me- 
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nurut  pengamatan,  banyak  orang  sipil 
yang  melakukan  operasi  militer  atau  ke- 
polisian  sering  bertindak  memihak  pa- 
da  salah  satu  pihak  yang  bertikai.  Ada 
suara-suara  lain  yang  menganggap  bah- 
wa  pasukan-pasukan  itu  tidak  beropera- 
si  secara  profesional  dan  kurang  latihan 
serta  pengalaman  menghadapi  gerakan 
bersenjata  dari  rakyat.  Terdengar  juga 
kritik  bahwa  konflik  antara  umat  Kris- 
ten  dan  umat  Islam  di  Maluku  tidak 
akan  berhenti  selama  di  kalangan  poli- 
tik  dan  militer  di  tingkat  nasional  tidak 
ada  kata  sepakat  bulat  untuk  sungguh- 
sungguh  menghentikan  pertikaian  bersen- 
jata di  Maluku  dan  di  daerah-daerah  lain. 

Dikerahkannya  pasukan-pasukan  TNI 
dan  Brimob  (pada  suatu  waktu  sampai 
18  batalyon),  dilepaskannya  kapal-kapal 
perang  AL  di  lautan  Maluku  untuk  ber- 
patroli  (pernah  berjumlah  15  buah),  pem- 
bentukan  tim  penyelidik  ad  hoc,  pem- 
bentukan  Kodam  XVI  Pattimura,  per- 
nyataan  keadaan  darurat  sipil,  semua- 
nya  itu  tampaknya  tidak  cukup  kuat 
dan  efektif  untuk  menguasai  kembali 
suasana  pertikaian.  Yang  diharapkan  oleh 
masyarakat  banyak  di  Ambon  dan  Maluku 
adalah  supaya  pemerintah  pusat  lang- 
sung  turun  tangan  dan  mengajak  para 
tokoh  masyarakat  daerah  untuk  men- 
cari  penyelesaian  yang  mujarab. 

Harapan  ini  akhirnya  dipenuhi  denjan 
diselenggarakannya  pertemuan  di  Ma- 
lino,  Sulawesi  Selatan.  Pertemuan  ini  di- 
adakan  atas  prakarsa  pemerintah  pusat, 
khususnya  Menko  Poikam  dan  Menko 
Kesra.  Malino  diambil  sebagai  lokasi  per- 
temuan karena  tempat  itu  beberapa  wak- 
tu sebelumnya  juga  menjadi  ajang  per- 
temuan untuk  maksud  yang  sama,  te- 


tapi  mengenai  daerah  Poso,  Sulawesi 
Tengah,  yang  menghasilkan  deklarasi 
Malino  I.  Pertemuan  untuk  daerah  Ma- 
luku dibuka  pada  awal  tahun  2002  dan 
dihadiri  oleh  utusan  atau  wakil-wakil  dari 
pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, 
pihak  militer  dan  polisi,  masyarakat  adat 
dan  golongan  Islam  serta  Kristen. 

Bulan  Februari  2002  ditandatangani 
Deklarasi  Malino  II  dalam  suasana  pe- 
nuh  damai.  Pada  pokoknya  Deklarasi  itu 
memuat  kesepakatan  dari  semua  pihak 
untuk:  (1)  menghentikan  konflik  terbuka; 
(2)  menegakkan  hukum;  dan  (3)  mengu- 
sahakan  rehabilitasi  sosial.  Hasil  perte- 
muan itu  disambut  baik  oleh  berbagai 
kalangan  sebagai  permulaan  untuk  me- 
madamkan  konflik  dan  untuk  mengarah 
kepada  perdamaian  yang  mendasar  se- 
lanjutnya.  Namun  kira-kira  tiga  minggu  ke- 
mudian  meledak  lagi  kerusuhan  dengan 
pembakaran  kantor  Gubernur  Maluku  yang 
disusul  dengan  pembakaran  rumah  ketua 
delegasi  Islam  ke  Malino  dan  tawuran 
dengan  senjata  di  kampung  Soya. 

Tindakan-tindakan  yang  kejam  itu 
membuktikan  bahwa  meskipun  pemerin- 
tah dan  sebagian  masyarakat  Maluku 
sudah  benar-benar  ingin  damai,  masih 
ada  golongan  lain  yang  hendak  tetap 
menghidupkan  api  kerusuhan.  Hal  itu 
juga  meyakinkan  pemerintah  dan  ma- 
syarakat agar  Deklarasi  Malino  II  disosiali- 
sasikan  dan  direalisaslkan  secara  terus- 
menerus  dan  konsekuen.  Untuk  itu  disa- 
rankan  langkah-langkah  permulaan  sebagai 
berikut,  yang  kalau  berhasil  baik,  harus 
disusul  dengan  langkah-langkah  lanjutan. 

1.  Di  mana  masih  terjadi  pertarungan  ter- 
buka dan  bersenjata,  aparat  Kepoli- 
sian  dan  TNI  wajib  memadamkannya. 
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2.  Di  daerah-daerah  yang  oleh  kepoli- 
sian  dan  TNI  dijamin  aman,  dapat  di- 
mulai  program  rehabillitasi  oleh  masya- 
rakat  dengan  bantuan  fasilitas  dari  pe- 
merintah  daerah;  penduduk  yang  me- 
ngungsi  nneninggaikan  daerah  tempat 
tinggalnya  hendaknya  diusahakan  su- 
paya  pulang  kembali. 

3.  Dengan  usaha  gotong-royong  (mung- 
kin  dengan  sistenn  semacam  pe/a 
gandong)  para  penduduk  dari  tiap-tlap 
RT  dl  bawah  pimplnan  Ketua  RT  mulai 
membangun  kembali  rumah-rumah  yang 
telah  rusak  karena  kerusuhan.  Ada  baik- 
nya  kalau  selama  usaha  rehabilitasi  fi- 
sik  itu  berlangsung  diadakan  patrol! 
pengamanan  oleh  aparat  keamanan. 


4.  Pemerintah  desa  dengan  bantuan 
pemerintah  daerah  memugar  kembali 
bangunan  pasar  tradisional  yang  sudah 
rusak  disusul  dengan  usaha  menghi- 
dupkan  kembali  pasar  sebagai  pusat 
ekonomi  rakyat 

5.  Gedung-gedung  sekolah  yang  rusak 
perlu  dibangun  kembali  oleh  peme- 
rintah daerah  dan  anak-anak  diusahakan 
supaya  dapat  masuk  sekolah  kembali. 

Setelah  usaha  rehabilitasi  fisik  membe- 
ri  hasil  baik,  maka  pemerintah  daerah  ber- 
sama-sama  dengan  tokoh-tokoh  masyara- 
kat  membuat  program  kelanjutannya  dan 
program  rekonsiliasi  (perukunan  kembali) 
sosial. 
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Konflik  di  Masa  Krisis: 
Studi  Empiris  Determinasi 
Ketidakadilan  Sosial-Ekonomi 

Aloysius  Gunadi  Brata 

Tulisan  ini  mencoba  mencari  bukti  empiris  tentang  pengaruh  ketidakadilan 
sosial-ekonomi  terhadap  konflik,  baik  konflik  vertikal  maupun  horizontal,  yang  be- 
lakangan ini  terjadi  di  sejumlah  provin<t  di  Indonesia.  Sejumlah  proksi  ketidakadilan 
sosial-ekonomi  disusun  berdasarkan  data  sekunder  yang  ada.  Hasil-hasil  regresi 
logit  memberikan  bukti  empiris  bahwa  ketidakadilan  sosial-ekonomi  memang  me- 
rupakan  determinan  penting  dalam  mempengaruhi  probabilitas  terjadinya  konflik. 
Temuan  ini  membawa  implikasi  bahwa  proses  dan  perencanaan  pembangunan 
perlu  dikoreksi  secara  memadai  dalam  rangka  meminimalkan  probabilitas  konflik. 


PENDAHULUAN 

T AHUN-TAHUN  belakangan  ini, 
seiring  dengan  terjadinya  krisis 
ekonomi,  di  Indonesia  merebak 
sejumlah  konflik  di  berbagai  daerah,  khu- 
susnya  yang  bernuansa  perselisihan  an- 
tara  pusat  dan  daerah  (konflik  vertikal) 
dan  yang  bernuansa  etnis-agama  (konflik 
horizontal).  Minus  Timor  Timur,  kini  ter- 
catat  tiga  provinsi  mengalami  konflik  ver- 
tikal yakni  Aceh,  Riau  dan  Papqa.^  Se- 


^Sebagai  gambaran,  Malley  (2000)  misalnya 
menyebutkan  pula  konflik  berdasarkan  kelas,  se- 
lain  berdasarkan  wilayah  dan  identitas  kultural. 
Mengenai  sejarah  konflik  dan  kekerasan  di  Indo- 
nesia, secara  ringkas  dapat  dilihat  dalam  Adam 

(2000)  . 

2 

Lihat,  misalnya,  Harris  dkk.  (1999),  Pane 

(2001)  khusus  mengenai  Cerakan  Aceh  Merdeka 
(CAM),  Andrianto  (2001)  mengenai  Papua  dan 
Andrianto  (2000)  mengenai  pergolakan  di  Aceh. 


dangkan  yang  mengalami  konflik  hori- 
zontal adalah  Maluku  dan  Sulawesi  Te- 
ngah  (bernuansa  agama)  serta  Kaliman- 
tan Barat  dan  Kalimantan  Tengah  (ber- 
nuansa etnis).  Banyak  korban  akibat  kon- 
flik-konflik  tersebut.  Kendati  data  yang 
pasti  mengenai  jumlah  korban  mungkin 
kurang  memadai,  namun  banyak  diung- 
kapkan  bahwa  jumlah  korban  nyawa 
saja  mencapai  ribuan  orang.  Dalam  ka- 
sus.  Aceh  sampai  sekarang  korban  masih 
terus  bertambah,  bahkan  sekalipun  sta- 

^Pemerintah  memang  menyebutkan  bahwa 
Kalimantan  Selatan  mengalami  konflik  bernuansa 
etnis  {Suara  Pembaruan,  25  Agustus  2001).  Na- 
mun, dalam  studi  ini  Kalimantan  Selatan  tidak  di- 
masukkan  karena  liputan  konfliknya  relatif  sedi- 
kil.  Misalnya,  Desember  2001  ada  berita  bahwa 
sebuah  gereja  di  sebuah  desa  di  Kabupaten  Tanah 
Laut,  Kalimantan  Selatan,  dibakar  massa.  Namun 
hal  ini  dibantah  oleh  aparat  keamanan  di  sana 
{Kompas,  31  Desember  2001).  Tidak  ada  kabar 
lebih  lanjut  mengenai  peristiwa  tersebut. 
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tus  Daerah  Operasi  Militer  (DOM)  sudah 
dicabut  pada  tahun  1998.'*  Adapun  da- 
lam  hal  Papua,  ada  kecenderungan  un- 
tuk  meyakini  bahwa  korban  dalam  ka- 
sus  Papua  tidak  sebanyak  kasus  Aceh. 
Konflik  vertikal  di  Riau,  se|auh  ini  tidak 
menimbulkan  korban  jiwa,  namun  tun- 
tutan  merdeka  juga  mengemuka  di  sini. 
Sementara  itu,  konflik-konflik  horizontal 
di  Maluku,  Kalimantan,  ataupun  Sulawesi 
Tengah  juga  membawa  korban  tidak 
sedikit/  Inilah  gambaran  buruk  akibat 
konflik  yang  tentu  saja  ini  belum  men- 
cakup  korban  lain,  seperti  cacat,  diper- 
kosa,  atau  lainnya,  termasuk  kerugian 


Keberagaman  jumlah  korban  dalam  kasus 
Aceh  misalnya  dapat  dilihat  dalam  Harris  dkk. 
(1999);  Catalan  lain  dapat  dilihat  dalam  situs 
www.advokasi.com  serta  media  massa  lainnya,  se- 
perti Kompas  (23  Mei  2001).  Kisaran  jumlah  korban 
tewas  adalah  antara  3.000  sampai  6.000  orang. 

^Kalau  periode  awal  masuknya  Papua  ke  da- 
lam Indonesia  dimasukkan,  barangkali  ceritanya 
bisa  berbeda.  Satu  sumber  menyebutkan  bahwa 
pada  periode  1967-T972  sekitar  30.000  sampai 
100.000  orang  Papua  tewas  menyusul  penem- 
patan  sekitar  60.000  tentara  Indonesia  untuk 
menumpas  Gerakan  Papua  Merdeka  atau  OPM 
(www.bsos.umd.edu). 

^Masyarakat  Riau  pernah  mengancam  akan 
memblokir  satu  ladang  minyak  di  sana  jika  peme- 
rintah  tidak  mencabut  perpanjangan  kontrak  la- 
dang minyak  tersebut  untuk  PT  Caltex  {Kompas, 
19  Agustus  2001).  Sempat  dikhawatirkan  akan  ter- 
jadi  konflik  terbuka  bila  ancaman  itu  betul-betui 
diiakukan. 

^Dalam  konflik  di  Maluku,  korban  tewas  di- 
perkirakan  berkisar  8.000  sampai  9.000  orang 
{Kompas,  8  September  2001;  Republika,  6  Sep- 
tember 2001).  Konflik  di  Kalimantan,  khususnya 
Kalimantan  Barat,  menimbulkan  korban  tewas  se- 
kitar 5.000  orang  (www.komnasham.or.id).  Se- 
mentara berkaitan  dengan  konflik  di  Sulawesi 
Tengah  ada  yang  menyebutkan  jumlah  korban  te- 
was tidak  kurang  dari  2.000  orang  (www.al-bunyan. 
net). 


material.  Gambaran  lain  bahwa  konflik 
di  sini  begitu  banyak  membawa  korban 
adalah  dari  data  pengungsi  internal 
yang  jumlahnya  hampir  1,3  juta  jiwa 
sehingga  Indonesia  menjadi  salah  satu 
penyumbang  penting  persoalan  pengung- 
si di  Asia  {Kompas,  27  Juni  2001;  Gamma, 
edisi  20  Maret  2001). 

Persoalannya  kemudian  adalah  apa 
sesungguhnya  yang  menjadi  penyebab 
konflik-konflik  tersebut?  Tentu,  ada  ba- 
nyak faktor  yang  melatarbeiakangi  kon- 
flik yang  terjadi  di  Indonesia  bela- 
kangan  ini.  Namun  yang  menarik  ada- 
lah bahwa,  dalam  berbagai  ulasan,  ke- 
tidakadilan  sosial  dan  ekonomi  ikut  juga 
dimasukkan  sebagai  penyebab  konflik. 
Dalam  konflik  vertikal,  pusat  dinilai 
telah  mengeksploitasi  daerah  sedemikian 
rupa,  tanpa  memberikan  kompensasi  atau 
menyisakan  hasilnya  bagi  daerah.  Ketidak- 
puasan  atas  ketidakadilan  pusat  terha- 
dap  daerah  inilah  yang  kemudian  da- 
pat berkehnbang  jauh  menjadi  tuntutan 
dan  upaya  untuk  berdiri  sendiri,  atau 
bahkan  menjadi  negara  sendiri.  Kalau 
sampai  konflik-konflik  tidak  kunjung  ter- 
selesaikan,  ada  kekhawatiran  bahwa  In- 
donesia bisa  pecah,  menjadi  banyak  wi- 
layah  kecil  (Harris,  dkk.,  1999).  Sedang- 
kan  dalam  konflik  horizontal,  isu  keti- 
dakadilan juga  merupakan  salah  satu 
isu  menonjol.  Hanya  saja  hal  ini  terjadi 
dalam  konteks  hubungan  antarkelom- 
pok  masyarakat  yang  berbeda  identitas 
entah  dari  sisi  etnis  ataupun  dari  sisi 
agama.  Bahkan  ada  pendapat  bahwa 
konflik  (rasial)  baru  akan  muncul  kalau 
terdapat  persoalan  ekonomi  sebagai 


Lihat,  misalnya,  Jones  (2000). 
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pemicunya.  Tentu  akan  sangat  menge- 
rikan  kalau  konflik  horizontal  semata- 
mata  hanyalah  karena  masalah  perbe- 
daan  identitas  mengingat  keberagam- 
an  masyarakat  di  sini  sangat  tinggi.^° 

Berdasarkan  latar  belakang  ini,  isu 
ketidakadilan  sosial-ekonomi  tampaknya 
tidak  bisa  disepelekan  berkaitan  dengan 
konflik-konflik  yang  terjadi  dalam  bebe- 
rapa  tahun  terakhir,  baik  konflik  vertikal 
maupun  konflik  horizontal.  Berangkat 
dari  hal  inilah  upaya  melihat  secara  le- 
bih  jauh  bagaimana  ketidakadilan  sosial- 
ekonomi  menjadi  penjelas  atau  deter- 
minan  atas  konflik  di  sejumlah  daerah 
kiranya  menarik  untuk  dilakukan.  Memang 
perlu  diakui  bahwa  upaya  ini  terkesan 
menyederhanakan  persoalan  mengingat 
determinan  konflik  amatlah  banyak  dan 
tidak  bisa  digeneralisir  begitu  saja.  Na- 
mun,  sejumlah  studi  telah  memberikan 
indikasi  bahwa  ketidakadilan  sosial-eko- 
nomi selalu  menjadi  determinan  yang 
ikut  diperhitungkan."  Untuk  mengkaji 


Demikian  menurut  Prof.  Dr.  Sunaryati  Hartono 
{Kompas,  22  Agustus  2001).  Lihat  pula,  Adrianto 
(2000);  Triono  (2001);  Aditjondro  (tt)  dalam  kasus 
Maluku;  serta  Malley  (2000). 

^°Hasil  penelitian  mengenai  keanekaragaman 
genetik  yang  dilakukan  Sangkot  Marzuki  dan  tim- 
nya  memperkirakan  bahwa  Indonesia  memiliki  le- 
bih  dari  500  kelompok  etnis  (Tempo,  23  Januari 
2000).  Sementara  Olson  and  Pearson  (2000) 
mengajukan  komposisi  etnis  .sebagai  berikut  45 
persen  Jawa,  14  persen  Sunda,  sementara  Mela- 
yu  dan  Madura  masing-masing  7,5  persen,  sisa- 
nya  adalah  suku-suku  lain.  Adapun  dari  segi  ba- 
hasa,  salah  satu  sumber  menyebutkan  bahwa  jum- 
lah  bahasa  yang  tercatat  di  Indonesia  mencapai 
731  buah  dengan  indeks  diversitas  sebesar  0,83 
(www.ethnologue.com). 

"Oapat  dicatat  antara  lain  adalah  studi  Olson 
and  Pearson  (2000),  Auvinen  and  Nafziger  (1999; 
2000);  Collier  (1998);  dan  Stewart  (1998). 


determinasi  ketidakdilan  sosial-ekonomi 
terhadap  potensi  konflik  di  sini  akan  di- 
gunakan  pendekatan  ekonometri  yang 
sudah  banyak  dipakai  dalam  studi  cross- 
countries  dengan  terlebih  dulu  menyu- 
sun  sejumlah  proksi  ketidakadilan  ber- 
dasarkan data  sekunder  yang  tersedia. 
Dalam  hal  ini,  konflik  tidak  dilihat  dari 
sisi  korban  yang  ditimbulkan  tetapi  ha- 
nya  dari  sisi  apakah  terjadi  konflik  atau 
tidak." 


Lihat,  misalnya,  Auvirien  and  Nafziger  (1999; 
2000)  serta  Collier  (1998). 

^^Pendekatan  yang  sederhana  ini  digunakan 
juga  karena  persoalan  ketersediaan  data  korban 
konflik  itu  sendiri.  Pendekatan  lain  misalnya, 
Stewart  (1998)  mendefinsikan  konffik  berdasar- 
kan ada  tidaknya  korban  nyawa  akibat  kekeras- 
an  fisik  yang  disengaja  dan  terorganisir.  Bila  ter- 
dapat  korban  meninggal,  tanpa  mempersoalkan 
jumlahnya,  maka  dikatakan  bahwa  negara  yang 
bersangkutan  mengalami  konflik.  Jumlah  di  sini  ti- 
dak dipersoalkan  pertimbangannya  adalah  karena 
secara  aktual  dapat  saja  sangat  besar  jika  ada  pe- 
rangkat  monitor  yang  canggih  dan  berjalan  de- 
ngan baik,  dan  sebaliknya  bisa  jadi  yang  tercatat 
(dilaporkan)  justru  jauh  lebih  kecil  dibandingkan 
dengan  keadaan  yang  sesungguhnya  ketika  sum- 
ber datanya  sangat  lemah.  Adapun  Auv/inen  and 
Nafziger  (1999;  2000)  menggunakan  tiga  indi- 
kator  (CHS)  yang  lebih  rumit  dan  dihitung  dengan 
rumus-rumus  tertentu.  Secara  garis  besar,  dalam 
dua  indikator  yang  pertama,  diperhitungkan  jum- 
lah korban  meninggal  dalam  peperangan  dan  jum- 
lah pengungsi,  baik  dengan  penjumlahan  mau- 
pun perkalian  antara  kedua  data  tersebut.  Pada 
indikator  yang  ketiga,  diperhitungkan  pula  tingkat 
ketidakcukupan  gizi  serta  penyakit  yang  didekati 
dengan  menggunakan  data  suplai~  kalori  dan  ting- 
kat kematian  bayi.  Sementara  Olson  and  Pearson 
(2000)  tidak  memperhitungkan  jumlah  korban 
nyawa  karena  perhatian  mereka  adalah  lebih  pa- 
da  reaksi  kekerasan  terhadap  kebijakan  yang  dis- 
kriminatif  yang  mencakup  kerusuhan,  pengebom- 
an,  tindakan  terorisme,  dan  sebagainya.  Collier 
(1998)  juga  menggunakan  pendekatan  serupa. 
Dapat  ditambahkan,  Imai  and  Weinsten  (2000) 
dalam  studinya  mengenai  dampak  ekonomi  dari 
perang  sipil  menerapkan  ambang  jumlah  minimal, 
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BEBERAPA  STUDI  TERDAHULU 

Ada  pendapat  bahwa  konflik  yang 
sistemik  juga  merupakan  kritik  terha- 
dap  pembangunan  (Bangura,  1994).  Da- 
lam  hal  ini,  pembangunan  yang  kerap 
kali  dipahami  begitu  sarat  muatan  eko- 
nomi,  tidak  akan  dapat  berkelanjutan 
jika  kebijakan-kebijakannya  tidak  sensitif 
terhadap  persoalan-persoalan  marginali- 
sasi,  ketidakadilan  sosial  dan  ketidak- 
seimbangan  politik.  Dengan  kata  lain, 
pembangunan  yang  tidak  mengindahkan 
aspek  keadilan  justru  melahirkan  risiko 
konflik  yang  akan  sangat  rawan  bagi  ne- 
gara  yang  tingkat  keragamannya  tinggi, 
baik  dari  sisi  ekonomi,  sosial,  ataupun 
kultural  (etnis-agama).  Dalam  situasi  di 
mana  terdapat  ketidakadilan  sosial-eko- 
nomi,  maka  motif  sosial-ekonomi  akan 
sangat  menonjol,  sekalipun  faktor-faktor 
lainnya  (seperti  politik  dan  kultural)  ju- 
ga mempunyai  peran.  Ketidakadilan  so- 
sial-ekonomi itu  akan  menentukan  cara 
masyarakat  memandang  mereka  sendiri 
dan  dipandang  oleh  yang  lain,  dan  me- 
mainkan  peran  penting  dalam  distribusi 
sumber  daya.^^  Begitu  pula,  konflik-konflik 
berbasis  identitas  tidak  lepas  dari  kon- 
disi  sosial-ekonomi  yang  buruk  (Bangura, 
1994).  Kendati  demikian  ada  pula  pen- 
dapat bahwa  hubungan  antara  kete- 
gangan  kelompok  (komunal)  dengan  kon- 


yakni  per  tahun  secara  rata-rata  terdapat  minimal 
1.000  korban  (baik  karena  konflik  bersenjata,  te- 
rorisme,  kerusuhan,  atau  represi  pemerintah)  dan 
masing-masing  kelompok  yang  terlibat  konflik  ter- 
sebut  harus  memobilisasi  minimal  1.000  orang 
(agen-agen  bersenjata,  para  demohstran,  pasukan). 

^Vinjauan  lebih  lengkap  dapat  diikuti  dalam 
Stewart  (1998)  dan  Auvinen  and  Nafziger  (1999; 
2000). 


dlsl  ekonomi  sebetulnya  tidak  mudah 
untuk  ditentukan  secara  pasti  (Young, 
1994),  Yang  jelas,  fakta  posisi  absolut 
maupun  relatif  kelompok  adalah  sangat 
penting  dalam  konflik  (Stewart,  1998; 
Auvinen  and  Nafziger,  1999;  2000).  Jika 
tidak  ada  ketimpangan,  konflik  tidak 
akan  mudah  terjadi  sekalipun  faktor-fak- 
tor pemicu  lainnya  tersedia  (Bangura, 
1994). 

Secara  empiris,  beberapa  studi  juga 
memberikan  dukungan  soal  determinasi 
ketidakadilan  sosial-ekonomi  dalam  me- 
lahirkan konflik.  Studi  Auvinen  and  Naf- 
ziger (1999;  2000)  dengan  data  124  ne- 
gara  dalam  rentang  waktu  1980  sampai 
1995,  secara  garis  besar  memberikan  in- 
dikasi  kebenaran  pandangan  yang  me- 
nyebutkan  bahwa  kenyataan  posisi  ab- 
solut maupun  relatif  kelompok  berkait- 
an  erat  dengan  konflik.  Auvinen  and  Naf- 
ziger (1999;  2000)  menunjukkan  sejum- 
lah  faktor  ekonomi  yang  berkaitan  atau 
menjelaskan  terjadinya  situasi  complex 
humanitarian  emergencies  (CHS).  Dalam 
hal  ini,  CHS  ditemukan  berkaitan  secara 
langsung  dengan  Indeks  Gini  dari  kon- 
sentrasi  pendapatan,  inflasi,  sentralitas 
militer  (diproksi  dengan  persentase  pe- 
ngeluaran  militer  dari  GNP),  dan  tradisi 
konflik.  Adapun  dari  sejumlah  model 
ekonometri  dengan  tiga  indikator  CHS, 
variabel-variabel  yang  paling  kuat  hu- 
bungannya  dengan  CHS  adalah  pertum- 
buhan  ekonomi  yang  rendah  atau  ne- 
gatif,  tingkat  pembangunan  ekonomi 
yang  rendah,  sentralitas  militer,  dan 
tradisi  konflik.  Dijelaskan  bahwa  keme- 
rosotan  ekonomi  mendorong  terjadinya 
deprivasi  relatif,  atau  tumbuhnya  per- 
sepsi  para  aktor  atas  peningkatan  ke- 
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tidakadilan  sosial  dari  meningkatnya  per- 
bedaan  antara  harapan  dan  kenyataan 
yang  didapatkan.  Deprivasi  relatif  ini 
memacu  ketidakpuasan  sosial  dan  ter- 
kadang  juga   kemarahan  yang  mana 
menjadi  motivasi  bagi  potensi  keke- 
rasan  kolektif.  Kinerja  ekonomi  yang  bu- 
ruk  memperlemah  legitimasi  penguasa 
dan  meningkatkan  kemungkinan  per- 
gantian  rezim.  Para  elite  politik  mung- 
kin  menggunakan  tekanan  untuk  men- 
cegah  ancaman  bagi  penguasa  dan  me- 
lakukan  diskriminasi  terhadap  mayoritas 
penduduk.  Nannun,  tekanan  dan  diskri- 
minasi ekonomi  mungkin  makin  men- 
dorong  ketidakpuasan  dan  mobilisasi  so- 
sial-politik  di  sebagian  besar  kelompok 
yang  terkena  dampaknya,  sehingga  ma- 
kin memperburuk  krisis  kemanusiaan. 
Adapun  sentralitas  tentara  sangat  kon- 
dusif  bagi  terjadinya  pergantian  pimpin- 
an  secara  tidak  beraturan  dan  juga 
konflik  kekerasan.  Sementara  tradisi  kon- 
flik  kekerasan  membuat  masyarakat  le- 
bih  mudah  terpengaruh  oleh  perang  dan 
situasi  darurat  kemanusiaan  sebagai- 
mana  mereka  beradaptasi  terhadap  ke- 
kerasan, dan  ingatan  akan  kekerasan 
menjadi  alasan  untuk  melakukan  pem- 
balasan.^^ 

Adapun  studi  Olson  and  Pearson  (2000) 
dimaksudkan  untuk  memahami  sesung- 
guhnya  kondisi-kondisi  apa  saja  yang 
memicu  terjadinya  kekerasan  dan  kon- 
flik etnopolitik  yaitu  peperangan  atas 
isu-isu  yang  berkaitan  dengan  identitas 
kultural,  dengan  memberikan  penekan- 
an  pada  perubahan  kebijakan  peme- 
rjntah.  Hipotesis  utama  yang  hendak 

^^Lihat  juga,  Alesina  and  Ferrara  (2000). 


mereka  uji  adalah  bahwa  kekerasan 
ini  sering  diakibatkan  oleh  perubahan 
kebijakan  pemerintah  yang  dirancang 
untuk  memberikan  keuntungan  bagi  ke- 
lompok identitas  tertentu  dalam  masya- 
rakat di  atas  kerugian  kelompok-kelom- 
pok  lain.  Diungkapkan  bahwa  ketika 
sebuah  kebijakan  negara  memasukkan 
identitas  kelompok  dan  menempatkan 
kelompok  tertentu  statusnya  lebih  ting- 
gi  ketimbang  yang  lain,  maka  akibat- 
nya  akan  muncul  kebutuhan  bagi  ke- 
lompok yang  dirugikan  untuk  memper- 
tahankan  statusnya.  Dalam  ha!  ini,  se- 
luruh  kebijakan  pemerintah  dirancang 
agar  memberikan  sesuatu  bagi  sese- 
orang  atau  kelompok.  Kebijakan  yang 
memberikan  keuntungan  sistematis  bagi 
kelompok  tertentu,  atau  yang  didesain 
agar  merugikan  kelompok  lain,  dapat 
dipandang  sebagai  sebuah  katalis  bagi 
kekerasan. 

Adapun  faktor-faktor  lain  yang  didu- 
ga  berandil  besar  dalam  menciptakan 
kekerasan  adalah  ketimpangan  ekonomi, 
ketidakpuasan  tentorial,  jumlah,  besaran, 
dan  lokasi  dari  komunitas-komunitas  et- 
nis,  dan  warisan  sejarah  kolonial  dan 
politik.  Dengan  metode  tabulasi  silang 
atas  sampel  acak  30  negara  yang  oleh 
Gurr  diidentifikasi  mengandung  "risiko 
minoritas",  studi  ini  menghasilkan  temuan 
bahwa  perubahan  kebijakan  yang  dis- 
kriminatif  di  tengah-tengah  kejadian  lain- 
nya  dan  keadaan-keadaan  yang  spesi- 
fik,  telah  mendorong  terjadinya  keke- 
rasan etnopolitik.  Ini  jarang  terjadi  hanya 
karena  perubahan  kebijakan  semata.  Na- 
mun  mereka  mengakui  bahwa  masih  be- 
lum  jelas  kombinasi  seperti  apa  yang 
melahirkan  kekerasan  sehingga  mereka 
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juga  berpendapat  bahwa  teknik  perlyu- 
sunan  model  tampak  menjadi  perlu  un- 
tuk  digunakan  dalam  studi  selanjutnya. 

Mereka  juga  menyimpulkan  bahwa  ter- 
dapat  temuan  yang  cukup  jelas  bahwa 
dampak  dari  kebijakan  yang  etno-dis- 
kriminatif  dan  yang  nondiskriminatif  ada- 
lah  berbeda  satu  sama  lain.  Kebijakan 
yang  etno-diskriminatif  kelihatannya  ham- 
pir  selalu  berasosiasi  secara  eksklusif  de- 
ngan  kekerasan  etnis,  sementara  kebijak- 
an yang  sifatnya  non-etnis  jarang  ber- 
asosiasi dengan  kekerasan  etnis,  dan  ber- 
samaan  dengan  kemerosotan  ekonomi, 
begitu  sering  diasosiasikan  dengan  ben- 
tuk-bentuk  lain  dari  bencana  kekerasan. 
Temuan  lain  yang  menarik  adalah  bah- 
wa negara-negara  yang  corak  politiknya 
demokrasi,  rupanya,  tidaklah  lebih  da- 
mai  ketimbang  negara-negara  otokrasi. 
Hal  ini  karena  di  negara-negara  otokrasi, 
represi  kuat  yang  dilakukan  pemerintah 
dapat  mencegah  terjadinya  kekerasan. 
Secara  empiris,  sebanyak  53  persen  da- 
ri perubahan  kebijakan  teridentifikasi  ti- 
dak  membuahkan  kekerasan  etnopolitik. 
Adapun  sentralisasi  maupun  sejarah  ko- 
lonial  tidak  tampak  berasosiasi  dengan 
kekerasan.  Sementara  represi  otokrasi 
mungkin  dapat  mencegah  pemberontak- 
an,  desentralisasi  otoritas  justru  tidak 
tampak  memiliki  dampak  pencegah  da- 
lam memperkecil  keterkaitan  antara  dis- 
kriminasi  dan  kekerasan. 

Collier  (1998)  juga  melakukan  studi 
mengenai  dampak  diversitas  etnis  ter- 
hadap  kinerja  ekonomi  dan  risiko  terja- 
dinya konflik  kekerasan.  Hal  ini  dilatar- 
belakangi  temuan-temuan  dari  studi  ter- 
baru,  yang  menyimpulkan  bahwa  diver- 


sitas etnis  berdampak  buruk  terhadap 
kinerja  ekonomi.  Memang,  Easterly  dan 
Levine  ataupun  jauh  sebelumnya  Adel- 
man  dan  Morris  serta  Marie  Houg  mem- 
berikan  kesimpulan  demikian  (Lian  and 
Oneal,  1997).  Latar  belakang  lainnya  da- 
ri studi  Collier  (1998)  adalah  salah  satu 
laporan  Bank  Dunia,  yang  berdasarkan 
survei  literatur  menyimpulkan  bahwa  di- 
versitas etnis  dapat  mendorong  mening- 
katnya  perselisihan  sipil.  Dalam  analisis- 
nya  atas  anggapan  yang  terakhir  ini,  di- 
gunakan model  probit  dengan  kasus  97 
negara  (sebanyak  27  negara  mengalami 
perang  sipil  pada  masa  setelah  tahun 
1960),  di  mana  probabilitas  pemberon- 
takan  memang  adalah  fungsi  dari  basis 
ekspor  (diproksi  dengan  pangsa  ekspor 
primer  dalam  PDB),  jumlah  penduduk 
(sebagai  proksi  sederhana  adanya  ke- 
hendak  pemberontak  untuk  merdeka), 
biaya  oportunitas  (diproksi  dengan  pen- 
dapatan  per  kapita),  dan  biaya  koordi- 
nasi  (diproksi  dengan  fraksionalisasi  etnis- 
bahasa).  Temuannya  dari  baseline  model, 
adalah  bahwa  risiko  perang  sipil  berkait- 
an  erat  dengan  tingkat  pendapatan  per 
kapita,  yaitu  bahwa  kemiskinan  secara 
tajam  meningkatkan  risiko  perang.  Pada 
tingkat  pendapatan  yang  sangat  rendah, 
orang,  dan  khususnya  para  pemuda 
yang  punya  andil  besar  dalam  pembe- 
rontakan,  tidaklah  banyak  menanggung 
kerugian  akibat  bergabung  dengan  pa- 
sukan  pemberontak. 

Sementara  itu,  diversitas  etnis  ditemu- 
kan  mempunyai  hubungan  dengan  risiko 
konflik  kekerasan,  namun  hubungan  ter- 
sebut  tidaklah  monotonik,  sebagaimana 
ditunjukkan  oleh  koefisien  dari  kuadratik 
fraksionalisasi  etnis-bahasa.  Ini  berarti  bah- 
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wa  negara  yang  diversitas  etnisnya  mo- 
derat  adalah  lebih  berisiko  dibandingkan 
dengan  negara  yang  homogen.  Lebih 
jauh  lagi  temuan  ini  konsisten  dengan 
pendapat  bahwa  biaya  koordinasi  pem- 
berontakan  akan  mengecil  jika  pembe- 
rontak  yang  potensial  adalah  berbeda 
secara  etnis  dengan  para  pendukung  pe- 
merintah.  Namun,  negara  yang  sangat 
tinggi  diversitas  etnisnya  justru  lebih  tidak 
berisiko  ketimbang  negara  yang  homo- 
gen, ini  konsisten  dengan  meningkatnya 
biaya  koordinasi  pennberontakan  akibat 
diversitas  di  antara  para  pemberontak 
yang  potensial  itu  sendiri.  Adapun  jum- 
lah  penduduk  yang  dijadikan  proksi  se- 
hubungan  dengan  kecenderungan  bah- 
wa pemerintah  di  negara  yang  pendu- 
duknya  banyak  tidak  merespons  secara 
memadai  kebutuhan  warga  negaranya 
yang  tinggal  di  wilayah  pinggiran,  se- 
hingga  dapat  memicu  munculnya  ke- 
inginan  untuk  merdeka,  dalam  hasil  re- 
gresi  terbukti  sesuai  pula  dengan  dugaan 
bahwa  pengaruhnya  adalah  memperbe- 
sar  risiko  konflik. 

Yang  menarik,  ketika  terhadap  model 
di  atas  ditambahkan  variabel  hak-hak 
politik  (diproksi  dengan  indeks  Gastil), 
pengaruh  pendapatan  menjadi  lebih  ke- 
cil  oleh  karena  antara  keduanya  berko- 
relasi.  Signifikansi  pengaruh  diversitas  et- 
nis juga  hilang,  sekalipun  koefisiennya  ti- 
dak banyak  berkurang.  Adapun  hak-hak 
politik  secara  substansial  menentukan  ri- 
siko perang  sipil.  Dalam  hal  ini,  demo- 
krasi  dapat  menurunkan  risiko  perang 
baik  secara  langsung  melalui  penambah- 
an  kapasitas  untuk  menjembatani  per- 
debatan,  dan  secara  tidak  langsung  me- 
lalui peningkatan  pendapatan  oleh  ka- 


rena demokrasi  cenderung  memberikan 
kesempatan  terjadinya  pertumbuhan  pen- 
dapatan secara  lebih  pasti.^^  Namun, 
dalam  kasus  transisi  menuju  demokrasi, 
mungkin  ada  tahapan  di  mana  risiko 
konflik  menjadi  lebih  besar.  Analisis  le- 
bih lanjut  terhadap  tahapan-tahapan 
konflik  menunjukkan  bahwa  baik  ting- 
kat  pendapatan  maupun  hak-hak  poli- 
tik mempengaruhi  risiko  konflik  keke- 
rasan,  dan  ekskalasinya  sampai  menjadi 
perang  sipil  sepenuhnya.  Ketika  suatu 
masyarakat  mencapai  tahapan  perang 
sipil  berskala  penuh,  maka  "neraca  pe- 
ngaruh" juga  mengalami  perubahan. 

KETIDAKADILAN  SOSIAL-EKONOMI: 
DETERMINAN  KONFLIK  DI  IN- 
DONESIA? 

Deksripsi  Data 

Kondisi  sosial-ekonomi  daerah  dapat 
dilihat  dari  perkembangan  sejumlah  indi- 
kator,  seperti  Produk  Domestik  Regional 
Bruto  (PDRB),  keuangan  pemerintah  dae- 
rah, mutu  modal  manusia  daerah  atau- 
pun  Indeks  Gini  (Hill,  1996;  Moeljarto 
dan  Prabowo,  1997;  Tjiptoherijanto,  1995). 
Hanya  saja  indikator-indikator  yang  dise- 
diakan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  terse- 
but  tidak  seluruhnya  bisa  langsung  digu- 
nakan  untuk  "menangkap"  dimensi  sosial- 
ekonomi  yang  mungkin  menjadi  latar  be- 
lakang  terjadinya  konflik.  Sehubungan  de- 


Mengenai  hal  ini  dapat  dilihat,  misalnya, 
dalam  Lian  and  Oneal  (1997);  de  Haan  and  Sier- 
mann  (1996);  Fedderke  and  Klitgard  (1998);  Nel- 
son and  Singh  (1998);  serta  Rodrik  (2000). 
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label  1 

INDIKATOR/PROKSI  KETIDAKADILAN  SOSIAL-EKONOMI 


Notasi 

Keterangan 

Sumber 

Periode 

XI 

Rasio  PDRB  total  terhadap  PDRB 
di  luar  pertambangan  dan 

Diolah  dari  BPS,  Produk 
Domestik  Regional  Bruto 

riUVIIIil-UfUVIIIbl  Ul  lllUU' 

nesia  Menurut  Lapangan 
Usaha,  1996-1999 

1  QQC     1  QQQ 

1  yyt)-  1  yyy 

X2 

Rasio  PDRB  total  terhadap  PDRB 
di  luar  pertambangan  dan 
penggalian,  migas,  kehutanan  (%) 

Sama  dengan  XI 

1996-1999 

X3 

Rasio  Realisasi  Penerimaan  Asli 
Daerah  terhadap  PDRB  {%) 

Diolah  dari  BPS,  Stat/st/7c  Ke- 
uangan  Pemerintah  Daerah 
Ttngkat  1  1995/1996-1998/ 
1999;  BPS,  Produk  Domes- 
ziK  Kegionai  Dnjio  rrovir\si- 
provinsi  di  Indonesia.  Menurut 
^Lapangan  Usaha  1996-1999 

Sama  dengan  X3 

1995/1996-1998/1999 

AH 

ivasio  Keaiisasi  renerimaan 
Bagi  Hasil  Pajak/Bukan  Pajak 
terhadap  PDRB  (%) 

1995/1996-1998/1999 

X5 

Rasio  Realisasi  PAD  dan  Bagi 
Hasil  Pajak/Bukan  Pajak 
Terhadap  PDRB  (%) 

Sama  dengan  X3 

1995/1396-1998/1999 

X6 

Rasio  Realisasi  Pengeluaran 
Pembangunan  terhadap  PDRB 
total  {%) 

Sama  dengan  X3 

1995/1996-1998/1999 

X7 

indeks  Pembangunan  Manusia 
Regional 

BPS  dalam  Rafinus, 
Lukman  dan  Djaja  (2000) 

1996  dan  1999 

X8 

Indeks  Gini  Regional 

BPS,  Indikator  Kesejah- 
teraan  Rakyat  1999 

1996  dan  1999 

X9 

Rasio  PDRB/kaoita  terhadao 
PDRB  non-pertanian/kapita 
penduduk  perkotaan  (%) 

Diolah  dari  BPS  PrnHiik 
Domestik  Regional  Bmto 
Provinsi-provinsi  di  Indo- 
nesia Menurut  Lapangan 
Usaha  1996-1999;  BPS, 
Statistik  Kesejahteraan 
Rakyat  1996  dan  1998 

1996  dan  1998 

XI 0 

Rasio  PDRB/kapita  terhadap 
PDRB/kapita  penduduk 
perkotaan  (%) 

Sama  seperti  X9 

1996  dan  1998 
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label  2 

DESKRIPSl  DATA 


Rata- rata 


Bukan 

Indikator/Proksi 

Daerah 

Konflik 

Konflik 

Daerah 

Ketidakadilan 

Konflik 

Vertikal 

Horizontal 

Konflik 

Indonesia 

XI 

152,890 

219,330 

103,050 

111,070 

122,330 

X2 

1  66,1  70 

234  860 

114  660 

1   1    1  f  \j  \j  \j 

113  610 

1  27  760 

\       I  1  1  \J\J 

X3 

0,340 

0,300 

0,360 

0,610 

0,530 

X4 

0,490 

0,510 

0,470 

0,220 

0,300 

X5 

0,830 

0,810 

0,840 

0,830 

0,830 

X6 

1,130 

0,690 

1,450 

0,950 

1,000 

X7 

62,700 

62,700 

62,700 

64,000 

63,600 

X8 

0,289 

0,303 

0,279 

0,296 

0,294 

X9 

33,430 

31,870 

34,590 

43,670 

40,910 

XI 0 

30,550 

30,840 

30,330 

42,920 

39,590 

ngan  itu,  di  sini  akan  juga  digunakan  se- 
jumlah  proksi  berdasarkan  data  sekun- 
der  tersebut  yang  diharapkan  dapat  lebih 
mencerminkan  tingkat  ketidakadilan  sosiai 
dan  ekonomi.  Secara  keseluruhan  akan  ada 
10  indikator  di  mana  delapan  di  antara- 
nya  adalah  proksi  senientara  dua  lainnya 
adalah  dari  BPS  atau  publikasi  yang  lain- 
nya. Keterangan  mengenai  proksi-proksi  ter- 
sebut dimuat  dalam  "l  abel  1  scmentara  ba- 
sil perhitungannya  dimuat  dalam  label  2. 

Titik  tolak  dalam  penyusunan  proksi- 
proksi  adalah  adanya  dua  jenis  konflik 
yakni  konflik  vertikal  dan  konflik  horizon- 
tal yang  masing-masing  mempunyai  ciri 
yang  berbeda.  Dalana^.konflik  vertikal,  eks- 
ploitasi  ekonomi  oleh  pusat  merupakan 
isu  yang  menonjol,  bersamaan  dengan 
kuatnya  kontrol  pemerintah  pusat  serta 
tingginya  ketergantungan  daerah  terhadap 
pusat.  Sedangkan  dalam  konflik  horizon- 
tal isu  ketidakadilan  lebih  kepada  antar- 
kelompok  masyarakat,  misalnya  antara  pen- 
datang  dan  penduduk  asli. 


Isu  ketidakadilan  dalam  hubungan  pu- 
sat dan  daerah  diproksi  dengan  rasio  dari 
PDRB  di  luar  sektor  pertambangan  dan 
penggalian  serta  juga  tidak  mencakup  mi- 
nyak  dan  gas  (migas)^^  terhadap  total 
PDRB.  Pertimbangannya  adalah  karena 
hasil  tambang  (seperti  di  Irian  Jaya)  dan 
hasil  minyak  bumi  (seperti  di  Aceh,  Riau, 
Kalimantan  Timur)  tidaklah  memberikan 
banyak  manfaat  bagi  masyarakat  di  pro- 


Dalam  PDRB  sektor  pertambangan  dan  peng- 
galian terdiri  dari  tiga  subsektor  yaitu  minyak  dan 
gas  bumi,  non-migas  dan  penggalian,  sedangkan 
industri  migas  sendiri  (terdiri  dari  pengilangan  mi- 
nyak dan  gas  alam  cair)  masuk  dalam  sektor  in- 
dustri pengolahan.  Komponen-komponen  PDRB 
inilah  yang  diperkirakan  tidak  banyal<  .terkait  lang- 
sung  dengan  roda  perekonomian  xJr  jdaerah  peng- 
hasil  sehingga  dipergunakan  untuk  menghitung 
proksi  ketidakaditan  antara  pusat  dan  daerah.  De- 
ngan demikian,  yang  dimaksud  migas  dalam  la- 
poran  ini  mencakup  juga  industri  migas.  Rasio  ter- 
sebut sebetulnya  sama  artinya  dengan  rasio  PDRB 
sektor  pertambangan  dan  penggalian  dan  indus- 
tri migas.  Namun  karena  tidak  semua  provinsi  me- 
miliki  tambang,  mineral  dan  migas  maka  rasionya 
praklis  tidak  bisa  dihitung. 
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vinsi  yang  bersangkutan.  Dalam  PDRB 
tanpa  tambang  dan  tanpa  migas  sendiri 
masih  terdapat  PDRB  dari  subsektor  ke- 
hutanan  yang  sebagaimana  banyak  di- 
ungkapkan  juga  merupakan  sasaran  eks- 
ploitasi  dan  banyak  merugikan  masyara- 
kat  setempat  sementara  yang  lebih  ba- 
nyak menikmati  hasilnya  justru  bukan  me- 
reka.  Kerusakan  hutan,  misalnya,  mempu- 
nyai  dampak  buruk  terhadap  kesejah- 
teraan  ekonomi  dan  kualitas  hidup  dari 
ratusan  sampai  jutaan  orang  yang  hidup 
dan  mendapatkan  nafkah  dari  sumber 
daya  hutan  dl  Kalimantan,  Maluku,  Irian 
Jaya  dan  sebagainya  (Ramli  dan  Ahmad, 
1993).  Dari  sisi  in!  proksi  lain  dapat  di- 
munculkan  untuk  mempertegas  isu  ketidak- 
adilan  akibat  eksploitasi  hutan  tersebut. 
Caranya  adalah  dengan  menyisihkan  sub- 
sektor kehutanan  dari  perhitungan.  Berda- 
sarkan  pertimbangan-pertimbangan  ini  di- 
peroleh  proksi  XI  dan  X2.  Data  PDRB  yang 
digunakan  adalah  dalam  harga  konstan 
1993. 

Selain  itu,  ketidakadilan  antara  pusat 
dan  daerah  dilihat  pula  Hari  sisi  keuang- 
an  pemerintah  daerah.  Sudah  lama  dae- 
rah mengeluhkan  terbatasnya  kemampuan 
keuangan  maupun  kewenangan  keuangan 
mereka.  Daerah  menjadi  sangat  tergan- 
tung  pada  pemerintah  pusat  sehingga 
kontrol  pusat  terhadap  daerah  pun  sangat 
kuat.  Ketidakmandirian  daerah  akan  tam- 
pak  dari  struktur  penerimaan  pemerintah 
daerah.  Penerimaan  Asli  Daerah  (PAD)  se- 
ring  dijadikan  indikator  penting  kewenang- 
an keuangan  daerah  kendati  tetap  harus 
dicatat  bahwa  hal  ini  relatif  sifatnya  kare- 


Lihat,  misalnya,  Akita  dan  Lukman  (1995); 
Hill  (1996);  Laksono,  dkk.  (1998). 


na  dalam  sistem  negara  mana  pun  nyaris 
tidak  dijumpai  kondisi  di  mana  penge- 
luaran  daerah  dibiayai  semata-mata  oleh 

19 

penerimaan  asli  daerah.  Selain  dari  PAD 
atau  proksi  X3,  komponen  "bagi  hasil  pa- 
jak  dan  bukan  pajak"  juga  diperhatikan 
(X4).  Komponen  ini  adalah  hasil  pemba- 
gian  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah 
dari  penerimaan  pusat  yang  ditarik  di 
daerah  yang  belakangan  sangat  banyak 
digugat  daerah  karena  pembagiannya  di- 
rasakan  sangat  tidak  adil,  khususnya  pa- 
da  provinsi-provinsi  yang  kaya  sumber  da- 
ya alam  sebagaimana  tercermin  dari  PDRB- 
nya  yang  besar.  Gabungan  dari  PAD  dan 
komponen  bagi  hasil  menghasilkan  prok- 
si X5.  Perlu  ditambahkan  bahwa  peneri- 
maan daerah  tid^k  otomatis  menggam- 
barkan  kekayaan  alam  daerah  yang  ha- 
sil eksploitasinya  masuk  dalam  perhi- 
tungan PDRB.  Dalam  hal  ini  ditambahkan 
pula  proksi  X6  yakni  dari  sisi  pengeluar- 
an  pembangunan.  Seluruh  data  peneri- 
maan daerah  ini  dilihat  sebagai  persen- 
tase  dari  PDRB,  bukan  sebagai  rasio  da- 
ri total  penerimaan  daerah  sebagaimana 
sering  digunakan.  Sebab,  penerimaan  dae- 
rah tidak  otomatis  menggambarkan  keka- 
yaan alam  daerah  yang  hasil  eksploitasi- 
nya masuk  dalam  perhitungan  PDRB. 

Dari  sisi  kualitas  pembangunan  ma- 
nusia,  BPS  sudah  menyediakan  Indeks 
Pembangunan  Manusia  per  provinsi.  In- 
deks tersebut,  berskala  0  (terburuk)  sam- 
pai 100  (terbaik),  merupakan  hasil  perhi- 
tungan atas  tiga  komponen  yakni  indeks 
harapan  hidup,  indeks  pendidikan  (meiek 


Ismail  (tt).  Mengenai  ketergantungan  dae- 
rah terhadap  pusal  dapal  dilihat  juga  dalam  Hill 
(1996)  dan  Kuncoro  (1995). 
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huruf  dan  rata-rata  lama  sekolah)  dan  in- 
deks  daya  beli  (konsumsi  riil  per  kapita). 
Dengan  menggunakan  IPM  (X7)  ini  as- 
pek  kesehatan,  pendidikan  dan  kesejah- 
teraan  penduduk  yang  juga  sering  digu- 
gat  daerah  setidaknya  dapat  terakomodasi. 

Adapun  berkaitan  dengan  isu  ketidak- 
adilan  antaFkelompok  masyarakat  di  setiap 
daerah  yang  sejauh  ini  diyakini  ikut  ber- 
peran  dalam  memicu  konflik  horizontal 
pertama-tama  digunakan  Indeks  Gini  (X8) 
yang  mengukur  tingkat  distribusi  penda- 
patan  dan  dalam  studi  yang  diungkap  di 
atas  indeks  ini  juga  dipakai  (Auvinen  and 
Nafziger,  1999;  2000).  Perlu  dicatat  bah- 
wa  data  Indeks  Gini  yang  digunakan  di 
sini  adalah  berdasarkan  data  pengeluar- 
an  penduduk,  bukan  data  pendapatan. 
Kelemahan  lainnya,  Indeks  Gini  lebih 
mengindikasikan  ketimpangan  vertikal  da- 
lam masyarakat  yang  bersangkutan  semen- 
tara  isu  menonjol  dalam  konflik  antarke- 
lompok  masyarakat  adalah  ketidakadilan 
atau  ketimpangan  horizontal  yang  data- 

20 

nya  pun  sulit  didapatkan.  Untuk  meng- 
atasi  keterbatasan  itu  di  sini  akan  dico- 
bakan  proksi  lain  dengan  memanfaatkan 
data  sekunder  yang  tersedia,  khususnya 
PDRB  dan  data  penduduk.  Anggapan 
dasar  penggunaan  proksi  tersebut  adalah 
bahwa  penduduk  asli  (etnis  asli)  lebih  ba- 
nyak  berada  di  wilayah  pedesaan  semen- 
tara  pendatang  lebih  memilih  untuk  ber- 


Menurut  Stewart  (1998),  terdapat  dua  alasan 
mengenai  kelangkaan  data  ketimpangan  horizon- 
tal: (1)  perhatian  sampai  sekarang  lebih  kepada 
ketimpangan  vertikal;  dan  (2)  kalaupun  data  itu 
ada,  pemerintah  enggan  mempublikasikannya  ter- 
lebih  di  tengah  masyarakat  yang  ketegangan  po- 
litiknya  tinggi. 


domisili  di  wilayah  perkotaan.  Berdasar- 
kan anggapan  ini  maka  pendapatan  pen- 
duduk wilayah  perkotaan  mungkin  dapat 
menjadi  gambaran  bagi  pendapatan  pen- 
duduk pendatang.  Sebaliknya  pendapat- 
an penduduk  wilayah  pedesaan  diharap- 
kan  dapat  mencerminkan  pendapatan  pen- 
duduk asli.  Kemudian  karena  secara  sek- 
toral  penduduk  pendatang  diperkirakan 
lebih  banyak  berkecimpung  dalam  sektor 
non-pertanian  maka  yang  dimaksudkan 
pendapatan  penduduk  perkotaan  di  sini 
adalah  PDRB  dari  sektor-sektor  non-per- 
tanian sedangkan  untuk  penduduk  pede- 
saan adalah  PDRB  dari  sektor  pertanian. 
Namun  demikian  terhadap  hal  ini  pun 
masih  perlu  dilakukan  proksi  berkaitan 
dengan  tidak  adanya  penduduk  pedesa- 
an untuk  provinsi  DKI  Jakarta  sekalipun 
data  PDRB  sektor  pertaniannya  tersedia. 
Oleh  sebab  itu  pendapatan  penduduk 
pedesaan  sendiri  diproksi  dengan  PDRB 

22 

total/kapita.  Dengan  data  ini  diperoleh 
proksi  ketimpangan  horizontal  antara  pen- 
duduk asli  dan  pendatang,  yaitu  rasio 
PDRB/kapita  terhadap  PDRB/kapita  pen- 


Alatas  (1993)  mengungkapkan  bahwa  per- 
tumbuhan  perkotaan  di  setiap  provinsi  lebih  di- 
sebabkan  oleh  migrasi  desa-kota  intraprovinsi  dari- 
pada  migrasi  antarprovinsi  ke  daerah  perkotaan. 

22 

Penggunaan  PDRB  total  per  kapita  sebagai 
proksi  pendapatan  penduduk  pedesaan  tersebut 
didukung  pula  dengan  kenyataan  bahwa  sebagi- 
an  besar  penduduk  masih  bermukiri-i^'di  wilayah 
pedesaan.  Berdasarkan  data  tahun  1996  dan 
1998,  secara  rata-rata  sekitar  68  persen  pendu- 
duk provinsi  bermukim  di  pedesaan.  Di  daerah- 
daerah  yang  mengalami  konflik  persentase  ini 
lebih  tinggi  dibandingkan  kelompok  lainnya.  Se- 
bagai gambaran,  di  Kalimantan  Barat,  Kaliman- 
tan Tengah,  Sulawesi  Tengah  dan  Maluku  yang 
mengalami  konflik  horizontal  persentase  pendu- 
duk pedesaannya  masing-masing  adalah  78%, 
77%,  78%  dan  75%. 
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duduk  perkotaan  (X9).  Bila  kemudian 
subsektor  kehutanan  -  yang  eksploitasi- 
nya  disebut-sebut  banyak  merugikan  pen- 
duduk  asli  -  dikeluarkan  dari  sektor  per- 
tanian  dan  dimasukkan  ke  dalam  PDRB 
sektor  non-pertanian  maka  diperoleh  prok- 
si  alternatifnya  (XI 0). 

TEMUAN  EMPIRIS 

Oleh  karena  persoalan  penting  di  sini 
adalah  mengenai  kemungkinan  (proba- 
bilitas)  suatu  provinsi  mengalami  konflik 
maka  akan  digunakan  regresi  logit  yang 
penyelesaiannya  menggunakan  program 
Eviews.  Dengan  model  logit,  provinsi  yang 
mengalami  konflik  nilainya  1  sedangkan 
jika  tidak  mengalami  konflik  nilainya  ada- 
lah 0.  Secara  keseluruhan  terdapat  tujuh 
provinsi  yang  nilai  variabel  konfliknya  1, 
yakni  tiga  provinsi  yang  berkaitan  dengan 
konflik  vertikal  dan  empat  provinsi  yang 
berkaitan  dengan  konflik  horizontal.  Esti- 
masi  akan  dilakukan  terpisah  untuk  ma- 
sing-masing  konflik  sehingga  ada  model 
untuk  konflik  vertikal  dan  ada  model  un- 
tuk konflik  horizontal.  Tahap  selanjutnya 
adalah  mencoba  menggabungkan  kedua 
hasil  estimasi  tersebut  ke  dalam  satu  mo- 
del. Dalam  setiap  tahapan  ini  akan  di- 
cobakan  beberapa  versi  estimasi  dengan 
cara  mencobakan  setiap  proksi  dari  ma- 
sing-masing  aspek  ketidakadilan.  Hasil  es- 


23 

PDRB  adalah  dalam  harga  konstan  1993. 
PDRB/kapita  adalah  PDRB  total  dibagi  jumlah 
penduduk  total.  PDRB/kapita  penduduk  perko- 
taan pada  X9  adalah  PDRB  non-pertanian  di- 
bagi jumlah  penduduk  perkotaan,  sedangkan  pa- 
da  X10  adalah  PDRB  non-pertanian  ditambah 
PDRB  subsektor  kehutanan.  Data  penduduk  di 
sini  adalah  dari  BPS,  Statistik  Kesejahteraan  Rak- 
yat  1996  dan  1998. 


label  3 


REGRESI  LOGIT  KONFLIK  VERTIKAL 


Variabel 

Versi-1 

Versi-2 

X2 

0,0544 
(1,8573)* 

0,0291 
(2,1462)** 

X5 

-3,0447 
(-0,7178) 

X7 

-0,1454 
(-1,8241)* 

X5X7 

-0,1365 
(-2,5924)*** 

Catalan:  Dalam  kurung  adalah  t-statistik 
*signifikan  pada  a  =  10% 
**signifikan  pada  a  =  5% 
***signifikan  pada  a  =  1% 


label  4 

REGRESI  LOGIT  KONFLIK  HORIZONTAL 

Variabel       Versi-1  Versi-2  Versi-3 

X8  -5,9822 
(-3,1568)*** 
X9  —  -0,04496 

(-3,0405)*** 

XI 0  —  —  -0,0503 

(-3,0844)*** 

Catalan:  Dalam  kurung  adalah  t-statistik 
***signifikan  pada  a  =  1% 

timasi  untuk  model  konflik  vertikal  di- 
muat  dalam  label  3,  model  konflik  hori- 
zontal dalam  label  4  dan  model  gabung- 
an  adalah  dalam  label  5. 

Dari  beberapa  estimasi  untuk  model 
konflik  vertikal  diperoleh  estimasi  yang 
signifikansinya  memadai.  Dalam  hal  ini 
adalah  Versi-1  di  mana  proksi  ketidak- 
adilan dalam  aspek  anggaran  pemerintah 
daerah  adalah  X5  sementara  proksi  ke- 
tidakadilan ekonominya  adalah  X2  dan 
X7  untuk  aspek  sumber  daya  manusia. 
Dari  hasil  estimasi  ini  variabel  yang  sig- 
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label  5 

REGRESI  LOGIT  KONFLIK  VERTIKAL 
DAN  HORIZONTAL 


Variabel 

Versi-1 

Versi-2 

X2 

0,0428 

0,0407 

(1,7860)* 

(1,8902)* 

X5X7 

0,03366 

(0,8945) 

XI 0 

-0,2449 

-0,1847 

(-2,0826)** 

(-2,2092)** 

Catalan:   Dalam  kurung  adalah  t-statistik 
*signifikan  padaa  =  10% 
**signifikan  pada  a  =  5% 


nifikan  adalah  X2  dan  X7  masing-masing 
pada  a  sebesar  10  persen.  Signifikannya 
X2  menunjukkan  bahwa  kemungkinan  atau 
probabilitas  suatu  provinsi  mengalami 
konflik  vertikal  makin  tinggi  jika  terjadi 
ketidakadilan  ekonomi  dalam  hubungan 
pusat-daerah  dilihat  dari  PDRB.  Maka 
dari  itu  provinsi-provinsi  yang  kaya  sum- 
ber  daya  alam  memiliki  risiko  konflik 
vertikal  yang  lebih  tinggi  ketimbang  pro- 
vinsi-provinsi yang  sumber  alamnya  sa- 
ngat  terbatas.  Adapun  signifikannya  X7 
menunjukkan  bahwa  provinsi-provinsi  yang 
sumber  daya  manusianya  lebih  berkuali- 
tas  akan  lebih  terhindar  dari  konflik  ver- 
tikal, sebaliknya  provinsi-provinsi'  yang 
pembangunan  manusianya  masih  terting- 
gal  rentan  terhadap  konflik  vertikal.  Se- 
mentara  itu,  X5  sendiri  arah  koefisiennya 
sama  dengan  dugaan  awal,  namun  ti- 
dak  dapat  diambil  kesimpulan  yang  kuat 
karena  signifikansinya  yang  rendah. 

Hasil  estimasi  Versi-1  ini  memberikan 
bukti  empiris  bahwa  persoalan  ketidak- 
adilan dalam  hubungan  pusat-daerah  sa- 
ngat  dirasakan  oleh  masyarakat  seperti 
tampak  dalam  kasus  Aceh  dan  Papua  di 


mana  masyarakatnya  cukup  banyak  yang 
terlibat  dalam  aksi  memprotes  pemerintah 
pusat.  Ketidakadilan  dalam  aspek  anggar- 
an  memang  ada  namun  pengaruhnya  ka- 
lah  kuat  dibandingkan  dengan  ketidak- 
adilan ekonomi  secara  umum  yang  tentu- 
nya  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat, 
juga  dibandingkan  dengan  ketidakadilan 
aspek  pembangunan  manusia.  Namun,  se- 
cara statistik,  variabel  X5  signifikan  jika 
X7  tidak  dimasukkan  ke  dalam  model, 
sedangkan  X7  sendiri  juga  tetap  signifi- 
kan jika  X5  tidak  dimasukkan.  Hal  ini 
mengindikasikan  adanya  interaksi  antara 
X5  dan  X7.  Dalam  kaitan  ini,  dapat  di- 
katakan  bahwa  bila  aspek  anggaran  lebih 
diperhatikan  keadilannya,  yakni  PAD  dan 
bagi  hasil  pajak/bukan  pajak,  akan  besar 
kesempatan  bagi  daerah  untuk  memper- 
baiki  kualitas  pembangunan  manusia  yang 
pada  gilirannya  akan  mengurangi  risiko 
konflik  vertikal  itu  sendiri. 

Versi-2  adalah  hasil  estimasi  jika  in- 
teraksi X5  dan  X7  dimunculkan  sehingga 
diperoleh  variable  X5X7.  Tampak  bahwa 
tingkat  signifi,kansi  keduanya  tinggi,  yakni 
untuk  X2  adalah  pada  a  sebesar  5  per- 
sen, sedangkan  X5X7  sendiri  pada  a  sebe- 
sar 1  persen.  Temuan  ini  mempertegas 
bahwa  ketidakadilan  sosial-ekonomi  antara 
pusat  dan  daerah  memang  mempunyai 
pengaruh  buruk  yakni  memperbesar  risiko 
terjadinya  konflik  vertikal.  Namun  hal  ini 
sebetulnya  dapat  diminimalkan  bila  ter- 
dapat  sumber  daya  manusia  yang  berkuali- 
tas  yang  peningkatannya  dimungkinkan 
jika  ada  hubungan  yang  adil  antara  pu- 
sat dan  daerah  dalam  hal  anggaran. 

Dalam  hal  konflik  horizontal,  seluruh 
variabel  mempunyai  signifikansi  yang  ting- 
gi yakni  pada  a  sebesar  1  persen.  Hanya 
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saja  untuk  X8  arah  koefisiennya  bertolak 
belakang  dengan  dugaan  awal  dan  da- 
pat  membingungkan  karena  kalau  koefi- 
sien  X8  ditafsirkan  berarti  makin  tinggi  ke- 
timpangan  distribusi  pendapatan  maka 
makin  rendah  kemungkinan  suatu  provinsi 
mengalami  konflik  horizontal.  Dalam  kait- 
an  ini  perlu  diingat  kennbali  bahwa  isu 
dalam  konflik  horizontal  adalah  ketimpang- 
an  pendapatan  antarkelompok  masyara- 
kat  atau  ketimpangan  horizontal  semen- 
tara  X8  atau  Indeks  Gini  itu  lebih  meng- 
ukur  ketimpangan  vertikal  sehingga  hasil 
estimasinya  bisa  misleading.  Dengan  per- 
timbangan  ini  maka  proksi  yang  lebih  te- 
pat  dapat  menjelaskan  konflik  horizontal 
adalah  proksi  yang  menggam.barkan  ting- 
kat  pemerataan  pendapatan  horizontal, 
yaitu  XI 0.  Dengan  hasil  estimasi  ini  dapat 
dikatakan  bahwa  tingkat  pemerataan  pen- 
dapatan antarkelompok  masyarakat,  da- 
lam hal  ini  antara  pendatang  (perkotaan) 
dan  penduduk  asli  (pedesaan)  terbukti 
memang  mempengaruhi  risiko  suatu  pro- 
vinsi mengalami  konflik  horizontal.  Makin 
merata  distribusi  pendapatan  antarkelom- 
pok tersebut  akan  makin  rendah  pula  ke- 
mungkinan suatu  provinsi  mengalami  kon- 
flik horizontal.  Temuan  ini  sedikit  banyak 
juga  dapat  meredusir  isu  bahwa  perbe- 
daan  etnis-agama  merupakan  sebab  ter- 
penting  dari  konflik  horizontal.^'* 

Setelah  mengetahui  proksi-proksi  pen- 
ting  yang  menjelaskan  konflik  vertikal  dan 
horizontal,  tahap  selanjutnya  adalah  men- 
coba  mengestimasi  pengaruh  proksi-prok- 

24 

Akan  menarik  sebetulnya  bila  aspek  etnisi- 
tas  ataupun  agama  dapat  dimasukkan  ke  dalam 
model.  Dalam  Sensus  2000,  BPS  sudah  memun- 
culkan  pertanyaan  soal  suku  bangsa,  namun  ber- 
dasarkan  informasi  yang  ada,  BPS  belum  mem- 
publikasikan  hasil  Sensus  tersebut  secara  lengkap. 


si  tersebut  terhadap  konflik  keseluruhan, 
tanpa  membedakan  apakah  itu  konflik 
vertikal  ataupun  konflik  horizontal.  Dengan 
estimasi  ini  akan  dapat  diketahui  proksi- 
proksi  mana  yang  dapat  digunakan  un- 
tuk keseluruhan  konflik.  Dari  regresi  logit 
konflik  vertikal  dapat  diangkat  X2  dan 
X5X7  sedangkan  dari  regresi  logit  konflik 
horizontal  yang  lebih  tepat  dipilih  ada- 
lah XI 0  yang  hasil  estimasinya  dimuat 
dalam  label  5.  Dari  tabel  tersebut  tam- 
pak  bahwa  X5X7  kehilangan  signifikansi- 
nya  dalam  model  gabungan  sementara 
X2  dan  XI 0  tetap  konsisten  baik  dalam 
hal  arah  koefisien  dan  signifikansinya 
(Versi-1).  Kalau  hanya  variabel  yang  signi- 
fikan  saja  yang  dipertahankan,  hasil  es- 
timasi (Versi-2)  memang  menjadi  sedikit 
lebih  baik,  sebagaimana  tampak  dari  ke- 
naikan  nilai  t-statistik  X2  dan  XI 0.  Na- 
mun kenaikan  ini  tidak  cukup  berbeda 
jauh  dibandingkan  pada  Versi-1.  Dengan 
mempertimbangkan  hal  ini,  Versi-1  tam- 
paknya  masih  memadai  untuk  digunakan 
karena  faktor  ketidakadilan  anggaran  dan 
pembangunan  manusia  masih  dapat  di- 
ikutkan  tanpa  menurunkan  tingkat  signi- 
fikansi  secara  berarti.  Hasil  estimasi  ini 
memberikan  bukti  empiris  bahwa  ketidak- 
adilan ekonomi  antara  pusat  dan  daerah 
dalam  konteks  PDRB  dan  ketimpangan 
horizontal  dalam  masyarakat  (antara  pen- 
duduk pendatang  atau  perkotaan  de- 
ngan penduduk  asli  atau  pedesaan)  ter-~ 
bukti  memang  mempunyai  peran  dalam 
memperbesar  kemungkinan  terjadinya  kon- 
flik di  daerah. 

PENUTUP 

Ketidakadilan  sosial  dan  ekonomi  se- 
ring  disebut  sebagai  salah  satu  faktor 
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penting  yang  menjadi  penyebab  terjadi- 
nya  berbagai  konflik  dalam  beberapa 
tahun  terakhir  ini  di  saat  Indonesia  tengah 
mengalami  krisis  ekonomi  yang  parah.  Se- 
jumlah provinsi  mengalami  konflik  vertikal 
.sementara  beberapa  yang  lain  dilanda 
konflik  horizontal  dengan  begitu  banyak 
korban  baik  korban  nyawa,  material,  atau- 
pun  banyak  penduduk  yang  akhirnya  ter- 
paksa  mengungsi  ke  tempat  lain.  Ada- 
pun  isu  yang  menonjol  dari  masing-ma- 
sing  konflik  tersebut  cenderung  berbeda. 
Dalam  hal  konflik  vertikal,  isu  yang  me- 
nonjol adalah  ketidakadilan  antara  pusat 
dan  daerah  di  mana  pusat  dirasa  terlalu 
kuat  mengeksploitasi  daerah.  Sedangkan 
dalam  konflik  horizontal  isu  yang  me- 
nonjol adalah  ketidakadilan  atau  ketim- 
pangan  antara  penduduk  pendatang  dan 
penduduk  asli  di  mana  penduduk  penda- 
tang relatif  lebih  makmur  ketimbang  pen- 
duduk asli  yang  merasa  menjadi  pemilik 
daerah  yang  bersangkutan. 

Dengan  memanfaatkan  sejumlah  proksi 
berdasarkan  data  yang  tersedia  diperoleh 
indikasi  bahwa  isu  ketidakadilan  sosial- 
ekonomi  itu  memang  bukanlah  mengada- 
ada.  Dalam  hal  ini  ditemukan  bahwa  pro- 
vinsi-provinsi yang  mengalami  konflik  ver- 
tikal sangat  kaya  akan  sumber  alam  yang 
hasil-hasilnya  justru  lebih  banyak  dialir- 
kan  ke  pusat  sementara  provinsi-provinsi 
yang  bersajqgkutan  hanya  mendapatkan 
sisa-sisanya.  Ini  tampak  dari  relatif  ren- 
dahnya  anggaran  pembangunan  di  pro- 
vinsi-provinsi yang  mengalami  konflik  ver- 
tikal dibandingkan  dengan  provinsi  lain- 
nya.  Implikasi  lanjutannya  adalah  kualitas 
sumber  daya  manusianya  pun  tidak  lebih 
baik  ketimbang  provinsi  yang  tidak  kaya 
sumber  daya  alam.  Padahal  kalau  hasil- 


hasil  sumber  daya  alam  ini  dibagi  secara 
adil  akan  sangat  besar  artinya  bagi  upa- 
ya  peningkatan  kualitas  sumber  daya 
manusia. 

Sementara  itu  data  distribusi  penda- 
patan  (Indeks  Gini)  tidak  memberikan  in- 
dikasi bahwa  provinsi-provinsi  yang  meng- 
alami konflik  horizontal  mengalami  dis- 
tribusi pendapatan  yang  timpang  diban- 
dingkan provinsi-provinsi  lainnya.  Namun 
dengan  menggunakan  pendekatan  per- 
kotaan-pedesaan  sebagai  gambaran  per- 
bedaan  kondisi  ekonomi  atau  kemakmur- 
an  antara  penduduk  pendatang  dan  pen- 
duduk asli  ditemukan  indikasi  masih  ada- 
nya  persoalan  pemerataan  pendapatan 
di  antara  kedua  kielompok  masyarakat 
tersebut. 

Dari  pengujian  lebih  lanjut  dengan 
menggunakan  model  logit  ditemukan 
bahwa  dalam  kasus  konflik  vertikal,  ke- 
tidakadilan dalam  hubungan  pusat-daerah 
dilihat  dari  PDRB  dan  interaksi  antara 
tingkat  pembangunan  sumber  daya  ma- 
nusia dengan  tingkat  keadilan  dalam  hal 
anggaran  daerah  menentukan  terjadi  atau 
tidaknya  konflik  vertikal  di  suatu  provinsi. 
Adapun  dalam  konflik  horizontal,  dite- 
mukan bahwa  tingkat  pemerataan  pen- 
dapatan antarakelompok  masyarat  (pen- 
datang atau  perkotaan  dengan  pendu- 
duk asli  atau  pedesaan)  menentukan 
kemungkinan  suatu  provinsi  mengalami 
konflik  horizontal.  Secara  keseluruhan, 
penentu  konflik  di  sini  adalah  ketidak- 
adilan ekonomi  (dari  PDRB)  dan  tingkat 
pemerataan  pendapatan  antarkelompok 
masyarakat  di  daerah. 

Perlu  dikemukakan  bahwa  temuan- 
temuan  di  atas  didasarkan  pada  peng- 
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gunaan  sejumlah  proksi  yang  disusun  di 
tengah  keterbatasan  data,  khususnya  da- 
lam  konteks  konflik  horizontal.  Selain 
itu,  kalau  saja  ada  data  korban  konflik 
di  sini  dapat  pula  digunakan  pendekat- 
an  regresi  lainnya.  Pendekatan  logit  di 
sini  digunakan  karena  persoalan  tiadanya 
data  yang  memadai  mengenai  korban 
konflik,  sehingga  yang  dapat  dilakukan 
adalah  kategorisasi  yang  sifatnya  biner, 
yakni  mengalami  konflik  ataukah  tidak 
mengalami  konflik  tanpa  menimbang 
"kadar"  konflik  itu  sendiri  yang  biasa- 
nya  dilihat  dari  korban  konflik  tersebut, 
khususnya  korban  nyawa.  Dengan  demi- 
kian,  pengembangan  model  lebih  Ian- 
jut  sebetulnya  masih  dapat  dilakukan 
sejalan  dengan  ketersediaan  data. 

Dengan  tetap  menimbang  keterbatas- 
an-keterbatasan  itu,  dapat  dikemukakan 
bahwa  di  sini  diperlukan  kebijakan-ke- 
bijakan  untuk  menekan  ketidakadilan  so- 
sial-ekonomi  agar  risiko  konflik  juga  da- 
pat diminimalkan.  Otonomi  daerah  yang 
kini  sudah  berjalan  diharapkan  dapat  me- 
ngurangi  kefidakpuasan  daerah  terhadap 
pusat.  Namun  apakah  hal  ini  kelak  akan 
berhasil,  masih  perlu  dilihat  kemudian 
mengingat  banyak  pula  persoalan  yang 
menghambat  pencapaian  tujuan  otonomi 
daerah  itu  sendiri.  Begitu  pula,  persoal- 
an ketimpangan  antarkelompok  masya- 
rakat  di  daerah  perlu  dicarikan  peme- 
cahannya.  Dapat  dicatat  bahwa  sejauh 
ini  perhatian  terhadap  persoalan  terakhir 
ini  tampaknya  masih  terbatas.  Hal  ini  se- 
tidaknya  terindikasi  dari  masih  adanya 
keraguan  apakah  upaya  mendamaikan 
kelompok-kelompok  masyarakat  yang 
berkonflik  itu  akan  mampu  mencegah 
konflik  dalam  jangka  panjang  jika  pe- 
nyebab-penyebab  pokoknya  belum  di- 


tangani  secara  tepat.  Pada  akhirnya,  ka- 
lau konflik  itu  sendiri,  apalagi  yang  me- 
nahun,  dipahami  pula  sebagai  kritik  riil 
terhadap  pembangunan  (Bangura,  1994), 
maka  seharusnya  pula  proses  dan  pe- 
rencanaan  pembangunan  itu  mendapat- 
kan  koreksi  secara  memadai  dalam  rang- 
ka  meminimalkan  potensi  konflik  baik 
vertikal  maupun  horizontal. 
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This  book  provides  an  analysis  of  the  first  year  of  Indone- 
sia's crisis  taking  place  in  1997-1998.  It  is  written  from  the 
perspective  of  someone  who  had  the  opportunity  to  ob- 
serve the  development  and  the  impact  of  the  crisis  from  a 
strategic  position:  as  an  economist  sitting  in  the  World  Bank 
country  office  in  Jakarta.  The  book  is  therefore  an  important 
contribution  to  the  growing  literature  on  the  Indonesian 
economic  crisis  for  two  reasons.  First,  it  provides  the  general 
audience  with  a  readable  account  on  the  evolution  of  the  crisis.  Second,  It  also  presents 
a  detailed  economic  analysis  for  the  specialized  reader  coming  from  the  academic  or  policy 
making  community. 

The  book  consists  of  three  chapters.  Chapter  I  presents  a  concise  account  of  Indonesia's 
economic  performance  prior  to  the  crisis.  Chapter  II  provides  a  very  detailed  chronological 
review  of  the  first  year  of  the  crisis.  The  main  lessons  and  conclusions  that  emanate 
from  the  analysis  are  highlighted  in  Chapter  III. 

The  book  serves  as  a  good  example  of  a  comprehensive  political  economy  approach,  as  it 
manages  to  put  economic  analysis  into  a  proper  political  context.  Therefore,  this 
publication  Is  recommended  for  those  who  are  interested  in  Asian  economic  crisis  in 
general  and  IrKlonesian  economic  policies  in  particular. 
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Migrasi  dan  Konflik  Etnis:  Belajar 
dari  Konflik  di  Kalimantan  Barat 
dan  Kalimantan  Tengah* 


Riwanto  Tirtosudarmo 


n.!^''t'Tu  d^'^ogr^fh  khususnya  mobilitas  penduduk  atau  migrasi  de 

ngan  konflik  etms  merupakan  sebuah  persoalan  vane  masih  harZ  riTJK 
^rnatis.  Rangkaian  konflik  etnls  yan,  Lyad/  dl  IdleTalla^^^^^^^^^ 

kat  JadT^^^^^  'T''  -^-^  ^eduanyT  ju^n  s^nl 

fltk  Zn  Jln  Z"^'  ""'"f  menerangkan  hubungan  antara  Lgrasl  dan  koi 

Intn^T    T^r^  pengalaman  yang  terjadi  dl  Kalimantan  Barat  dan  Kail- 

mantan  Tengah.  Sebaga,  sebuah  upaya  rlntlsan^  tullsan  Inl  diharapkan  dapat  ml 

konfl.k  etms  -  secara  lebih  komprehenslf  -  antara  lain  dengan  membandlLan  de 
ngan  kaj.an-kajlan  yang  dllakukan  dl  luar  Indonesia.  emoanamgkan  de- 

"...most  other  Indonesians  see  themselves  as  en- 
gaged in  a  more  or  less  continual  struggle  to  keep  from 
being  Javanized". 

(Bruner,  1974:  252) 


PENDAHULUAN 

KONFLIK  antara  migran  dan  non- 
migran  dari  etnis  yang  berbeda 
dan  mengandung  unsur  kekerasan 
{violence  ethnic  conflicts)  telah  terjadi  se- 
belum  Soeharto  jatuh  pada  bulan  Mei 


• 

Tulisan  ini  semula  merupakan  makalah  yang 
disampaikan  dalam  Seminar  Kecil  di  Pusat  Peneli- 
tian  Kemasyarakatan  dan  Kebudayaan  LiPl,  tang- 
gal  19  Februari  2002.  Bahan  dari  tulisan  ini  seba- 
gian  diambil  dari  laporan  penulis  berjudul  "Geo- 
graphic Mobility  and  the  Emergence  of  Ethnic 
Politics  in  Indonesia"  yang  merupakan  bagian  dari 
proyek  penelitian  Kerja  Sama  LiPI-CESEAS  "Dis- 
course and  Practices  in  Southeast  Asia:  Global- 
ization, National  Governance  and  Local  Response". 


1998,  dan  sejak  itu  memang  menga- 
lami  peningkatan  dalam  frekuensi  mau- 
pun  jumlah  korban  meninggaL^  Konflik 
etnis  tersebut  misalnya  terjadi  di  Timor 
Timur,  Papua  (sebelumnya  disebut  Irian 
Jaya),  dan  Flores.  Sesudah  tahun  1995, 
konflik  etnis  yang  besar  terjadi  pada  bu- 
lan Desember  1996  dan  Februari  1997, 
di  Kalimantan  Barat,  antara  orang  Dayak 
dan  orang  Madura.  Setelah  Soeharto  ja- 
tuh, konflik  etnis  terjadi  lagi  di  Kaliman- 
tan Barat,  melibatkan  orang  Melayu  dan 
orang  Madura;  di  Ambon,  pada  bulan  ja- 

^Unluk  referensi  yang  terbaik  tentang  hal 
ini,  lihat  misalnya  Tadjoeddin  (2002). 
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nuari  1999,  antara  orang  setempat  dan 
pendatang  dari  Sulawesi  Selatan;  di 
Poso,  Sulawesi  Tengah;  serta  yang  ter- 
akhir  di  Kalimantan  Tengah  antara  pen- 
datang Madura  dan  penduduk  setempat, 
yaitu  orang  Dayak.  Analisis  tentang  kon- 
flik  sosial  seputar  masa  transisi  di  Indo- 
nesia telah  banyak  dikemukakan  oleh  be- 
berapa  penulis,  seperti  misalnya  Sihbudi, 
el  al.  (2000),  Davidson  (1998),  dan  Riwan- 
to  (1997:  293-329).  Umumnya  mereka  se- 
pendapat  bahwa  tidak  mungkin  melaku- 
kan  generalisasi  terhadap  berbagai  kon- 
flik  sosial  yang  terjadi. 

Sebuah  studi  yang  dilakukan  oleh 
UNSFIR  {United  Nations  Supporting  Facil- 
ities for  Indonesian  Recovery)  terhadap  ke- 
kerasan  sosial  yang  terjadi  antara  tahun 
1990-2001,  mengelompokkan  konflik  men- 
jadi  empat  kelompok,  yaitu:  (1)  keke- 
rasan  komunal  [communal  violence);  (2) 
kekerasan  separatis  {separatist  violence); 
(3)  kekerasan  negara-masyarakat  {state- 
community  violence);  dan  (4)  kekerasan 
hubungan  industrial  {industrial  relations 
violence).  Perlu  dicatat  di  sini  bahwa  de- 
finisi  kekerasan  sosial  yang  dipakai  oleh 
UNSFIR  merujuk  pada  bentuk  fisik  atau 
wujud  nyata  dari  aksi  yang  dilakukan 
oleh  sekelompok  orang  atau  massa  pada 
suatu  waktu  dan  tempat  tertentu,  seperti 
perusakan,  pembunuhan,  penjarahan,  pe- 
nyerangan,  pembakaran,  tawuran,  penyan- 
deraan  dan  aksi-aksi  kekerasan  lainnya. 
Dalam  kaitan  dengan  topik  yang  diba- 
has  di  sini,  yaitu  mobilitas  penduduk 
dan  konflik  etnis,  kategori  kekerasan  ko- 
munal adalah  yang  paling  relevan  untuk 
dikemukakan.  Berdasarkan  studi  UNSFIR, 
jika  kategori  kekerasan  komunal  dipecah 
lagi  menjadi  berbagai  sub-kategori,  maka 


sub-kategori  kekerasan  yang  terkait  de- 
ngan isu  "etnis,  agama  dan  asli-penda- 
tang"  {ethnic,  religion  and  migration  re- 
lated violence)  merupakan  yang  paling 
dominan.  Dengan  menggunakan  indikator 
jumlah  korban  yang  tewas,  dari  seluruh 
kategori  yang  ada,  sub-kategori  ini  men- 
duduki  peringkat  pertama  (52  persen), 
diikuti  berturut-turut  oleh  kekerasan  ko- 
munal dari  sub-kategori  kekerasan  ko- 
munal yang  lain  (25  persen),  kategori  ke- 
kerasan negara-masyarakat  (23  persen), 
dan  kategori  kekerasan  hubungan  indus- 
trial (0,1  persen).  Mengacu  pada  hasil  stu- 
di UNSFIR,  terlihat  dengan  sangat  jelas 
bahwa  migrasi  atau  mobilitas  penduduk 
memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  kon- 
flik etnis.  Tulisan  ini  menganalisis  hubung- 
an antara  migrasi  dan  konflik  etnis  di  In- 
donesia dari  perspektif  demografi-po- 
litik,  dengan  mengambil  pelajaran  dari 
pengalaman  konflik  di  Kalimantan  Barat 
dan  Kalimantan  Tengah. 

ETNISITAS,  INTEGRAS!  NASIONAL 
DAN  MODERNISASI 

Pada  pertengahan  tahun  1980-an,  so- 
siolog-budayawan  Umar  Kayam,  menulis 
sebagai  berikut:  "Mungkin  siasat  yang 
cocok  untuk  negara  kebangsaan  baru  se- 
perti Indonesia  adalah  kebijakan  yang 
mendorong  berbagai  lingkungan  budaya 
itu  untuk  menemukan  sendiri  dinamika 
kreatifitas  mereka  masing-masing  (tetapi) 
masih  dalam  kerangka  negara  kebang- 
saan yang  baru  itu.  Ini,  tentu  saja,  le- 
bih  mudah  untuk  diucapkan  secara  teori 
daripada  dilaksanakan  dalam  praktek" 
(Kayam,  1984:  156).  Di  samping  siasat  atau 
kebijakan  yang  kemudian  dikembangkan 
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jauh  dari  apa  yang  dibayangkan  oleh 
Kayam,  Kayam  pun  mungkin  tidak  mem- 
bayangkan  bahwa  terpaan  dari  arus  lalu 
lintas  manusia  yang  keluar-masuk  dari  se- 
buah  lingkungan  kebudayaan  yang  satu 
ke  lingkungan  kebudayaan  yang  lain,  me- 
lalui  mobilitas  geografis  penduduk,  ber- 
sifat  problematis  bagi  "eksklusivitas"  ling- 
kungan-lingkungan  kebudayaan  di  wila- 
yah  nusantara.  Mobilitas  geografis  yang 
mengalami  peningkatan  secara  drastis, 
baik  karena  program  pemindahan  pen- 
duduk maupun  karena  semakin  baiknya 
sarana  transportasi  yang  memudahkan 
orang  melakukan  perpindahan  ternyata 
merupakan  sebuah  kenlscayaan  sosial  yang 
sangat  mewarnai  nasib  negara-bangsa  In- 
donesia. 

Studi  hubungan  demografi  dan  kon- 
flik  sudah  sejak  lama  dipelajari.  Choucri 
(1984),  misalnya,  telah  mengemukakan 
argumennya,  bahwa:  "...conflict  is  a  cent- 
ral feature  of  all  political  behavior,  at  all 
levels  of  human  interaction,^  and  the 
prominence  of  population  variables  in 
shaping  political  behavior  places  popu- 
lation issues  and  conflict  in  close  prox- 
imity". Hubungan  yang  bersifat  sebab- 
akibat  antara  variabel  kependuflukan  - 
dalam  hal  ini  mobilitas  penduduk  -  dan 
konflik,  berlangsung  di  masyarakat  dalam 
kondisi  dan  fase  perkembangan  terten- 
J;u.  Apakah  Indonesia  saat  ini  berada 
dalam  kondisi  dan  fase  perkembangan 
masyarakat  seperti  itu?  Suatu  fase  di 
mana  kondisi  masyarakatnya  kondusif 
untuk  terjadinya  hubungan  kausatif  an- 
tara mobilitas  geografis  dan  konflik? 
Ulasan  singkat  ini,  jauh  dari  maksud  un- 
tuk memberikan  analisis  yang  bersifat 
komprehensif,  ingin  mengajukan  bebe- 


rapa  pokok  pikiran  yang  berkaitan  de- 
ngan  persoalan  serius  yang  saat  ini  se- 
dang  berlangsung  di  Indonesia,  yaitu 
terjadinya  konflik  terbuka  antara  kelom- 
pok  etnis  yang  berbeda. 

Argumentasi  dalam  menerangkan  kait- 
an  antara  migrasi  dan  konflik  dalam  ma- 
kalah  ini  bertolak  dari  pendekatan  de- 
mografi-politik,  yaitu  sebuah  pendekatan 
yang  memandang  perubahan  demografis 
sebagai  memiliki  dampak,  atau  sebalik- 
nya  dikarenakan,  oleh  perubahan  po- 
litik.  Apa  yang  saat  ini  terjadi  di  Indo- 
nesia, yaitu  kuatnya  kecenderungan  ter- 
jadinya konflik  -  yang  tidak  jarang  bersi- 
fat etnis  -  secara  terbuka,  yang  telah 
mengakibatkan  ratusan  korban  jiwa  dan 
pengungsi  yang  jumlahnya  menurut  sta- 
tistik  pemerintah  mencapai  lebih  dari 
1,3  juta  jiwa  akan  dilihat  sebagai  refleksi 
dari  terjadinya  ketegangan  demografi- 
politik.  Ketegangan  demografi-politik  me- 
rupakan akumulasi  dan,  di  satu  sisi, 
dampak  dari  rekayasa  demografis  yang 
telah  berlangsung  sejak  awal  abad  ke- 
20,  dan  di  sisi  lain,  implikasi  dar:  se- 
buah skenario  besar  rekayasa  politik 
Orde  Baru  yang  bersifat  represif  dan 
sentralistis.  Perubahan  masyarakat  yang 
dicita-citakan  oleh  kaum  nasionalis-mo- 
dernis  dapat  membentuk  sebuah  ne- 
gara-bangsa, mendekati  akhir  abad  ke- 
20  ternyata  telah  menghasilkan  berbagai 
kontradiksi  -  antara  lain  dalam  bentuk 
konflik  etnis  -  yang  mencerminkan  ada- 
nya  "dislntegrasi"  dalam  tubuh  negara- 
bangsa  Indonesia. 

Setelah  kemerdekaan,  sejalan  dengan 
berbagai  upaya  para  "bapak  bangsa" 
dan  umumnya  kaum  nasionalis-tnodernis, 
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wacana  etnisitas  mengalami  proses  rekon- 
struksi  seiring  dengan  semakin  dominan- 
nya  negara  terhadap  masyarakat.  Perkem- 
bangan  seperti  ini  tidaklah  khas  Indone- 
sia karena  merupakan  pengalaman  yang 
umumnya  ditemukan  pada  negara-negara 
bekas  jajahan  {post-colonial  states).  Paling 
tidak  ada  dua  kekuatan  utama  yang  ber- 
main  di  belakang  negara-negara  pasca 
kolonial  dalam  proses  rekonstruksi  wa- 
cana etnisitas.  Pertama,  adaiah  obsesi 
yang  berlebihan  dari  para  elite  yang 
berkuasa  setelah  kemerdekaan  terha- 
dap ide  atau  konsep  integrasi  nasional. 
Pengalaman  masa  lalu  sangat  berperan 
terhadap  berkembangnya  obsesi  tentang 
pentingnya  integrasi  nasional  ini.  Para 
elite  politik  menganggap  bahwa  integrasi 
nasional  merupakan  tujuan  sekaligus  sya- 
rat  pokok  bagi  tegaknya  negara. 

Kedua,  adaiah  dorongan  untuk  me- 
ngejar  ketertinggalan  dari  negara-negara 
Barat  melalui  berbagai  upaya  untuk 
memodernisasi  diri,  baik  di  bidang  po- 
litik, ekonomi  maupun  sosial.  Dorongan 
untuk  mewujudkan,  di  satu  pihak  inte- 
grasi nasional,  dan  di  pihak  lain  mo- 
dernisasi-pembangunan,  telah  menjadikan 
negara  menjadi  pemegang  kekuasaan 
politik  yang  utama  dan  dengan  demi- 
kian  telah  memonopoli  arah  perkem- 
bangan  masyarakat.  Para  pemimpin  ne- 
gara pasca  kolonial,  yang  lahir  dengan 
semangat  anti-kolonial,  tanpa  disadari 
sesungguhnya  telah  mereplikasi  bentuk 
dan  isi  negara  kolonial  yang  telah  diten- 
tangnya.^ 


Pembahasan  tentang  ha!  ini  bisa  dibaca 
pada  tulisan  Geertz  (1975)  dan  Anderson  (1990). 


Implikasi  yang  tak  terhindarkan  dari 
obsesi  yang  berlebihan  terhadap  inte- 
grasi nasional  dan  keinginan  untuk  me- 
modernisasi diri  adaiah  menguatnya  ang- 
gapan  bahwa  perbedaan  dan  keragam- 
an  etnis,  dan  secara  lebih  luas  kebuda- 
yaan  yang  dimiliki  oleh  berbagai  kelom- 
pok  masyarakat  merupakan  sesuatu  yang 
menghambat  tercapainya  tujuan-tujuan 
nasional,  terutama  persatuan  dan  kesa- 
tuan  bangsa.^  Perbedaan  dan  keragam- 
an  harus  dieliminasi  agar  persatuan  dan 
kesatuan  yang  dibayangkan  dapat  di-' 
wujudkan.  Asimilasi  dan  harmoni  adaiah 
kata  kunci  yang  harus  diterjemahkan  ke 
dalam  berbagai  bentuk  kebijakan  dan 
program  pemerintah  yang  sasaran  akhir- 
nya  adaiah  terciptanya  integrasi  nasio 
nal,  Salah  satu  contoh  keputusan  peme- 
rintah yang  mencerminkan  kuatnya  ob- 
sesi integrasi  nasional  adaiah  ditiada- 
kannya  pertanyaan  tentang  suku  bangsa 


"Bangsa",  yang  merupakan  terjemahan  dari 
nation,  menjadi  komunitas  yang  dibayangkan  (ima- 
gined community)  -  meminjam  istilah  Anderson 
(1990)  -  yang  mengatasi  (mentransendir)  kelom- 
pok-kelompok  etnis  (ethnic  groups)  yang  jumlah- 
nya  mencapai  ratusan  di  seluruh  nusantara.  Da- 
lam perkembangannya,  kelompok-kelompok  et- 
nis ini  kemudian  disebut  dalam  bahasa  Indonesia 
sebagai  "suku  bangsa",  sebuah  istilah  yang  seca- 
ra jelas  memperlihatkan  kedudukan  kelompok 
etnis  sebagai  "bagian"  dari  "bangsa".  Dalam  kait- 
jn  ini  sangat  menarik  penggunaan  kata  "bangsa 
Aceh"  oleh  para  pemimpin  Gerakan  Aceh  Mer- 
deka  (GAM)  yang  secara  eksplisit  memperlihat- 
kan dimilikinya  national  identity  yang  berbeda 
dengan  Indonesia.  Terlihat  di  sini  bahwa  para 
pemimpin  GAM  sangat  menyadari  bahwa  Aceh 
bukanlah  sebuah  kesatuan  etnis  yang  homogen, 
melainkan  sebuah  komunitas  yang  terdiri  dari 
berbagai  kelompok  etnis  yang  berbeda.  Ethno- 
nationalism  menjadi  sesuatu  yang  bersifat  pro- 
blematis  dalam  perjuangan  GAM  untuk  mele- 
paskan  diri  dari  Indonesia. 
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dalam  sensus  penduduk  di  Indonesia 
setelah  kemerdekaan/ 

Wacana  tentang  etnisitas  dengan  de- 
mikian  telah  dikembangkan  secara  sis- 
tematis  oleh  negara  dengan  berbagai 
konotasi  yang  bersifat  negatif  dan  oleh 
karena  itu  hams  ditinggalkan.  Melalui  ber- 
bagai kebijakan  kebudayaan  dan  pen- 
didikan,  aspek-aspek  etnisitas  hanya  bo- 
leh  berkembang  dalam  ruang-ruang  yang 
sempit,  seperti  dalam  berbagai  kegiat- 
an  kesenian  daerah  dan  pendidikan  ilmu 
pengetahuan  sosial,  misalnya  antropolo- 
gi,  yang  sampai  saat  ini  masih  kuat  di- 


Sensus  penduduk  yang  pertama  sejak  ke- 
merdekaan  dilakukan  pada  tahun  1961,  di  mana 
Badan  Pusat  Statistik  (dulu,  Biro  Pusat  Statistik) 
sebagai  peiaksana  sensus  mendapatkan  tekanan 
untuk  menghapus  pertanyaan  tentang  suku  bang- 
sa  yang  dianggap  bisa  mendorong  sukuisme  dan 
membahayakan  persatuan  nasional.  Karena  se- 
telah kemerdekaan  tidak  ada  sumber  informasi 
tentang  komposisi  penduduk  berdasarkan  suku 
bangsa,  para  penulis  biasanya  mengacu  pada 
Sensus  Penduduk  1931.  Pada  sensus  penduduk 
tahun  2000  pemerintah  memutuskan  untuk  me- 
nanyakan  tentang  suku  bangsa.  Pada  saat  tu- 
lisan  ini  dibuat,  hasil  Sensus  Penduduk  2000 
masih  belum  dipublikasikan.  Pada  sensus  Pen- 
duduk 1990  ditanyakan  bahasa  sehari-hari  yang 
dipergunakan  di  rumah.  Berdasarkan  bahasa  yang 
dipakai  di  rumah,  diperoleh  komposisi  bahasa 
menurut  jumlah  penggunanya  sebagai  berikut: 
Jawa  (40  persen),  Sunda  (25  persen),  Indone- 
sia (13  persen),  Madura  (4,3  person),  Minang 
(2,3  persen),  Batak  (2,2  persen),  Bugis  (2,2  per- 
sen), dan  sisanya  menggunakan  bahasa-bahasa 
setempat  lainnya.  Komposisi  penduduk  berda- 
sarkan bahasa  sehari-hari  yang  dipakai  di  rumah 
tidak  dapat  digunakan  untuk  menggambarkan 
komposisi  penduduk  berdasarkan  suku  bangsa  ka- 
rena cukup  besarnya  proporsi  penduduk  yang 
telah  meninggalkan  bahasa  daerahnya  dan  se- 
hari-hari menggunakan  bahasa  Indonesia  (13 
persen);  juga  karena  adanya  proses  mobilitas 
penduduk  yang  memungkinkan  terjadinya  per- 
gantian  penggunaan  bahasa  daerah  asal  dengan 
bahasa  daerah  dari  tempat  tinggalnya  yang  baru. 


anggap  sebagai  ilmu  yang  mempela- 
jari  masyarakat-masyarakat  yang  terasing 
dan  terbelakang.  Peristiwa  traumatis 
pada  tahun  1965  yang  diikuti  oleh  pe- 
larangan  paham  Marxisme  dan  Komu- 
nisme  semakin  memperkuat  obsesi  akan 
pentingnya  integrasi  nasional. 

PERCEIVED  GROWTH  DAN  PER- 
CEIVED THREAT 

Sejak  awal  Orde  Baru,  obsesi  ten- 
tang integrasi  nasional  dan  modernisasi, 
memperoleh  bentuknya  yang  sempurna 
melalui  berbagai  kebijakan  dan  program 
yang  dirancang  oleh  dua  pendukung  uta- 
manya  yaitu  elit  militer  dan  para  eko- 
nom-teknokrat.  Militer  maupun  ekonom- 
teknokrat,  sebagai  aktor  utama  yang 
merepresentasikan  kekuatan  negara,  ter- 
nyata  memiliki  sebuah  kesamaan  dalam 
memandang  masyarakat.  Masyarakat,  da- 
lam pandangan  militer  dan  ekonom-tek- 
nokrat,  adalah:  Pertama,  merupakan  kum- 
pulan  manusia  yang  memiliki  kesera- 
gaman  dalam  berbagai  karakteristiknya. 
Kedua,  kumpulan  manusia  itu  menempati 
sebuah  ruang  geografis  yang  dibayang- 
kan  sebagai  sebuah  bidang  datar.  Ber- 
dasarkan konsepsi  semacam  ini,  militer 
dan  ekonom-teknokrat  memperlakukan 
masyarakat  sebagai  sesuatu  yang  secara 
rasional-sistematis  dapat  didesain  -dan  di- 
rekayasa  dari  sebuah  pusat  pengendali 
tertentu  menuju  ke  arah  yang  diinginkan. 
Perbedaan  dan  keragaman  etnis  yang 
melekat  dalam  masyarakat  dianggap  ti- 
dak ada,  atau  tidak  relevan,  dalam  re- 
kayasa  sosial  dan  perencanaan  pemba- 
ngunan.  Berbagai  kebijakan  dan  pro- 
gram dibuat  secara  seragam  untuk  se- 
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luruh  wilayah  Indonesia,  dan  dijalankan 
melalul  pengendalian  yang  terpusat.  Pe- 
rencanaan  pembangunan  cukup  didasar- 
kan  oleh  angka-angka  statistik  demo- 
grafi-ekonomi  dan  berbagai  indikator  eko- 
nomi  yang  bersifat  agregatif. 

Sementara  itu,  para  elite  militer,  yang 
merasa  paling  mewarisi  semangat  pe- 
juang  kemerdekaan  menentang  penjajah, 
menganggap  diri  sebagai  satu-satunya 
golongan  yang  paling  berkepentingan 
untuk  menjaga  kesatuan  wilayah  dan  in- 
tegrasi  nasional.  Militer  dalam  perkem- 
bangannya,  terutama  pada  masa  Orde 
Baru,  telah  menciptakan  sebuah  struk- 
tur  organisasi  sedemikian  rupa  yang 
memberikan  peluang  besar  untuk  me- 
ngendalikan  dan  mennobilisasi  penduduk 
demi  menjaga  keutuhan  wilayah  ne- 
gara.  SISHANKAMRATA  (Sistim  Perta- 
hanan  dan  Keamanan  Rakyat  Semesta) 
merupakan  pedoman  induk  dalam  me- 
kanisme  kerja  organisasi  militer,  yang  se- 
cara  kongkret  diwujudkan  dalam  sistem 
komando  teritorial,  yang  kekuasaannya 
mencakup  seluruh  wilayah  Indonesia.^ 
Jika  ekonom-teknokrat  bekerja  berlandas- 
kan  persepsi  tentang  pembangunan  dan 
pertumbuhan  ekonomi  {perceived  growth 
and  development),  militer  di  pihak  lain 
bergerak  karena  adanya  persepsi  tentang 
ancaman  terhadap  keutuhan  dan  keaman- 
an negara  (perceived  security  threat).  Ke- 
dua  persepsi  ini  di  samping  bersifat  sa- 
ling  melengkapi,  juga  di  dalamnya  sama- 
sama  mengandung  konsepsi  tentang  se- 
buah masyarakat  yang  socially  and  cul- 
turally homogeneous. 


Kajian  tentang  SISHANKAMRATA,  lihat  Se- 
bastian (1986). 


Keberagaman  dan  heterogenitas  et- 
nis  yang  terdapat  dalam  masyarakat  In- 
donesia sungguh-sungguh  berada  di  luar 
imajinasi  militer  dan  ekonom-teknokrat 
yang  sangat  berkuasa  di  zaman  Orde 
Baru.  Proses  rekonstruksi  wacana  etnisi- 
tas  pada  masa  Orde  Baru  mencapai 
puncaknya  ketika  berhasil  dikemas  dalam 
konsep  SARA  (Suku-Agama-Ras  dan  Antar- 
Golongan).  Konsep  SARA  yang  kemudian 
menjadi  acuan  utama  kebijakan  negara 
pada  dasarnya  mengandaikan  sebuah 
masyarakat  yang  tanpa  konflik  dan  pe- 
nuh  harmoni.  Implikasi  dari  konsep  ini 
adalah  bahwa  perbedaan  dan  kebera- 
gaman merupakan  sumber  konflik  yang 
harus  dihindari.  Heterogenitas  etnis  yang 
melekat  pada  masyarakat  Indonesia  de- 
ngan  demikian  harus  dilebur  melalui  ber- 
bagai kebijakan  dan  program  sehlngga 
pada  akhirnya  akan  muncul  apa  yang 
disebut  sebagai  kebudayaan  dan  ke- 
pribadian  nasional  -  yang  merupakan 
"jati  diri"  bangsa  Indonesia.  Heterogeni- 
tas etnis  pada  tingkat  pemahaman  se- 
pertl  ini  adalah  sumber  dari  konflik  etnis. 

REKAYASA     DEMOGRAFIS  DAN 
KETIMPANGAN  PEMBANGUNAN 

Demografi  Indonesia  sejak  permula- 
an  abad  ke-20  telah  menjadi  objek  re- 
kayasa  demografis  elite  penguasa  yang 
berakibat  pada  terciptanya  konstruksi  de- 
mografi-politik  sebagaimana  kita  lihat 
sekarang.  Selain  tujuan-tujuan  sosial-eko- 
nomi,  tujuan  yang  bersifat  strategis-ke- 
amanan  selalu  menyertai  dalam  rekayasa 
demografis  yang  dijalankan.  Rekayasa 
demografis,  yang  merupakan  terjemah- 
kan  dari  demographic  engineering,  me- 
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rupakan  sebuah  istilah  yang  dipinjam  dari 
Bookman  (1997)  yang  mendefinisikannya 
sebagai:  "...the  state's  attempt  to  recon- 
figure the  ethno-demographic  composition 
of  the  population  for  various  strategic  pur- 
poses". Melakukan  pemindahan  pendu- 
duk  dari  Jawa  dan  Bali  ke  daerah-daerah 
yang  dianggap  "kosong"  -  baik  melalui 
program  kolonisasi  sebelum  kemerdeka- 
an  maupun  program  transmigrasi  setelah 
kemerdekaan  -  merupakan  rekayasa  de- 
mografis  yang  telah  berlangsung  hampir 
seabad  lamanya.  Setelah  kemerdekaan, 
integrasi  nasional  menjadi  tujuan  akhir 
dari  diteruskannya  rekayasa  demografis, 
yaitu  membangun  masyarakat  dengan 
konfigurasi  etno-demografis  baru  yang 
diinginkan. 

Etnisitas  dalam  situasi  di  mana  keha- 
dirannya  mengalami  penekanan  {suppres- 
sion) karena  dianggap  dapat  mengancam 
integrasi  nasional  menggejala  secara  ter- 
selubung  dalam  proses  rekayasa  demo- 
grafis yang  dilakukan  oleh  negara.  Re- 
kayasa demografis,  dalam  bentuk  pe- 
mindahan penduduk  miskin  dari  Jawa  dan 
Bali  ke  luar  Jawa,  yang  mengalami  pe- 
ningkatan  secara  drastis  pada  masa  pe- 
merintahan  Soeharto  berjalan  secara  pa- 
ralel  dengan  proses  eksploitasi  kekayaan 
alam  yang  juga  berada  di  Liiiar  Jawa. 
Apa  yang  kemudian  kita  saksikan  adalah 
sebuah  ketimpangan  pembangunan  an- 
tara  Jawa  dan  Luar  Jawa.  Jawa,  khusus- 
nya  Jakarta  yang  tumbuh  sebagai  pusat 
pertumbuhan  ekonomi  sementara  Luar 
Jawa  dalam  waktu  yang  relatif  singkat 
mengalami  proses  pemiskinan  secara  mas- 
sif. Rekayasa  demografis  dalam  konteks 
pembangunan  semacam  ini  tidak  bisa  ti- 
dak  telah  menjadi  bagian  penting  dari 


proses  marjinalisasi  terhadap  penduduk 
setempat.  Apa  yang  kemudian  terjadi 
adalah  akumulasi  konfrontasi  migran-non- 
migran  yang  merayap  menjadi  ketegang- 
an  antaretnis.  Oleh  karena  itu,  adalah  se- 
buah turning  point  dalam  sejarah  reka- 
yasa demografis  di  Indonesia  ketika  "arus 
balik"  migrasi  terjadi  setelah  meletusnya 
konflik  terbuka  antara  migran  dan  pen- 
duduk setempat  di  berbagai  daerah  di 
Luar  Jawa  menyusul  krisis  ekonomi  dan 
runtuhnya  rezim  pemerintahan  Soeharto. 

KALBAR  DAN  KALTENG:  THE 
POLITICS  OF  NUMBERS 

Dibandingkan  dengan  provinsi-pro- 
vinsi  lain,  Kalimantan  Barat  dihuni  oleh 
penduduk  yang  sangat  heterogen  dari 
sudut  etnisitas.  Heterogenitas  etnis  di  Ka- 
limantan Barat  disebabkan  terutama  oleh 
proses  migrasi  masuk  dari  berbagai  ke- 
lompok  etnis  yang  berbeda.  Kalimantan 
Barat  juga  merupakan  provinsi  dengan 
jumlah  penduduk  Tionghoa  yang  terbesar, 
yang  diperkirakan  berkisar  antara  11-15 
persen,  sementara  untuk  seluruh  Indonesia 
diperkirakan  hanya  berkisar  antara  2-3 
persen.^  Telah  menjadi  anggapan  umum 
bahwa  penduduk  asli  Kalimantan  Barat 
adalah  orang  Dayak,  yang  terbagi  da- 
lam cukup  banyak  sub-etnis  sehingga  ju- 
ga bukan  merupakan  sebuah  kelompok 
etnis  yang  homogen.  Karena  letaknya 
yang  berbatasan  dengan  negara  lain,  Ka- 
limantan Barat  memiliki  nilai  strategis  da- 
ri sudut  pertahanan  dan  keamanan  nega- 


''Perkiraan  ini  sangat  kasar  karena  memang 
tidak  ada  sumber  data  tentang  etnisitas  di  In- 
donesia, akibatnya  sumber  yang  berbeda  memi- 
liki angka  perkiraan  yang  berbeda. 
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ra.  Bagi  penduduk  di  Kalimantan  Barat, 
peristiwa  konfrontasi  dengan  Malaysia, 
pada  awal  tahun  1960-an,  diduga  me- 
nniliki  pengaruh  yang  cukup  besar  ter- 
hadap  pandangan  atas  diri  mereka  sen- 
diri,  atas  negara  maupun  atas  masyara- 
kat  tetangganya,  yaitu  penduduk  Sara- 
wak-Malaysia yang  sebagian  memiliki  la- 
tar  belakang  etnis  yang  sama.  Dapatiah 
dikatakan  bahwa  Kalimantan  Barat  baru 
mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah 
pusat  pada  awal  tahun  1960-an,  ketika 
lahir  negara  Malaysia.  Malaysia  oleh  Soe- 
karno  dipandang  sebagai  negara  bo- 
neka  buatan  Inggris  untuk  mengepung 
Indonesia.  Tahun  1963  Kalimantan  Barat 
mulai  dijadikan  basis  militer  Indonesia  da- 
lam  konfrontasi  dengan  Malaysia.  Sejak 
saat  itulah  Kalimantan  Barat  mulai  ma- 
suk  dalam  "peta  politik"  para  elite  yang 
berada  di  Jakarta. 

Meskipun  konfrontasi  dengan  Malay- 
sia berakhir  pada  Agustus  1966,  namun 
implikasinya  masih  terus  berlangsung,  ter- 
utama  di  sekitar  wilayah  perbatasan, 
dalam  bentuk  konflik  berdarah  antara 
Dayak  dan  Tionghoa.^  Pada  bulan  Ok- 
tober  1967,  untuk  lebih  mengukuhkan 
perannya,  pimpinan  Kodam  Tanjungpura 
melakukan  mobilisasi  etnis  Dayak  untuk 
"menghabisi"  etnis  Tionghoa  terutama 
yang  tinggal  di  sekitar  wilayah  perba- 
tasan yang  dianggap  menjadi  sarang 
PGRS/PARAKU  yang  ironinya  justru  di- 
latih  oleh  militer  Indonesia  pada  masa 
konfrontasi  untuk  mendestabilisasi  Sara- 
wak. Dengan  memobilisasi  orang  Dayak, 
orang  Tionghoa  dipaksa  untuk  mening- 


Uraian  ini  dan  selanjutnya  diambil  dari  Da- 
vidson (2000). 


galkan  desa-desanya  dan  pindah  ke 
kota.  Alasan  yang  dikemukakan  oleh  pi- 
hak  militer  adalah  untuk  memudahkan 
mengendalikan  penduduk  Tionghoa.  Pe- 
riode  ini  di  Kalimantan  Barat  dikenal  se- 
bagai periode  "demonstrasi",  yang  ber- 
langsung selama  tiga  bulan,  di  mana 
pada  saat  itu  ribuan  orang  Tionghoa 
mati  terbunuh,  dan  ribuan  lainnya  me- 
ngungsi  ke  daerah  pantai  di  sebelah  ba- 
rat Kalimantan  Barat,  terutama  ke  Pon- 
tianak  dan  Singkawang.  Selanjutnya,  ber- 
samaan  dengan  kukuhnya  kekuasaan  mi- 
liter di  Kalimantan  Barat,  penguasa  Orde 
Baru  dan  kroninya  mulai  melakukan  eks- 
ploitasi  secara  besar-besaran  terhadap 
kekayaan  hutan  tropis  di  Kalimantan  Ba- 
rat. Undang-undang  nasional  No.  5/1967 
tentang  Kehutanan  segera  disahkan,  yang 
memberikan  legitimasi  bahwa  hutan  ada- 
lah milik  negara.  Sejak  saat  itulah  ne- 
gara berhak  memberikan  HPH  kepada 
pihak-pihak  yang  "dekat"  dengan  elite 
yang  berkuasa. 

Pada  masa  Orde  Baru  Kalimantan  Ba- 
rat berperan  menjadi  "sapi  perah"  bagi 
berbagai  kelompok  kepentingan  di  Ja- 
karta, baik  sipil  maupun  militer.  Eksploi- 
tasi  oleh  pusat  di  Kalimantan  Barat  te- 
lah  mengakibatkan  terjadinya  peming- 
giran  (marjinalisasi)  masyarakat  lokal  se- 
cara sosial,  ekonomi  maupun  kultural.° 
Inti  dari  proses  marjinalisasi  secara  besar- 
besaran  ini  adalah  bahwa  penguasaan 
atas  tanah  yang  sebelumnya  diakui  hak- 
haknya  oleh  hukum  adat  yang  ada  kini 
hilang  sejalan  dengan  adanya  undang- 


Tentang  proses  marjinalisasi  penduduk  ter- 
utama selama  periode  Orde  Baru,  antara  lain 
bisa  dibaca  pada  King  (1993:  Bab  10);  juga  dari 
Alqadrie  (1994). 
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undang  baru  yang  dibuat  oleh  pemerin- 
tah  Orde  Baru,  seperti  undang-undang 
agraria,  kehutanan,  pertambangan;  yang 
memberikan  legitimasi  bagi  negara  un- 
tuk menguasai  tanah-tanah  yang  semula 
dimiliki  oleh  kelompok-kelompok  adat 
(Djuweng  (1997:  22);  dikutip  dari  Davidson 
(2000:  8)). 

Pada  awal  tahun  1980  pemerintah  pu- 
sat  mulai  melakukan  pemindahan  pen- 
duduk  di  wilayah  pedalaman  yang  ting- 
gal  secara  terpencar-pencar  ke  dalam  pe- 
mukiman  yang  nnenetap  dan  menyatu. 
Menurut  penilaian  pemerintah,  sebanyak 
77  persen  dari  4.362  desa  di  Kalimantan 
Barat,  berpenghuni  kurang  dari  100  ru- 
mah  tangga.  Melalui  program  "Pena- 
taan  Kembali  Desa-Desa"  dilakukan  peng- 
gabungan  dari  desa-desa  yang  jarang 
penduduknya  itu  sehingga  menjadi  1.297 
desa  baru  yang  lebih  besar.  Motivasi 
di  balik  program  penggabungan  desa- 
desa  di  daerah  pedalamctn,  yang  ham- 
pir keseluruhannya  dihuni  oleh  orang  Da- 
yak,  di  samping  berasal  dari  keinginan 
pemerintah  untuk  mamudahkan  dilancar- 
kannya  program-program  "pembangunan" 
dan  "modernisasi",  yang  memang  men- 
jadi obsesi  dan  credo  dari  rezim  Orde 
Baru,  juga  didorong  oleh  pertimbangan 
yang  bersifat  "strategis-mi liter",  yaitu  un- 
tuk memudahkan  kontrol  dan  mobili- 
sasi  penduduk  untuk  kepentingan  poli- 
tik  Orde  Baru,  antara  lain  pada  saat  Pe- 
milu,  untuk  memenangkan  Golkar. 


Vidaklah  mengherankan  jika  pada  Pemilu 
1999  Golkar  memenangkan  hampir  seluruh  dae- 
rah pedesaan  di  Kalimantan  Barat,  sementara 
PDIP  yang  dianggap  partai  reformis  hanya  me- 
nang  di  Kodya  Pontianak.  Lihat  Davidson  (2000). 


Program  penataan  desa  di  Kalimantan 
Barat  secara  signifikan  telah  mengubah 
struktur  dan  pola  kepemimpinan  lokal  di 
Kalimantan  Barat  di  mana  pemuka  adat 
yang  semula  berkuasa  secara  drastis  di- 
ambil  kekuasaannya  oleh  negara  dan  di- 
pindahkan  ke  Kepala  Desa  atau  Kepala 
Dusun  yang  secara  administratif  meru- 
pakan  kepanjangan  tangan  dari  negara. 
Pemuka  Adat  sejak  saat  itu  hanya  me- 
miliki  kekuasaan  yang  bersifat  simbolis, 
terutama  untuk  menangani  masalah-ma- 
salah  yang  bersifat  etika  dan  moral,  se- 
perti pelanggaran  terhadap  adat-istiadat 
yang  berkaitan  dengan  perkawinan  dan 
persengketaan  antarwarga.  Dalam  kenya- 
taa.nnya,  persoalan-persoalan  semacam 
ini  lebih  banyak  ditangani  oleh  institusi 
negara,  seperti  polisi,  karena  secara 
praktis  hukum  adat  menjadi  sulit  untuk 
diterapkan  dalam  masyarakat  yang  te- 
lah mengalami  transformasi  sosial  yang 
cukup  besar  seperti  di  Kalimantan  Barat. 
Sejak  awal  tahun  1970-an,  Kalimantan  Ba- 
rat menjadi  daerah  tujuan  utama  pe- 
ngiriman  transmigrasi.  Sebelum  program 
transmigrasi  dilancarkan  oleh  pemerintah 
Orde  Baru,  pada  awal  tahun  1960-an  Ka- 
limantan Barat  telah  menjadi  daerah 
penempatan  pensiunan  tentara.  Para  be- 
kas  tentara  ini  umumnya  ditempatkan  di 
dekat  perbatasan  dengan  Sarawak,  de- 
ngan alasan  untuk  meningkatkan  perta- 
hanan  dan  keamanan;  sebagai  bagian  da- 
ri politik  konfrontasi  rezim  Soekarno  saat 
itu.  Secara  statistik  jumlah  transmigran  di 
Kalimantan  Barat  mengalami  peningkatan 
yang  sangat  pesat  dalam  masa  Orde 
Baru  (Tirtosudarmo,  2001). 

Menurut  hasil  sementara  Sensus  Pen- 
duduk 2000,  provinsi  Kalimantan  Tengah 
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dihuni  oleh  sekitar  1,8  juta  orang  -  me- 
ningkat  sekitar  200  ribu  orang  pada 
tahun  1995.  Mubyarto  and  Baswir  (1989) 
dalam  survei  ekonominya  tentang  Kali- 
mantan Tengah  menyebut  provinsi  ini 
sebagai  The  Dayak  Heartland  (Buminya 
orang  Dayak)  karena  mengestimasi  bahwa 
duapertiga  penduduknya  adalah  orang 
Dayak.  Singarlmbun  (1994)  berpendapat 
bahwa  istilah  "Dayak"  tidak  bisa  diseja- 
jarkan  dengan  penggunaan  istilah  "Minang- 
kabau",  "Bali"  atau  'Toraja"  yang  menun- 
juk  pada  sebuah  suku  bangsa  tertentu, 
karena  istilah  Dayak  lebih  merefleksikan 
kumpulan  dari  kelompok  etnis  yang  ber- 
beda-beda  yang  tinggal  di  Kalimantan. 
Mengutip  pendapat  Sellato  (1986),  se- 
orang  ahli  Dayak  dari  Perancis,  Singarimbun 
berpendapat  bahwa  90  persen  dari  pen- 
duduk  Melayu  di  Kalimantan  adalah  ketu- 
runan  Dayak.  Informasi  tentang  berapa 
jumlah  orang  Dayak  oleh  karena  itu  meru- 
pakan  sesuatu  yang  sulit  untuk  ditemukan. 

Tentang  berapa  sesungguhnya  jum- 
lah orang  Madura,  jika  indikator  "baha- 
sa  sehari-hari  yang  dipergunakan  di  ru- 
mah"  yang  dikumpulkan  oleh  Sensus 
Penduduk  1990  dipergunakan,  secara 
nasional,  bahasa  Madura  menempati  ke- 
dudukan  keempat  terbesar  (4,3  persen) 
sesudah  bahasa  jawa  (40  persen),  baha- 
sa Sunda  (25  persen)  dan  bahasa  Indone- 
sia (13  persen).  Bahasa  Batak,  bahasa 
Minangkabau  dan  bahasa  Bugis  masing- 
masing  dipergunakan  oleh  sekitar  2  per- 
sen, jauh  di  bawah  bahasa  Madura. 
Meskipun  mengestimasi  suku  bangsa  ber- 
dasarkan bahasa  tidak  mungkin  akurat, 
informasi  yang  ada  setidaknya  membe- 
rikan  sebuah  indikasi  kuat  tentang  pen- 
tingnya  posisi  demografis  orang  Madura 


dibandingkan  dengan  suku-suku  yang  lain 
di  nusantara.  Indikator  lain  yang  dapat 
dipakai  untuk  menjajagi  pentingnya  mo- 
bilitas  geografis  orang  Madura  adalah 
berdasarkan  data  provinsi  kejahiran  yang 
ada  dalam  sensus  penduduk,  yaitu  Jawa 
Timur.  Menurut  SUPAS  1995,  misalnya,  di 
Kalimantan  Tengah  terdapat  325.028  mi- 
gran,  212.737  (65,5  persen)  tinggal  di 
daerah  pedesaan  dan  112.291  (34,5  per- 
sen) di  perkotaan.  Mayoritas  migran  (63 
persen)  berasal  dari  jawa,  dan  terbanyak 
adalah  dari  jawa  Timur  (34,4  persen). 
Kalimantan  Tengah  menempati  urutan  ke- 
dua  (30  persen),  Sumatra  (5,7  persen),  Bali 
dan  Nusatenggara  (2,3  persen),  daji  Sula- 
wesi (1,1  persen)  (Tirtosudarmo,  1997). 

Meskipun  orang  Madura  telah  mela- 
kukan  perpindahan  ke  Kalimantan  sejak 
zaman  kolonial,  bahkan  mungkin  jauh 
sebelumnya,  perpindahannya  secara  be- 
sar-besaran  terjadi  pada  zaman  Orde 
Baru  sesudali  tahun  1970  -  yang  dido- 
rong  terutama  oleh  program  transmigrasi. 
Program  tran'smigrasi  merupakan  contoh 
yang  paling  baik  dari  kebijakan  pemba- 
ngunan  yang  sentralistis  di  mana  daerah 
dan  penduduk  lokal  diintervensi  secara 
langsung  tanpa  ada  kesempatan  untuk 
didengar  suaranya.  Program  transmigrasi 
oleh  karenanya  merupakan  ujung  tom- 
bak  dari  berbagai  kebijakan  pembangun- 
an  nasional  di  daerah.  Strategi  pemba- 
ngunan  Orde  Baru  memperlihatkan  de- 
ngan gamblang  besarnya  kepentingan 
elite  penguasa  dan  pemerintah  pusat  dan 
diabaikannya  kepentingan  daerah  dan 
penduduk  lokal. 

Kalimantan  Tengah,  melalui  pemba- 
ngunan  "Sawah  Sejuta  Hektar"  memberi- 
kan  contoh  terbaik  tentang  bagaimana 
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berbagai  kepentingan  politik  dan  bisnis 
dari  pusat  bermain  di  belakang  skan- 
dal  pembangunan  ini.  Progrann  transmi- 
grasi  memberikan  andilnya  sebagai  alat 
legitimasi  dari  skandal  ini,  karena  men- 
janjikan  dapat  menampung  200  ribu  ke- 
luarga  transmigran  dari  Jawa  untuk  di- 
tempatkan  sebagai  tenaga  kerja  di  pro- 
yek  raksasa  ini.  Proyek  raksasa  yang  ba- 
nyak  memperoleh  kritik  dari  berbagai 
pihak  karena  sangat  diragukan  sustain- 
ability-nya  -  naeskipun  sempat  dijalankan, 
terbukti  kemudian  berantakan  dengan 
meninggalkan  kerusakan  lingkungan  yang 
tidak  tergantikan  dan  terlantarnya  nasib 
ribuan  transmigran  maupun  penduduk  lo- 
kal  yang  menjadi  objeknya. 

Konfigurasi  penduduk  Kalimantan  Ba- 
rat  dan  Kalimantan  Tengah,  meskipun 
sebagian  merupakan  proses  demografis 
yang  bersifat  alamiah  atau  spontan,  na- 
mun  sukar  untuk  disangkal  bahwa  seba- 
gian terbesar  merupakan  sebuah  proses 
rekayasa  demografis  yang  dilakukan  oleh 
negara  sejak  zaman  kolonial  hingga  Or- 
de  Baru.  Hubungan  antara  komposisi 
penduduk  menurut  etnisitas  dan  terja- 
dinya  konflik  antaretnis  yang  bersifat  ter- 
buka,  seperti  terjadi  di  Kalimantan  Ba- 
rat  dan  Kalimantan  Tengah,  tidak  ber- 
langsung  dalam  suasana  vakum.  Kete- 
gangan  antaretnis  yang  berbeda  meru- 
pakan sebuah  proses  yang  ber.langsung 
secara  perlahan-lahan  namun  akumulatif 
di  mana  persepsi  tentang  perbedaan  an- 
tara satu  etnis  dengan  etnis  lainnya  men- 
jadi mengeras  dan  persoalan  jumlah  dan 
keseimbangan  komposisi  penduduk  ber- 
dasarkan  identitas  etnis  menjadi  krusial. 

Terutama  bagi  orang  Dayak  semakin 
besarnya  jumlah  orang  Melayu,  Madura, 


Jawa,  Bugis,  Banjar,  dan  Iain-Iain,  baik 
berdasarkan  pengamatan  sehari-hari  yang 
bersifat  subjektif,  maupun  dari  angka- 
angka  statistik  yang  dipublikasikan,  menim- 
bulkan  rasa  khawatir  dan  keterdesakan, 
yang  jelas  melahirkan  dorongan  untuk  me- 
lakukan  resistensi  dan  perlawanan.  Kom- 
posisi penduduk  berdasarkan  latar  bela- 
kang etnis  seringkali  merupakan  pendo- 
rong  lahirnya  the  politics  of  numbers,  se- 
bagaimana  terjadi  di  Malaysia  antara 
etnis  Melayu  dan  Cina  yang  jumlahnya 
hampir  berimbang.  Pada  tingkat  global, 
meningkatnya  jumlah  imigran  dari  negara- 
negara  "selatan"  yang  miskin  ke  negara- 
negara  "utara"  yang  kaya  telah  menjadi 
isu  politik  yang  sangat  hangat,  yang 
pada  intinya  bertolak  dari  persepsi  ter- 
hadap  ketakutan  perubahan  perimbang- 
an  jumlah  dan  komposisi  penduduk. 

Inilah  tampaknya  yang  saat  ini  ber- 
langsung  di  Indonesia,  yaitu  akumulasi 
konfrontasi  antara  migran  dan  nonmigran 
yang  di  beberapa  daerah  meletus  men- 
jadi konflik  etnis  yang  bersifat  terbuka, 
sejalan  dengan  euforia  desentralisasi  dan 
otonomi  daerah.  Fenomena  menguatnya 
solidaritas  etnis  dengan  demikian  men- 
dapatkan  saluran  baru  yang  di  masa  de- 
pan  akan  semakin  memperkuat  politik  et- 
nis. Dalam  kaitan  ini  sangat  menarik  me- 
ngutip  pendapat  Esman  (1994:  13-14) 
yang  mengat^l^an:  "Ethnicity  as  politics  is 
meaningful  only  in  a  relational  frame- 
work. As  a  collective  identity  it  is  shaped 
not  only  by  self-definition  but  also  by 
constraints  imposed  by  outsiders.  Thus 
the  internal  'we'  must  be  distinguished 
from  the  external  'they'.  Where  no  rel- 

^°Kajian  lentang  masalah  ini  bisa  dibaca  da- 
lam Teilclbaum  and  Winter  (2000). 
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evant  others  exist,  the  need  for  solidarity 
disappears  and  society  fragments  on  the 
basis  of  internal  differences.  The  need 
for  ethnic  solidarity  arises  only  when 
strange,  threatening,  competitive  outsiders 
must  be  confronted.  Only  then  are  dis- 
tinctions between  'us'  and  'them'  noted, 
explained,  and  evaluated  to  reinforce  in- 
ternal coherence  and  to  signal  and  ex- 
plain differences  with  outsiders  and  com- 
petitors. Only  then  does  the  needs  for  in- 
ternal solidarity  and  discipline  become 
evident". 


PENUTUP 

Umar  Kayam,  sebelum  meninggal  du- 
nia  pada  tanggal  16  Maret  2002  yang 
lalu,  mungkin  orang  yang  paling  menya- 
dari  bahwa  "semangat  ke-lndonesiaan"  - 
yang  disebutkannya  sebagai  "semangat 
yang  nnasih  menunggu  tubuhnya  untuk 
mengubah  sendiri  menjadi  suatu  moHpmi- 
tas  yang  kreatif",  saat  ini  sedang  menga- 
lami  ujiannya  yang  terberat.  Apa  yang 
kita  saksikan  dalann  lima  tahun  terakhir 
ini  seolah-olah  menegaskan  bahwa  "masa 
tunggu"  itu  menjadi  semakin  samar  dan 
jika  kita  tidak  berhasil  menjadikan  In- 
donesia kembali  sebagai  -  meminjam  is- 
tilah  Ben  Anderson  (1999)  -  "proyek 
bersama",  semangat  itu  mungkin  tidak 
akan  pernah  bertemu  dengan  "tubuh- 
nya". Mobilitas  geografis,  yang  tidak  lain 
adalah  mobilitas  penduduk  dari  ling- 
kungan-lingkungan  budaya  yang  berane- 
ka  ragam  -  dalam  konteks  stuktur  politik 
yang  represif  -  terbukti  bisa  mengeras- 
kan  "eksklusivitas"  dan  "intoleransi"  an- 
tara  pendatang  dan  penduduk  setempat 
dari  lingkungan  kebudayaan  yang  berbeda. 
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Gelombang  Kekerasan  di  Indonesia 
Sebagai  Masalah  Fenomenologis 

Andi  Widjajanto  dan  Laila  Hasnah 

Ada  tiga  pendekatan  yang  berkembang  di  kalangan  akademisi  untuk  meng- 
kaji  gelombang  kekerasan  yang  terjadi  di  Indonesia.  Pendekatan  pertama  ber- 
usaha  untuk  melakukan  kajian  induktif  dengan  cara  menjabarkan  konflik  yang 
terjadi  terutama  di  Aceh  dan  Papua.  Pendekatan  kedua  nrienggunakan  kacamata 
strukturalis  untuk  melihat  bagaimana  status  Indonesia  sebagai  negara  lemah  ber- 
pengaruh  pada  meningkatnya  kekerasan  horizontal  dan  vertikal  yang  terjadi  di 
Indonesia.  Pendekatan  ketiga  mengadopsi  perspektif  budaya  dan  berusaha  untuk 
mengidentifikasi  perkembangan  budaya  kekerasan  di  Indonesia.  Ketiga  pendekatan 
tersebut  menunjukkan  bahwa  gelombang  kekerasan  di  Indonesia  hanya  dapat 
diredakan  jika  beragam  mekanisme  resolusi  konflik  diimplementasikan  untuk: 
(1)  mencari  sebab-sebab  fundamental  konflik;  (2)  menguatkan  struktur  negara- 
bangsa;  dan  (3)  melakukan  dekonstruksi  budaya  kekerasan  yang  berkembang 
di  Indonesia. 


PENDAHULUAN 

TUMBANGNYA  rezim  Soeharto  di- 
ikuti  dengan  terjadinya  gelom- 
bang kekerasan  horizontal  dan 
vertikal.  Kasus-kasus  kekerasan  tersebut  an- 
tara  lain  adalah  pertikaian  bersenjata  an- 
tara  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  dan 
TNI-PoIri,  kerusuhan  Mei  1988,  kekerasan 
komunal  antara  suku  Dayak  dan  masya- 
rakat  etnis  Madura  di  Kalimantan  Barat- 
Tengah,  konflik  bersenjata  antara  kelom- 
pok  Kristen  dan  Islam  di  Poso  dan  Ma- 
luku, serta  bumi  hangus  di  Timor  Timur 
pasca  jajak  pendapat. 

Gelombang  kekerasan  tersebut  meng- 
undang  banyak  perhatian  dari  masyara- 
kat  internasional,  media  massa,  organisa- 
si  non-pemerintah,  dan  juga  akademisi. 
Tulisan  ini  berupaya  menggali  penjelas- 
an-penjelasan  yang  ditawarkan  untuk 


menganalisis  terjadinya  rangkaian  keke- 
rasan di  Indonesia  pasca  Orde  Baru. 
Penjelasan-penjelasan  tersebut  dapat  di- 
kelompokkan  ke  dalam  tiga  pendekat- 
an. Pendekatan  pertama  mengutamakan 
pola  induktif  dengan  menyajikan  studi- 
studi  kasus  tentang  konflik  yang  terjadi 
di  Indonesia.  Pendekatan  kedua  meng- 
adopsi pemikiran  kelompok  strukturalis 
dengan  mengaitkan  fenomena  konflik  di 
Indonesia  dengan  lemahnya  struktur  ne- 
gara-bangsa.  Pendekatan  ketiga  lebih  ber- 
sifat  psikologis  dan  menekankan  tentang 
pembentukan  budaya  kekerasan  di  In- 
donesia. 

POLA  INDUKTIF 

Cukup  banyak  akademisi  yang  ber- 
upaya untuk  menjelaskan  fenomena  ke- 
kerasan yang  terjadi  di  konteks  ruang 
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dan  waktu  yang  spesifik  ini  yang  dise- 
but  dengan  pola  induksi.  Pola  ini  digu- 
nakan  oleh  Schuize  (2002),  Bertrand 
(2002),  van  Klinken  (2002:  1-26)  dan  Adi- 
tjondro  (2001)  untuk  menganalisis  "perang 
saudara"  yang  terjadi  di  Maluku.  Kajian 
induktif  juga  dilakukan  oleh  Rohde  (2001) 
untijk  mendeskripsikan  konflik  agama  dan 
etnik  yang  terjadi  di  Poso.  Ravich  (2000) 
dan  Sukma  (2001)  menggunakan  pen- 
dekatan  yang  sama  untuk  menjabarkan 
konflik  yang  terjadi  di  Aceh.  Kontribusi 
yang  sama  juga  diberikan  oleh  Djuli 
and  Jereski  (2002)  yang  melakukan  kom- 
parasi  tentang  konflik  sumber  daya  yang 
terjadi  di  Aceh  dan  Papua. 

Hancurnya  kohesivitas  horizontal  an- 
tara  kelompok-kelompok  identitas  di  Indo- 
nesia merupakan  kulminasi  dari  gelom- 
bang  kekerasan  yang  melanda  Indone- 
sia sejak  tahun  1997  yang  dimulai  de- 
ngan kerusuhan  anti-etnis  Cina  menca- 
pai  puncaknya  pada  13-15  Mei  1998. 
Konflik  komunal  yang  terjadi  antara  Da- 
yak  dengan  Madura  tahun  1996-1997  ter- 
jadi di  Sanggau  Ledo,  Kalimantan  Ba- 
rat.  Tahun  1999  kejadian  yang  sama  ter- 
jadi di  Sambas.  Pada  bulan  Februari 
2000,  pembantaian  sistematis  terjadi  lagi 
di  Sampit,  Kalimantan  Tengah.  Konflik  "ke- 
kerasan antara  kaum  pendatang  dengan 
penduduk  lokal  juga  terjadi  di  Irian 
Jaya  dan  Sulawesi. 

Berkaitan  dengan  konflik  antara  kaum 
pendatang  dan  penduduk  lokal,  Djuli 
and  Jereski  (2002:  36-37),  serta  Robinson 
(1998)  melihat  konflik  ini  sebagai  aki- 
bat  kebijakan  pemerintah  Orde  Baru 
mengenai  transmigrasi.  Lebih  dari  4  juta 
orang  ditransmigrasikan  terutama  ke  Kali- 


mantan, Sumatra,  Maluku  dan  Papua. 
Kesenjangan  ekonomi  dan  kesempatan 
yang  tidak  sama  untuk  berpartisipasi  da- 
lam  sistem  politik  lokal  antara  kaum  pen- 
datang dan  penduduk  lokal  ditambah 
lagi  dengan  persepsi  penduduk  lokal 
akan  adanya  invasi  kultural  menimbulkan 
rasa  permusuhan  penduduk  lokal  terha- 
dap  pendatang. 

Kohesi  sosial  antara  kelompok  ma- 
syarakat  di  Indonesia  juga  melemah  ditan- 
dai  dengan  merebaknya  konflik  yang  me- 
libatkan  agama.  Konflik  antara  dua  ke- 
lompok yang  berbeda  agama  berlang- 
sung  tanpa  henti  di  Maluku  antara  Mus- 
lim dengan  Kristen  sejak  tahun  1999. 
Konflik  antaragama  ini  juga  meluas  ke 
Poso,  Sulawesi  Tengah.  Konflik  bernuan- 
sa  agama  ini  menjadi  masalah  keamanan 
besar  terutama  karena  konflik  tersebut 
melibatkan  pasukan-pasukan  milisi  yang 
mengusung  radikalisme  agama  (Schuize, 
2002). 

Tipe  konflik  lain  yang  juga  memper- 
parah  situasi  krisis  di  Indonesia  adalah 
konflik  vertikal  antara  pemerintah  dengan 
gerakan  separatis  bersenjata.  Gerakan  se- 
paratis  ini  terutama  terjadi  di  dua  pro- 
vinsi,  yaitu  Timor  Timur  (Timtim)  dan  Aceh 
(Suryadinata,  1999). 

Integrasi  Timtim  ke  dalam  wilayah  In- 
donesia pada  tahun  1976  tidak  pernah 
mendapatkan  pengakuan  PBB.  Akhirnya 
pemerintah  Habibie  mengijinkan  proses 
jajak  pendapat  di  Timtim  bulan  Agustus 
1999  dengan  asistensi  PBB  yang  meng- 
hasilkan  pilihan  rakyat  Timtim  untuk  le- 
pas  dan  merdeka  dari  Indonesia. 

Kasus  Aceh  merupakan  akumulasi  ra- 
sa ketidakadllan,  ketidakpercayaan  dan 
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kemarahan  rakyat  Aceh  teihadap  kebi- 
jakan  dan  perlakuan  pemerintah  pusat 
terhadap  Aceh.  Metode  kekerasan  ber- 
senjata  yang  diberlakukan  di  Aceh  un- 
tuk  menumpas  Gerakan  Aceh  Merdeka 
(GAM)  dalam  bentuk  strategi  shock  ther- 
apy seperti  penangkapan  paksa,  penyik- 
sa?n,  pemerkosaan  dan  pembuangan 
mayat  di  jalan  menyebabkan  timbulnya 
perpecahan  di  kalangan  rakyat  Aceh  sen- 
diri  dan  makin  menyulut  kebencian  rak- 
yat Aceh  terhadap  militer,  khususnya  se- 
telah  Daerah  Operasi  Militer  (DOM) 
diberlakukan.  Penggunaan  kekuatan  mi- 
liter  di  Aceh  ini  menghasilkan  pelanggar- 
an  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  men- 
dapat  kritikan  tajam  dari  komunitas  in- 
ternasional. 

PENDEKATAN  STRUKTURALIS 

Gelombang  kekerasan  di  atas  terjadi 
antara  Iain  karena  lemahnya  struktur  ne- 
gara  {v/eak  state).  Dalam  suatu  negara  le- 
mah,  kebijakan  politik  yang  diambil  ter- 
kondisikan  oleh  ketidakstabilan  politik,  kri- 
sis  legitimasi,  lemahnya  identitas  nasio- 
nal,  tidak  berfungsinya  institusi  sosial  po- 
litik, kemiskinan  ekonomi  dan  sangat  ren- 
tan  terhadap  tekanan-tekanan  eksternal 
Oackson,  2001:  65-82).  Hal  ini  membuat 
elite  politik  terus-menerus  berada  dalam 
process  of  crisis  management  atau  yang  le- 
bih  dikenai  dengan  the  politics  of  survival 
(Migdal,  1988). 

Akomodasi  politik  harus  dilakukan  elite 
politik  untuk  mengelola  tekanan  internal 
dan  eksternal.  Secara  internal,  elite  poli- 
tik menggunakan  isu  identitas  politik  se- 
perti etnis  untuk  melanggengkan  kekua- 
saan  mereka.  Identitas  etnis  juga  diper- 


gunakan  sebagai  sumber  legitimasi  po- 
litik jika  ternyata  sosialisme  atau  nasio- 
nalisme  tidak  bisa  digunakan  oleh  elite 
politik  untuk  memperoleh  legitimasi  dari 
rakyatnya.  Hal  ini  menyebabkan  timbulnya 
persaingan  perebutan  kekuasaan  men- 
jadi  zero-sum  competition  antarkelompok 
etnis  untuk  memperoleh  dominasi  dan  ke- 
kuasaan, sehingga  bisa  dikatakan  bahwa 
strategi  elite  politik  yang  diambil  berda- 
sarkan  pertimbangan  rasional  merupakan 
salah  satu  penyebab  konflik  internal 
(Crocker,  1999:  613-620). 

Elite  politik  juga  menggunakan  aio- 
kasi  sumber  daya  dan  penguasaan  ter- 
hadap kekayaan  negara  sebagai  alat  kon- 
trol  untuk  mempertahankan  kekuasaan. 
Oleh  karena  itu,  kelompok  yang  menen- 
tang  pemerintah  otomatis  tidak  akan 
memperoleh  akses  terhadap  kekayaan  ne- 
gara sehingga  makin  menyuburkan  .sis- 
tem  patron-client  dalam  weak  state.  Pola 
patrimonialisme  ini  dipraktekkan  oleh  Soe- 
harto  dalam  bentuk  neofeudal  praetorian 
patrimonialism  (Friend,  1998:  398).  Kroni 
dan  keluarga  Soeharto  memperoleh  ke- 
mudahan-kemudahan  dalam  bisnis  eko- 
nomi dan  akses  terhadap  sumber  daya 
kekayaan  negara.  Feodalisme  pada  ma- 
sa  pemerintahan  kolonial  Belanda  dan 
Jepang  dipraktekkan  kembali  dalam  ben- 
tuk mekanisme  intimidasi,  tindakan  repre- 
sif  dan  penggunaan  intelijen  terhadap 
oposan  pemerintah  untuk  melanggengkan 
kekuasaan. 

Pola  patrimonialisme  tersebut  memer- 
cik  gesekan  antara  pusat  dan  daerah  yang 
memunculkan  konflik-konflik  vertikal  di 
Timor  Timur,  Aceh,  dan  Papua.  Konflik- 
konflik  vertikal  tersebut  terjadi  antara  lain 
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ketika  tuntutan  self-determination  dan  self- 
governing  dari  beberapa  komunitas  lokal 
bersentuhan  dengan  masalah  legalitas  ke-. 
daulatan  tentorial  Indonesia.  Hal  ini  me- 
nyebabkan  strategi  keamanan  Indonesia 
berorientasi  militeristis  yang  cenderung 
memotret  gejolak  self-determination  dan 
self-governing  sebagai  suatu  gejala  yang 
terkait  erat  dengan  keberadaan  suatu  ge- 
rakan separatist. 

Orientasi  tersebut  menimbulkan  dua 
masalah.  Pertama,  kasus-kasus  separatist 
war  menunjukkan  bahwa  separatist  war 
selalu  disertai  dengan  tindakan-tindakan 
teror  sistematis  yang  memang  ditujukan 
untuk  mempengaruhi  kondisi  psikologis 
masyarakat  lokal.^  Strategi  ini  pada  akhir- 
nya  bermuara  pada  tindakan-tindakan  pe- 
langgaran  HAM. 

Menurut  Haseman  (1999:  136),  kasus- 
kasus  pelanggaran  HAM  yang  banyak  di- 
lakukan  oleh  personil-personil  militer  TNI 
(ABRI)  merupakan  sumber  utama  keti- 
dakpercayaan  rakyat  Indonesia  terhadap 
TNI.  Haseman  (1999:  130)  berargumen- 
tasi  bahwa  pilihan  penggunaan  tindak 
kekerasan  yang  dilakukan  oleh  TNI  ada- 
lah  karena  kurangnya  pelatihan  dan  per- 
alatan  untuk  mengontrol  situasi  krisis  yang 
bersifat  non-koersif.  Pemerintah  seharus- 
nya  menyadari  bahwa  dalam  kasus  sep- 
aratist war,  penyelesaian  melalui  nego- 
siasi  dan  kompromi  diplomatik  merupa- 
kan cara  yang  kemungkinan  berhasilnya 
lebih  besar.  Teror  memiliki  peluang  kecil 
untuk  dapat  memenangkan  perang  kare- 
na justru  akan  menimbulkan  resistensi  da- 

Vdanya  teror  sistematis  dalam  kasus  separ- 
atist war  dapat  dilihat  pada  Heraclides  (1997: 
679-707). 


ri  anggota  masyarakat  yang  tertindas  (Ha- 
seman, 1999:  684-685). 

Masalah  kedua  yang  timbul  dari  orien- 
tasi militeristis  ini  adalah  solusi  militer 
bagi  gerakan  separatist  di  Indonesia  ter- 
paksa  dilakukan  pada  saat  terjadi  ketidak- 
jelasan  proses  restrukturisasi  militer.  Ke- 
tidakjelasan  utama  restrukturisasi  militer 
dimulai  dari  proses  pemisahan  konsep 
pertahanan  dan  keamanan.  Walaupun 
kebijakan  untuk  memisahkan  dua  konsep 
ini  adalah  kebijakan  yang  tepat  namun 
muncul  masalah  karena  berkembangnya 
intepretasi  dominan  yang  menyatakan 
bahwa  Poiri  tidak  lagi  menjadi  bagian 
dari  TNI  (aktor  pertahanan)  dan  harus 
berubah  menjadi  aktor  keamanan  yang 
mandiri.  PoIri  juga  diberi  wewenang  pe- 
nuh  untuk  mengendalikan  kondisi  ke- 
amanan dalam  negeri  sementara  TNI  ha- 
nya  berkonsentrasi  pada  penanggulang- 
an  ancaman  eksternal. 

Kesulitan  militer  Indonesia  untuk  me- 
ngembangkan  kapabilitas  militernya  juga 
muncul  karena  reformasi  dalam  tubuh  mi- 
liter Indonesia  sarat  dengan  muatan  po- 
litis.  Kingsbury  (2000),  misalnya,  melihat 
adanya  usaha  kekuatan-kekuatan  politik 
utama  Indonesia  untuk  mendapat  dukung- 
an  penuh  dari  militer.  Kingsbury  (2000) 
juga  melihat  faksionalisme  TNI  yang  me- 
refleksikan  dinamika  politik  yang  tidak 
stabil,  patrimonial-prebendalism,  dan  juga 
perbedaan  ideologi  di  tubuh  TNI.  Wa- 
laupun faksionalisme  TNI  bisa  dimanfaat- 
kan  oleh  kaum  sipil  untuk  melakukan 
proses  demokratisasi  tanpa  dominasi  mili- 
ter, faksionalisme  ini  memperlamban  pro- 
ses pengembangan  kapabilitas  proyeksi 
kekuatan  militer  yang  dibutuhkan  untuk 
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menangkal  dinamika  keamanan  domestik 
pasca  Orba. 

Reformasi  militer  di  Indonesia  seharus- 
nya  dijalankan  untuk  memberikan  keya- 
kinan  kepada  rakyat  bahwa  hak  akumu- 
lasi  kekuatan  bersenjata  yang  diberikan 
kepada  TNI  tidak  lagi  digunakan  untuk 
menindas  rakyat.  Secara  teoretis,  jawaban 
ini  diberikan  oleh  kaum  liberalis  dengan 
cara  mengembangkan  konsep  demokratis 
supremasi  sipil.  Konsep  ini  dikembangkan 
untuk  memberikan  jaminan  bahwa  aktor 
militer  akan  selalu  mematuhi  representasi 
politik  rakyat  sebagai  pemberi  hak  aku- 
mulasi  kekuatan  bersenjata. 

Gagasan  supremasi  sipil  ini  merupa- 
kan  suatu  ide  yang  sulit  diterapkan  di  In- 
donesia terutama  karena  kuatnya  pene- 
trasi  militer  dalam  bidang  sosial-politik  se- 
lama  masa  Orba  (Lee,  2000:  692-706). 
Proses  militerisasi  berlangsung  selama  ma- 
sa Orde  Baru,  misalnya,  ditandai  dengan 
pelibatan  anggota  ABRI  di  lingkungan  bi- 
rokrasi  sipil  dengan  persentase  jumlah 
personil  ABRI  di  jabatan  tinggi  birokrasi 
sipil  adalah  sebagai  berikut:  29  persen 
di  tahun  1966,  71  persen  di  tahun  1971, 
dan  89  persen  di  tahun  1980.^  Hadar 
(2000)  bahkan  menangkap  terjadinya 
proses  militerisasi  sipil  di  Indonesia  yang 
mirip  dengan  situasi  masyarakat  Jerman 
di  bawah  ideologi  fasisme  di  masa  Nazi- 
Hitier.  Hal  ini  mendorong  Eko  (2000)  un- 
tuk menawarkan  suatu  agenda  aksi  untuk 
memulai  proses  demiliterisasi  di  Indonesia. 

Reformasi  militer  juga  harus  dapat  me- 
nemukan  cara  untuk  mengurangi  aksi-aksi 


Proses  militerisasi  Orde  Baru  ini  dapat  di- 
lihat  dalam  Kristiadi  (1996:  93-117). 


brutal  aktor  militer  (TNI)  saat  mereka  ha- 
rus berperan  sebagai  alat  leviathan.  Keke- 
rasan  militer  ini  seolah-olah  dibiarkan  dan 
bahkan  diijinkan  terjadi  karena  adanya 
pemikiran  tentang  perlunya  pembentukan 
suatu  negara  yang  kuat  yang  harus  me- 
monopoli  sarana  kekerasan  bersenjata 
yang  terorganisir  dan  harus  selalu  siap 
untuk  menghadapi  semua  kemungkinan 
bentuk  ancaman  (war  readiness).  Haryan- 
to  (1999),  misalnya,  mengungkapkan  rang- 
kaian  pelanggaran  HAM  negara  yang  di- 
legitimasi  dengan  delik-delik  keamanan 
nasional.  Temuan  senada  juga  dibeber- 
kan  oleh  Swantoro  (2000:  198-213)  yang 
mengidentifikasi  adanya  23  pelanggaran 
HAM  di  Indonesia  yang  terkait  dengan 
masalah  keamanan  nasional.  Kadi  (2000) 
mempertajam  masalah  ini  dengan  meng- 
ungkapkan sejarah  suram  TNI-AD  yang 
terjadi  terutama  karena  TNI-AD  terpu- 
ruk  menjadi  alat  penguasa  rezim  politik. 

Kajian  tentang  kaitan  antara  gelom- 
bang  kekerasan  dan  struktur  negara  bang- 
sa  dan  gelombang  kekerasan  di  Indone- 
sia pada  akhirnya  membawa  kesimpulan 
tentang  kemungkinan  bagi  Indonesia  un- 
tuk mengalami  kondisi  yang  jauh  lebih 
buruk  dan  menjelma  menjadi  failed  state 
seperti  yang  dialami  oleh  Afghanistan, 
Angola,  Congo,  Liberia,  Sierra  Leone,  dan 
Sudan  atau  bahkan  menjelma  menjadi 
collapsed  state  seperti  Somalia.  Kemung- 
kinan ini  dipertanyakan  antara  lain  oleh 
Emmerson  (2000:  95),  Dibb  and  Prince 
(2002:  625-626),  Rotberg  (2002:  85-96), 
dan  Wanandi  (2002:  135-147). 


Penjabaran  tentang  orientasi  war-readiness 
dalam  strategi  .pertahanan  negara,  lihat  Widja- 
janto  (2000). 
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Namun,  Indonesia  tidak  akan  men- 
jelma  menjadi  failed  state  karena  bebe- 
rapa  alasan:  (1)  selain  Timor  Timur,  Aceh 
dan  Papua,  tidak  ada  aksi  separatisme 
yang  berupaya  untuk  melepaskan  diri 
dari  Republik  Indonesia;  (2)  adanya  du- 
kungan  luas  dari  komunitas  internasional 
bagi  integritas  teritorial  Indonesia;  (3)  aksi- 
aksi  komunal  cenderung  bersifat  spora- 
dis  dan  ditandai  dengan  adanya  provo- 
kasi  pihak  ketiga  untuk  memicu  konflik; 
(4)  meningkatnya  resistensi  dan  rasa  an- 
tipati  masyarakat  Indonesia  terhadap  aksi- 
aksi  kekerasan;  dan  (5)  munculnya  berba- 
gai  organisasi  non-pemerintah  yang  ber- 
upaya untuk  menciptakan  civil  society  di 
Indonesia. 

Untuk  mencegah  jatuhnya  Indonesia 
dalam  kategori  fa/7ed  state,  ada  bebe- 
rapa  alternatif  solusi  yang  dapat  diimple- 
mentasikan  untuk  memperkuat  struktur 
negara-bangsa  Indonesia.  Solusi-solusi  ter- 
sebut  adalah:  (1)  proses  demokratisasi  me- 
lalui  partisipasi  rakyat  dalam  pemerintah- 
an;  (2)  revitalisasi  institusi  politik  yang  de- 
mokratis;  (3)  alokasi  sumber  daya  material 
dan  finansial  yang  adil  antara  pemerintah 
pusat  dengan  daerah;  serta  (4)  menga- 
tasi  deprivation  of  human  needs  terma- 
suk  kebutuhan  akan  materi  dan  identitas 
etnis  ataupun  agama. 

PENDEKATAN  PSIKOLOGIS 

Nordholt  (2002:  33-60)  menyatakan 
bahwa  gelombang  kekerasaan  yang  ter- 
jadi  di  Indonesia  merupakan  indikasi  ada- 
nya suatu  genealogy  of  violence  di  Indone- 
sia. Genealogy  of  violence  ini  terbentuk  di- 
tandai dengan  kesinambungan  rezim  teror 
yang  melegitimasi  penggunaan  kekerasan 


oleh  negara  (state-sponsored  violence).  Ke- 
sinambungan rezim  teror  ini  bisa  dila- 
cak  mulai  dari  kasus  keris  Empu  Gandring 
(masa  Kerajaan  Singasari),  kolonialisme 
Belanda,  kerja  paksa  Jepang,  hingga  do- 
minasi  militer  di  masa  Orde  Baru. 

Pendapat  Nordholt  ini  didukung  oleh 
beberapa  akademisi.  Frederick  (2002:  141- 
170),  misalnya,  melihat  bahwa  pengguna- 
an kekerasan  untuk  menyelesaikan  masa- 
lah-masalah  politik  terlembaga  dan  secara 
sengaja  dieksploitasi  oleh  pemimpin  poli- 
tik dan  militer  sepanjang  period©  Re- 
volusi  Kemerdekaan  (1945-1949).  Peng- 
gunaan kekerasan  di  masa  Revolusi  terse- 
but  dibungkus  dengan  kemasan  sejarah 
patriotisme  dan  heroisme  dan  seringkali 
gagal  menyajikan  danripak-dampak  negatif 
yang  muncul.  Dampak-dampak  negatif  ini 
diulas  oleh  Cribb  (1991).  Pada  dasarnya, 
Cribb  (1991)  melihat  bahwa  keberhasiian 
penggunaan  kekerasan  di  tahun-tahun  awal 
kemerdekaan  memberikan  legitimasi  bagi 
beberapa  kelompok  milisi  untuk  terus-me- 
nerus  menggunakan  pola-pola  represif  un- 
tuk memperluas  pengaruhnya  ke  sisiem 
politik  dan  ekonomi. 

Di  masa  Orde  Baru,  pengalaman  pe- 
rang  yang  dialami  Indonesia  ini  kemudian 
digunakan  dengan  baik  oleh  ABRI  untuk 
memperkuat  posisi  dan  peran  angkatan 
bersenjata.  Wacana  tentang  legalitas  peng- 
gunaan kekerasan  sistematis  untuk  me- 
wujudkan  tertib  sosial  digulirkan  dan  men- 
jadi bagian  dari  butir-butir  nilai  hakiki 
ABRI.  Wacana  tersebut  pada  dasarnya 
digulirkan  dengan  mengambil  contoh  ke- 
berhasiian ABRI  dalam  penegakan  kedau- 
latan  negara  dan  penumpasan  usaha  ge- 
rakan-gerakan  s'eparatis.  Wacana  tersebut 
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juga  menegaskan  bahwa  keberhasilan 
penggunaan  kekerasan  sistematis  tersebut 
didukung  oleh  partisipasi  aktif  seluruh  rak- 
yat. Partisipasi  aktif  rakyat  kemudian  ter- 
lembaga  daiam  sistem  pertahanan  ke- 
amanan  rakyat  semesta  (sishankamrata). 
Proses  institusionalisasi  ini  mendapat  ben- 
tuk  baku  daiam  pergelaran  struktur  ko- 
mando  teritorial  (koter)  Angkatan  Darat 
(KODAM-BABINSA). 

Proses  institusionalisasi  ini  dilakukan 
melalui  perintah  operasional  No.  1  bulan 
November  1948  yang  membentuk  Tujuh 
Tentara  dan  Teritorial  (7  T  dan  T).  Konsep 
7  T  dan  T  ini  kemudian  dirombak  men- 
jadi  bentuk  16  Komando  Daerah  Militer 
(Kodam)  yang  dilengkapi  dengan  pemben- 
tukan  Perwira  Distrik  Militer  dan  Bintara 
Order  Distrik  Militer  (SK  No.  KPTS/7318/ 
1960).  Perintah  ini  kemudian  diikuti  de- 
ngan dikeluarkannya  SK  No.  D/MP/355/52 
oleh  Markas  Besar  Angkatan  Darat  (15 
September  1961)  yang  menyatakan  bahwa 
konsep  teritorial  dimaksudkan  untuk  me- 
lakukan perang  gerilya  di  waktu  perang, 
tanpa  menggantqngkan  diri  kepada  pe- 
rintah dan  perbekalan  dari  Markas  Besar. 

Proses  institusionalisasi  strategi  perang 
gerilya  yang  sebenarnya  bersifat  tentatif 
ini  menempatkan  komando  teritorial  seba- 
gai  strategi  pertahanan  matra  darat  yang 
dikembangkan  untuk  mengantisipasi  perma- 
salahan  teritorial.  Strategi  pertahanan  ma- 
tra darat  ini  terdiri  dari  perpaduan  dina- 
mika  unsur  geografi,  demografi,  dan  kon- 
disi  sosial-politik.  Implementasi  dari  tiga 
konsep  pembinaan  tersebut  mengharus- 
kan  TNI-AD  untuk:  (1)  membentuk  struk- 
tur permanen  yang  memiliki  otonomi  dan 
ruang^  gerak  yang  luas;  (2)  menempatkan 
struktur  tersebut  pararel  dengan  struktur 


pemerintahan  sipil;  (3)  mengembangkan 
beragam  operasi  teritorial  untuk  meng- 
antisipasi tidak  hanya  ancaman  yang  ber- 
dimensi  militer  dan  eksternal  namun  ju- 
ga ancaman-ancaman  dari  dimensi  non- 
militer  dan  internal. 

Ditinjau  dari  sudut  pandang  hubungan 
sipil-militer  yang  demokratis,  struktur  dan 
operasi  teritorial  yang  dikembangkan  ter- 
sebut tidak  memungkinkan  otoritas  sipil 
melakukan  kontrol  terhadap  institusi  mili- 
ter. Bahkan,  institusi  militer  justru  memiliki 
kemampuan  penetrasi  yang  daiam  terha- 
dap beragam  kewenangan  yang  dimiliki 
oleh  otoritas  sipil  (Widjajanto,  2002). 

Mielzner  (2002:  71-84)  juga  mengung- 
kapkan  temuan  yang  sama  dengan  me- 
nyatakan bahwa  kepentingan  utama  TNI 
saat  ini  bukanlah  pada  pengembarigan 
militer  yang  profesional  tetapi  masih  pa- 
da  penguatan  TNI  sebagai  institusi  poli- 
tik.  Hal  ini  menyebabkan  TNI  cenderung 
untuk:  (1)  mempertahankan  "otonomi"- 
terutama  di  bidang  finansial,  yang  dimi- 
liki; dan  (2)  menjalin  hubungan  dengan 
kelompok-kelompok  poiitik  dan  para  mi- 
liter sipil  yang  dapat  digunakan  untuk 
meningkatkan  posisi  tawar-menawar  poiitik. 

Alur  berpikir  di  atas  pada  dasarnya 
menunjukkan  bahwa  budaya  kekerasan  ter- 
jadi  di  Indonesia  karena  adanya  penyim- 
pangan-penyimpangan  di  lapangan  yang 
dilakukan  oleh  aparat-aparat  mi(iter.  Ke- 
kerasan militer  merupakan  deviasi  fungsi 
institusi  yang  merupakan  konsekuensi  lo- 
gis  dari  pengembangan  fungsi  dan  struk- 
tur Komando  Teritorial. 


Ide  deviasi  fungsi  ini  didapat  dari  diskusi 
panjang  dengan  beberapa  rekan  seperti  Anas 
Saidi,  Arybowo,  Bambang  Widjojanto,  Cornells 
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Akademisi  lain  yang  mendukung  pen- 
dapat  Nordholt  adalah  Colombijn  (2002). 
Colombijn  (2002:  49-56)  menyatakan  bah- 
wa  budaya  kekerasan  di  Indonesia  me- 
miliki  akar  sejarah  yang  panjang  dan  ini 
membuat  penggunaan  kekerasan  sering- 
kali  menjadi  metode  yang  sah  (legitimate) 
untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  ter- 
tentu.  Contoh-contoh  kasus  yang  disa- 
jikan  oleh  Colombijn  (2002)  adalah  pe- 
numpasan  gerakan  komunis  (1965-1966), 
pembentukan  Kopkamtib,  kasus  penem- 
bak  misterius  (petrus)  (1982-1985),  dan 
pendirian  berbagai  paramlliter  sipil  yang 
sebagian  tersamar  dalam  berbagai  or- 
ganlsasi  pemuda. 

Khusus  mengenai  organisasi  pemuda, 
Ryter  (1998:  45-73)  menjelaskan  bagai- 
mana  organisasi-organisasi  pemuda  ter- 
libat  dalam  aksi-aksi  kekerasan  di  Indo- 
nesia. Ryter  (1998)  mengungkapkan  bah- 
wa  organisasi-organisasi  pemuda  ini  di- 
manfaatkan  oleh  elite  politik  untuk  me- 
lakukan  kegiatan-kegiatan  premanisme 
dengan  menggunakan  ancaman  dan  ke- 
kerasan sebagai  metode  utamanya  untuk 
mendapatkan  keuntungan-keuntungan 
politik. 


PENUTUP 

Tiga  pendekatan  di  atas  pada  da- 
sarnya  menempatkan  gelombang  ke- 
kerasan yang  terjadi  di  Indonesia  sebagai 
masalah  fenomenologis.  Hal  ini  berarti 


Lay,  Daniel  Dhakidae,  Edy  Prasetyono,  Hikmahan- 
to  Juwana,  Ikrar  Nusa  Bhakti,  Kusnanto  Anggoro, 
Marcus  Mietzner,  M.  Riefqi  Moena,  Munir,  dan 
Rizal  Sukma,  yang  tergabung  dalam  beberapa  ke- 
lompok  kerja  keamanan  nasional. 


determinan-determinan  dasar  dari  suatu 
konflik  dapat  ditangani  jika  masalah  in- 
terpretasi  subjektif  antarkelompok  yang 
terbentuk  o^eh  dinamika  sejarah  ditangani 
secara  arif.^  Penempatan  kekerasan  se- 
bagai masalah  fenomenologis  mengarah 
pada  solusi  kaum  konstruktivis  yang  me- 
lihat  kekerasan  sebagai  suatu  konstruksi 
sosial.  Jika  kekerasan  dipandang  sebagai 
suatu  produk  sosial  yang  ditemukan  (in- 
vented) manusia  dalam  suatu  konteks  di- 
namika sejarah,  maka  dapatkah  keke- 
rasan dilenyapkan  (disinvented)  dalam 
periode  sejarah  yang  lain? 

Jawaban  dari  pertanyaan  tersebut 
dapat  diberikan  atas  dasar  kerangka 
yang  ditawarkan  oleh  Mueller  (1989)  di 
mana  ditegaskan  bahwa  pengalaman  ke- 
kerasan traumatis  yang  dialami  suatu 
bangsa  dapat  menghasilkan  suatu  kesa- 
daran  kolektif  tentang  perlunya  menem- 
patkan kekerasan  bersenjata  sebagai  sua- 
tu kegiatan  "terlarang".  Pendapat  terse- 
but merefleksikan  penolakan  kaum  pa- 
cifist terhadap  penggunaan  instrumen  ke- 
kerasan sebagai  alternatif  solusi  masalah- 
masalah  sosial. 

Kerangka  pacifism  tersebut  saat  ini 
berdampingan  dengan  upaya  untuk  se- 
cara sosial  menciptakan  institusi  perda- 
maian  dengan  cara  mewajibkan  negara 
untuk  menggali  alternatif-alternatif  pe- 
nyelesaian  konflik  dengan  cara  damai. 
Aplikasi  praktis  dari  ide  kaum  pacifist  ini 
terlihat  dari  maraknya  upaya  penerap- 
an  resolusi  konflik  oleh  aktor-aktor  non- 
negara  (ORNOP)  yang  melibatkan  bera- 


Penjelasan  lebih  lanjut  tentang  konsep  fe- 
nonenologis  lihat  Kelman  (1997);  dan  Lederach 
(1997). 
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gam  alternatif  resolusi  konflik  mulai  dari 
humanitarian  assistance,  rekonstruksi  eko- 
nomi,  penerapan  good  governance,  de- 
mokratisasi,  hingga  rekonsiliasi. 
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Pertanggungjawaban  Kejahatan 
Hak  Asasi  Manusia  Ditinjau 
dari  Kerangka  Hukum 
Hak  Asasi  Manusia  Internasional: 
Studi  Kasus  Kekerasan  Negara 

daiam  Konflik  Aceh 

Irene  I.  Hadiprayitno 

Tulisan  ini  membahas  tentang  bagaimana  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  inter- 
nasional dapat  diterapkan  daiam  kasus  konflik  di  Aceh.  Data  menunjukkan  bah- 
wa  banyak  terjadi  kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat  di  Aceh,  baik  yang 
dilakukan  oleh  Cerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  maupun  oleh  pihak  pemerintah  In- 
donesia melalui  beberapa  operasi  militer  yang  dilakukan  pihak  TNI/Polri.  Perma- 
salahannya  menjadi  semakin  rumit  dengan  adanya  paraktek-praktek  impunity 
(pemaafan)  atas  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  dilakukan  oleh  pemerintah 
Indonesia.  Untuk  itu  daiam  tulisan  ini  juga  akan  dilihat  bagaimana  pertanggung- 
jawaban individu  para  pelanggar  hak  asasi  manusia  di  Aceh  dimungkinkan  daiam 
kerangka  hukum  internasional.  Analisis  akan  dilakukan  dengan  menaruh  per- 
hatian pada  Konvensi  Geneva,  yaitu  Konvensi  Anti-Penyiksaan  yang  sudah  dira- 
tifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia,  dan  UU  HAM  No.  39/1999  dan  No.  26/2000. 


PENDAHULUAN 

PERMASALAHAN  hak  asasi  manusia 
semakin  mendapat  perhatian  se- 
sudah  Perang  Dingin  berakhir  ta- 
hun  1991.  Secara  definitif,  hak  asasi  ma- 
nusia (selanjutnya  disebut  HAM)  meru- 
pakan  sebuah  hak  setiap  individu  yang 
mutlak,  tidak  dapat  dicabut,  dan  dilin- 
dungi  oleh  hukum  yang  berlaku,  baik  hu- 
kum nasional  maupun  hukum  internasio- 
nal. Internasionalisasi  persoalan  HAM  ini 
telah  menjadi  bagian  daiam  pemerintah- 


an  setiap  negara  di  mana  perhatian  da- 
lam  hal  persamaan  nilai,  kemerdekaan 
dan  kesejahteraan  individu  menjadi  suatu 
hal  yang  lazim  daiam  konstitusi  nasional 
ataupun  kebijakan  domestik  (Forsythe, 
2000:  5). 

Persoalan  HAM  suatu  negara,  seba- 
gai  konsekuensi  dari  internasionalisasi 
HAM,  secara  otomatis  juga  menjadi  per- 
hatian dunia  internasional.  Dengan  ber- 
kembangnya  isu  HAM  di  dunia  interna- 
sional, maka  persoalan  HAM  domestik 
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bukan  semata  sebagai  persoalan  domes- 
fk  negara  yang  bersangkutan.  Hukum  in- 
ternasional  dewasa  ini  telah  memungkin- 
kan  penerapan  jurisdiksi  universal  dalam 
kasus-kasus  HAM,  di  mana  pertanggung- 
jawaban  kejahatan  HAM  yang  dilakukan 
oleh  negara  atau  kelompok  di  dalam  atau 
di  luar  negara,  bukan  hanya  dapat  dila- 
kukan di  dalam  negara  akan  tetapi  juga 
di  luar  negara  yang  bersangkutan.  Selain 
itu,  perkembangan  hukum  internasional 
juga  telah  memungkinkan  peradilan  yang 
diperuntukkan  bukan  hanya  untuk  meng- 
adili  negara,  melainkan  juga  individu. 

Tulisan  ini  menggambarkan  bagaimana 
kerangka  hukum  internasional  bekerja  da- 
lam peradilan  kasus  HAM  yang  terjadi  di 
wilayah  domestik  suatu  negara,  yang  ter- 
utama  difokuskan  pada  kejahatan  HAM 
yang  dilakukan  oleh  negara.  Aceh  di- 
anggap  ideal  untuk  dijadikan  studi  ka- 
sus karena  tiga  hal:  Pertama,  persoalan 
Aceh  menjadi  telaah  yang  mendalam  ba- 
gi  banyak  peneliti,  LSM  maupun  peme- 
rintah  Indonesia  sendiri  yang  pada  ta- 
hun 1999  pernah  membentuk  sebuah 
Komisi  Independen  Pengusutan  Tindak 
Kekerasan  di  Aceh  (KIP-TKA)  untuk  me- 
lakukan  investigasi,  namun  sampai  saat 
ini  usaha  penerapan  hukum  melalui  sis- 
tem  peradilan  masih  belum  bisa  dilak- 
sanakan.  Kedua,  sebagai  subjek  analisis 
hukum  internasional,  kejahatan  milit^r  yang 
dilakukan  di  Aceh  meliputi  hampir  setiap 
bagian  dari  kerangka  hukum  HAM  inter- 
nasional. Banyak  pihak  telah  menyuara- 
kan  perlunya  mekanisme  peradilan  HAM 
diberlakukan  untuk  menangani  kasus 
Aceh.  Dengan  demikian  studi  kasus  ini 
bukan  hanya  ditujukan  untuk  menganali- 
sis  proses  pengaplikasian  hukum,  teta- 


pi juga  untuk  memberikan  rekomendasi 
bagi  bentuk  pertanggungjawaban  yang 
bisa  dilakukan.  Ketiga,  dalam  kerangka 
regional,  untuk  wilayah  Asia  Tenggara,  per- 
golakan  yang  terjadi  di  Aceh  telah  mem- 
berikan contoh  bagaimana  sebuah  kon- 
flik  internal  memiliki  konsekuensi  bagi  ke- 
tahanan  dan  keamanan  sebuah  wilayah. 

Tulisan  ini  akan  dibagi  ke  dalam  tiga 
bagian.  Bagian  pertama  merupakan  gam- 
baran  umum  dan  latar  belakang  konflik 
Aceh.  Beberapa  kerangka  hukum  HAM 
internasional  dan  nasional  yang  harus  di- 
terapkan  untuk  menangani  kasus  Aceh 
akan  dijabarkan  pada  bagian  kedua.  Ba- 
gian ketiga  menyelidiki  penerapan  ke- 
rangka hukum  internasional  dan  hukum  na- 
sional terhadap  tindak  kejahatan  HAM. 

LATAR  BEIAKANG  KONFLIK  ACEH 

Konflik  Aceh  dari  segi  waktu  dan 
intensitasnya  telah  berkembang  menjadi 
salah  satu  konflik  yang  paling  brutal  di 
Indonesia.  Kesimpulan  ini  diambil  dengan 
mempertimbangkan  bentuk  pelanggaran- 
pelanggaran  terhadap  hukum  HAM  inter- 
nasional dan  melihat  diterapkannya  prak- 
tek  impunity  bagi  pelaku  kejahatan  HAM 
terutama  bagi  pihak  militer  Indonesia,  ser- 
ta  tidak  adanya  peradilan  yang  dapat  di- 
andalkan  untuk  menangani  kasus  pelang- 
garan  HAM  secara  baik  yang  dilakukan 
oleh  pihak  militer  Indonesia. 

Semenjak  kemerdekaan  Indonesia  ta- 
hun 1945,  Aceh  sering  digambarkan  se- 
bagai salah  satu  daerah  dengan  tingkat 
resistensi  yang  besar  terhadap  pemerintah 
pusat,  Jakarta.  Dipimpin  oleh  seorang 
ulama,  Tengku  Daud  Beureueh,  Aceh 
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membentuk  Darul  Islam  di  tahun  1953, 
sebagai  sebuah  gerakan  yang  bertujuan 
untuk  membentuk  negara  Islam  Indone- 
sia. Gerakan  ini  berhasil  membawa  se- 
buah bentuk  otonomi  bag!  Aceh  de- 
ngan  diberlakukannya  status  daerah  isti- 
mewa  yang  merupakan  bentuk  otonomi 
luas  untuk  secara  bebas  mengatur  dae- 
rahnya  terutama  dalam  hal  agama,  adat, 
dan  pendidikan.  Akan  tetapi  pada  ke- 
nyataannya  kebijakan  ini  tidak  diberla- 
kukan  secara  ideal.  Dengan  dilatarbela- 
kangi  oleh  ketidakpuasan  terhadap  pe- 
merintah  pusat,  rakyat  Aceh  kembali  me- 
lakukan  resistensi  keras  terhadap  peme- 
rintah  pusat  lewat  Gerakan  Aceh  Merdeka 
(GAM). 

GAM  yang  berdiri  tahun  1976,  ber- 
kembang  sangat  pesat  dengan  meman- 
faatkan  isu  kolonialisasi  Jawa-lndonesia 
terhadap  sumber-sumber  alam  di  Aceh 
untuk  meraih  simpati  masyarakat.  Berha- 
silnya  pembentukan  komunitas  basis  yang 
loyal  telah  membuat  GAM  berkembang 
menjadi  satu  organisasi  yang  kuat  baik 
dari  segi  anggota  maupun  kekuatan  mi- 
liternya.  Organisasi  ini  dirintis  pertama 
kali  oleh  Hasan  di  Tiro,  yang  sebelum- 
nya  juga  terlibat  dalam  gerakan  Darul 
Islam  di  tahun  1950-an,  bahkan  sempat 
diangkat  oleh  gerakan  ini  sebagai  "duta 
besar"  untuk  Perserikatan  Bangsa-Bangsa 
(PBB)  di  New  York. 

Pada  masa  pemerintahan  Soeharto, 
yakni  di  tahun  1989,  ratusan  anggota 
GAM  yang  dilatih  di  Libya,  kembali  ke 
Aceh.    Singkat  waktu  setelah  itu,  secara 


Usaha  pelatihan  angkatan  bersenjata  GAM 
ini  dirintis  oleh  Hasan  di  Tiro.  Sekitar  400  per- 
sonel  dilatih  secara  militer  oleh  pemerintah 


beruntun  penyerangan-penyerangan  ter- 
hadap pos-pos  dan  markas-markas  militer 
terjadi,  dengan  berpuncak  pada  perti- 
kaian  besar  di  bulan  Mei  1990.  Situasi  ini 
membuat  pemerintahan  Soeharto  kemu- 
dian  mendeklarasikan  wilayah  ini  sebagai 
daerah  operasi  militer  (DOM). 

Pemberlakuan  status  DOM  bagi  Aceh 
berdampak  semakin  seringnya  pertikaian 
antara  pihak  militer  Indonesia  dengan  GAM. 
Pada  periode  tiga  tahun  pertama  (1990- 
1993),  yang  merupakan  masa  terburuk 
dari  operasi  DOM,  ribuan  rakyat  sipil 
Aceh  terbunuh.  Menurut  data  provinsi 
DI  Aceh  tahun  1998,  tercatat  871  orang 
terbunuh  dengan  senjata,  387  orang  hi- 
lang  yang  kemudian  ternyata  juga  ter- 
bunuh, sementara  lebih  dari  500  orang 
hilang  dan  tidak  pernah  ditemukan  (Al 
Chaidar,  et  al.,  1998:  106).  Dibandingkan 
dengan  data  yang  dikumpulkan  oleh  ba- 
nyak  LSM,  baik  asing  maupun  lokal,  da- 
ta di  atas  termasuk  yang  paling  kon- 
servatif.  Perkiraan  yang  diberikan  oleh 
banyak  LSM  adalah  bahwa  jumlah  korban 
terbunuh  maupun  hilang  rata-rata  me- 
rupakan dua  kali  lipat  dari  jumlah  data 
yang  dikumpulkan  oleh  personel  formal 
pemerintahan  DI  Aceh.  Ditambah  seki- 
tar 100.000  rakyat  Aceh  ditahan  dan  di- 
aniaya  di  markas-markas  militer  dan  ter- 
dapat  102  laporan  mengenai  pemerko- 
saan  di  banyak  wilayah.  Jumlah  ini  terus 


Libya  yang  juga  menyediakan  dukungan  finansial 
terhadap  gerakan  ini.  Setelah  menyelesaikan  pe- 
latihan, masing-nn asing  personel  juga  mempero- 
leh  tunjangan  sebesar  US$500  untuk  kembali 
ke  Aceh.  Mereka  masuk  ke  Indonesia  dan  me- 
mulai  gerakannya  di  Aceh,  Medan  dan  Jakarta. 
Para  personel  ini  kemudian  dikenal  sebagai  Ang- 
katan Gerakan  Aceh  Merdeka  (AGAM).  Lihat  Al 
Chaidar  (1999). 


366 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXXI/2002,  No.  3 


berlanjut  bahkan  setelah  status  DOM  di- 
cabut  pada  bulan  Agustus  1996. 

Walaupun  era  DOM  sudah  berakhir, 
situasi  di  Aceh  masih  mengkhawatirkan. 
Konflik-konflik  terus  terjadi  dan  penem- 
patan  pasukan  militer  Indonesia  di  wila- 
yah  ini  bahkan  ditingkatkan  mengingat 
jumlah  konflik  yang  besar.  Hal  ini  nne- 
nunjukkan  bahwa  pencabutan  status  DOM 
ini  tidak  menjadi  jaminan  bagi  pemulih- 
an  perdamaian  di  Aceh.  Dari  sudut  pan- 
dang  militer  Indonesia,  tingkat  ancaman 
konflik  bahkan  cenderung  meningkat  de- 
ngan  banyaknya  anggota  GAM  yang  se- 
belumnya  bermarkas  di  Malaysia  kemba- 
li  ke  Indonesia.  Bahkan  organisasi  ini  se- 
makin  kuat  akibat  semakin  mampu  me- 
raih  simpati  masyarakat  yang  lebih  luas 
lagi.  Untuk  itulah  di  bawah  Operasi  Wi- 
bawa  1999  pemerintah  pusat  kembali  me- 
nerapkan  kebijakan  operasi  militer  yang 
tidak  lagi  asing  bagi  rakyat  Aceh.  Se- 
perti  pada  tanggal  3  Januari  1999,  mi- 
liter Indonesia  melakukan  penembakan 
terhadap  ratusan  rakyat  yang  sedang  me- 
lakukan demonstras'  akibat  tindakan  pe- 
rusakan  rumah-rumah  mereka  yang  di- 
lakukan  polisi  sebelumnya.^    Hampir  se- 
rupa,  pada  bulan  Februari,  militer  Indo- 
nesia juga  melakukan  penembakan  ter- 
buka  terhadap  masyarakat  Desa  Idi 
Cut,  di  Aceh  Timur  yang  dilanjutkan  de- 


Kejadian  ini  meninggalkan  11  korban  me- 
ninggal  dan  32  korban  luka-luka,  termasuk  di  an- 
taranya  perempuan  dan  anak-anak.  Sementara  itu, 
sebanyak  170  orang  dilaporkan  ditahan  tanpa 
infornnasi  yang  jelas  (5erambi  Indonesia,  4  Januari 
1999). 

^Insiden  ini  meninggalkan  9  korban  tewas 
(mayatnya  dibuang  ke  sungai),  15  korban  luka-luka, 
dan  51  korban  ditahan  {Serambi  Indonesia,  4-5 
Februari  1999). 


ngan  kejadian  serupa  yang  lebih  parah 
terjadi  pada  tanggal  3  Mei  1999,  di 
Desa  Krueng  Geukueh,  Lhokseumawe."* 

Respons  cepat  diberikan  oleh  pihak 
militer  Indonesia  yang  menyatakan  se- 
cara  sepihak  bahwa  insiden-insiden  terse- 
but  merupakan  bentuk  usaha  self-defense 
dan  menyatakan  bahwa  sasaran  tindak- 
an tersebut  adalah  pihak  pengacau  atau 
GAM  {Panji  Masyarakat,  12  Mei  1999). 
Akan  tetapi  penerapan  kebijakan  militer 
yang  keras  dari  pemerintah  pusat  ma- 
sih berlanjut,  walaupun  Presiden  Habibie 
terlihat  berusaha  menangani  konflik  le- 
wat  diplomas!  yang  lebih  lunak  terhadap 
GAM.  Operasi  Sadar  Rencong  yang  me- 
rupakan perpanjangan  dari  Operasi  Wi- 
bawa,  diberlakukan  di  Aceh.^ 

Sementara  itu  dinamika  politik  domes- 
tik  Indonesia  dapat  dikatakan  dalam  ke- 
adaan  puncak.  Selain  dengan  akan  di- 
adakannya  pemilu  pertama  setelah  Orde 


Insiden  ini  meninggalkan  40  korban  tewas, 
44  korban  luka  parah,  dan  tidak  terhitung  jumlah 
korban  yang  dinyatakan  hilang  {Serambi  Indo- 
nesia, 4  Mei  1999). 

Vada  tanggal  17  Maret  1999,  Presiden  Habi- 
bie memberikan  amnesti  dan  melepas  39  anggo- 
ta CAM  yang  ditahan  dan  pada  tanggal  26  Ma- 
ret 1999  secara  iangsung  beliau  memohon  maaf 
di  depan  publik  atas  apa  yang  terjadi  pada  ma- 
sa  DOM  hingga  sekarang  pada  waktu  kunjungan- 
nya  ke  Aceh  tanggal  26  Maret  1999.  Pada  ke- 
sempatan  ini,  Habibie  juga  men^'anjikan- dkan 
membangun  infrastruktur  baru  di  Aceh  dan  tidak 
akan  menempatkan  pasukan  militer  untuk  meng- 
amankan  konflik  Aceh  (Pan/7  Masyarakat,  12  Mei 
1999;  D&R,  10-15  Mei  1999). 

^Insiden  terbesar  dari  Operasi  Sadar  Rencong 
terjadi  tanggal  23  Juli  1999,  di  mana  pemban- 
taian  secara  brutal  dilakukan  kepada  57  pelajar 
dan  seorang  guru  di  sebuah  asrama  pengajian  di 
Beuteng  Ateuh,  Aceh  Barat  (Catra,  21  Agustus 
1999;  Forum  Keadilan,  22  Agustus  1999). 
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Bam  berakhir,  Presiden  Habibie  juga  me- 
ngeluarkan  seruan  referendum  bagi  se- 
luruh  rakyat  Timor  Timur  untuk  meiaksa- 
nakan  hak  penentuan  nasib  sendirinya. 
Sebuah  hak  yang  teiah  lama  diperjuang- 
kan  oleh  rakyat  Timor  Timur,  dan  men- 
jadi  semacam  duri  dalam  daging  bagi 
hubungan  diplomatik  Indonesia  di  dunia 
Internasional.  Dalam  beberapa  waktu  sa- 
ja,  seruan  serupa  juga  muncul  di  Aceh. 
Sentral  Informasi  Referendum  Aceh  (SIRA) 
terbentuk  sebagai  hasil  kongres  yang  di- 
organisir  oleh  mahasiswa  Aceh.  Salah 
satu  argumen  yang  diajukan  SIRA  seba- 
gai hasil  kongres  adalah:  mendukung  di- 
adakannya  referendum  rakyat  Aceh  se- 
bagai salah  satu  cara  untuk  menyele- 
saikan  konflik,  yang  menurut  mereka  di- 
akibatkan  oleh  terorisme  negara  (state 
terorism)  terhadap  rakyat  Aceh,  secara 
damai  (Isa,  2000).  Keberadaan  dan  tun- 
tutan  SIRA  dengan  cepat  meluas  di  ka- 
langan  rakyat  Aceh.  Secara  merata  tun- 
tutan  referendum  mulai  diperjuangkan. 
Tentu  saja  kampanye  ini  menjadi  se- 
buah ancaman  baru  bagi  militer  Indone- 
sia, yang  sebagai  akibatnya  pertikaian 
terbuka  antara  militer  dan  rakyat  kembali 
terjadi, 

Kepemimpinan  Presiden  Abdurrahman 
Wahid  membawa  dimensi  baru  dari  Kon- 
flik Aceh.  Pada  tanggal  11  April  2001,  Pre- 
siden Wahid  menolak  keinginan  pihak 
militer  Indonesia  untuk  meningkatkan  ke- 
kuatan  pasukan  militernya  di  Aceh.  Se- 
baliknya  beliau  justru  mengeluarkan  In- 
struksi  Presiden  Nomor  4/2001  yang 
menyatakan  akan  diberlakukannya  ke- 
bijakan  untuk  menyelesaikan  konflik  yang 
terjadi  melalui  pendekatan-pendekatan 
yang  lebih  komprehensif,  dan  dengan 


memperhatikan  aspek-aspek  politik,  eko- 
nomi,  sosial,  hukum,  keamanan,  dan  in- 
formasi serta  komunikasi  dari  permasa- 
lahan  Aceh.^  Untuk  mewujudkan  hal  ter- 
sebut  dibentuk  sebuah  struktur  khusus 
yang  dipimpin  oleh  Wakil  Presiden  Mega- 
wati dengan  melibatkan  15  menteri  ka- 
binet,  para  komandan  TNI  dan  Poiri,  Gu- 
bernur  Aceh  dan  perangkat  birokrasi  In- 
donesia di  Aceh. 

Akan  tetapi,  dalam  kenyataannya,  In- 
pres  No.  4/2001  ini  membawa  akibat  ba- 
gi terbentuknya  aparatus  keamanan  yang 
baru  namun  tidak  bisa  dianggap  ber- 
beda.  Operasi  Pemulihan  Keamanan  dan 
Penegakan  Hukum  (OKPH)  dibentuk  di 
bawah  tanggung  jawab  kepolisian.  Pa- 
sukan OKPH  ini  dimabudkan  untuk  me- 
lakukan  usaha-usaha  sistematis  untuk  me- 
nangani  sumber  inti  masalah,  yaitu  pasuk- 
an inti  dan  markas  besar  CAM.  Akan  te- 
tapi sekali  lagi  jumlah  korban  yang  ter- 
jadi masih  juga  tidak  dapat  dihindari. 
Sejumlah  150  orang  tewas  pada  ope- 
rasi ini  sementara  800  rumah  lebih  ter- 
bakar  {Kompas,  12  juni  2001). 

PENERAPAN  HUKUM  HAM  INTER- 
NASIONAL DAIAM  KONFLIK  ACEH 

Beberapa  kasus  kekerasan  negara  da- 
lam konflik  Aceh  banyak  ditemukan  se- 
iring  dengan  diterapkannya  operasi  mili- 
ter di  wilayah  irii.  Dalam  tulisan  ini  pelang- 
garan  HAM  melalui  kekerasan  oleh  ne- 
gara yang  akan  dianalisis  adalah  tindak- 

^Untuk  lebi>v;.jelas  lihat  "Instruksi  Presiden  Re- 
publik  Indonesia  Monr>or  4  tahun  2001  tentang 
Langkah-Langkah  Komprehensif  dalam  Rangka 
Penyelesaian  Masalah  Aceh,",  di  http://www.dfa- 
deplu.po.id,  20  April  2001. 
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an  yang  memiliki  pertanggungjawaban  in- 
dividu  {individual  responsibilities).^  Sesuai 
dengan  fsluremberg  International  Military 
Tribunal,  yang  termasuk  dalam  kejahatan 
yang  memiliki  pertanggungjawaban  indi- 
vidu  adalah  crime  against  peace,  war 
crimes,  dan  crimes  against  humanity.  Satu 
hal  penting  yang  perlu  dicatat  darl  Nu- 
remberg Charter  adalah  daiam  Artikel 
6  tercantum  bahwa  pemimpin,  pengatur, 
instigator,  dan  accomplices  yang  berpar- 
tisipasi  dalam  formulasi  kebijakan  atau 
dalam  eksekusi  dari  rencana  dan  kon- 
spirasi  untuk  melakukan  kejahatan  terse- 
but  di  atas,  bertanggung  jawab  atas  se- 
mua  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku 
yang  mengeksekusi  rencana  tersebut. 

Pertanggungjawaban  individu  dalam 
kejahatan  kemanusiaan  {crimes  against 
humanity)  di  Aceh  meliputi  pembunuhan, 
penyiksaan,  penghilangan  orang  dan  col- 
lective punishment.  Konsep  pertanggung- 
jawaban individu  ini  selfin  termuat  da- 
lam Nuremberg  Tribunal  juga  diakui  oleh 
Majelis  Umum  PBB  sebagai  general  prin- 
ciples of  law  di  tahun  1 946  dan  difcrmu- 


Selain  individual  responsibilities,  terdapat  pu- 
la  group  criminal  responsibility  yang  diatur  dalam 
artikel  9  Nuremberg  Charter,  state  criminal  re- 
sponsibility yang  diatur  dalam  International  Law 
Commission  1 980  Draft  Articles  on  State  Respons- 
ibilities. 

9 

International  -Military  Tribunal  di  Nuremberg  *- 
dibentuk  setelah  Perang  Dunia  II  untuk  menga- 
dili  para  pelaku  kejahatan  kemanusiaan  dalam 
masa  perang,  baik  untuk  kejahatan  yang  dilaku- 
kan kepada  lawan  maupun  kepada  warga  negara 
sendiri  [the  Holocoust).  Charter  Perjanjian  Tri- 
bunal Militer  Nuremberg  ini  memberlakukan 
pertanggungjawaban  individu  bagi  setiap  pe- 
laku kejahatan  tanpa  mengindahkan  adanya  kon- 
disi  perintah  (command  of  law-superior  order) 
dan  act  of  state  imunity. 


lasi  oleh  International  Law  Commission 
pada  tahun  1950.  Dalam  menganalisis  ka- 
sus-kasus  kejahatan  kemanusiaan  dalam 
konflik  Aceh,  prinsip  nullum  crimen  sine 
lege  akan  diterapkan,  di  mana  prinsip 
ini  menekankan  bahwa  tidak  ada  keja- 
hatan bila  tidak  ada  hukum  dan  tidak 
ada  hukuman  tanpa  adanya  hukum  {no 
crime  without  law,  no  punishment  without 
law).  Untuk  itu,  sesuai  dengan  artikel 
38  (1)  Statute  of  International  Court  of 
Justice,  maka  analisis  penerapan  hukum 
HAM  internasional  dalam  konflik  Aceh 
ini  juga  akan  dijelaskan  sesuai  dengan 
sumber-sumber  hukum  yang  diakui,  yaitu 
konvensi  internasional,  kebiasaan  interna- 
sional, prinsip-prinsip  hukum  umum  yang 
berlaku  {general  principles  of  law),^^  dan 
keputusan  hukum  atau  hasil  analisis  para 
ahli  yang  diakui  {judicial  decisions  and  the 
teachings  of  the  most  highly  qualified 
publicist). 

^°Dalam  konteks  hukum  internasional  nullum 
crimen  memiliki  dimensi  khusus,  karena  tidak  se- 
mua  hukum  internasional  telah  dikodifikasi  da- 
lam bentuk  treaties  ataupun  bentuk  kodifikasi 
lainnya.  Untuk  itu  konsep  nullum  crimen  ini  juga 
berlaku,  dalam  konteks  internasional,  pada  hu- 
kum kebiasaan  internasional  atau  bentukan  lain, 
seperti  general  principle  of  law  dan  pendapat 
para  ahli  yang  berlaku  umum. 

^Versyaratan  dari  penerapan  hukum  kebia- 
saan internasional  adalah  practice,  yang  harus  di- 
berlakukan  secara  umum.  Lihat  Akehurst  (1997: 
35-60). 

12  3 

Menurut  Statuta  ICJ,  dengan  merujuk  ke- 
pada prinsip-prinsip  yang  berlaku  umum  dalam 
hukum  domestik  yang  berada  dalam  sistem  hu- 
kum dunia  yang  utama.  Lihat  Akehurst  (1997: 
35-60). 

'^Meliputi  beberapa  kasus  hukum  yang  sudah 
pernah  dipuluskan.  ICJ  banyak  memberlakukan 
ini  dengan  melihat  keputusan-keputusan  hukum 
yang  pernah  ada  di  dalam  ICJ  sebelumnya.  Akan 
tetapi  keputusan  yang  berasal  dari  sistem  peradil- 
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Kejahatan    Kemanusiaan  {Crime 
Against  Humanity) 

Berdasarkan  Nuremberg  Charter,  se- 
buah  perjanjian  yang  menandakan  lahirnya 
definisi  modern  dari  kejahatan  kemanu- 
siaan, pada  artikel  6  disebutkan,  bahwa 
yang  termasuk  di  dalam  kejahatan  kema- 
nusiaan adalah: 

INJamely,  murder,  exterminatior),  ens/ave- 
ment,  deportation,  and  other  inhuman  acts 
committed  against  any  civilian  population, 
before  of  durign  the  war,  or  persecutions 
on  political,  racial,  or  religious  grounds  in 
execution  of  or  in  connection  with  any 
crime  within  the  jurisdiction  of  the  Tri- 
bunal, whether  or  not  in  violation  of  the 
domestic  law  of  the  country  where  per- 
petrated (IMT  Charter ,  article  6  (c)). 

Selain  dari  Nuremberg  Charter,  kon- 
sep  kejahatan  kemanusiaan  juga  dapat 
dilihat  dari  beberapa  peradiian  ad  hoc 
internasiona!  bentukan  PBB,  seperti  Per- 
adiian Internasional  Yugoslavia  dan  Rwan- 
da, di  mana  kedua  statuta  pembentuk 
peradiian  ad  hoc  tersebut  juga  memuat 
adanya  aturan-aturan  mengenai  konse- 
kuensi  dari  setiap  tindak  pembunuhan 
dan  extermination.  Sementara  itu,  kon- 
sep  penyiksaan  juga  dimasukkan  ke  da- 
lam Control  Council  Law  Nomor  10  da- 
ri Nurember  Charter.  Akan  tetapi  secara 
khusus  terdapat  pula  Konvensi  Interna- 
sional Anti-Penyiksaan  yang  mengatur 
pertanggungjawaban  individu  dari  tin- 
dakan  penyiksaan. 

Tulisan  ini  akan  menyoroti  khusus  me- 
ngenai tindak  kejahatan  pembunuhan  dan 
penyiksaan  massal  yang  secara  terpola 
terjadi  dalam  konflik  Aceh.  Salah  satu 

an  yang  berbeda  juga  diakui,  demikian  pula  de- 
ngan  keputusan-keputusan  donnestik  dan  interna- 
sional lain.  Lihat  Akehurst  (1997:  35-60). 


kasus  terbaru  yang  mencakup  dalam  tin- 
dak kejahatan  pembunuhan  adalah  pe- 
ristiwa  Bumi  Flora,  pada  tanggal  9  Agus- 
tus  2001,  di  mana  lusinan  pasukan  ber- 
senjata  masuk  ke  daerah  pemukiman 
yang  dimiliki  oleh  PT  Bumi  Flora,  se- 
buah  perusahaaan  karet  dan  minyak  sa- 
yur  di  Aceh  Timur,  dan  menembak  mati 
30  laki-iaki  dan  satu  anak  berumur  2  ta- 
hun.  Sementara  itu,  sebanyak  7  korban 
lainnya  tercatat  mengalami  luka-luka  (Hu- 
man Rights  Watch,  2002:  4).  Pihak  militer 
Indonesia  mengatakan  tidak  memiliki  ope- 
rasi  apa  pun  di  wilayah  tersebut  di  hari 
kejadian,  dan  menganggap  bahwa  tin- 
dakan  tersebut  dilakukan  oleh  pihak  GAM 
atau  pihak  militer  Malaysia.  Jumlah  kor- 
ban dari  peristiwa  ini  tentu  saja  me- 
nambah  angka  kematian  yang  jumlahnya 
sudah  sangat  banyak  semenjak  kebijakan 
DOM  diterapkan  di  Aceh. 

Sebenarnya,  terdapat  satu  konvensi  in- 
ternasional yang  sangat  penting  yang  da- 
pat  mengatur  tindak  kejahatan  pembu- 
nuhan massal  (genocide),  yaitu  Genocide 
Convention.  Akan  tetapi  karena  Indonesia 
bukanlah  anggota  dari  konvensi  ini,  ma- 
ka  kejahatan  pembunuhan  yang  dilakukan 
di  Aceh  tidaklah  mungkin  untuk  dituntut 
atas  dasar  konvensi  ini.  Namun  demikian 
tindakan  pembunuhan  itu  sendiri  meru- 
pakan  salah  satu  tindakan  yang  melang- 
gar  asas  ius  conges  iperemtory  norms)  da- 
la"m  hukum  internasional  yang  menjadi 
unsur  inti  utama  dari  proteksi  terhadap 
individu,  yang  dengan  demikian  pertang- 
gungjawaban individu  yang  melakukan 
tindak  kejahatan  ini  adalah  mutlak. 

Selain  pembunuhan,  tindak  kekerasan 
negara  yang  terpola  yang  terjadi  di 
Aceh  lainnya  adalah  penyiksaan.  Penyik- 
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saan  yang  dilakukan  oleh  polisi  dan  ten- 
tara  telah  menjadi  suatu  hal  yang  rutin 
dalam  setiap  kegiatan  interogasi  yang  di- 
lakukan kepada  orang-orang  yang  di- 
anggap  sebagai  antek-antek  GAM,  dan 
telah  banyak  didokumentasi  oleh  be- 
berapa  LSM  lokal  di  Indonesia.^'*  Bukan 
hanya  ratusan,  bahkan  ribuan  korban  te- 
lah disiksa  dan  dianiaya  semenjak  masa 
DOM  berlangsung  hingga  sekarang  oleh 
militer  Indonesia.  Mengenai  tindakan 
penyiksaan  ini,  pertanggungjawaban  indi- 
vidu  dapat  dilaksanakan  dalam  kerang- 
ka  Konvensi  Internasional  Anti-Penyiksaan 
yang  telah  ditandatangani  oleh  pemerin- 
tah  Indonesia  pada  tanggal  23  Oktober 
1985.  Akan  tetapi  karena  konvensi  ini 
baru  diterapkan  di  Indonesia  pada  tang- 
gal 27  November  1998,  maka  berdasar- 
kan  prinsip  nullum  crimen  sine  lege,  tin- 
dakan penyiksaan  yang  dilakukan  oleh 
pihak  militer  di  Aceh  hanya  bisa  dita- 
ngani  lewat  kerangka  hukum  kebiasaan 
internasional. 

Terdapat  tiga  hal  penting  sebagai  aki- 
bat  dari  peratifikasian  konvensi  ini  oleh 
pemerintah  Indonesia.  Pertama,  bahwa  hak 
untuk  tidak  dianiaya  dan  diperlakukah  se- 
cara  kejam  merupakan  hak  yang  tidak  da- 
pat dikesampingkan  {non-derogable  rights). 
Ini  berarti  bahwa  nak-hak  tersebut  harus 
dihormati  dalam  keadaan  apapun,  baik 
keadaarr-  perang  sampai  kepada  darurat 
sipil.  Kedua,  berlakunya  sistem  jurisdiksi 
universial  di  mana  setiap  pelaku  penyik- 


^^Sebagai  contoh,  dapat  dilihat  dalam  la- 
poran  KONTRAS,  Aceh,  "Tabulasi  Data  Keke- 
rasan  di  Aceh  Periode  1  Januari  -  9  Desember 
2000".  Laporan  ini  memuat  549  kasus  penyiksa- 
an di  Aceh  selama  1  tahun  tersebut. 


saan  dapat  dituntut  di  manapun  ia  ber- 
ada,  termasuk  dalam  setiap  negara  yang 
telah  meratifikasi  konvensi  (CAT,  artikel 
2).  Sementara  negara  yang  bersangkutan 
wajib  untuk  menghukum  setiap  pelaku 
penyiksaan,  atau  mengekstradisinya  kepa- 
da negara  yang  meminta  dan  berhak 
mengadilinya  (CAT,  artikel  4-7).  Ketiga, 
dengan  meratifikasi  konvensi  ini,  tim  in- 
vestigasi  internasional  diijinkan  untuk  me- 
nyelidiki  keadaan  negara  peratifikasi  (CAT, 
artikel  20-23). 

Namun  demikian  satu  hal  penting 
yang  perlu  dicatat  dari  posisi  Indonesia 
dalam  Konvensi  Internasional  Anti-Penyik- 
saan adalah  adanya  reservasi  {reservation) 
dan  deklarasi  (declaration)  yang  dilakukan 
oleh  pemerintah  Indonesia  pada  bebe- 
rapa  pasal  yang  justru  dianggap  penting 
untuk  mengatur  mekanisme  pertanggung- 
jawaban dari  setiap  tindakan  penyik- 
saan. Deklarasi  dilakukan  pada  pasal  20 
ayat  1,  2,  3,  tentang  hak  dan  wewenang 
Komite  Anti-Penyiksaan,  sementara  re- 
servasi diberlakukan  pada  pasal  30  ayat 
1,  tentang  hak  dan  wewenang  Mahka- 
mah  Internasional.  Memang  adalah  wajar 
bila  suatu  negara  melakukan  semacam 
catatan  bahkan  penolakan  atas  bagian 
tertentu  dari  materi  suatu  hukum  atau  ke- 
tentuan  internasional  yang  akan  diratifikasi 
bila  hal  tersebut  dianggap  tidak  meng- 
untungkan.  Walaupun  demikian  -kebijak- 
an  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia 
amat  mengurangi  keefektifan  ketentuan 
Konvensi.  Karena  dengan  melakukan  re- 
servasi terhadap  pasal  30,  maka  Indo- 
nesia menolak  kewenangan  Mahkamah 
Internasional  untuk  memeriksa  manakala 
pemerintah  Indonesia  tidak  memenuhi 
kewajibannya. 
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Dari  tindakan  penyiksaan  yang  dila- 
kukan  di  Aceh  yang  sama  sekali  berten- 
tangan  dengan  prinsip  kemanusiaan,  pa- 
ling tidak  dapat  dilihat  dua  motif  dasar 
aparat  negara  dalam  melakukan  penyik- 
saan, yaitu:  pertama,  untuk  mengatasi 
perlawanan  dari  pihak  GAM;  dan  kedua, 
untuk  membangun  kepatuhan  masyarakat, 
Dua  motif  ini  terkait  erat  dengan  sifat 
negara,  terutama  yang  melandaskan  diri 
pada  kekuasaan  dan  bukan  kedaulatan 
rakyat,  di  mana  dengan  demikian  hal  ter- 
sebut  dilakukan  negara  untuk  memper- 
tahankan  dirinya  dan  melegitimasi  hukum- 
nya  dari  berbagai  ancaman  baik  yang  da- 
tang  dari  dalam  maupun  dari  luar. 

Melihat  keengganan  pihak  Indonesia 
dalam  penerapan  Konvensi  Internasional 
Anti-Penyiksaan  dan  belum  diratifikasinya 
Genocide  Convention  dan  dengan  mem- 
pertimbangkan  prinsip  nulum  crimen  sine 
lege  dan  arti  penting  tindak  kejahatan 
penyiksaan  dan  pembunuhan  yang  ter- 
masuk  asas  /us  congens  yang  sangat  di- 
lindungi  oleh  hukum,  maka  pengadap- 
tasian  hukum  internasional  harus  dilaku- 
kan dalam  konstitusi  domestik.  Permasa- 
lahan  pertama  yang  harus  diselesaikan 
adalah  diberlakukannya  asas  retroaktif 
di  mana  adalah  penting  bagi  tindak  ke- 
jahatan yang  dilakukan  pada  masa  be- 
lum adanya  hukum  untuk  diadili,  meng- 
ingat  tingkat  kejahatan  yang  sangat 
tinggi  dan  menyangkut  harkat  hidup  se- 
seorang.  Yang  kedua  adalah  pemben- 
tukan  mekanisme  hukum  nasional,  meng- 
ingat  salah  satu  syarat  dari  dibawanya 
satu  kasus  domestik  ke  tataran  interna- 
sional adalah  sudah  terpuaskannya  (ex- 
hausted) penanganan  hukum  di  lingkup  na- 
sional. 


Kemungkinan  Penerapan  Mekanis- 
me Hukum  HAM  Internasional 
dalam  Konflik  Aceh 

Data  menunjukkan  bahwa  pihak  mi- 
liter  Indonesia  telah  terlibat  dalam  pe- 
langgaran  hak  asasi  yang  serius.  Dengan 
diratifikasinya  Konvensi  Internasional  Anti- 
Penyiksaan  oleh  pemerintah  Indonesia, 
maka  kewajiban  untuk  memberlakukan 
mekanisme  hukum  dalam  menangani  ka- 
sus aceh  mutlak  untuk  dilakukan.  Akan 
tetapi  tampaknya  pemerintah  Indonesia 
sendiri  masih  enggan  untuk  menunjuk- 
kan sikap  hukumnya  terhadap  konflik 
Aceh  ini.  Terlepas  dari  proses  penyidikan 
yang  tidak  tuntas,  proses  perlindungan 
korban  dan  saksi  pun  tidak  dapat  di- 
andalkan,  apalagi  proses  pembentukan 
pengadilan  HAM  sendiri. 

Tentu  saja  segala  tanggung  jawab 
penyelesaian  hukum  terletak  di  pundak 
Indonesia.  Pengadilan  domestik  haruslah 
menjadi  mekanisme  potensial  yang  pen- 
ting, untuk  diberlakukan  dalam  pertang- 
gungjawaban  tindak  kejahatan  kemanu- 
siaan  di  Aceh.  Seperti  yang  tertera  da- 
lam Konvensi  Internasional  Anti-Penyiksaan 
yang  mewajibkan  negara  anggotanya  un- 
tuk menindak  setiap  tindakan  penyiksaan 
yang  terjadi  di  wilayahnya  dan  member- 
lakukan hukum  domestik  terhadap  se- 
mua  tindakan  penyiksaan  tersebut  (CAT, 
artikel  4). 

Dalam  konstitusi  mengenai  Pengadilan 
Hak  Asasi  Manusia,  undang-undang  No. 
26  Tahun  2000,  dikemukakan  juga  me- 
ngenai aturan  peradilan  dalam  kasus-ka- 
sus  kejahatan  kemanusiaan.  Satu  hal  yang 
sebelumnya  harus  dicatat  adalah  diterap- 
kannya  asas  retroaktif,  atau  berlaku  surut 
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darl  undang-undang  Ini.  Artinya  prinsip 
nullum  crimen  sine  lege  menjadi  bukan 
lag!  halangan  karena  setiap  tindakan  pe- 
langgaran  HAM  yang  terjadi  selDelum  un- 
dang-undang ini  diterapkan  pun  diatur 
dalam  konstitusi  ini.  Dalam  undang-un- 
dang ini  ditetapkan  bahwa  tindakan  yang 
termasuk  dalam  pelanggaran  hak  asasi 
manusia  yang  berat  adalah:  genocide  dan. 
kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Para 
pelaku  tindak  kejahatan  pelanggaran  hak 
asasi  manusia  berat  dapat  diadili  dalam 
pengadilan  HAM  yang  berkedudukan  di 
setiap  pengadilan  negeri  di  Indonesia 
(UU  No.  26/2000,  pasal  3-4).  Sementara 
itu  untuk  konflik  atau  kasus  khusus  di 
mana  pelanggaran  HAM  yang  terjadi 
sifatnya  meluas  dan  sistematik  yang  ber- 
langsung  sebelum  undang-undang  ini  di- 
tetapkan maka  mekanisme  peradilan  yang 
berlaku  akan  melalui  proses  peradilan 
ad  hoc  (UU  No.  26/2000,  pasal  43),  se- 
perti yang  diberlakukan  untuk  kasus  Ti- 
mor Timur  dan  Aceh  yang  melalui  pro- 
ses peradilan  ad  hoc  sesuai  dengan  Ke- 
putusan  Presiden  Nomor  53  Tahun  2001 
mengenai  Peradilan  HAM  Ad  Hoc. 

Melihat  kemungkinan  mekanisme  per- 
adilan domestik  yang  demikian  ada  be- 
berapa  hal  penting  yang  perlu  dicatat 
dalam  mengfungsikan  peradilan  HAM 
ad  hoc  dalam  menangani  Konflik  Aceh. 
Hal  yang  pertama  adalah  karakteristik 
peradilan  HAM  yang  menerapkan  kon- 
sep  fair  trial  dan  impartiality.  Sistem  hu- 
kum di  Indonesia  sudah  lama  dikenal 
sebagai  sebuah  sistem  yang  korup  dan 
tidak  adil.  Hakim  mudah  untuk  disogok 
dan  jaksa  sendiri  kurang  profesional  da- 
lam melakukan  penyidikan.  Keterlibatan 
banyak  kepentingan  politik  menjadikan 


sistem  Ini  jauh  darl  konsep  ideal  im- 
partiality. Sementara  Itu,  hal  kedua  yang 
juga  perlu  diperhatikan  adalah  sumber 
daya  yang  dimiliki  oleh  sistem  peradilan 
Indonesia,  jika  tidak  bisa  dikatakan  mis- 
kin,  infrastruktur  sistem  peradilan  Indone- 
sia sangatlah  jauh  dari  mencukupi,  ter- 
utama  bagi  wilayah-wilayah  provinsi  di 
luar  Jawa.  Untuk  itu  perbaikan  moral  dan 
infrakstruktur  dari  sistem  peradilan  di  In- 
donesia mutlak  diperlukan. 

Selain  dari  kemungkinan  peradilan 
HAM  domestik  diberlakukan  dalam  me- 
nangani konflik  Aceh,  terdapat  pula  ke- 
mungkinan adanya  mekanisme  peradil- 
an HAM  yang  diberlakukan  oleh  ne- 
gara  lain.  Sesuai  dengan  prinsip  jurisdik- 
si  universal  dari  tindak  kejahatan  kema- 
nusiaan yang  terjadi  dalam  konflik  Aceh, 
adalah  dimungkinkan  bagi  negara  lain 
untuk  mengadili  para  pelaku  kejahatan 
kemanusiaan  yang  berada  di  luar  batas 
wilayah  negaranya.  Tentu  saja  pember- 
lakuan  prinsip  ini  sangatlah  tergantung 
dari  sistem  peradilan  kriminal  setiap  ne- 
gara. Ditambah  lagi  adanya  faktor-faktor 
politik  internasional  yang  juga  mempe- 
ngaruhi  keinginan  setiap  negara  untuk 
memberlakukan  prinsip  jurisdiksi  univer- 
sal yang  dimilikinya  atas  negara  lain. 

Sebuah  pengadilan  kriminal  interna- 
sional {international  criminal  court)  secara 
teoretis  juga  dimungkinkari-  untuk  menin- 
dak  tindak  kejahatan  kemanusiaan  yang 
terjadi  di  Aceh,  seperti  yang  dilakukan 
oleh  PBB  dengan  membentuk  sebuah 
peradilan  ad  hoc  untuk  melakukan  pro- 
ses hukum  di  Yugoslavia  dan  Rwanda. 
Perihal  pembentukan  sebuah  peradilan 
ad  hoc  internasional  diatur  dalam  Chapter 
VII  United  Nations  Charter  yang  pada  ar- 
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tikel  39  memuat  wewenang  Dewan  Ke- 
amanan  PBB  untuk  menentukan  apakah 
terjadi  situasi  yang  mengancam  perda- 
maian,  mengganggu  perdamaian  dan  tin- 
dakan  agresi  lainnya  serta  melakukan  re- 
komendasi  mengenai  tindakan  apa  yang 
harus  diberlakukan.  Selanjutnya  dijelas- 
kan  pula  pada  artikel  41,  bahwa  sebe- 
lum  melakukan  tindakan  miiiter,  Dewan 
Keamanan  PBB  berhak  menentukan  se- 
gala  tindakan  yang  tidak  mengikutserta- 
kan  pihak  militer  [what  measures  not  in- 
volving the  use  of  armed  force)  dan  meng- 
ajak  seluruh  anggota  PBB  untuk  tunduk 
terhadap  keputusan  Dewan  Keamanan 
PBB  tersebut.  Segala  tindakan  yang  ti- 
dak mengikutsertakan  pihak  militer  ter- 
sebut juga  termasuk  di  dalam  menyeleng- 
garakan  peradilan  ad  hoc  internasional. 

Mengikuti  proses  yang  dialami  oleh 
Rwanda  dan  Yugoslavia,  Dewan  Keaman- 
an PBB  dapat  saja  membentuk  sebuah 
mahkamah  bagi  kasus  Aceh  H^n  mema- 
sukkannya  dalam  sistem  peradilan  ad 
hoc  yang  dimiliki  PBB.  Akan  tetapi  suk- 
ses  dari  peradilan  internasional  ini  ten- 
tu  saja  tergantung  dari  niat  baik  peme- 
rintah  Indonesia  dan  negara-negara  lain 
yang  mungkin  saja  terlibat,  Mengingat 
usul  dari  pembentukan  mahkamah,  se- 
lain  dari  Indonesia  sendiri,  dapat  ber- 
asal  dari  setiap  negara  anggota  PBB, 
Majelis  Umum  PBB,  ataupun  Sekretaris 
Jenderal  PBB. 

Tentu  saja,  proses  pembentukan  sis- 
tem peradilan  internasional  ini  akan  me- 
makan  waktu  yang  sangat  panjang.  Se- 
lain  itu  pembentukan  sebuah  peradilan 
ad  hoc  internasional  ini  lebih  rumit  di- 
bandingkan  dengan  kasus  di  Yugoslavia 
dan  Rwanda  mengingat  skala  konflik 


yang  sebetulnya  hanya  di  tingkat  wila- 
yah.  Selain  itu  hal  yang  lebih  penting 
lagi  adalah  praktek  impunity  atau  pe- 
maafan  bagi  para  pelaku  tindak  kejahat- 
an  yang  selama  ini  terjadi  di  Indonesia. 
Ini  mengingat  bahwa  para  pelaku  ter- 
gabung  dalam  satu  sistem  kenegaraan 
yang  merupakan  angkatan  bersenjata 
yang  mutlak  dimiliki  oleh  negara,  se- 
hingga  setiap  tindakan  adalah  tugas  ne- 
gara yang  dengan  demikian  merupakan 
suatu  hal  yang  bukan  lagi  menjadi  ke- 
jahatan.  Ditambah  berbeda  dengan  ka- 
sus Yugoslavia  dan  Rwanda  yang  ber- 
skala  nasional,  yang  membuat  infrastruk- 
tur  peradilan  di  kedua  negara  tersebut 
juga  hancur  seiring  dengan  berjalannya 
konflik,  sehingga  tidak  dimungkinkan  la- 
gi mengandalkan  sistem  peradilan  do- 
mestik  untuk  menangani  konflik  yang 
berlaku,  maka  keadaan  di  Indonesia  jauh 
berbeda.  Untuk  itulah  dari  semua  ke- 
mungkinan  yang  ada,  penanganan  se- 
cara  hukum  konflik  Aceh  secara  efektif 
masih  terletak  pada  tanggung  jawab  per- 
adilan nasional  Indonesia. 

PENUTUP 

Pada  bulan  September  1946,  Inter- 
national Military  Tribunal  yang  dilakukan 
di  Nuremberg  mengubah  sejarah  dengan 
memberlakukan  dimungkinkannya  seorang 
individu  yang  melakukan  tindak  keja- 
h&tan  kemanusiaan  untuk  diadili  dalam 
kerangka  hukum  internasional.  Dengan 


"Crimes  against  international  Law  are  com- 
mitted by  men,  not  by  abstract  entities,  and  only 
by  punishing  individuals  who  commit  such  crimes 
can  the  provisions  of  international  law  be  en- 
forced" (IMT  Trial  at  466). 
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filosoti  bahwa  tindak  kejahatan  kemanu- 
siaan  baru  dapat  dipulihkan  apabila  in- 
dividu  pelakulah  yang  diadili,  bukan  se- 
buah  entitas  abstrak  seperti  halnya  ne- 
gara,  maka  hukum  internasional  tidak  la- 
gi  hanya  mengatur  negara  dan  oleh  ka- 
rena  itulah  tindakan-tindakan  pemaafan 
{impunity)  yang  mungkin  terjadi  dari  per- 
adilan  domestik  atas  tindak  kejahatan 
kemanusiaan  tersebut  dapat  diminimalisir. 

Tentu  saja  konsep  pertanggungjawab- 
an  individu  dalam  kerangka  hukum  inter- 
nasional juga  berhubungan  dengan  tihg- 
kat  komitmen  setiap  negara  dalam  sis- 
tem  internasional.  Hal  ini  menjadi  sulit 
apabila  politik  kepentingan  sudah  ber- 
peran  di  dalamnya,  yang  juga  berhu- 
bungan dengan  tingkatan  intensitas  kon- 
flik,  apakah  itu  termasuk  di  dalam  kon- 
flik  internal  negara  yang  dianggap  belum 
mengganggu  stabilitas  regional  maupun 
internasional,  ataupun  sebaliknya. 

Dalam  konflik  Aceh  di  Indonesia,  ting- 
katan konflik  masih  dianggap  sebagai 
salah  satu  konflik  internal  yang  seharus- 
nya  ditangani  oleh  kerangka  hukum  na- 
sional  yang  ada.  Akan  tetapi  dengan 
begitu  banyaknya  kekurangan  dalam  hal 
impartiality  maupun  fair  trial  dan  juga 
dalam  hal  sumber  daya  infrastruktur  do- 
mestik yang  kurang  memadai,  maka 
kemungkinan  untuk  diberlakukannya  per- 
adilan  oleh  negara  lain  atas  dasar'ju- 
risdiksi  universal  Konvensi  Anti-Penyik- 
saan,  dan  peradilan  internsional  hasil 
bentukan  sebuah  organisasi  internasio- 
nal menjadi  hal  yang  patut  dipertim- 
bangkan. 

Namun  demikian,  ada  beberapa  ha- 
langan  dari  pembentukan  sebuah  per- 


adilan internasional  dalam  menangani 
konflik  internal.  Sebuah  peradilan  ben- 
tukan PBB  akan  mensyaratkan  adanya 
keputusan  dari  Dewan  Keamanan  PBB, 
yang  artinya  Dewan  Keamanan  PBB  ha- 
rus  benar-benar  yakin  bahwa  konflik  in- 
ternal tersebut  mengancam  stabilitas  per- 
damaian  dunia.  Selain  itu,  pembentukan 
sebuah  peradilan  internasional  juga  me- 
nekankan  adanya  investasi  politik  dari 
anggota-anggota  Dewan  Keamanan  PBB 
yang  merasa  terancam  dari  terjadinya 
konflik.  Untuk  itulah  dalam  menangani 
konflik  Aceh  ini,  sebuah  peradilan  ad 
hoc  nasional  yang  memuat  asas  fair  trial 
dan  impartiality  adalah  satu  hal  yang 
paling  rasional  untuk  menangani  kon- 
flik Aceh  dari  sudut  pandang  hukum  hak 
asasi  manusia  internasional. 
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Pertemuan  Menlu  ASEAN  ke-35 
dan  Masalah  Keamanan  ASEAN 


Faustinas  Andrea 


PERTEMUAN  Tingkat  Menteri  ASEAN 
(AMM)  yang  berlangsung  akhir  Ju- 
li  2002  dan  dilanjutkan  dengan 
pertemuan  ASEAN  +  3,  ARE  serta  ASEAN- 
PMC  menyoroti  berbagai  masalah,  ter- 
utama  tentang  penegasan  kembali  du- 
kungan  terhadap  usaha-usaha  untuk  meme- 
rangi  terorisme  internasional.  Pada  umum- 
nya  negara-negara  yang  tergabung  dalam 
pertemuan  ASEAN  memiliki  komitmen 
terhadap  upaya  penciptaan  stabilitas  dan 
perdan.aian  6',  kawasan  Asia  Tenggara 
dan  Asia  Pasifik  dan  menyesuaikan  de- 
ngan perubahan  lingkungan  strategis.  De- 
ngan kepemimpinan  ASEAN,  ARE  telah 
berkembang  menjadi  forum  dialog  ke- 
amanan yang  utama  di  kawasan  dan  mem- 
ber! jaminan  bagi  stabilitas  keamanan  ne- 
gara-negara ASEAN  dalam  pelaksanakan 
pembangunan  ekonomi  di  kawasan.  Lima 
tahun  lalu,  ASEAN  telah  mencanangkan 
visi  ASEAN  2020.  Visi  tersebut  mencita- 
citakan  terwujudnya  ASEAN  sebagai  wa- 
dah  kerja  sama  bangsa-bangsa  Asia  Teng-. 
gara  secara  damai,  makmur  dan  terinte- 
grasi  dalam  pergaulan  bangsa-bangsa  di 
dunia. 

Dalam  pertemuan  itu  pembahasan 
tentang  usulan  Amerika  Serikat  kepada 
ASEAN  untuk  memerangi  terorisme  inter- 
nasional menjadi  agenda  penting  se- 
hingga  dibahas  di  tingkat  SOM,  AMM, 
ARF  maupun  ASEAN-PMC.  Pada  prinsip- 


nya,  seluruh  negara  ASEAN  setuju,  bah- 
kan  ASEAN  telah  menempatkan  persoal- 
an  itu  sebagai  salah  satu  perhatian  uta- 
ma, jauh  sebelum  terjadi  serangan  11 
September  2001  di  Amerika  Serikat.  Na- 
mun  demikian,  usulan  tersebut  menjadi 
perdebatan  di  antara  anggota  ASEAN, 
sebab  selain  usulan  itu  merupakan  kerja 
sama  bilateral  Amerika  Serikat  dengan  Ma- 
laysia tentang  masalah  keamanan,  usulan 
itu  tidak  mengindahkan  kaidah-kaidah  tra- 
disi  ASEAN.  Dengan  mengubah  formulas! 
kerja  sama  Amerika  Serikat-Malaysia  men- 
jadi kerja  sama  Amerika  Serikat-ASEAN 
dan   mengganti   kata  Malaysia  dengan 
kata  ASEAN,  jelas  menjadi  kontroversi  di 
antara  negara-negara  ASEAN.  Bagi  ASEAN 
selama  masalah  itu  belum  dibicarakan  se- 
cara terbuka  di  antara  anggotanya,  hal  itu 
belum  dapat  menjadi  pandangan  resmi 
ASEAN.  Di  samping  itu,  disetujuinya  de- 
klarasi  dengan  formulasi  yang  diajukan 
Amerika  Serikat  hanya  akan  membawa 
...  ASEAN  terseret  ke  dalam  koalisi-:.glob.aJ 
pimpinan  Amerika  Serikat  sehingga  ke- 
mandirian    sebagai    organisasi  regional 
menjadi  hilang. 

ASEAN  seharusnya  tetap  pada  posisi 
sebagai  primary  driving  force,  artinya  bah- 
wa  ASEAN  menekankan  kerja  sama  da- 
lam memerangi  terorisme  itu  dalam  ke- 
rangka  yang  sudah  ada,  yaitu  ASEAN 
Minister  Meeting  on  Transnational  Crime 
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(AMMTC)  dan  Deklarasi  Joint  Action  to 
Counter  Terrorism  yang  merupakan  hasil 
KTT  ke-7  di  Brunei  Darussalam,  Novem- 
ber 2001.  Usulan  Amerika  Serikat  ten- 
tang  perlunya  dibentuk  badan  koordinasi 
masalah  terorisme  harus  ditolak,  karena 
ASEAN  telah  mempunyai  badan  sendiri 
untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Seba- 
gai  kekuatan  pendorong  utama  dalam 
mengelola  ARF,  ASEAN  perlu  menekan- 
kan  pendekatan  konsensus  sebagai  sa- 
rana  untuk  meningkatkan  dialog  dan 
konsultasi,  termasuk  dialog  tentang  per- 
sepsi  keamanan  dan  pertukaran  informasi 
yang  menyangkut  perspektif  keamanan  di 
negara-negara  anggotanya. 

ASEAN  juga  mempunyai  kepentingan 
untuk  menciptakan  kawasan  Asia  Pasifik 
yang  aman  dan  damai.  Oleh  karena  itu 
peran  aktif  ASEAN  di  kawasan  harus  di- 
arahkan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut 
dan  ARF  sebagai  sarana  dialog  masalah- 
masalah  keamanan  di  Asia  Pasifik  meru- 
pakan forum  bagi  ASEAN  untuk  menca- 
pai tujuan  tersebut.  Sebagai  aktor  poli- 
tik  dan  keamanan,-  ASEAN  harus  mam- 
pu  memanfaatkan  peluang  yang  muncul 
dari  isu  yang  berkaitan  dengan  masa- 
lah keamanan  dengan  mengartikulasikan 
kepentingan-kepentingan  politik  di  ka- 
wasan. Selain  itu,  ASEAN  harus  memper- 
luas  perhatiannya  pada  masalah-masalah 
ekstra-ASEAN  di  kawasan  Asia  Pasifik  agar 
ARF  menjadi  sarana  yang  mempertemu- 
kan  kepentingan-kepentingan  keamanan 
dua  subkawasan  Asia  Tenggara  dan  Asia 
Timur.  Untuk  itu,  ARF  perlu  mengusa- 
hakan  perimbangan  kepentingan  antara 
ASEAN 'sebagai  intl  "dengan  "anggota-ang- 
gota  ARF  lainnya  sebagai  pendukung 
agar  ARF  dapat  menjadi  forum  yang 
efektif. 

Ringkasan  peristiwa  edisi  ini  akan  me- 
nyajikan  berita  tentang  Pertemuan  Men- 
lu  ASEAN  ke-35,  Pertemuan  ASEAN  +  3, 
Pertemuan  ARF  dan  Pertemuan  ASEAN- 
PMC  yang  berlangsung  di  Brunei  Darus- 


salam  akhir  juli  2002  dan  awal 
2002. 


I.  PERTEMUAN  PARA  MENLU  ASEAN 
KE-35 

Pertemuan  Para  Menlu  ASEAN  (AMM) 
ke-35  berlangsung  di  Brunei  Darussalam 
tanggal  29-30  Juli  2002,  didahului  oleh 
Pertemuan  Pejabat  Tinggi  (SOM)  ASEAN 
tanggal  26-27  Juli  2002.  AMM  dilanjut- 
kan  dengan  dialog  ASEAN+3,  Forum  Re- 
gional ASEAN  (ARF)  dan  Pertemuan  Post 
Ministerial  Conference  (PMC)  tanggal  1 
Agustus  2002.  Hadir  dalam  pertemuan  itu 
Menlu  Brunei  Darussalam  Mohamad  Bol- 
kiah,  Menlu  Indonesia  Hassan  Wirajuda, 
Menlu  Malaysia  Syed  Hamid  Syed  Albar, 
Menlu  Thailand  Surakiart  Sathirathai, 
Menlu  Singapura  S.  Jayakumar,  Utusan 
Khusus  Filipina  Domingo  L.  Siazon,  Men- 
lu Vietnam  Nguyen  Dy  Nien,  Menlu  Myan- 
mar  U  Win  Aung,  Menlu  Kamboja  Hor 
Namhong,  Menlu  Laos  Somsavat  Leng- 
savad  dan  Sekjen  ASEAN  Rodolfo  C. 
Severino. 


A.  Komunike  Bersama 

Komunike  bersama  yang  dikeluarkan 
oleh  Menlu  ASEAN  antara  lain  berisi: 

1.  Sepakat  untuk  meningkatkan  kerja  sa- 
ma  bilateral,  regional  dan  internasio- 

.  nal  untuk  memerangi  terorisme  seca- 
ra  komprehensif  seperti  yang  tertuang 
dalam  Deklarasi  KTT  ASEAN  ke-7  ten- 
tang tindakan  bersama  melawan  te- 
rorisme. 

2.  Mengangkat  Ong  Keng  Yong  sebagai 
Sekjen  ASEAN  yang  baru,  menggan- 
tikan  Rodolfo  C.  Severino. 

3.  Karena  terorisme  merupakan  ancaman 
global,  maka  komunitas  internasional 
harus  bersama-sama  menangani  ke- 
giatan  teroris  dan  kejahatan  transna- 
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sional  yang  mengancam  stabilitas  dan 
perdamaian  global. 

4.  Program  Kerja  tentang  terorisme  yang 
diadopsi  dalam  pertemuan  tahunan 
SOM  tentang  kejahatan  transnasional 
dan  disahkan  oleh  pertemuan  khusus 
Menteri  ASEAN  tentang  terorisme  di 
Kuala  Lumpur  Mei  2002,  yang  berisi 
tentang  kerja  sama  tukar  menukar  in- 
formasi/intelijen,  khususnya  tentang  te- 
roris,  termasuk  kegiatan,  organisasi,  ge- 
rakan  dan  para  pendukung  dananya, 
diyakini  oleh  para  Menlu  ASEAN  dapat 
memperkuat  infrastruktur  dan  penegak- 
an  hukum  di  ASEAN. 

5.  ASEAN  menyambut  baik  kesediaan 
Kamboja  untuk  menandatangani  per- 
setujuan  tentang  pertukaran  informasi 
dan  penetapan  prosedur  komunikasi 
antara  Indonesia,  Filipina,  dan  Malay- 
sia di  Kuala  Lumpur  7  Mei  2002  se- 
bagai  building  fa/ock  dalam  kampa- 
nye  melawan  terorisme  internasional. 

6.  ASEAN  sepakat  untuk  memperluas 
kepja  sama  dengan  komunitas  inter- 
nasional melalui  PBB,  mitra  dialog, 
dan  ASEAN+3. 

7.  ASEAN  mendukung  pelaksanaan  Re- 
solusi  DK  PBB  Nomor  1373  dan  me- 
nekankan  agar  seluruh  negara  ASEAN 
menyampaikan  laporannya  sesuai  de- 
ngan resolusi  itu, 

8.  ASEAN  menekankan  perlunya  mem- 
pertahankan  integritas  teritorial,  ke- 
daulatan,  dan  persatuan.  Untuk  itu 
ASEAN  menekankan  perlunya  semua 
pihak  menanggani  munculnya  ancaman 
separatisme  dan  terorisme. 

9.  ASEAN  menyambut  baik  kesediaan 
Cina,  Rusia  dan  India  untuk  menang- 
gapi  Treaty  of  Amity  and  Cooperation 
(TAC)  ASEAN  dan  mendesak  kepada 
negara-negara  pemilik  senjata  nuklir  un- 
tuk segera  menandatangani  Traktat 
Protokol  Kawasan  Bebas  Senjata  Nuklir 
Asia  Tenggara  . 


10.  Pengadopsian  code  of  conduct  ma- 
salah  Laut  Cina  Selatan  akan  mening- 
katkan  perdamaian  dan  stabilitas  wi- 
layah. 

11.  Di  bidang  ekonomi,  ASEAN  menyam- 
but baik  proyeksi  pertumbuhan  eko- 
nomi antara  3,5-4  persen  pada  tahun 
2002  ini. 

12.  ASEAN  akan  meningkatkan  kerja  sa- 
ma ekonomi  dengan  seluruh  mitra 
ekonomi  dalam  perundingan  WTO 
guna  memperluas  akses  pasar  untuk 
produk  dan  jasa  dari  negara  ber- 
kembang,  termasuk  ASEAN.  Untuk 
itu,  ASEAN  meminta  kepada  Kambo- 
ja, Laos  dan  Myanmar  guna  membu- 
ka  akses  awal  ke  WTO,  mengingat 
adanya  perbedaan  laju  pertumbuhan 
di  antara  mereka. 

13.  ASEAN  memformulasikan  pembentukan 
kerja  sama  ekonomi  ASEAN-Cina,  ter- 
masuk pembentukan  kawasan  perda- 
gangan  bebas  ASEAN-Cina  dalam  wak- 
tu  10  tahun,  dengan  mempertimbang- 
kan  adanya  perbedaan  perlakuan, 
termasuk  perlakuan  khusus  dan  asas 
fleksibilitas  terhadap  calon  anggota 
baru  {Kompas,  31-7-2002). 


B.  Pertemuan  ASEAN -h3 

Pertemuan  ASEAN  +  3  yang  beriang- 
sung  di  Brunei  Darussalam  tanggal  30 
juli  2002  dan  dihadiri  oleh  Menlu-men- 
lu  ASEAN  dan  Menlu  Cina  Tang  jiaxuan, 
Menlu  Jepang  Yoriko  Kawaguchi  dan 
Menlu  Korea  Selatan  Choi  Sung-hong 
tidak  berjalan  efektif.  Selain  tidak  mem- 
bahas  masalah  strategis  seperti  misal- 
nya  peningkatan  kerja  sama  ekonomi 
ASEAN  +  3,  pertemuan  itu  diwarnai  de- 
ngan perdebatan  usulan  Malaysia  ten- 
tang Sekretariat  ASEAN  +  3  yang  didu- 
kung  oleh  Cina,  jepang  dan  Korea  Se- 
latan. Pertemuan  para  Menlu  ASEAN 
akhirnya   menoiak   kampanye  Malaysia 
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tentang  pembentukan  sekretariat  terse- 
but.  Konsensus  yang  dicapai  para  Menlu 
ASEAN  itu  merupakan  suatu  keberhasilan 
Singapura  yang  akan  menjabat  Sekjen 
ASEAN  pada  periode  lima  tahun  men- 
datang  dan  keberhasilan  Indonesia  yang 
tetap  mempertahankan  kantor  pusat  Se- 
kretariat ASEAN  di  Jakarta  dan  menolak 
pembentukan  suatu  kantor  tandingan  di 
Kuala  Lumpur  {The  Jakarta  Post,  30-7-2002). 

Dalam  pandangan  Malaysia,  pemben- 
tukan Sekretariat  ASEAN  +  3  mempunyai 
tujuan  untuk  mengkoordinasikan  kerja  sa- 
ma  ASEAN-t-3  sebagai  sebuah  mekanis- 
me  yang  lebih  luas  dan  tidak  hanya 
mencakup  kerja  sama  ekonomi  dan  fi- 
nansial,  melainkan  sebagaimana  yang  ter- 
tuang  dalam  pernyataan  bersama  ASEAN 
dalam  KTT  ASEAN  +  3  di  Manila,  28  No- 
vember 1999  bahwa  kerja  sama  Asia 
Timur  mencakup  kerja  sama  di  bidang 
ekonomi,  keuangan,  pembangunan  so- 
sial,  sumber  daya  manusia,  ilmu  penge- 
tahuan  dan  teknologi,  kebudayaan  dan 
informasi,  pembangunan  serta  keamanan 
dan  masalah  kerja  sama  transnasional 
lainnya. 

Dalam  konteks  demikian,  Malaysia 
menginginkan  agar  pembentukan  Sekre- 
tariat ASEAN  +  3  ditujukan  untuk  mening- 
katkan  koordinasi  dan  pembangunan  ja- 
ringan  antara  ASEAN  dengan  Cina,  je- 
pang  dan  Korea  Selatan  didasarkan  atas 
prioritas-prioritas  yang  ditetapkan  ASEAN 
dan  dengan  meluasnya  kerja  sama 
ASEAN  +  3  bagi  Malaysia  tidak  ada  ba- 
dan  yang  secara  khusus  melayani  kerja 
sama,  pertemuan  dan  KTT  ASEAN  +  3 
tersebut.  Atas  dasar  itu  seluruh  kegiatan 
ASEAN  yang  selama  ini  ditangani  Sekre- 
tariat ASEAN  dianggap  tidak  cukup.  Un- 
tuk itu  dibentuknya  Sekretariat  ASEAN  + 
3  yang  simpel,  efisien  dan  fleksibel  de- 
ngan formasi  yang  terdiri  dari'  direktur  ek- 
sekutif  dan  memiliki  hubungan  dengan 
Sekretariat  ASEAN  dijamin  tidak  akan 
terjadi  tumpang-tindih  dengan  fungsi  Se- 
kretariat ASEAN.  Tetapi  secara  konsensus 


ASEAN  tetap  menolak  alasan  Malaysia 
tersebut.  Bagi  ASEAN  pembentukan  Se- 
kretariat ASEAN  +  3  belum  perlu  dan  upa- 
ya  memperkuat  fungsi  Sekretariat  ASEAN 
lebih  mempunyai  arti  penting.  Alternatif- 
nya,  opsi  Sekretariat  ASEAN  +  3  diambil 
sebagai  salah  satu  unit  dalam  Sekretariat 
ASEAN  sebagai  "jalan  tengah"  {Kompas, 
28-7-2002). 

C.  Pertemuan  ARF 

Pertemuan  Forum  Regional  ASEAN 
(ARF)  ke-9  berlangsung  di  Brunei  Darus- 
salam  tanggal  31  Juli  2002  dihadiri  oleh 
23  Menlu  negara  anggota  ARF,  Menlu 
Amerika  Serikat  Colin  Powell,  Menlu 
Rusia  Igor  S.  Ivanov,  Menlu  Cina  Tang  Jia- 
xuan,  Menlu  Jepang  Yoriko  Kawaguchi, 
Menlu  Korea  Selatan  Choi  Sung-hong, 
Menlu  Korea  Utara  Paek  Nam  Sun,  Men- 
lu Australia  Alexander  Downer,  Menlu 
Selandia  Baru  Phil  Goff,  Menlu  Kanada 
Bill  Graham,  Sekjen  Uni  Eropa  Javier  So- 
lana  Madariaga,  Menlu  India  Yashwant 
Sinha,  Menlu  Papua  Niugini  John  Waiko, 
Menlu  Mongolia  Luvsangiin  Erdenechu- 
luun,  Menlu  Indonesia  Hassan  Wirajuda, 
Menlu  Malaysia  Syed  Hamid  Syed  Albar, 
Menlu  Singapura  S.  Jayakumar,  Utusan 
Khusus  Filipina  Domingo  L.  Siazon,  Men- 
lu Thailand  Surakiart  Sathirathai,  Menlu 
Brunei  Darussalam  Mohamad  Bolkiah, 
Menlu  Vietnam  Nguyen  Dy  Nien,  Menlu 
Laos  Somsavat  Lengsavad,  Menlu  Myan- 
mar  U  Win  Aung,  dan  Menlu  Kamboja 
Hor  Namhong. 

Pertemuan  ini  dimaksudkan  untuk  mem- 
bahas  isu-isu  keamanan  "regional  seperti 
masalah  terorisme  internasional,  situasi  di 
Semenanjung  Korea,  tumpang-tindih  klaim 
wilayah  atas  Kepulauan  Spratly  di  Laut 
Cina  Selatan,  kasus  sengketa  India-Pakistan 
dan  sebagainya.  Selain  diharapkan  da- 
pat  membuka  jalan  bagi  mediasi  berba- 
gai  persoalan  yang  dihadapi  negara-ne- 
gara  ASEAN,  ARF  diharapkan  mampu  me- 
lakukan  upaya  tatanan  internasional  yang 
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adil  agar  tidak  ada  dominasi  dari  ne- 
gara-besar  seperti  Amerika  Serikat  da- 
lam  hubungan  internasional.  Seperti  yang 
dinyatakan  oleh  Menlu  Cina  Tang  Jia 
Xuan  dalam  pertemuan  ARF  bahwa  ne- 
gara-negara  Asia  Pasifik  agar  menaruh  per- 
hatian  pada  gejala  dan  penyebab  ada- 
nya  terorisme.  Dikatakannya,  kerja  sama 
dalam  memerangi  terorisme  dan  memeli- 
hara  perdamaian  regional  harus  didasarkan 
pada  konsep  keamanan  baru  yang  ber- 
sumber  pada  kepercayaan  dan  keuntung- 
an  bersama  dan  persamaan  di  antara  ne- 
gara-negara  {The  Jakarta  Post,  2-8-2002). 

Masalah  terorisme  merupakan  tan- 
tangan  fundamental  ASEAN  dan  menja- 
di  ancaman  paling  menakutkan  di  dunia 
sekarang  karena  dapat  mengancam  wila- 
yah  mana  pun,  termasuk  wilayah  di  luar 
ASEAN.  Dengan  alasan  itu,  ASEAN  harus 
mengambil  sikap  tidak  membe.nkan  pem- 
benaran  kepada  siapa  pun  yang  mela- 
kukan  teror.  Tindakan  untuk  menumpas 
pendukung  dan  pelaku  kejahatan  teroris 
harus  menjadi  komitmen  negara-negara 
ASEAN  untuk  menjaga  stabilitas  dan  per- 
damaian di  kawasan.  Namun  demikian, 
ARF  sebagai  forum  kerja' sama  keaman- 
an  di  Asia  Pasifik  belum  dapat  dijadikan 
jaminan  sebagai  sarana  satu-satunya  yang 
mampu  mengatasi  masalah  keamanan  di 
Asia  Pasifik. 

Sebuah  studi  yang  dilakukan  oleh  In- 
stitut  Penelitian  Pertahanan  dan  Strategis 
(IIDS)  Singapura,  menyebutkan  bahwa 
ARF  sebagai  satu-satunya  forum  kerja 
sama  keamanan  di  Asia  Pasifik  terancam 
kehilangan  kemampuan  dan  kredibilitas- 
nya  apabila  ARF  tidak  mempertimbang- 
kan  kembali  eksistensi  kelembagaannya. 
Peningkatan  hubungan  luar  negeri  me- 
lalui  pendekatan  bilateral  dan  unilateral 
yang  dilakukan  Amerika  Serikat  akhir-akhir 
ini  juga  sangat  berpengaruh  terhadap 
peran  ARF.  Meskipun  saat  pembentuk- 
annya  pada  tahun  1994  ARF  memberi 
perhatian  pada  upaya-upaya  untuk  mem- 
bentuk    keamanan    secara  multilateral, 


agenda  diplomasi  pencegahan  dan  mem- 
bangun  saling  pereaya,  namun  ARF  ber- 
jalan  lambat.  IIDS  menyebutkan  bahwa 
transisi  menuju  diplomasi  pencegahan  sa- 
ngat sulit  dilakukan  oleh  ARF  karena 
adanya  perlawanan  dari  beberapa  ang- 
gota,  seperti  Cina.  Di  samping  itu  lang- 
kah-langkah  yang  sedang  dikembangkan 
ARF,  terutama  ditujukan  untuk  masa  per- 
damaian dan  bukan  saat  masa  krisis. 

Cina  menentang  langkah-langkah  ARF, 
terutama  diplomasi  pencegahan  yang  me- 
libatkan  campur  tangan  luar  terhadap  hu- 
bungan dalam  negerinya.  Bagi  Cina  apa 
yang  dianggap  sebagai  upaya  oleh  pi- 
hak  lain  untuk  membawa  setiap  isu  ke 
dunia  internasional  atau  berbagai  pihak 
yang  bisa  mempengaruhi  kedaulatan  Ci- 
na harus  ditentang.  Dalam  konteks  glo- 
bal sekarang  ini,  ARF  menjadi  sangat  ren- 
tan  atas  ancaman  kepentingan  sesaat 
negara-negara  besar.  ARF  bisa  jatuh  ke 
dalam  instrumen  "kepentingan  sesaat" 
negara  adidaya,  seperti  Amerika  Seri- 
kat. Sedangkan  dalam  konteks  "perang 
melawan  terorisme"  mudah  sekali  bagi 
Amerika  Serikat  untuk  memanfaatkan 
ARF  menjadi  kepentingan  politik  luar  ne- 
gerinya. Bahkan  dikhawatirkan  ARF  da- 
pat menjadi  sarana  lobi  bagi  Amerika  Se- 
rikat untuk  mencari  dukungan  terhadap 
rencana  serangannya  ke  Irak. 

Kenyataan  ini  harus  diwaspadai,  se- 
bab  selain  mengkhawatirkan,  juga  adanya 
tendensi  untuk  meningkatkan  kapabilitas 
militer  dari  negara-negara  ASEAN  sebagai 
payung  perlindungan  untuk  melakukan  se- 
rangan  terhadap  terorisme.  Sikap  konsis- 
ten  ASEAN  sangat  diperlukan  guna  men- 
jaga kredibilitas  ASEAN  sebagai  organi- 
sasi  multilateral.  Sebagai  aktor  di  kawasan, 
ASEAN  seharusnya  tidak  perlu  mengikuti 
pilihan  yang  diambil  oleh  Amerika  Seri- 
kat, seperti  halnya  yang  pernah  dilaku- 
kan ketiga  negara  ASEAN  ketika  me- 
nanggapi  wawancara  Presiden  Amerika  Se- 
rikat George  W.  Bush  dengan  ABC  News 
Desember  2001.  Dalam  wawancaranya. 
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George  W.  Bush  menginginkan  penem- 
patan  pasukannya  di  Filipina,  Malaysia  dan 
Indonesia  guna  memerangi  terorisme  yang 
mempunyai  kaitan  dengan  jaringan  Al- 
Qaeda  pimpinan  Osama  bin  Laden  di  Asia 
Tenggara.  Namun  ketiga  negara  ASEAN 
tersebut  menolak  dengan  alasan  antara 
lain,  konstitusi  melarangnya,  tidak  sesuai 
dengan  kebijakan  negara  yang  bersang- 
kutan  dan  mengganggu  kedaulatan  suatu 
negara.  Langkah  penolakan  ASEAN  ini  di- 
nilai  mampu  menciptakan  pengertian  yang 
sama  tentang  pentingnya  integritas  na- 
sional,  stabilitas  politik,  dan  hankam  ke 
dalam  lingkungan  regional  yang  kondusif. 

Oleh  karena  itu  ASEAN  sebagai  peng- 
gerak  utama  ARE  dalam  membentuk  lan- 
skap  keamanan  harus  mengambil  sikap  ter- 
hadap  persoalan-persoalan  tersebut  di 
atas.  Sebag3i  aktor  dalam  ARE,  ASEAN 
harus  melakukan  konsolidasi  di  kalangan 
anggotanya  dan  peka  terhadap  perubah- 
an  kebijakan  luar  negeri  Amerika  Serikat 
tentang  masalah  terorisme.  Hal  itu  tidak 
perlu  menjadi  rintangan  ASEAN  dalam  me- 
nyikapi  perubahan-perubahan  di  kawasan. 
Meskipun  realitas  menunjukkan  bahwa 
ARE  hingga  kini  tidak  secara  langsung 
menangani  masalah-masalah  keamanan  di 
Asia  Pasifik  dan  belum  menjalankan  peran 
keamanan  secara  substantif,  ASEAN  perlu 
terus  memperluas  hubungan  dan  mem- 
perkuat  solidaritas  ARE  guna  mengantisi- 
pasi  munculnya  polarisasi  dalam  ARE.  Ke- 
bijakan baru  Amerika  Serikat  dalam  me- 
merangi terorisme  internasionai  harus  di- 
lihat  sebagai  ujian  bagi  ARE  guna  mela- 
kukan peran  keamanan  yang  lebih  sub- 
tantif  dan  peran  ASEAN  dalam  mengkon- 
solidasikan  kepentingan-kepentingah  ang- 
gota  ARE  lainnya. 

Komunike  bersama  para  Menlu  ARE 
antara  lain  mengatakan: 

1.  Menekankan  pentingnya  secara  aktif 
unsur  pertahanan,  militer  dan  keaman- 
an lainnya  ikut  memperkuat  proses 
ARE. 


2.  Menyambut  baik  pembentukan  Inter- 
sessional  Meeting  on  Counter-Terror- 
ism and  Transnational  Crime  (ISM  on 
CT-CT). 

3.  Pentingnya  mempererat  hubungan  di 
antara  anggota  ARE  dalam  menghadapi 
terorisme  Internasionai  dengan  mem- 
perkuat jaringan  kerja  sama  keamanan. 

4.  Merasa  puas  akan  peran  ARE  seba- 
gai forum  kerja  sama  keamanan  di 
Asia  Pasifik  yang  telah  melaksanakan 
fungsi  membangun  saling  percaya  dan 
diplomasi  preventif. 

5.  Menyambut  baik  inisiatif  untuk  men- 
ciptakan lebih  banyak  kesempatan  in- 
teraksi  di  antara  para  pejabat  perta- 
hanan, militer,  dan  keamanan. 

6.  Memberi  fasilitas  dua  pertemuan  pen- 
ting  pada  tahun  ini,  yaitu  lokakarya 
tentang:  (a)  Financial  Measures  Againts 
Terrorism;  dan  (b)  Prevention  Terrorism. 

7.  Ikut  prihatin  dengan  insiden  di  Laut 
Kuning  antara  Korea  Seiatan  dengan 
Korea  Utara  pada  bulan  Juni  2002. 
Oleh  karena  itu  para  menteri  mene- 
kankan upaya  preventif  dengan  mem- 
bangun saling  percaya  di  antara  ke- 
dua  belah  pihak  agar  kejadian  serupa 
tidak  terulang  lagi. 

8.  Upaya  rekonsiliasi  Korsel-Korut  dengan 
menekankan  pelaksanaan  Deklarasi 
Bersama  Utara-Selatan  tanggal  15  Juni 
2002  dan  tindak  lanjut  utusan  khu- 
sus  Presiden  Korea  Seiatan  ke  Pyong- 
yang, April  2002. 

9.  Pentingnya  mengadakan  KTT  Intra- 
Korea  ke-2  dan  pelaksanaan  Agreed 
Framework  tahun  1994,  termasuk  pro- 
yek  Organisasi  Pembangunan  Energi 
Semenanjung  Korea  (KEDO). 

10.  Mengharapkan  adanya  prospek  dia- 
log antara  Korea  Utara  dengan  Ame- 
rika Serikat,  pertemuan  Palang  Me- 
rah  Internasionai  dan  Korea  Utara  de- 
ngan Jepang. 
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11.  Mendukung  integritas  teritorial  dan 
persatuan  nasional  Indonesia,  stabilitas, 
kesejahteraan  ekonomi  dan  demokrat- 
isasi  sehingga  mendorong  perdamaian 
dan  stabilitas  pembangunan  wilayah. 

12.  Menyambut  baik  upaya  Myanmar  da- 
lam  proses  rekonsiliasi,  persatuan  dan 
kemajuan  ekonomi  serta  konsolidasi 
politik  dalam  negeri  (Kompas,  1-8-2002). 

13.  Meningkatkan  kerja  sama  dengan  IMF, 
Bank  Dunia  dan  lembaga  keuangan 
dunia  lain  untuk  menemukan  dana 
yang  dipakai  aksi  terorisme. 

14.  Sepakat  untuk  membentuk  unit  jaring- 
an  intelijen  finansial  di  tiap  negara  un- 
tuk mengawasi  sumber  keuangan  para 
tersangka  teroris,  membekukan  aset 
teroris  dan  memperkuat  upaya  anti- 
pencucian  uang  yang  terkait  dengan 
teroris  {Republika,  1-8-2002). 

15.  Sepakat  untuk  mengadakan  pertemu- 
an-pertemuan  khusus  mengenai  kontra- 
terorisme,  seperti  yang  pernah  dise- 
lenggarakan  oleh  Malaysia  dan  Ame- 
rika  Serikat  di  Kuala  Lumpur. 

16.  Pakistan  agar  menghentikan  seluruh 
aktivitas  teroris  di  wilayahnya  agar  ke- 
tegangan  dengan  India  semakin  me- 
reda  {Sinar  Harapan,  1-8-2002). 


D.  Pertemuan  ASEAN-PMC 

Pertemuan  ASEAN-PMC  dihadiri  oleh 
10  negara  ASEAN  dan  10  negara  mitra 
dialog,  yaitu  Amerika  Serikat,  Rusia,  Ci- 
na,  Jepang,  Kanada,  Australia,  Selandia 
Baru,  Uni  Eropa,  Korea  Selatan  dan  In- 
dia. Pertemuan  yang  berlangsung  di  Bru- 
nei Darussalam  tanggal  31  juli  -  1  Agustus 
2002  ini  dimaksudkan  untuk  membica- 
rakan  masalah  politik  dan  ekonomi  baik 
pada  tingkat  bilateral,  regional  maupun 
internasional. 

Salah  satu  agenda  penting  pertemu- 
an ASEAN-PMC  adalah  penandatanganan 
Deklarasi  Bersama  ASEAN-Amerika  Se- 
rikat tentang  kerja  sama  untuk  meme- 


rangi  Terorisme  Internasional.  Penanda- 
tanganan itu  dilakukan  oleh  Menlu  Brunei 
Darussalam  Mohamad  Bolkiah  sebagai 
Ketua  ASEAN  dengan  Menlu  Amerika  Se- 
rikat Colin  Powell.  Meskipun  kesepakat- 
an  ini  menjajikan  kerja  sama  di  bidang 
intelijen,  tetapi  bukan  berarti  member! 
ijin  bagi  kedatangan  pasukan  Amerika  Se- 
rikat di  negara-negara  ASEAN.  Kesepa- 
katan  itu  juga  menyebutkan  bahwa  Ame- 
rika Serikat  tidak  diperbolehkan  meng- 
ambil  tindakan  secara  sepihak  tanpa  ijin 
dari  negara  yang  bersangkutan  (lihat 
Lampiran). 

Seusai   penandatanganan   itu  Menlu 
Colin  Powell  mengatakan  bahwa  Ame- 
rika Serikat  tidak  akan  mencari  pangkal- 
an  atau  tempat  baru  untuk  mengirim- 
kan  pasukannya  dalam  upaya  membe- 
rantas  terorisme.  Amerika  Serikat  hanya 
ingin  menjalin  kerja  sama  yang  lebih  kom- 
prehensif   dengan    negara-negara  lain. 
Akan  tetapi  Amerika  Serikat  tidak  me- 
nutup  peluang  atau  kemungkinan  kerja 
sama  militer  atau  kerja  sama  lain  de- 
ngan pasukan  Amerika  Serikat.  Di  sam- 
ping  itu  ia  mengatakan  bahwa  deklarasi 
tersebut  mempunyai  arti  penting  karena 
difokuskan  pada  kerja  sama  pertukaran 
informasi,  intelijen,  dan  pembentukan 
capacity  building  yang  memperkuat  hu- 
bungan  antara  ASEAN-Amerika  Serikat. 
Selanjutnya  ia  mengatakan  bahwa  Ame- 
rika   Serikat    tetap  mempertahankan 
300.000  pasukannya  di  Asia  Pasifik  guna 
menjaga  perdamaian  dan  stabilitas  di 
kawasan  {Kompas,  2-8-2002). 

Penandatanganan  ini  mencerminkan 
upaya  kerja  sama-  ketika  kedua  belah 
pihak  sepakat  untuk  meningkatkan  hu- 
bungan  di  luar  kerja  sama  pembangun- 
an, yaitu  dengan  dimasukkannya  ma- 
salah-masalah  politik  dan  keamanan  da- 
lam suatu  dialog.  Kesepakatan  tersebut 
tertuang  dalam  salah  satu  keputusan 
KTT  ASEAN  ke-4  di  Singapura  pada 
tahun  1992  yang  memberi  arah  untuk 
memajukan  dialog  dengan   pihak  luar 
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guna  peningkatan  keamanan  di  ka- 
wasan.  Perluasan  bidang  kerja  sama  ini 
sejalan  dengan  komitmen  Amerika  Se- 
rikat  mengenai  peran  kepemimpinan- 
nya  di  kawasan,  dan  atas  dasar  penting- 
nya  ASEAN  bagi  Amerika  Serikat  dalam 
hubungan  di  bidang  politik  dan  ekono- 
mi  internasional. 

Dalam  menjaiin  hubungan  dengan 
negara  mitra  wicara,  organisasi-organisasi 
regional  maupun  internasional,  ASEAN 
menganut  prinsip-prinsip  sebagai  berikut: 

1.  Kerja  sama  dengan  ASEAN  sebagai 
suatu  kelompok  hendaknya  tidak  rne- 
ngorbankan  hubungan  yang  telah,  ada. 


Lampiran 

ASEAN-UNITED  STATES  OF  AMERICA 
JOINT  DECLARATION  FOR  CO- 
OPERATION TO  COMBAT  INTERNA- 
TIONAL TERRORISM 

The  Goverments  of  Brunei  Darussalam, 
the  Kingdom  of  Cambodia,  the  Republic 
of  Indonesia,  the  Lao  People's  Denib- 
cratic  Republic,  Malaysia,  the  Union  of 
Myanmar,  the  Republic  of  the  Philip- 
pines, The  Republic  of  Singapore,  The 
Kingdom  of  Thailand,  The  Socialist  Re- 
public of  Vietnam,  member  countries  of 
Association  of  Southeast  Asian  Nations 
(ASEAN),  and  the  United  of  America 
(hereinafter  referred  to  collectively  as 
"the  participants"); 

Mindful  of  the  2001  ASEAN  Declara- 
tion on  Joint  Action  to  Counter  Terrorism, 
which,  interalia,  undertakes  to  strengthen 
cooperation  at  bilateral,  regional  and 
international  levels  in  combating  terror- 
ism in  a  comprehensive  manner  and  af- 
firms that  at  the  international  level  the 
United  Nations  should  play  a  major  role 
in  this  regard; 

Reaffirming  their  commitment  to 
counter,  prevent  and  suppress  all  forms 


2.  Kerja  sama  tersebut  hendaknya  dapat 
saling  melengkapi  kapabilitas  ASEAN 
dan  bukan  menggantikannya. 

3.  Kerja  sama  tersebut  hendaknya  diwu- 
judkan  dalam  bentuk  proyek-proyek 
yang  disetujui  oleh  ASEAN  dan  berciri- 
kan  kawasan  serta  bermanfaat  untuk 
semua  negara  anggota  ASEAN. 

4.  Kerja  sama  tersebut  hendaknya  tidak 
disertai  dengan  persyaratan-persyaratan 
yang  merugikan. 

5.  Proyek-proyek  kerja  sama  tersebut 
hendaknya  dilaksanakan  di  kawasan 
ASEAN'. 


of  terrorist  acts  in  accbrdance  with  the 
Charter  of  United^^Nations,  international 
Jaw  and  all  the  relevant  United  Nations 
resolutions  or  declarations  on  international 
terrorism,  in  particular  the  principles  out- 
lined in  United  Nations  Security  Council 
Resolutions  1373,1267  and  1390; 

Viewing  acts  of  terrorism  in  all  its 
forms  and  manifestations,  co.nmitted 
wherever,  ^Whenever  and  by  whonisover, 
as  a  profound  threat  to  international 
peace  and  security,  which  require  con- 
certed action  to  protect  and  defend  all 
peoples  and  the  peace  and  security  of 
the  world; 

Recognising  the  principles  of  sover- 
eign equality,  territorial  integrity  and  non- 
intervention in  the  domestic  affairs  of 
other  States; 

Acknowledging  the  value  of  existing 
cooperation  on  security,  intelligence  and 
law  enforcement  matters,  and  desiring 
to  strengthen  and  expand  this  co- 
operation to  combat  international  ter- 
rorism through  the  ASEAN  Ministerial 
Meeting  on  Transnational  Crime,  as  a 
leading  ASEAN  body  for  combating  ter- 
rorism, and  other  mechanisms; 

Recognising  the  transnational  nature 
of  terrorist  activities  and  the  need  to 
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Strengthen  international  cooperation  at  all 
levels  in  combating  terrorism  in  a  com- 
prehensive manner; 

Desiring  to  enhance  counter-terrorism 
cooperation  between  the  relevant  agen- 
cies of  the  participants  governments; 

Solemnly  declare  as  follows: 
Objectives 

1.  The  participants  reaffirm  the  import- 
ance of  having  a  framework  for  co- 
operation to  prevent,  disrupt  and  com- 
bat international  terrorism  through  the 
exchange  and  flow  of  information, 
intelligence  and  capacity-building. 

2.  The  participants  emphasize  that  the 
purpose  of  this  cooperation  is  to  en- 
hance the  efficacy  of  those  efforts  to 
combat  terrorism. 

Scope  and  Areas  of  Cooperation 

1.  The  participants  stress  their  commit- 
ment to  seek  to  implement  the  prin- 
ciples laid  out  in  this  Declaration,  in 
accordance  with  their  respective  do- 
mestic laws  and  their  specific  circum- 
stances, in  any  or  all  of  the  following 
activities: 

•  Continue  and  improve  intelligence 
and  terrorist  financing  information 
sharing  on  counter-terrorism  meas- 
ures, including  the  development 
of  more  effective  counter  terrorism 
policies  and  legal,  regulatory  and 
administrative  counter-terrorism  re- 
gimes. 

•  Enhance  liaison  relationships  amongst 
their  law  enforcement  agencies  to 
engender  practical  counter-terrorism 
regimes. 

•  Strengthen  capacity-building  efforts 
through  training  and  education;  con- 
sultations between  officials,  analysts 
and  field  operators;  and  seminars. 


conferences  and  joint  operations  as 
appropriate. 

•  Provide  assistance  on  transporta- 
tion, border  and  immigration  control 
challenges,  including  document  and 
identity  fraud  to  stem  effectively 
the  flow  of  terrorist-related  material, 
money  and  people. 

•  Comply  with  United  Nations  Se- 
curity Council  Resolutions.  1373, 
1267,  1390  and  other  United  Na- 
tions resolutions  or  declarations  on 
international  terrorism. 

•  Explore  on  a  mutual  basis  addi- 
tional areas  of  cooperation. 

Participation 

1 .  Participan^ts  are.  called  upon  to;  be- 
come parties  to  all  the  United  Nations 
conventions  and  protocols  relating  to 
terrorism. 

2.  The  participants  are  each  called  upon 
to  designate  an  agiency  to  coordinate 
with  law  efforcement  agencies,  author- 
ities dealing  with  countering  terrorism 
financing  and  other  concerned  govern- 
ment agencies,  and  to  act  as  the  cent- 
ral point  of  contact  for  the  purposes 
of  irtiplementing  this  Declaration. 

Disclosure  of  Information 

1.  The  participants  expect  that  no  par- 
ticipant would  disclose  or  distribute 
any  confidential  inforrination,  docu- 
ments or  data  received  in  connection 
with  this  Declaration  to  any  third 
party,  at  any  time,  except  to  the  ex- 
tent agreed  in  writing  by  the  parti- 
cipant that  provided  the  information. 

2.  All  the  participants  are  urged  to 
promote  and  implement  in  good  faith 
and  effectively  the  provisions  of  the 
present  Declaration  in  all  its  aspects. 

Signed  at  Bandar  Seri  Begawan  this  first 
day  of  August,  Two  Thousand  and  Two. 
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MERUMUSKAN  KEMBALI 
KEBANGSAAN  INDONESIA 

Penyunting:  Indra  J.  Piliang,  Edy  Prasetyono,  dan 
Hadi  Soesastro 

Diterbitkan  oleh:  Centre  for  Strategic  and  Inter- 
national Studies  (CSIS),  Jakarta 

Buku  ini  berisi  kumpulan  tulisan  para  analis  CSIS, 
yang  diterbitkan  dalam  rangka  memperingati  30 
tahun  CSIS.  Tulisan-tulisan  tersebut  mencerminkan 
keragaman  pemikiran  tentang  berbagai  masalah 
kebangsaan,  yang  merupakan  tema  pokok  peringatan  30  tahun  berdirinya 
lembaga  kajian  ini.  Penyajian  pemikiran  mengenai  isi  dan  proses  perumusan 
kembali  Kebangsaan  Indonesia  ini  merupakan  upaya  untuk  mer-angsang  per- 
debatan  publik  dan  pengkajian  yang  bermakna. 

Tiga  puluh  tujuh  tulisan  yang  tersaji  dalam  buku  ini  mengungkapkan  pan- 
dangan  yang  beragam  -  ada  yang  bersifat  filosofis  ataupun  berorientasi  teknikal. 
Ada  pandangan  yang  bersifat  konservatif,  dan  ada  pula  yang  revolusioner. 
Akan  tetapi,  kesemuanya  mempunyai  tujuan  yang  sama,  yaitu  mencari 
bentuk  ideal  Indonesia  dan  rumusan  kebangsaan. 

Keseluruhan  tulisan  dengan  berbagai  ragam  pemikiran  dan .  pandangan  tersebut 
dikelompokkan  dalam  6  bab:  (1)  Kebangsaan  Baru;  (2)  Konstitusi  Baru;  (3) 
Masyarakat  Baru;  (4)  Lingkungan  Eksternal  Baru;  (5)  Perekonomian  Baru;  dan, 
(6)  Kelembagaan  Ekonomi  Sosial  Baru.  Tulisan-tulisan  tersebut  pada  intinya 
ingin  menyampaikan  perlunya  membangun  Indonesia  dengan  fondasi  yang 
kokoh,  dengan  penataan  kembali  hubungan  antar  warga  masyarakat,  serta 
membangun  ekonomi  yang  jauh  lebih  luas  dari  sekadar  mengejar  pertumbuhan 
yang  tinggi. 

Penerbitan  buku  ini  diharapkan  akan  membuka  wacana  publik,  serta  mem- 
berikan  manfaat  bagi  masyarakat  luas  yang  peduli  terhadap  nasib  bangsa  ini. 
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Peac£  Building 
and  State  Building 
in  East  Timor 


Edited  by.  Hadi  Soesastro  &  Landiy  Haiyo  Subianto 

Published  by:  Centre  for  Strategic  and  Inter- 
national Studies  (CSIS),  Jakarta 

This  volume  contains  six  papers  originally  pre- 
pared for  a  Task  Force  created  by  the  Council 
for  Asia  Europe  Cooperation  (CAEC).  The  study 
of  East  Timor,  which  was  undertaken  as  a 
collaboration  between  scholars  from  East  Timor, 
Australia,  and  Indonesia,  aims  mainly  to 
examine  East  Timor's  challenges  and  how  it 
can  best  respond  to  them. 

The  first  paper  written  by  Dionisio  Babo-Soares 
'-^j'    'c-     .  examines  the  political  transition  in  East  Timor. 

He  Identifies  four  types  of  players  that  shape  the  political  transformation 
in  East  Tifnor:  UNTAET,  the  East  Timorese  political  community,  the  or- 
dinary people,  and  the  Catholic  church.  The  second  paper  by  James  J.  Fox 
presents  an  assessment  of  UNTAET's  role,  in  building  local  capacities 
for  the  future.  The  third  paper,  which  was  written  by  Dionisio  Babo- 
Soares,  discusses  law  and  order,  including  the  management  of  internal 
security  in  East  Timor.  The  fourth  paper,  presented  by  Rizal  Sukma 
analyzes  East  Timor's  security  challenges.  This  is  followed  by  a  paper 
written  by  Helder  da  Costa  and  Hadi  Soesastro.  They  present  their 
views  and  assessment  on  the  economic  development  in  East  Timor  and 
its  future  challenges.  The  last  paper  by  Landry  H.  Subianto  discusses 
the  role  of  various  international  institutions  in  the  process  of  peace- 
building  and  state-building  in  East  Timor. 

This  volume  is  recommended  for  those  who  are  interested  in  the  studies 
of  East  Asia  and  Southwest  Pacific,  in  particular  of  East  Timor, 
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